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PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN
SUMATERA UTARA

Tukimin, SE, M.MA!

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja pada Dinas
Pertanian Sumatera Utara. Manfaat penelitian adalah menambah pengetahuan penulis di bidang manajemen
sumber daya manusia mengenai pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja. Populasi penelitian adalah
seluruh pegawai Dinas Pertanian Sumatera Utara tahun 2011 sebanyak 140 orang. Sampel penelitian diambil 96
orang. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui observasi langsung dan kuesioner.
Untuk menguji hipotesis digunakan uji z. Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi
linear sederhana yang diperoleh adalah Y = 5,706 - 0,826X. Artinya, stres kerja berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap kepuasan kerja pada Dinas Pertanian Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari nilai koefisien
regresinya yang bertanda negatif. Nilai koefisien determinan (R) sebesar 0,663. Artinya, stres kerja mempunyai
hubungan yang cukupkuat terhadap kepuasan kerja pada Dinas Pertanian Sumatera Utara. Nilai koefisien
determinan (R Square) sebesar 0,440. Artinya, streskerja dapat dijelaskan oleh kepuasan kerja sebesar 44%,
sedangkan 56% lagi dijelaskan oleh faktor lain. Dari hasil uji z, disimpulkan bahwa stres kerja berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada Dinas Pertanian Sumatera Utara, dapat diterima pada
tingkat signifikansi 5 persen.

Kata kunci : stres kerja, kepuasan kerja dan pegawai

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

Pegawai merupakan salah satu sumber daya terpenting yang perlu dikelola secara efisien dan efektif oleh
organisasi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, pimpinan suatu organisasi perlu memperhatikan tingkat
stres pegawai, hal ini sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi kerja kerja.

Pegawai yang tidak memperoleh pekerjaan sesuai keinginannya tidak akan mencapai kepuasan kerja dan
pada gilirannya menjadi frustasi dan stres. Stres yang terlalu berat akan mengancam kemampuan seseorang untuk
menghadapi tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Pegawai yang mengalami stres mudah marah dan tidak
relaks atau menunjukkan sikap yang tidak mau bekerja sama.

Robbins dalam Suhanto (2009), mendefinisikan stres sebagai kondisi yang dinamik yang didalamnya
individu menghadapi peluang, kendala, atau tuntutan (demands) yang terkait dengan apa yang sangat
diinginkannya dan yang dihasilkannya dipersepsikan sebagai tidak pasti, tetapi penting.

Penyebab timbulnya stres kerja adalah beban kerja yang berlebihan, desakan waktu penyelesaian
pekerjaan, umpan balik dari pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai harapan pegawai, konflik antar pribadi dan antar
kelompok, perbedaan antara nilai-nilai organisasi dan pegawai, perubahan teknologi yang sulit dipahami oleh
pegawai, masalah finansial dan masalah keluarga. Untuk mengatasi stres Kerja, atasan perlu mengadakan
konseling, mengikutsertakan pegawai dalam pengambilan keputusan dan mengadakan komunikasi terbuka antara
pihak manajemen organisasi dengan pegawai.

Menurut Schuler dan Jackson dalam Suhanto (2009), mengemukakan empat “S) penyebab umum stres

bagi banyak pekerja adalah supervisor (atasan), salary (gaji), security (keamanan) dan safety (keselamatan).
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Aturan-aturan kerja yang sempit dan tekanan-tekanan yang tiada henti untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
merupakan penyebab utama stres. Gaji dapat menjadi penyebab stres bila dianggap tidak diberikan secara adil.
Para pekerja juga dapat mengalami stres ketika merasa tidak pasti dalam hubungan dengan keamanan kerja. Bagi
banyak pekerja, rendahnya keamanan kerja dapat menimbulkan stres. Ketakutan akan kecelakaan di tempat kerja
dan cedera-cedera serta ancaman kematian juga dapat menimbulkan stres bagi banyak pekerja.

Kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang baik yang bersifat positif maupun bersifat
negatif tentang pekerjaannya. Gejala yang timbul akibat ketidakpuasan kerja pegawai dapat berupa keluhan,
prestasi kerja rendah, kualitas pekerjaan yang diselesaikan kurang baik dan rendahnya disiplin kerja pegawai.
Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen yang cukup penting dalam organisasi. Kepuasan kerja individu
bukan hanya timbul dari sekedar melakukan pekerjaan, tetapi juga dengan aspek lain seperti interaksi dengan
rekan sekerja dan atasan, aturan-aturan, lingkungan kerja, balas jasa, dan promosi jabatan. Kepuasan atau
ketidakpuasan seseorang dengan pekerjaan merupakan keadaan yang sifatnya subjektif, yang merupakan suatu
perbandingan mengenai apa yang diterima pegawai dari pekerjaannya dibandingkan harapannya.

Dinas Pertanian Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang berfungsi untuk
merencanakan dan mengendalikan pertanian di Sumatera Utara. Kepala Dinas Pertanian Sumatera Utara selalu
berusaha mengatasi stres kerja dengan mengadakan acara rekreasi dan makan bersama, menyelesaikan setiap
persoalan yang dihadapi pegawai dengan baik. Selain itu, kepala dinas melibatkan bawahan dalam mengambil

berbagai keputusan.

1.2. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kepuasan

kerja pada Dinas Pertanian Sumatera Utara.

1.3. Metode Penelitian
Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Dinas Pertanian Sumatera Utara tahun 2011 sebanyak
140 orang. Sampel penelitian diambil 96 orang. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dikumpulkan

melalui observasi langsung dan kuesioner. Untuk menguji hipotesis digunakan uji z.

2. Uraian Teoritis
2.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh faktor sumber daya
manusia yang ikut terlibat dalam kegiatan operasionalnya. Faktor sumber daya manusia merupakan salah satu
faktor terpenting yang harus dikelola dan diarahkan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Mathis dan Jackson (2002:4), menyatakan “manajemen sumber daya manusia adalah berhubungan
dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi dilihat dari
bakat seseorang untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi”’. Menurut Hasibuan (2003:4), ”manajemen sumber
daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai dan masyarakat.
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Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan
suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses seleksi, pendayagunaan, pemeliharaan dan
pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu, maupun tujuan organisasi. Sumber daya
manusia sangat berperan sesuai perkembangan teknologi industri karena teknologi secanggih apapun, tidak dapat
berjalan jika tidak diproses oleh manusia. Pengelolaan sumber daya manusia sangat sulit, karena
heterogenitasnya, sehingga pembuatan peraturan maupun pelaksanaannya hendaknya diterima oleh pegawai.

2.2. Pengertian dan Penyebab Stres

Perusahaan bisa mendorong atau menghambat pembelajaran, banyak karakteristik perusahaan lain yang
berinteraksi dengan perbediaan individual untuk mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Dalam setiap
perusahaan, karakteristik ini termasuk sumber stres. Stres merupakan respon psikologis dan respon emosi
seseorang yang dapat menciptakan ketidakpastian dan gagalnya kendali diri. Stress menghasilkan beberapa
kombinasi dari rasa frustasi dan kegelisahan

Menurut Robbins (2003:376), “stres menunjukkan suatu kondisi dinamika yang di dalamnya seorang
individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang
diinginkan dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting”. Sedangkan menurut Daft (2003:34),
stres adalah respon psikologis dan respon emosional individu pada stimuli yang menimbulkan kebutuhan fisik
dan psikologis pada individu”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa stres merupakan timbul akibat kepuasan kerja
tidak berwujud dari pekerjaannya. Respon orang pada stresor bervariasi menurut kepribadian mereka, sumber
daya yang tersedia untuk membantu menanggulanginnya, dan konteks di mana stres terjadi. Ketika tingkat stres
relatif rendah pada saat menguasai sumber daya, stres dapat menjadi kekuatan positif, menstimulasi perubahan
yang diinginkan dan pencapaian hasil. Namun, terlalu banyak stres yang dihubungkan dengan banyak
konsekuensi negatif, termasuk gangguan tidur, penyalahgunaan obat dan alkohol, sakit kepala, tekanan darah
tinggi dan penyakit jantung. Orang yang berpengalaman sakit yang disebabkan oleh terlalu banyak stres mungkin
akan menarik diri dari interaksi dengan rekan kerja, mengambil cuti sakit dan mencari pekerjaan yang kurang
memicu stres di tempat lain.

Stres yang tidak diatasi dengan baik berakibat pada ketidakmampuan seseorang berinteraksi secara
positif dengan lingkungannya, baik dalam arti lingkungan pekerjaan maupun di luarnya. Artinya pegawai yang
menghadapi berbagai gejala negatif pada gilirannya berpengaruh pada kinerja pegawai. Pimpinan organisasi lebih
baik mengatasi stresnya dan menciptakan cara bagi organisasi untuk membantu bawahan untuk mengatasi stres
kerja jika mereka menemukan kondisi yang cenderung menimbulkan stres kerja.

Menurut Daft (2003:37), penyebab stres kerja adalah:

a. Tuntutan tugas.
Tuntutas tugas adalah stresor yang muncul dari tugas yang dituntut oleh seseorang yang memegang pekerjaan
tertentu. Beberapa jenis keputusan sifathnya menimbulkan stres; yang dibuat dibawah tekanan waktu, yang

mempunyai konsekuensi serius, dan yang harus dibuat dari informasi tidak lengkap.
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b. Kondisi fisik.
Tuntutan fisik adalah stresor yang dikaitkan dengan keadaan di mana individu bekerja. Beberapa orang harus
mengatasi kerja dalam keadaan yang dirancang dengan buruk, seperti sebuah kantor dengan penerangan yang
tidak cukup atau sedikit privasi. Beberapa pegawai harus bersiasat dalam ruang kerja yang menyiksa,
beberapa memperoleh terlalu sedikit atau terlalu banyak panas untuk kenyamanan. Beberapa tempat kerja
menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan, dari lantai yang licin hingga udara yang terkena
polusi.

c. Peran (serangkaian perilaku yang diharapkan).
Tuntutan peran adalah tantangan yang dikaitkan dengan peran perilaku yang diharapkan dari seseorang
karena posisi orang tersebut dalam kelompok kerja. Beberapa orang menghadapi ambiguitas peran, yang
berarti mereka tidak pasti tentang perilaku apa yang diharapkan dari mereka.

d. Konflik
Ambiguitas peran dapat mengakibatkan stres, orang yang berpengalaman dengan konflik peran dapat merasa
seolah-olah mereka dipecah belah oleh ekspektasi yang bertentangan. Konflik peran terjadi ketika individu
merasakan tuntutan yang tidak sesuai dari orang lain. Atasan sering merasakan konflik peran karena tuntutan
atasannya bertentangan dengan keinginan pegawai.

e. Tuntutan interpersonal.
Tuntutan interpersonal merupakan stresor yang dikaitkan dengan hubungan dalam organisasi. Walaupun
dalam beberapa kasus hubungan interpersonal dapat mengurangi stres, hal ini juga dapat menjadi sumber
stres ketika kelompok menekan individu atau ketika terjadi konflik. Konflik interpersonal terjadi ketika dua
atau lebih individu merasakan bahwa sikap atau tujuannya berlawanan arah.

Organisasi yang ingin menantang pegawainya, dan tetap kompetitif pada lingkungan yang berubah cepat,
tidak akan pernah terbebas dari stres kerja. Tapi karena banyak konsekuensi negatif dari stres kerja, pimpinan

organisasi perlu berpartisipasi dalam manajemen stres untuk dirinya dan untuk pegawainya.

2.3. Faktor Penyebab Stres Kerja
Sumber stres yang menyebabkan seseorang tidak berfungsi secara optimal, tidak saja datang dari satu
macam penyebab timbulnya stres tetapi dari beberapa sumber, namun sebagian besar dari lingkungan kerja.
Lingkungan pekerjaan mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan seseorang.
Menurut Hasibuan (2003:204), faktor penyebab stres kerja antara lain:
1) Beban kerja yang sulit dan berlebihan.
2) Tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil dan wajar.
3) Waktu dan peralatan kerja yang kurang memadai.
4) Kaonflik antar pribadi dengan pimpinan atau kelompok kerja.
5) Balas jasa yang terlalu rendah.

6) Masalah-masalah keluarga seperti anak, istri, mertua dan sebagainya.
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Kondisi-kondisi yang cenderung menyebabkan stres disebut stresors. Meskipun stres dapat diakibatkan
oleh hanya satu stresors, biasanya pegawai mengalami stres karena kombinasi stresor.

2.4. Pengertian Kepuasan Kerja

Seseorang bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan terpenuhi, maka
pegawai merasa puas; dan sebaliknya, bila kebutuhannya tidak terpenuhi, maka semangat dan kegairahan kerja
turun, merasa bosan bekerja, dan tingkat kemangkiran meningkat, dan lain sebagainya.

Menurut Handoko (2004:183), “kepuasan kerja adalah emosional yang menyenangkan dan tidak
menyenangkan dengan mana pegawai memandang pekerjaan mereka”. Menurut Hasibuan (2003:202), “kepuasan
kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya”. Menurut Ardana (2008:23),
“kepuasan kerja adalah selisih dari sesuatu yang seharusnya ada dengan yang sesungguhnya. Semakin kecil
selisih kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang sesungguhnya, seseorang cenderung merasa semakin puas”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja merupakan cara pandang
seseorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja tergantung pada tingkat perolehan instrinsik dan eksterinsik,
dan tergantung dari pandangan pemegang pekerjaan terhadap perolehan tersebut. Unsur kognisi dan perilaku
orang terhadap pekerjaannya dianggap sebagai unsur-unsur yang dikandung dalam kepuasan kerja.

Sikap pegawai yang dijadikan sebagai salah satu ukuran kepuasan kerja lebih dimaksudkan sebagai
pandangan pemegang pekerjaan terhadap perolehan interinsik dan ekstrinsik. Sedangkan ukuran lain meliputi:
pergantian shift, keterlambatan dan keluhan dapat dimasukkan dalam kategori perilaku. Persepsi pegawai
terhadap pekerjaannya dapat dilihat dari kebebasan pegawai mengambil keputusan sesuai kebutuhan, kepedulian
pimpinan terhadap pekerjaan bawahan, keseimbangan antara tingkat upah dengan pengorbanan yang diberikan
pegawai, kesempatan diberikan kepada pegawai untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Persepsi
pegawai juga dipengaruhi oleh kerja sama antar teman kerja serta lingkungan kerja aman dan nyaman, gaya

kepemimpinan yang demokratis di mana pegawai diikutsertakan dalam pengambilan keputusan.

2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja
Pegawai yang tidak memperoleh kepuasan tidak akan pernah mencapai kepuasan psikologis, dan

akhirnya akan timbul sikap negatif dan pada gilirannya akan dapat menimbulkan stres. Sebaliknya, pegawai yang
merasa puas dapat bekerja dengan baik, penuh semangat, aktif dan dapat berprestasi lebih baik dari pegawai yang
tidak memperoleh kepuasan. Menurut Sutrisno (2009:83), faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja
adalah:
1) Kesempatan untuk maju.

Dalam hal ini, ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama

kerja.
2) Keamanan Kerja.

Faktor ini disebut sebagai penunjang kepuasan kerja. Keadaan yang aman mempengaruhi perasaan pegawai

selama kerja.
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3) Gaji
Gaji dapat mengakibatkan ketidakpuasan, dan jarang orang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan
sejumlah uang yang diperolehnya.

4) Pangkat.
Pada pekerjaan yang mendasarkan perbedaan tingkat atau golongan, sehingga pekerjaan tersebut memberikan
kedudukan tertentu pada orang yang melakukannya. Apabila ada kenaikan gaji, maka sedikit banyaknya akan
dianggap sebagai kenaikan pangkat, dan kebanggaan terhadap kedudukan yang baru itu akan mengubah
perilaku dan perasaan pegawai.

5) Faktor instrinsik dari pekerjaan.
Atribut yang ada dalam pekerjaan mensyaratkan keterampilan tertentu. Sukar dan mudahnya serta
kebanggaan akan tugas dapat meningkatkan atau menurunkan kepuasan kerja.

6) Kondisi kerja.
Termasuk di sini kondisi tempat, ventilasi, penyiaran, kantin dan tempat parkir.

7) Aspek sosial dalam pekerjaan.
Aspek sosial dalam pekerjaan merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan tetapi dipandang sebagai
faktor yang menunjang puas atau tidaknya pekerja.

8) Fasilitas kesejahteraan
Fasilitas kesejahteraan berupa cuti, dana pensiun, atau perumahan merupakan standar suatu jabatan dan
apabila dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa puas.

Pegawai merasa puas dalam kerja, jika tidak terdapat perbedaan antara apa yang dikehendaki pegawai
dengan kenyataannya yang mereka rasakan. Andaikata yang dirasakan dan diperoleh lebih besar dari apa yang
menurut mereka harus ada, maka kepuasan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila kenyataan dirasakan lebih rendah
dari apa yang menurut mereka harus ada, maka telah terjadi ketidakpuasan pegawai terhadap kerja. Makin besar
perbedaannya ini akan makin besar pula ketidakpuasan pegawai.

Kepuasan kerja mempengaruhi tingkat Kkedisiplinan pegawai, artinya jika kepuasan diperoleh dari
pekerjaan, maka kedisiplinan pegawai baik. Sebaliknya, jika kepuasan kurang tercapai dari pekerjaannya, maka
kedisiplinan pegawai rendah. Selain itu, umur pegawai mempengaruhi kerja, dimana pegawai yang masih muda

tuntutan kepuasan kerjanya tinggi; sedangkan pegawai tua, tuntutan kepuasan kerjanya relatif rendah.

3. Pembahasan

Dari 96 responden yang menyatakan sangat setuju bahwa kepala Dinas Pertanian Sumatera Utara
memberikan kesempatan untuk maju kepada para pegawai senior untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi
sebanyak 4 orang (4%), setuju 19 orang (20%), cukup setuju 20 orang (21%), tidak setuju 48 orang (50%) dan
responden yang menyatakan sangat tidak setuju 5 orang (5%). Dari jumlah dan persentase tersebut dapat
dikatakan bahwa promosi jabatan pada Dinas Pertanian Sumatera Utara dilakukan berdasarkan senioritas, bukan

atas prestasi kerja dan hal ini sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dari kantor pusat.
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Responden yang menyatakan sangat setuju bahwa keamanan kerja selama pegawai melaksanakan
tugasnya sudah sesuai yang diharapkan 11 orang (11%), setuju 24 orang (25%), cukup setuju 24 orang (25%),
tidak setuju 19 orang (20%) dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju 18 orang (19%). Dari jumlah
dan persentase tersebut dapat dikatakan bahwa keamanan kerja selama pegawai melaksanakan tugasnya cukup
sesuai yang diharapkan, karena Dinas Pertanian Sumatera Utara memiliki satpam untuk mengamankan harta
kekayaan organisasi dan harta kekayaan pribadi pegawai selama melaksanakan tugas-tugasnya.

Responden yang menyatakan sangat setuju bahwa pegawai mendapatkan kenaikan gaji secara berkala
dan bagi pegawai yagn berprestasi terbaik diberikan kenaikan gaji istimewa sebanyak 10 orang (10%), setuju 24
orang (25%), cukup setuju 26 orang (27%), tidak setuju 20 orang (21%) dan responden yang menyatakan sangat
tidak setuju 16 orang (17%). Dari jumlah dan persentase tersebut dapat dikatakan bahwa pegawai merasa puas
dengan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Responden yang menyatakan sangat setuju bahwa prestasi kerja dan masa kerja mempengaruhi pangkat
seseorang sebanyak 12 orang (13%), setuju 25 orang (26%), cukup setuju 27 orang (28%), tidak setuju 17 orang
(18%) dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju 15 orang (16%). Dari jumlah dan persentase tersebut
dapat dikatakan bahwa prestasi kerja dan masa kerja mempengaruhi pangkat seseorang pada Dinas Pertanian
Sumatera Utara.

Responden yang menyatakan sangat setuju bahwa faktor instrinsik dari tugas yang dibebankan oleh
atasan sesuai kemampuan dan keahlian bawahan dapat meningkatkan kepuasan kerja sebanyak 11 orang (12%),
setuju 20 orang (21%), cukup setuju 27 orang (28%), tidak setuju 22 orang (23%) dan responden yang
menyatakan sangat tidak setuju 16 orang (17%). Dari jumlah dan persentase tersebut dapat dikatakan bahwa
pegawai merasa cukup puas dengan faktor instrinsik dari tugas yang dibebankan oleh atasan cukup sesuai
kemampuan dan keahlian bawahan.

Responden yang menyatakan sangat setuju bahwa kondisi kerja yang menyenangkan mendorong
pegawai untuk bekerja lebih giat sebanyak 11 orang (12%), setuju 21 orang (22%), cukup setuju 28 orang (29%),
tidak setuju 21 orang (22%) dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju 15 orang (16%). Dari jumlah
dan persentase tersebut dapat dikatakan bahwa pegawai merasa cukup puas dengan kondisi kerja.

Responden yang menyatakan sangat setuju bahwa aspek sosial dalam pekerjaan yang terlihat dari adanya
kerjasama dan saling membantu antar pegawai sesuai yang diharapkan sebanyak 8 orang (8%), setuju 28 orang
(29%), cukup setuju 22 orang (23%), tidak setuju 20 orang (21%) dan responden yang menyatakan sangat tidak
setuju 18 orang (19%). Dari jumlah dan persentase tersebut dapat dikatakan bahwa pegawai merasa puas dengan
aspek sosial dalam pekerjaan, karena rekan kerja saling bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan
tugas-tugas yang dibebankan oleh atasan.

Responden yang menyatakan sangat setuju bahwa fasilitas kesejahteraan yang diberikan Dinas Pertanian
Sumatera Utara sudah sesuai yang diharapkan sebanyak 12 orang (13%), setuju 19 orang (20%), cukup setuju 30
orang (31%), tidak setuju 21 orang (22%) dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju 14 orang (15%).
Berdasarkan jumlah dan persentase tersebut dapat dikatakan bahwa fasilitas kesejahteraan yang diberikan Dinas

Pertanian Sumatera Utara cukup memuaskan.
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Dari nilai koefisien regresi linear sederhana diketahui pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja
sebesar 0,826. Artinya, setiap terjadi perubahan stres kerja, maka kepuasan kerja akan berubah sebesar 0,826.
Dengan demikian, terdapat pengaruh negatif antara stres kerja dengan kepuasan kerja. Gejala stres yang dialami
pegawai Dinas Pertanian Sumatera Utara terlihat dari kondisi fisik, psikologis dan perilaku. Gejala fisik yang
dialami pegawai saat mengalami stres kerja adalah denyut jantung meningkat, sesak nafas, keringat dingin,
gemetar, tekanan darah meningkat, sakit kepala dan gangguan pencernaan.

Gejala psikologis terlihat dari adanya pegawai yang merasa tegang, gelisah, tidak ada kosentrasi kerja,
merasa bosan, mudah tersinggung, mudah emosional, tidak produktif, sedih dan khawatir. Pegawai yang stres
dapat dilihat dari perilakunya, yaitu beban kerja yang diberikan oleh atasan tidak dapat diselesaikan dengan baik,
sehingga prestasi kerjanya menurun, malas bekerja, dan berbicara tidak tenang.

Dari hasil SPSS versi 16,0, diketahui nilai zyiyn, Sebesar -8,588 > zin = 0,494, dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,000, sehingga H; diterima. Artinya, stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kepuasan kerja pada Dinas Pertanian Sumatera Utara. Dengan demikian, hipotesis diterima. Hasil penelitian ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhanto (2009) yang menyimpulkan bahwa stres kerja mempunyai

pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada Bank Internasional Indonesia, Tbk.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Persamaan regresi linear sederhana yang diperoleh adalah Y = 5,706 - 0,826X. Artinya, stres Kkerja
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada Dinas Pertanian Sumatera Utara. Hal ini
terlihat dari nilai koefisien regresinya yang bertanda negatif.

2. Nilai koefisien determinan (R) sebesar 0,663. Artinya, stres kerja mempunyai hubungan yang cukupkuat
terhadap kepuasan kerja pada Dinas Pertanian Sumatera Utara. Nilai koefisien determinan (R Square) sebesar
0,440. Artinya, streskerja dapat dijelaskan oleh kepuasan kerja sebesar 44%, sedangkan 56% lagi dijelaskan
oleh faktor lain.

3. Dari hasil uji z, diketahui nilai zyyng Sebesar -8,588 > zipe = 0,494, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000,
sehingga H; diterima. Artinya, stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada

Dinas Pertanian Sumatera Utara, dapat diterima pada tingkat signifikansi 5 persen.

4.2. Saran
Saran yang diberikan sebagai bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pertanian Sumatera Utara
adalah:
1. Untuk meningkatkan kepuasan kerja, sebaiknya promosi jabatan didasarkan atas prestasi kerja.
2. Sebaiknya, kepala Dinas Pertanian Sumatera Utara mengurangi penyebab terjadinya stres kerja dengan

mempertimbangkan waktu penyelesaian pekerjaan dengan beban kerja yang diberikan kepada bawahan.
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PENGATURAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN MELALUI
PRANATA TUTUR PODA PADA MASYARAKAT BATAK DI SUMATERA UTARA

Dr. Anwar Sadat, S.Ag, M.Hum?

Abstrak

Penyelesaian konflik dalam bidang perkawinan lebih cocok dan pantas diselesaikan berdasarkan
musyawarah di antara keluarga, karena hal itu lebih cenderung mendatangkan keadilan dan kemafaatan
bagi semua pihak. Buktinya, hampir semua masalah yang muncul dari perkawinan selalu diselesaikan
melalui pranata tutur Poda yang dimiliki masyarakat adat Batak dengan tidak mengesampingkan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai konflik dalam bidang perkawinan, seperti kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), kawin lari, kawin lain agama, perceraian, pembagian harta gono-gini, kawin
semarga, perceraian, perselingkuhan dan pengasuhan anak adalah sangat sering terjadi bahkan proses
penyelesaiannya tidak jarang berakhir pada tingkat pengadilan. Berbeda halnya dengan komunitas Batak di
Sumatera Utara bahwa semua jenis konflik yang menyangkut soal perkawinan, umumnya dapat diselesaikan
dengan baik berdasarkan asas kekeluargaan melalui pranata Tutur Poda, sehingga penyelesaiannya tidak
sampai pada tingkat pengadilan.

Masyarakat yang mampu mengetahui tutur poda tersebut, akan mampu menghindarkan diri dari
berbagai tindakan yang dapat menodai perjalanan rumah tangga dan perkawinan di tengah-tengah
masyarakat. Sebab dalam pranata tutur poda tersebut telah diatur tentang tatakrama, garis ketentuan dan
pedoman menyangkut pelaksanaan perkawinan dengan disertai ketentuan-ketentuan sanksi adat bagi
masyarakat yang melanggar aturan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam pranata tutur poda
itu sendiri.

Aturan pranata tutur poda ini sekalipun bersifat jus non scriptum atau non statuir (bersifat tidak
tertulis), namun di dalamnya telah diatur tentang prosedur penyelesaian sengketa perkawinan yang
menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kawin lari, kawin lain agama, perceraian, pembagian
harta gono-gini, kawin semarga, perceraian, perselingkuhan dan pengasuhan anak.

Mereka yang memahami aturan paranata tutur poda ini akan terjadi kemudahan dalam memahami
tingkat tutur yang dibolehkan dan dilarang melangsungkan perkawinan, bagimana bentuk sanksinya jika
terjadi perkawinan yang melanggar tutur poda dan manfaat yang diperoleh dari hasil perkawinan yang sesuai
dengan tutur poda.

Hebatnya lagi, bila seseorang mendengar Tutur Poda dari seseorang, seperti, uda, hanguda, amang
boru, ambou, tulang, nantulang dan lain sebagainya, secara otomatis pihak kedua sebagai lawan bicara dan
pihak ketiga sebagai pendengarnya, langsung memahami bagaimana silsilah atau kedekatan kekerabatan

antara pihak pertama dengan pihak kedua. Jika seseorang memanggil orang lain dengan tutur “uda”, secara

2 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan
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otomatis orang akan paham bahwa orang yang dipanggil tutur “uda” tadi adalah adik bapaknya, baik
kandung atau tidak.

Tutur semacam ini sangat berbeda jauh dengan Tutur yang berlaku dalam bentuk bahasa Indonesia.
Jika seseorang memanggil orang lain dengan tutur “bapak”, maka seseorang tidak dapat mengetahuinya
dengan jelas tentang hubungan kekerabatan di antara mereka, sebab tutur ini masih mengandung berbagai
kemungkinan-kemungkinan. Artinya, orang dipanggil sebagai “bapak” tadi, belum tentu bapak kandungnya.
Bisa saja itu sebagai bapak gurunya, mertuanya, kawan kerjanya atau atasannya.

Ajaran tutur poda ini ternyata masih terus diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari,
karena juga mengandung ajaran tata krama dan sopan-santun dalam bersikap, bertinak dan berbicara di
tengah-tengah masyarakat. Melalui tutur poda ini, orang tidak akan mungkin bisa sembarangan bicara,
apalagi bertindak sembrono di hadapan orang lain. Karena masing-masing mengerti tentang hubungan
kekerabatan dan keturunan mereka satu dengan lainnya.

Menurut prinsip Tutur Poda bahwa orang semarga adalah dianggap sebagai satu keturunan,
kekerabatan dan pertalian darah yang sangat dekat. Dalam arti kata, orang semarga dianggap sebagai
saudara kandung atau saudara dekat yang tidak boleh dinikahi.

Ajaran dan aturan Tutur Poda ini memang tidak ditemukan dalam bentuk kodipikasi. Kalaupun ada,
bentuknya parsial yang tersebar dalam berbagai buku dan hasil penelitian. Sekalipun demikian, ajaran Tutur
Poda ini bersifat mengikat dan memaksa. Artinya, siapa yang melanggar aturannya, akan mendapatkan

sanksi dari masyarakat adat.

B. Pembahasan

Inti hakekat dari sebuah rumah tangga bahagia, penuh rasa kasih sayang (mawaddah), dan penuh
limpahan rahmat Allah (rohmah) adalah rumah tangga yang mampu menyelesaikan berbagai perselisihan
rumah tangga dengan cara bijaksana berdasarkan azas kekeluargaan, tanpa harus menggunakan jalur hukum
atau pengadilan.

Penyelesaian konflik dalam bidang perkawinan lebih cocok dan pantas diselesaikan berdasarkan
musyawarah di antara keluarga, karena hal itu lebih cenderung mendatangkan keadilan dan kemafaatan bagi
semua pihak. Buktinya, hampir semua masalah yang muncul dari perkawinan selalu diselesaikan melalui
pranata tutur Poda yang dimiliki masyarakat adat Batak dengan tidak mengesampingkan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sekalipun aturan pranata tutur poda ini bentuknya tidak tertulis, namun di dalamnya telah diatur
tentang prosedur penyelesaian sengketa perkawinan yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT), kawin lari, kawin lain agama, perceraian, pembagian harta gono-gini, kawin semarga, perceraian,
perselingkuhan dan pengasuhan anak.

Pada umumnya orang yang tidak menguasai tutur poda sering melakukan perkawinan yang
melanggar tutur poda, sebab ia tidak paham bahwa perkawinan yang dilakukannya itu adalah melanggar
hukum adat. Orang yang memahami ajaran tutur poda akan diketahui secara jelas tentang tingkat tutur yang

dibolehkan dan dilarang melangsungkan perkawinan, bagimana bentuk sanksi menurut hukum Islam dan

4199



Kultura Volume : 15 No. 1 Juni 2014

hukum adat jika terjadi perkawinan yang melanggar tutur poda dan manfaat yang diperoleh dari hasil
perkawinan yang sesuai dengan tutur poda dalam pandangan hukum adat.

Memanggil orang dengan menyebut tutur yang cocok dengannya adalah suatu kehormatan dan
wujud sopan santun yang sangat tinggi nilainya dalam kehidupan masyarakat. Siapa saja memanggil orang
dengan menggunakan tutur berarti ia dipandang orang yang menghormati martabat orang yang dipanggilnya.
Sebaliknya barang siapa yang memanggil orang dengan menyebut namanya secara langsung berarti ia
menunjukkan sikap tidak hormat padanya.

Memanggil orang dengan menyebut namanya hanya dibenarkan bagi orang tua kepada anaknya,
orang yang lebih tua kepada adeknya dan orang yang sebaya dengannya. Selain itu harus dipanggil
berdasarkan tutur.

Adanya tutur poda ini membawa manfaatnya bagi kehidupan masyarakat adat di Sumatera Utara,
terutama sekali dalam bidang perkawinan. Melalui tutur poda tersebut, sudah diketahui secara jelas orang-

orang yang pantas dikawini dan orang-orang yang dilarang dikawini.

1. Jenis-jenis Tutur

Masyarakat Batak di Sumatera Utara mengatur hubungan kekeluargaan dengan susunan tutur sopan
santun, agar dapat keharmonisan dan keserasian dalam masyarakat dan keluarga. Hubungan perkawinan
dengan partuturon menurut adat sangat diperhatikan. Jika terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam bidang
partuturon akan mendapatkan comoohan dan sanksi dari pengetua adat. Untuk lebih jelasnya dapat
dikemukakan jenis-jenis tutur sebagai berikut :
Alak lahi niba : Suami;
Daboru niba, dongan sabagas, saripe : Istri;
Aya, Amang, Damang, Apa : Ayah kandung atau yang sederajat;
Inang, Dainang, Inde, Umak : Ibu kandung atau yang sederajat;
Amang : Keturunan kandung laki-laki atau perempuan atau yang sederajat;
Boru : Keturnan kandung perempuan atau yang sederajat;
Pahompu : Cucu;

Uda : Semua adik laki-laki dari ayah atau yang sederajat;

© 0o N o o M~ DR

Amangtu, Amantua, Uwak : Semua abang ayah atau yang sederajat;

[EN
o

. Nanguda : Istri dari adik ayah atau yang sederajat;

11. Nantua, Inangtua : Istri abang ayah atau yang sederajat;

12. Ujing, Bujing, Etek : Adik perempuan dari ibu atau yang sederajat;
13. Inang Tobang : kakak perempuan dari ibu atau yang sederajat;

14. Namboru, Bou : Saudara perempuan dari ayah atau yang sederajat;
15. Tulang : Saudara laki-laki dari ibu atau yang sederajat;

16. Nantulang : Istri dari saudara ibu atau yang sederajat;

17. Amang Boru : Suami dari saudara perempuan ayah atau yang sederajat;
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18. Ompung : Kakek atau nenek;
19. Halak Bayo : Istri dari saudara laki-laki dari istri kita;
20. Ompung Suhut : Kakek dan nenek dari pihak ayah;
21. Ompung bayo :Kakek dan nenek dari pihak ibu;
22. Anggi Bayo : Istri adik atau yang sederajat;
23. Angkang Bayo : Istri dari abang atau yang sederajat;
24. Ipar : Panggilan timbal-balik antara lelaki yang mengambil istri dari saudara seorang lelaki lain;
25. Lae : Laki-laki yang mengawini saudara perempuan Kita;
26. Tunggane : Saudara laki-laki dari istri kita atau yang sederajat;
27. Eda : Panggilan timbal-balik antara istri kita dengan saudara perempuan kita atau yang sederajat;
28. Aya Tobang : Suami dari kakak ibu kita atau yang sederajat. Panggilan semacam ini bisa juga
dipakai kepada kakek ayah kita;
29. Inang Tobang : Panggilan kepada nenek ayah Kita;
30. Angkang Mulak : Cucu kita dari anak laki-laki, memanggil tutur kepada saudaya perempuan kita;
31. Tulang Mulak : Panggilan kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki istri kita atau yang sederajat;
32. Nantulang Mulak : Panggilan kepada istri anak laki-laki dari tunggane;
33. Bere, babere : Semua anak-anak dari saudara perempuan atau yang sederajat;
34. Anak Mulak : Anak dari cucu laki-laki;
35. Pahompu Mulak : Cicit atau yang sederajat;
36. Tulang Naposo : Anak saudara lelaki dari istri;
37. Ama Naposo : Panggilan saudar perempuan kita kepada anak kita yang laki-laki atau yang sederajat;
38. Parumaen, Inang Naposo : Istri dari anak atau yang sederajat.
2. Pengaruh tutur poda terhadap Perkawinan

Masyarakat adat Batak di Sumatera Utara merupakan masyarakat yang memiliki berbagai kekayaan
budaya yang perlu dilestarikan. Pasalnya, di antara sekian banyak adat istiadat maupun budaya yang ada di
sana, masih relevan sekali untuk diamalkan dan diimplementasikan kandungan nilainya pada masa sekarang,
seperti nilai tutur poda.

Keberadaan tutur poda ini sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan perkawinan dalam
masyarakat adat Batak. Artinya, melalui tutur poda ini, seseorang akan mengerti betul bagaimana silsilah
keturunan dan hubungan darah di antara mereka. Jika seseorang memanggil orang lain dengan panggilan
“uda”, maka secara otomatis orang akan langsung paham bahwa orang yang memanggil tutur “uda” tadi
adalah berkedudukan sebagai keponakan (amang/anak), yakni anak abang dari orang yang dipanggil “uda”,
baik kandung maupun tidak. Sedangkan orang yang dipanggil “uda” tadi, berkedudukan sebagai paman,
yakni adek laki-laki dari ayah orang yang memanggil, baik kandung maupun tidak.

Contoh lainnya, jika ada seseorang memanggil orang lain dengan tutur “tulang”, maka secara
otomatis masyarakat akan mengerti bahwa orang yang memanggil tutur “tulang” tadi, berkedudukan sebagai

taraf menantu (bere), yakni anak dari abang atau adek ibu, baik kandung maupun tidak. Sedangkan orang

4201



Kultura Volume : 15 No. 1 Juni 2014

yang dipanggil “tulang” tadi, berkedudukan sebagai abang atau adek ibu yang laki-laki, baik kandung
maupun tidak. Dalam tutur semacam ini, si “bere” akan bisa dan sah secara adat untuk menikah dengan anak
tulangnya. Sebab menurut pandangan adat bahwa silsilah darah antara bere dengan tulang adalah hubungan
yang bertalian dengan ibunya.

Tutur lainya, jika ada seseorang memanggil orang lain dengan tutur “ambou”, maka secara otomatis
masyarakat akan mengerti bahwa orang yang memanggil tutur “ambou” tadi, berkedudukan sebagai anak
abang maupun anak adek dari orang yang dipanggil tutur “ambou”. Jika yang memanggil tutur “ambou’ tadi
berjenis kelamin laki-laki, maka ia tidak boleh menikah dengan anak perempuan “ambounya”. Sebaliknya
jika yang memanggil tutur “ambou” tadi berjenis kelamin perempuan, maka ia boleh menikah dengan anak
laki-laki dari “ambounya”.

Tutur Poda yang berlaku dan telah mengakar dalam masyarakat adat Batak adalah sangat besar arti
dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat, terutama sekali menyangkut aturan dan tata cara pelaksanaan
perkawinan. Karena, melalui tutur poda ini, setiap orang bisa mengetahui secara langsung hubungan
kekerabatan dan silsilah seseorang dengan yang lainnya, tanpa harus bertanya atau menelusuri secara sengaja
tentang hubungan keturunan dan kekerabatannya.

Ajaran tutur poda ini masih sangat relevan untuk diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan
sehari-hari, supaya masyarakat mengetahui tata krama dan sopan-santun dalam bersikap, bertinak dan
berbicara di tengah-tengah masyarakat. Melalui tutur poda ini, orang tidak akan mungkin bisa sembarangan
bicara, apalagi bertindak di hadapan orang lain. Karena masing-masing mengerti tentang hubungan
kekerabatan dan keturunan mereka satu dengan lainnya.

Praktisnya, tutur poda ini amat membantu orang lain dalam menelusuri hubungan kedekatan dan
keturunan seseorang dalam masyarakat. Jadi tidak perlu lagi kenalan, atau mencari secara mendalam silsilah
masing-masing. Dengan begitu, ajaran tutur poda membawa misi prinsip efektif dan efisiensi dalam bidang
penelusuran keturunan.

Dalam pandangan adat, aturan tutur poda merupakan aturan yang yang dihormati dan dipatuhi.
Dalam ajaran tutur poda, seseorang tidak diperkenankan menikah antara alaki-laki dan perempuan yang
memiliki marga yang sama, seperti marga Harahap dengan marga Harahap, marga Siregar dengan marga
Siregar, marga Hasibuan dengan marga Hasibuan, begitu seterusnya.

Menurut pandangan adat bahwa orang semarga adalah dianggap sebagai satu keturunan,
kekerabatan dan pertalian darah yang sangat dekat. Dalam arti kata, orang semarga dianggap sebagai
saudara kandung atau saudara dekat yang haram untuk dinikahi. Jika ada orang yang hendak menikah, yang
pertamakali diselidiki terlebih dahulu adalah marga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jika marga
mereka berbeda dimana yang satu memiliki marga Harahap dan lainnya memiliki marga Siregar, maka
mereka tidak akan terhalang untuk melangsungkan pernikahan. Karena mereka dianggap sebagai keturunan

yang berlainan yang sangat dibenarkan untuk melangsungkan pernikahan.
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Sampai sekarang, masyarakat Batak masih tetap berpedoman pada pranata tutur dalam hal

pelaksanaan dan penyelesaian sengketa perkawinan. Data menunjukkan, dari tujuh Kabupaten yang

dijadikan sebagai lokasi penelitiaan, ternyata mayoritas masyarakatnya selalu menggunakan pranata tutur

sebagai tempat penyelesaian sengketa perkawinan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. Data perbandingan penggunaan pranata tutur dengan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan

sengketa perkawinan di kalangan masyarakat Batak 2006 — 2008.

Tempat penyelesaian Sengketa
No | Jenis Sengketa Perkawinan 2006 2007 2008
Prena@ | pa | P.Tutur | PA | P.Tutr | PA

1 | Perceraian 2 1 4 6 5
2 Pembagian Warisan 3 - 3 8 2
3 Pengasuhan Anak - 2 - - 3 -
4 Pengangkatan Anak 4 3 6 3 - -
5 Kawin Sumbang 3 - 2 - - -
6 Kawin Sopar 5 - 2 - 2 -
7 Kawin Mangalakkai 11 - 20 - 14 -
8 Kawin Yang Ditinggalkan - - - - 3 -
9 Kawin yang ditarik Paksa 3 - - - 6 -
10 | Kawin Marlojong 4 - 5 - 7 -

Sumber: Lembaga Adat dan Pengadilan Agama Kabupaten

Data tabel di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya mayoritas masyarakat adat Batak selalu

menggunakan pranata tutur dalam menyelesaikan setiap sengketa perkawinan. Kalaupun ada yang menggunakan

Pengadilan Agama jumlahnya hanya sedikit sekali.

Umumnya masyarakat Batak jarang sekali terjadi sengketa yang berkaitan dengan perkawinan. Jika

memang terjadi sengketa perkawinan yang tidak bisa dihindari, maka masyarakat Batak selalu berpedoman dan

merujuk peristiwa tersebut dengan menggunakan dan memanfaatkan filosofi yang berlaku di tengah-tengah

masyarakat. Adapun filosofi masyarakat Batak yang dimaksud adalah:’Somba mar Mora, Elek mar Anak Boru,

Manat-manat mar Kahanggi”. Pengertian filosofi ini dapat dijelaskan dan dirinci melalui keterangan berikut:

a. Somba mar Mora

1. Menghormati

2.Menjaga Kehormatan

3.Sopan Santun
4. Mendukung

b. Elek mar Anak Boru
1. Mengambil Hati
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2.Merayu

3.Menjaga agar Tidak tersinggung

4.Menyayangi

c. Manat-Manat mar Kahanggi

1. Hati-hati

2. Tidak Sembarangan

3. Menjaga Perasaan.

Perkawinan bagi masyarakat Batak merupakan sesuatu yang sangat sakral dan sangat dihormati. Bahkan

sebagian besar aturan adat yang ada merupakan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan di tengah-
tengah masyarakat.

Tabel. Jenis kegiatan adat yang harus diselenggarakan dalam acara perkawinan (Horja Margondang),

Agigah (mangayun), Kematian

No Per&g\:\ggsga%?”a Agigah (Mangayun) Kematian Mebat
1 Mangalehen Sere Mangalehen Paroppa Mambarangkatkon Manlgg::(ehen
Manyambol Maroban
2 Mangalap Boru Mangupa Horbo/Lombu Indahan
3 Agad Nikah Mangayun Daganak Makkobar Makkobar
4 Mangalayani Makkobar Mmangabisi Ari
Horja (Margondang, . .
> Sa{dafri, Kgnduri)g Manuju Ari
Manyambol
6 Horbo/Lombu/
Hambeng
7 Mangupa
8 Makkobar
9 Manortor
10 | Mangalo-alo Mora
Mangalehen Mangan
11
Mora
12 Patuaekkon
13 Marmoccak
14 Mangalehen Guar

Berdasarkan paparan tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan memiliki 14 kegiatan
dan prosedur yang harus dilalui dan harus ada dan tidak boleh diabaikan satu dengan lainnya. Keberadaan
kegiatan yang satu akan mendukung kegiatan lainnya. Selanjutnya, mengabaikan salah satu dari 14 kegiatan
diatas, akan berakibat pada ketidak sempurnaan, bahkan bisa dianggap sebuah perkawinan dianggap tidak sah
dalam pandangan adat Batak. Sedangkan dalam penyelenggaraan Agigah (Mangayun) ternyata hanya 5 kegiatan
saja yang harus dilalui dan dilaksanakan. Kemudian pada acara Mebat, ternyata hanya terdapat 3 kegiatan saja

yang harus dilalui.
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Fakta ini menunjukkan bahwa memang benar peristiwa perkawinan dalam masyarakat Batak sungguh
merupakan peristiwa yang luar biasa dan harus dihormati. Konsekuensi dari wujud penghormatan masyarakat
Batak dalam penyelenggaraan perkawinan dibuktikan melalui:

1. Adanya persyaratan yang cukup ketat dalam penyelenggaraan sebuah perkawinan;

2. Banyaknya kegiatan dan prosedur yang harus dilaksanakan;

3. Mahalnya biaya yang dibutuhkan dalam setiap perkawinan.

Berdasarkan ketiga macam bukti penghormatan dalam penyelenggaraan perkawinan di atas, secara
otomatis, sadar atau tidak sadar akan mengakibatkan pada dua hal:

1. Sulitnya dilakukan perceraian yang diakibatkan oleh:

a. Adanya rasa malu terhadap keluarga kedua belah pihak yang telah bersusah payah dalam

mensukseskan terselenggaranya pernikahan mereka;

b. Adanya pengawasan yang ketat dari orang tua dan tokoh masyarakat adat terhadap setiap rumah

tangga di tengah-tengah masyarakat.

2. Muncul Rasa kasih sayang sangat mendalam terhadap istri atau suami, dikarenakan oleh begitu sulit dan
payahnya kegiatan yang harus dilalui untuk sampai pada sebuah pernikahan yang sah. Oleh karenanya,
muncul tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan rumah tangga sampai akhir khayat;

3. Dimasukkan dalam jajaran harajaon dan Hatobangon di dalam masyarakat. Karena jajaran harajaon dan
Hatobangon merupakan kedudukan yang sangat terhormat dalam masyarakat Batak. Bagi masyarakat
Batak, menjaga kehormatan merupakan perbuatan yang sangat dijunjung tinggi. Ada prinsip dalam
masyarakat Batak bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dapat menjatuhkan martabat dan harga diri
adalah harus dihindarkan dan dijauhi. Seperti halnya dengan perceraian, bagi masyarakat Batak itu
dianggap sebagai perbuatan yang akan menjatuhkan dan menurunkan martabat seseorang dalam
masyarakat. Oleh karenanya, mayoritas masyarakat Batak jarang melakukan perceraian, kalaupun ada
jumlahnya sangat sedikit. Itupun dipengaruhi oleh faktor yang luar biasa yang sudah menabrak rambu-
rambu agama dan adat istiadat setempat.

3. Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan dalam Sengketa Perkawinan

Setiap sengketa perkawinan yang diselesaikan melalui musyawarah dalam masyarakat Batak, biasanya

disertai dengan pemberian sanksi yang bervariasi sesuai dengan tingkat dan jenis sengketa yang dilakukan.

Adapun macam sengketa dan jenis sanksinya yang pernah dijatuhkan dalam masyarakat Batak adalah:

a. Sanksi dalam sengketa kawin sumbang:
1. Memutuskan tali perkawinan antara suami dan istri yang sudah menikah;
2. Jika mereka tetap tidak bersedia dipisahkan atau bercerai, maka mereka diusir dari kampung
halaman mereka;
3. Putus hubungan mereka dengan keluarga baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.

b. Sanksi dalam sengketa kawin sopar (tidak sesuai dengan tutur):
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Apabila anak perempuan itu adalah anak dari anak boru satu sundut (satu generasi), maka sanksinya
memotong seekor kambing dengan mengundang makan orang sekampung. Bentuk Hukuman
semacam ini dinamakan dengan istilah “Pasar-sar bulung di alaman : Menyerakkan dedaunan di
halaman” atau “Paijur sonduk : Menurunkan senduk” atau “Paijur balik kuku”;

Apabila anak perempuan itu anak dari anak boru pusako (yang sudah lama), maka sanksinya lebih
besar dan lebih berat;

Memotong seekor kerbau yang akan disuguhkan kepada raja-raja;

Diumumkan beberapa ketentuan atau balok-balok (batas-batas) bahwa yang dulunya pihak laki-laki
sebagai mora, sekarang berubah status dan kedudukannya sebagai anak boru disebabkan karena
mereka melakukan rompak tutur (mengubah tutur). Sanksi ini hanya berlaku bagi ayah dan anak
laki-laki yang menikahi anak borunya saja dan tidak berlaku bagi seluruh kahangginya (saudaranya);

Tidak boleh lagi keturunan mereka mengambil anak gadis anak boru mereka.

c. Sanksi dalam sengketa kawin mangalakkai (kawin melangkahi):

1.

Orang yang melangkahi tersebut harus memberikan pakaian sasali kepada abang atau kakak
kandung yang dilangkahinya;

Jika yang melangkahi dan yang dilangkahi itu sama-sama perempuan, maka pihak keluarga laki-laki
harus memberikan pakaian sasali kepada anak gadis yang dilangkahi tersebut;

Jika yang melangkahi dan yang dilangkahi itu sama-sama laki-laki, maka adik yang melangkahi
tersebutlah yang memberikan pakaian sasali kepada abang kandungnya yang telah dilangkahinya;
Jika yang melangkahi seorang adik laki-laki dan yang dilangkahi seorang kaka perempuan, maka
adik yang melangkahi itu yang memberi pakaian sasali sesuai keinginannya;

Jika yang melangkahi adik perempuan dan yang dilangkahinya laki-laki, maka keluarga calon

mempelai laki-laki yang memberikan pakaian sasali.

d. Sanksi dalam sengketa kawin yang ditarik paksa:

1

Keluarga atau orang tua si calon mempelai perempuan harus membayar segala kerugian di waktu
kedatangan pengantin perempuan tersebut;

Harus membayar denda sebagai ganti rugi tercemarnya kehormatan keluarga calon mempelai laki-
laki. Hukuman semacam ini dalam masyarakat Batak dinamakan hukuman “Tobus ila : denda

penebus malu”.

e. Sanksi dalam sengketa perkawinan yang ditinggalkan di tengah jalan:

1.

Keluarga laki-laki yang melarikan tersebut harus membayar denda kepada keluarga perempuan.
Besarnya denda biasanya seekor kambing atau seekor lembu;
Harus datang keluarga laki-laki untuk meminta maaf kepada keluarga perempuan yang dilarikan

tersebut.
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3. Perkawinan Yang Baik dan Dilarang dalam Adat Batak

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dengan perempuan sesuai
dengan pranata yang diatur dalam tutur poda. Dalam arti kata, perkawinan yang dilangsungkan dengan orang
yang jauh silsilah keturunan dan nasabnya. Bila perlu perkawinan tersebut dilangsungkan dengan orang yang
berlainan suku atau daerah, karena akan banyak mendatangkan manfaat, seperti terjadinya pertukaran
budaya, pertambahan keluarga dan lain sebagainya.

Orang yang menikah sangat dihargai dan memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat adat.
Adapun pernikahan yang dipandang baik dalam pandangan adat Batak adalah pernikahan yang
dilangsungkan dengan:

1. Boru Tulang : Anak perempuan saudara laki-laki ibu;
2. Berlainan marga;

3. Satu derajat dalam kedudukan tingkat adat;

4. Satu bentuk pengertian dalam pelaksanaan adat;

5. Satu paham dalam kepercayaan.

Orang tua pada suku Batak selalu menganjurkan perkawinan ideal tersebut di atas. Tetapi bila
anjuran ini tidak dihiraukan oleh anak, maka pihak orang tua biasanya mengalah demi kebahagiaan anak-
anaknya. Tidak semua perkawinan dianggap baik dalam adat. Adapun perkawian yang dilarang dalam adat
adalah perkawinan yang dilangsungkan seseorang dengan :

1. Ito: Saudara kandung, sebapak, seibu atau sederajat;
Saudara Semarga;
Ujing : Saudara ibu kandung;
Anggi Ipar : Saudara istri kandung kalau istri masih hidup;
Anak saudara laki-laki dan perempuan;
Anak Uda : Anak saudara ayah;
Anak Ujing : Anak saudara perempuan dari ibu;

Anak Bou : Anak perempuan dari saudara perempuan ayah;

© 0 N o g &~ D

Cucu baik laki-laki maupun perempuan.

1. Mohd. Taib Osman berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dilarang menurut hukum adat,
orang lari mencari jalan perkawinan dari segi agama. Dan apabila perkawinan juga dilarang menurut

adat dan agama, orang lari ke peraturan undang-undang perkawinan.
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PENCEGAHAN TINDAK TERORISME MELALUI SURAT TUMBAGA HOLING PADA
MASYARAKAT ADAT BATAK DI SUMATERA UTARA

Ahmad Mahdi Siregar, SH, MH?
Abstrak

Pencegahan dan pemberantasan tindak terorisme dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat
adat adalah tidak kalah pentingnya dengan memberikan tindakan berupa penjatuhan sanksi yang seberat-
beratnya terhadap pelaku tindak teror, karena dengan memberdayakan masyarakat adat setempat, selain akan
menutup dan mempersempit ruang gerak para pelaku tindak teror, juga dapat menumbuhkan rasa
tanggungjawab masyarakat dalam bidang pencegahan tindak terorisme itu sendiri. Jauh sebelum lahirnya
Undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan terorisme di Indonesia, pranata Surat Tumbaga Holing
yang terdapat dalam Masyarakat Adat Batak telah memiliki aturan dan perangkat hukum tersendiri dalam
melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak terorisme, sekalipun materi hukum adatnya tidak spesifik,
rinci dan tegas menyebutkan kata dan istilah terorisme, namun arah, maksud dan tujuannya juga memiliki
maksud, tujuan dan fungsi yang sama dalam mencegah timbulnya tindakan yang bersifat teror di tengah
masyarakat adatnya. Tindakan terror ini timbul dikarenakan selain kurang adil, arif dan bijaksananya materi
pengaturan tentang pencegahan tindak terorisme yang dirasakan masyarakat, juga dikarenakan oleh kurang
dilibatkannya masyarakat adat dalam melakukan pencegahan tindak terorisme.

A. Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan ini sering sekali terjadi tindakan teror di berbagai tempat di Indonesia,
seperti: Bom Bali, 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 jiwa. Kemudian, 5 Agustus 2003, terjadi ledakan di
Hotel JW Marriott yang menewaskan 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka. Bom
Kedubes Australia, 9 September 2004, mengakibatkan 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Terulang
kembali Bom Bali pada tanggal 1 Oktober 2005 di R.AJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, dan di Nyoman
Cafe Jimbaran dengan menewaskan 22 orang dan 102 lainnya luka-luka dan beberapa kejadian lainnya.

Deretan kejahatan di atas timbul, karena selain berpangkal pada kurang tegas, adil dan manfaatnya materi
pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak terorisme yang ada, juga diakibatkan oleh kurang
diberdayakannya potensi masyarakat adat setempat dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak
terorisme.

Sesungguhnya, dari sekian banyak suku dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata
ada masyarakat adat yang memiliki model atau tata nilai tradisional tersendiri dalam melakukan pencegahan
tindakan yang bersifat teror, seperti masyarakat adat Batak melalui pranta Surat Tumbaga Holing yang mereka
miliki.

Masyarakat Adat Batak ternyata telah memiliki aturan dan perangkat hukum tersendiri dalam melakukan
pencegahan dan pemberantasan tindak terorisme, sekalipun materi hukum adatnya tidak spesifik, rinci dan tegas
menyebutkan kata terorisme, namun arah, maksud dan tujuannya memiliki maksud, tujuan dan fungsi yang sama
dalam mencegah timbulnya tindakan yang bersifat teror di tengah-tengah masyarakat.

Potensi masyarakat adat yang begitu besar haruslah dikelola dengan benar, arif dan bijaksana, supaya

pencegahan dan pemberantasan tindak terorisme tidak hanya bertumpu pada aparat penegak hukum dan

3 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan
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pemerintah, namun harus tetap melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat dengan
berbagai perangkat hukum adat dan kearifan lokal yang dimilikinya.

Pencegahan tindak terorisme secara arif dan bijaksana bukanlah barang jadi yang datang begitu saja,
tetapi ia merupakan proyek sosial yang mesti dibina dan diarahkan sehingga tindak terorisme dapat dicegah,
setidaknya dapat diminimalisir jumlahnya di tengah-tengah masyarakat.

Para pengambil keputusan atau pejabat yang berwenang harus berani membuat terobosan-terobosan baru
dalam upaya penciptaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan model
pencegahan tindak terorisme melalui Surat Tumbaga Holing pada masyarakat adat Batak. Upaya pencegahan
tindak terorisme tidak bisa lagi disandarkan pada konsep monoton dan perencanaan yang konvensional semata,

tetapi lebih dari itu harus memiliki visi yang tepat untuk mengantisipasi gerakan terorisme di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah
penelitian berikut:
1. Bagaimana model pencegahan tindak terorisme melalui Surat Tumbaga Holing pada masyarakat adat
Batak di Sumatera Utara ?
2. Bagaiman prosedur dan sistem musyawarah melalui Surat Tumbaga Holing pada Masyarakat adat Batak
dalam melakukan penjatuhan sanksi terhadap tindak terorisme ?
3. Bagaimana jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap para pihak yang terlibat dalam tindak terorisme melalui

Surat Tumbaga Holing pada masyarakat adat Batak di Sumatera Utara ?

C. Pembahasan

Hakekat dari pemberantasan tindak pidana terorisme adalah kemampuan melakukan pencegahan tindak
pidana terorisme dengan memberikan pemahaman dan pencerahan kepada seluruh masyarakat tentang bahaya
yang timbul darinya dengan memanfaatkan peran tokoh adat, tokoh agama dan media massa dengan tidak
mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan cara seperti ini akan dapat menutup
pintu tumbuh dan berkembangnya tindak pidana terorisme.

Pencegahan dan pemberantasan tindak terorisme dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat
adat adalah tidak kalah pentingnya dengan memberikan tindakan berupa penjatuhan sanksi yang seberat-beratnya
terhadap pelaku tindak teror, karena dengan memberdayakan masyarakat adat setempat, selain akan menutup dan
mempersempit ruang gerak para pelaku tindak teror, juga dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat
dalam bidang pencegahan tindak terorisme itu sendiri.

Kebijakan yang terlalu bertumpu kepada pendekatan legal formal dan bersifat represif, perlu ditinjau
ulang karena bukan saja tidak mampu mengatasi masalah terorisme tetapi justeru dapat menumbuhkan dan
meningkatkan tindakan kekerasan semacam itu di masa depan.

Pemberantasan tindak terorisme tidak bisa semata-mata disandarkan pada keberhasilan membuat
perangkat hukum yang baik saja, namun lebih dari itu harus juga dilakukan dengan upaya pencegahan tindak

terorisme dengan memanfaatkan potensi hukum adat dengan segala perangkat hukum yang ada padanya.
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Jauh sebelum lahirnya Undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan terorisme di Indonesia,
pranata Surat Tumbaga Holing yang terdapat dalam Masyarakat Adat Batak telah memiliki aturan dan perangkat
hukum tersendiri dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak terorisme, sekalipun materi hukum
adatnya tidak spesifik, rinci dan tegas menyebutkan kata dan istilah terorisme, namun arah, maksud dan tujuannya
juga memiliki maksud, tujuan dan fungsi yang sama dalam mencegah timbulnya tindakan yang bersifat teror di
tengah masyarakat adatnya.

1. Pengertian Surat Tumbaga Holing

Surat Tumbaga Holing terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yakni pertama: surat yang berarti catatan, pedoman
atau aturan. Kedua: Tumbaga yang berarti tembaga dan ketiga: Holing yang berarti tidak nampak dan tidak
tertulis. Jadi, Surat Tumbaga Holing merupakan suatu tatanan hukum adat yang bentuknya tidak terkodifikasi,
namun bersifat mengikat, karena ditaati oleh seluruh masyarakat adat sampai sekarang. Dengan kata lain, Surat
Tumbaga Holing ini merupakan hukum adat yang tidak nampak wujud materi kodifikasinya, tetapi dalam
prakteknya ternyata ada dan bersifat mengikat bagi masyarakat. Berdasarkan hal demikian, maka masyarakat adat
Batak menyebutnya dengan naskah tembaga yang berisi ajaran-ajaran adat yang tidak bisa dihapus.

Keberadaan pranata Surat Tumbaga Holing dalam masyarakat sangat dihargai, dihormati dan dipatuhi
aturannya dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas masyarakat adat Batak tidak berani menentang aturannya
secara terang-terangan, sebab di samping isinya mengandung nilai keadilan dan kebenaran, aturannya juga
dianggap sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidee) dan perasaan hukum (rechtsgevool) masyarakat.

Dj. Gultom Rajamarpodang berpendapat bahwa setiap daerah yang ada di Indoneia mempunyai tata cara
menciptakan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap
tingkah laku yang sudah merupakan kebiasaan ada hukum adat yang mengaturnya, sekalipun hukum adat ini
lebih banyak yang belum tertulis, namun pengetua adat dapat juga memutuskan hukuman berdasarkan sanksi
hukum adat yang berlaku dalam suatu daerah.

Sutan Managor berpendapat bahwa sekalipun bentuk pranata Surat Tumbaga Holing itu tidak
terkodifikasi, namun secara kenyataan terdapat kandungan dan muatan hukum, seperti larangan melakukan tindak
kejahatan terhadap manusia dan lingkungan, larangan melakukan tindakan yang menimbulkan gangguan terhadap
ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat. G. Siregar Baumi menyebutkan bahwa Surat Tumbaga
Holing itu mengandung berbagai jenis hukum yang bersifat mengatur dan mengikat, yaitu hubungan masyarakat
dan tutur sopan santun, susunan lembaga pemerintahan adat, upacara-upacara adat, benda-benda adat, aturan
perkenalan muda-mudi, seni budaya dan fungsinya, bahasa adat, parkalaan (ilmu bintang), hukum perdata dan
pidana adat.

2. Aturan Tersirat dalam Surat Tumbaga Holing tentang Pencegahan Tindak Teror

Pengaturan hukum masyarakat adat Batak tentang terorisme secara tekstual tidak ditemukan, namun
secara kontektual atau tersirat dapat ditemukan pengaturannya dalam hukum adat batak itu sendiri. Sejak dahulu,
masyarakat adat Batak tidak suka memusuhi dan tidak suka dimusuhi, tidak suka dibunuh dan tidak suka

membunuh, tidak suka diganggu dan tidak suka mengganggu, mereka saling hormat-menghormati, sayang-
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menyayangi dan selalu meninggikan martabat orang lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya beberapa aturan
hukum yang terkandung secara kontektual atau tersirat dalam Hukum masyarakat adat Batak.

a. Aturan Tersirat dalam Filosofi Masyarakat Adat Batak

Ada sebuah filosofi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adat Batak yang menjadi pedoman utama
dalam bersikap, berkata dan bertingkahlaku, termasuk dalam mencegah timbulnya tindakan pelanggaran dan
kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Adapun filosofi yang dimaksud adalah:’Somba mar Mora, Elek mar
Anak Boru, Manat-manat mar Kahanggi”.

Pengertian Somba mar Mora adalah menghormati Mora dan menjunjung tinggi martabatnya, menjaga
kehormatan, sopan santun dalam berbicara, bersikap dan bertindak di hadapan Mora dan mendukung segala
cita-citanya yang bersifat mulia. Sedangkan pengertian Elek mar Anak Boru adalah mengambil hatinya agar
tetap semangat dan selalu dalam keadaan bahagia, merayu dan membujuknya dalam setiap melaksanakan
pekerjaan, menjaga hatinya agar tidak tersinggung dan menyayangi. Dan pengertian Manat-Manat mar
Kahanggi adalah hati-hati, tidak sembarangan, dan menjaga perasaan.

Semua poin penting yang disebutkan di atas merupakan aturan yang terkandung dalam pranata Surat
Tumbaga Holing yang dapat dipedomani sebagai aturan tersirat dalam melakukan pencegahan dan
pemberantasan tindak teror yang terjadi dalam masyarakat.

Mora dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu mempunyai kedudukan tertinggi. Mereka selalu
dihormati, ucapan mereka selalu berisikan doa dan nasehat-nasehat untuk anak borunya dan mereka
didukkan selalu di tempat terhormat dalam setiap acara adat, termasuk dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan dan sengketa di tengah-tengah masyarakat.

b. Aturan Tersirat dalam Pranata Marga

Keberadaan marga ini sangat penting bagi Masyarakat Adat Batak, karena dalam pranata marga
mengandung aturan yang sangat dihormati dan dipatuhi. Menurut aturan pranata marga, orang tidak akan
mungkin bisa sembarangan bicara, apalagi bertindak sembrono di hadapan orang lain. Karena masing-masing
mengerti tentang hubungan kekerabatan dan keturunan mereka satu dengan lainnya. Orang semarga adalah
dianggap sebagai satu keturunan, kekerabatan dan pertalian darah yang sangat dekat, walaupun terkadang

mereka bisa berbeda agama dan keyakinan.

Setiap orang yang semarga beserta orang lain yang ada hubungan kekerabatan dengan marganya, harus
dianggap sebagai saudara kandung atau saudara dekat yang tidak boleh dihina, disakiti, dimusuhi, apalagi

membunuhnya. Keberadaanya dan kehormatannya harus dijaga dan dimuliakan.

Menurut aturan pranata marga, setiap orang dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dan

bermasyarakat harus dibangun dengan landasan:

1. Marsihaholongan (saling mengasihi);

2. Marsipagodakkon (saling membesarkan/saling mengangkat);

3. Marsihapadean (saling berbuat baik antara satu dengan lainnya);
4

Marsibegean (saling mendengarkan), Marsilehenan (saling memberi);
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Marsipagabean (saling membahagiakan), Marsipangiboan (saling memberi belas kasihan);
Marsitolongan (saling menolong), Marsilehenan (saling memberi);
Marsihargaan (saling menghargai);

® N o o

Marsipaingotan (saling mengingatkan).

Kedelapan prinsip di atas merupakan alat yang sangat ampuh dalam menciptakan kerukunan di tengah-
tengah masyarakat. Bahkan lebih dari itu, berbagai jenis tindak pelanggaran dan kejahatan dapat dihindari
melalui pesan moral yang terkandung dalam prinsip di atas.

c. Aturanyang Tersirat dalam Tutur

Kata Tutur mengandung pengertian panggilan keakraban atau sapaan keakraban antara seseorang dengan
orang lain. Setiap Tutur mengandung nilai moral, nilai etika, dan budi pekerti yang sangat tinggi nilai
spritualnya, sehingga dengan mengamalkan makna setiap Tutur, niscaya dapat memelihara keharmonisan,
kerukunan dan keakraban dalam bermasyarakat. Dalam Tutur itu memiliki muatan etika yang kuat, yakni
adab pergaulan hidup sehari-hari.

Pemakaian Tutur dalam kekerabatan ini sangat berperanan membentuk perilaku masyarakat, sehingga
melalui Tutur orang mampu mengetahui bagaimana cara menghormati orang tua, menghormati sesama,
saudara dan keluarga lainnya. Dengan Tutur ini orang dapat berbicara lebih beradab dan berbudaya.

Pemakaian Tutur dalam kekerabatan ini sangat berperanan membentuk perilaku masyarakat, sehingga
melalui Tutur orang mampu mengetahui bagaimana cara menghormati orang tua, menghormati sesama,

saudara dan keluarga lainnya. Dengan Tutur ini orang dapat berbicara lebih beradab dan berbudaya.

3. Sistem Musyawarah Menurut Pranata Surat Tumbaga Holing

Menurut pranata Surat Tumbaga Holing bahwa untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau untuk

memutuskan suatu perkara dan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, baik besar maupun Kecil, apalagi

yang menyangkut adat dan agama, dapat diselesaikan melalui partahian (musyawarah). Musyawarah dalam Surat

Tumbaga Holing memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan orang-orang yang ikut dalam sebuah musyawarah:

a.

Tahi Ungut-ungut (musyawarah keluarga). Dalam tingkatan ini musyawarah dilaksanakan antara suami
dan istri, yang didahului dalam rumah tangga;

Tahi Dalihan Na Tolu. Dalam tingkatan ini, musyawarah dilaksanakan antara kahanggi, anak boru dan
mora. Umumnya musyawarah lebih dilaksanakan dalam posisi muyawarah Dalihan na Tolu, baik dalam
tingkatan keluarga maupun dalam masyarakat;

Tahi Godang Parsahutaon (Musyawarah besar dalam sebuah perkampungan). Musyawarah dalam
tingkatan ini dihadiri oleh semua kelompok Dalihan na Tolu, tokoh adat dan unsur pemerintah. Lebih
rincinya adalah: Kahanggi, Anak Boru, Mora, Pisang Rahut, Hatobangon (orang yang dituakan dalam
kampung), Raja (raja adat atau keturunannya yang masih hidup), Orang Kaya dalam kampung.

Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung (Musyawarah besar antara desa atau daerah). Dalam tingkatan ini

hadir semua raja-raja antara desa atau daerah dan juga unsur pemerintah. Yang hadir dalam musyawarah
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ini: Kahanggi, Anak Boru, Mora, Pisang Rahut, Ompu Nikotuk, Hatobangon, Raja-raja antara desa, Orang
Kaya.

Seandainya terjadi tindak pelanggaran dan kejahatan dalam masyarakat, maka cara penyelesaiannya
dilakukan dengan menggunakan cara berikut:

a. Dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Dalam musyawarah tersebut hadir para pihak, kemudian para
hatobangon, Harajaon (keturunan raja), dan sebagian anggota keluarga yang melakukan tindak kejahatan
dan pelanggaran;

b. Para hatobangon dan Raja-raja mendengarkan permasalahan para pihak yang melakukan kejahatan dan
pelanggaran;

c. Para hatobangon dan Raja-raja secara bersama-sama melakukan peninjauan, penganalisaan terhadap bukti-
bukti yang ada;

d. Setelah itu baru dilakukan pengambilan keputusan yang benar dan adil. Putusan tersebut dilakukan dalam
majelis adat oleh para hatobangon dan Raja-raja secara terbuka di hadapan masyarakat.

4. Pemberantasan Terorisme Menurut Undang-undang

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu
ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat
internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan
masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi
orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror
terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan
seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan
warga sipil. Menurut Muladi, Tindak Pidana Terorisme tergolong kejahatan terhadap hati nurani (Crimes against
conscience), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh undang-undang, melainkan karena
pada dasarnya tergolong sebagai natural wrong atau acts wrong in.

Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan
demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Aksi terorisme juga mengandung makna
bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh
karena itu para pelakunya (teroris) layak mendapatkan pembalasan yang kejam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 menyebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah
segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini secara spesifik juga memuat
ketentuan tentang lingkup yurisdiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta memuat ketentuan khusus
terhadap tindak pidana terorisme yang terkait dengan kegiatan terorisme internasional. Ketentuan khusus ini
bukan merupakan wujud perlakuan yang diskriminatif melainkan merupakan komitmen pemerintah untuk
mewujudkan ketentuan Pasal 3 Convention Against Terrorist Bombing (1997) dan Convention on the Suppression

of Financing Terrorism (1999).
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Pasal 187 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa membuat, menerima, berusaha untuk mendapat,
mempunyai, menyembunyikan, membawa atau memasukkan ke Negara Indonesia, bahan-bahan benda atau
perkakas yang diktahuinya atau yang patut harus disangkanya, bahwa gunanya atau pada suatu kesempatan akan
dipergunakan untuk mengadakan letusan yang dapat mendatangkan bahaya maut atau bahaya umum bagi barang,
dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun atau kurungan sebanyak-banyaknya satu tahun. Hal yang senada
juga disebutkan dalam Pasal 338, 438 dan 479.

D. Kesimpulan
1. Model pencegajan tindak terorisme melalui pranata Surat Tumbaga Holing pada masyarakat batak di

Sumatera Utara adalah dengan merujuk pada 3 (tiga) hal yakni:

a. Pendegahan tindak terorisme dilakukan melalui aturan yang terkandung dalam filosofi:’Somba mar
Mora, Elek mar Anak Boru, Manat-manat mar Kahanggi”. Pengertian Somba mar Mora adalah
menghormati Mora dan menjunjung tinggi martabatnya, menjaga kehormatan, sopan santun dalam
berbicara, bersikap dan bertindak di hadapan Mora dan mendukung segala cita-citanya yang bersifat
mulia. Sedangkan pengertian Elek mar Anak Boru adalah mengambil hatinya agar tetap semangat dan
selalu dalam keadaan bahagia, merayu dan membujuknya dalam setiap melaksanakan pekerjaan,
menjaga hatinya agar tidak tersinggung dan menyayangi. Dan pengertian Manat-Manat mar
Kahanggi adalah hati-hati, tidak sembarangan, dan menjaga perasaan. Semua poin penting yang
disebutkan di atas merupakan aturan yang terkandung dalam pranata Surat Tumbaga Holing yang
dapat dipedomani sebagai aturan tersirat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak
teror yang terjadi dalam masyarakat.

Mora dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu mempunyai kedudukan tertinggi. Mereka selalu
dihormati, ucapan mereka selalu berisikan doa dan nasehat-nasehat untuk anak borunya dan mereka
didukkan selalu di tempat terhormat dalam setiap acara adat, termasuk dalam menyelesaikan berbagai

permasalahan dan sengketa di tengah-tengah masyarakat.

Sutan Managor berpendapat bahwa sekalipun bentuk pranata Surat Tumbaga Holing itu tidak terkodifikasi,
namun secara kenyataan terdapat kandungan dan muatan hukum, seperti larangan melakukan tindak kejahatan
terhadap manusia dan lingkungan, larangan melakukan tindakan yang menimbulkan gangguan terhadap
ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat. G. Siregar Baumi menyebutkan bahwa Surat Tumbaga
Holing itu mengandung berbagai jenis hukum yang bersifat mengatur dan mengikat, yaitu hubungan masyarakat
dan tutur sopan santun, susunan lembaga pemerintahan adat, upacara-upacara adat, benda-benda adat, aturan
perkenalan muda-mudi, seni budaya dan fungsinya, bahasa adat, parkalaan (ilmu bintang), hukum perdata dan
pidana adat. Keberadaan pranata Surat Tumbaga Holing dalam masyarakat sangat dihargai, dihormati dan
dipatuhi aturannya dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas masyarakat adat Batak tidak berani menentang
aturannya secara terang-terangan, sebab di samping isinya mengandung nilai keadilan dan kebenaran, aturannya

juga dianggap sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidee) dan perasaan hukum (rechtsgevool) masyarakat.
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2. Aturan Tersirat dalam Surat Tumbaga Holing tentang Pencegahan Tindak Teror
Pengaturan hukum masyarakat adat Batak tentang terorisme secara tekstual tidak ditemukan, namun

secara kontektual atau tersirat dapat ditemukan pengaturannya dalam hukum adat batak itu sendiri. Sejak dahulu,

masyarakat adat Batak tidak suka memusuhi dan tidak suka dimusuhi, tidak suka dibunuh dan tidak suka

membunuh, tidak suka diganggu dan tidak suka mengganggu, mereka saling hormat-menghormati, sayang-

menyayangi dan selalu meninggikan martabat orang lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya beberapa aturan

hukum yang terkandung secara kontektual atau tersirat dalam Hukum masyarakat adat Batak.

a. Aturan Tersirat dalam Filosofi Masyarakat Adat Batak

b.

Ada sebuah filosofi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adat Batak yang menjadi pedoman utama
dalam bersikap, berkata dan bertingkahlaku, termasuk dalam mencegah timbulnya tindakan pelanggaran dan
kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Adapun filosofi yang dimaksud adalah:’Somba mar Mora, Elek mar
Anak Boru, Manat-manat mar Kahanggi”.

Pengertian Somba mar Mora adalah menghormati Mora dan menjunjung tinggi martabatnya, menjaga
kehormatan, sopan santun dalam berbicara, bersikap dan bertindak di hadapan Mora dan mendukung segala
cita-citanya yang bersifat mulia. Sedangkan pengertian Elek mar Anak Boru adalah mengambil hatinya agar
tetap semangat dan selalu dalam keadaan bahagia, merayu dan membujuknya dalam setiap melaksanakan
pekerjaan, menjaga hatinya agar tidak tersinggung dan menyayangi. Dan pengertian Manat-Manat mar
Kahanggi adalah hati-hati, tidak sembarangan, dan menjaga perasaan.

Semua poin penting yang disebutkan di atas merupakan aturan yang terkandung dalam pranata Surat
Tumbaga Holing yang dapat dipedomani sebagai aturan tersirat dalam melakukan pencegahan dan
pemberantasan tindak teror yang terjadi dalam masyarakat.

Mora dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu mempunyai kedudukan tertinggi. Mereka selalu
dihormati, ucapan mereka selalu berisikan doa dan nasehat-nasehat untuk anak borunya dan mereka
didukkan selalu di tempat terhormat dalam setiap acara adat, termasuk dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan dan sengketa di tengah-tengah masyarakat.

Aturan Tersirat dalam Pranata Marga

Keberadaan marga ini sangat penting bagi Masyarakat Adat Batak, karena dalam pranata marga
mengandung aturan yang sangat dihormati dan dipatuhi. Menurut aturan pranata marga, orang tidak akan
mungkin bisa sembarangan bicara, apalagi bertindak sembrono di hadapan orang lain. Karena masing-masing
mengerti tentang hubungan kekerabatan dan keturunan mereka satu dengan lainnya. Orang semarga adalah
dianggap sebagai satu keturunan, kekerabatan dan pertalian darah yang sangat dekat, walaupun terkadang
mereka bisa berbeda agama dan keyakinan.

Setiap orang yang semarga beserta orang lain yang ada hubungan kekerabatan dengan marganya, harus
dianggap sebagai saudara kandung atau saudara dekat yang tidak boleh dihina, disakiti, dimusuhi, apalagi

membunuhnya. Keberadaanya dan kehormatannya harus dijaga dan dimuliakan.
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Menurut aturan pranata marga, setiap orang dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dan
bermasyarakat harus dibangun dengan landasan:
Marsihaholongan (saling mengasihi);
Marsipagodakkon (saling membesarkan/saling mengangkat);
Marsihapadean (saling berbuat baik antara satu dengan lainnya);
Marsibegean (saling mendengarkan), Marsilehenan (saling memberi);
Marsipagabean (saling membahagiakan), Marsipangiboan (saling memberi belas kasihan);
Marsitolongan (saling menolong), Marsilehenan (saling memberi);
Marsihargaan (saling menghargai);
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Marsipaingotan (saling mengingatkan).

Kedelapan prinsip di atas merupakan alat yang sangat ampuh dalam menciptakan kerukunan di tengah-
tengah masyarakat. Bahkan lebih dari itu, berbagai jenis tindak pelanggaran dan kejahatan dapat dihindari
melalui pesan moral yang terkandung dalam prinsip di atas.

c. Aturanyang Tersirat dalam Tutur

Kata Tutur mengandung pengertian panggilan keakraban atau sapaan keakraban antara seseorang dengan
orang lain. Setiap Tutur mengandung nilai moral, nilai etika, dan budi pekerti yang sangat tinggi nilai
spritualnya, sehingga dengan mengamalkan makna setiap Tutur, niscaya dapat memelihara keharmonisan,
kerukunan dan keakraban dalam bermasyarakat. Dalam Tutur itu memiliki muatan etika yang kuat, yakni
adab pergaulan hidup sehari-hari.

Pemakaian Tutur dalam kekerabatan ini sangat berperanan membentuk perilaku masyarakat, sehingga
melalui Tutur orang mampu mengetahui bagaimana cara menghormati orang tua, menghormati sesama,
saudara dan keluarga lainnya. Dengan Tutur ini orang dapat berbicara lebih beradab dan berbudaya.

Pemakaian Tutur dalam kekerabatan ini sangat berperanan membentuk perilaku masyarakat, sehingga
melalui Tutur orang mampu mengetahui bagaimana cara menghormati orang tua, menghormati sesama,

saudara dan keluarga lainnya. Dengan Tutur ini orang dapat berbicara lebih beradab dan berbudaya.

3. Sistem Musyawarah Menurut Pranata Surat Tumbaga Holing
Menurut pranata Surat Tumbaga Holing bahwa untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau untuk
memutuskan suatu perkara dan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, baik besar maupun kecil, apalagi
yang menyangkut adat dan agama, dapat diselesaikan melalui partahian (musyawarah). Musyawarah dalam Surat
Tumbaga Holing memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan orang-orang yang ikut dalam sebuah musyawarah:
a. Tahi Ungut-ungut (musyawarah keluarga). Dalam tingkatan ini musyawarah dilaksanakan antara suami
dan istri, yang didahului dalam rumah tangga;
b. Tahi Dalihan Na Tolu. Dalam tingkatan ini, musyawarah dilaksanakan antara kahanggi, anak boru dan
mora. Umumnya musyawarah lebih dilaksanakan dalam posisi muyawarah Dalihan na Tolu, baik dalam

tingkatan keluarga maupun dalam masyarakat;
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c. Tahi Godang Parsahutaon (Musyawarah besar dalam sebuah perkampungan). Musyawarah dalam
tingkatan ini dihadiri oleh semua kelompok Dalihan na Tolu, tokoh adat dan unsur pemerintah. Lebih
rincinya adalah: Kahanggi, Anak Boru, Mora, Pisang Rahut, Hatobangon (orang yang dituakan dalam
kampung), Raja (raja adat atau keturunannya yang masih hidup), Orang Kaya dalam kampung.

Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung (Musyawarah besar antara desa atau daerah). Dalam tingkatan ini hadir
semua raja-raja antara desa atau daerah dan juga unsur pemerintah. Yang hadir dalam musyawarah ini: Kahanggi,
Anak Boru, Mora, Pisang Rahut, Ompu Nikotuk, Hatobangon, Raja-raja antara desa, Orang Kaya.
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MODEL PENGATURAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PROSTITUSI
BERBASIS MASYARAKAT ADAT DALIHAN NA TOLU

Taufik Siregar, SH, M.Hum*

Abstrak

Jauh sebelum lahirnya undang-undang tentang prostitusi dan pornografi di Indonesia, ternyata
masyarakat adat Dalihan na Tolu telah memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pencegahan tindak
prostitusi di tengah-tengah masyarakat yang ditaati, dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat adat.
Umumnya tindak prostitusi dapat dicegah melalui adat Dalihan na Tolu, karena semua anggota masyarakat
yang tergabung dalam adat Dalihan na Tolu adalah memiliki kaitan erat antara satu dengan lainnya yang
diikat oleh Dalihan na Tolu. Ikatan kekeluargaan ini juga diikat dan diperkuat oleh sisi agama, perkawinan,
marga dan tutur. Dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu terdiri dari 3 (tiga) unsur layaknya seperti tiga
tungku (Dalihan na Tolu) yang saling bekerjasama dalam berbagai hal, termasuk dalam pelaksanaan
pemilihan kepala daerah. Pembuatan peraturan tentang pencegahan tindak prostitusi berbasis masyarakat
adat Dalihan na Tolu sangat diperlukan dalam upaya pembaharuan dan pengembangan peraturan daerah
atau peraturan nasional yang digali dari pandangan hidup masyarakat (value system) yang bisa
dimanfaatkan dan diterapkan di daerah lain di Indonesia.

Kata Kunci: Pencegahan, Prostitusi, Dalihan na Tolu
A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa praktek prostitusi sudah mulai menjamur di tengah-tengah
masyarakat, seperti banyaknya wanita tuna susila (WTS) berdiri di pinggir jalan tertentu dengan terang-
terangan dimuka umum tanpa ada rasa malu menawarkan diri kepada pria hidung belang yang naik
kenderaan roda dua maupun roda empat, adanya beberapa hotel bintang, hotel melati maupun cafe yang
menyediakan beberapa wanita yang dipekerjakan sebagai WTS dengan berbagai variasi harga yang telah
ditentukan. Bahkan yang lebih parah lagi, sudah ada beberapa tempat lokalisasi khusus yang sengaja
disediakan sebagai tempat praktek prostitusi yang tempatnya tidak jauh dari pemukiman masyarakat.

Upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya praktek prostitusi terus dilakukan dengan menangkap
WTS di jalanan, menangkap pasangan yang bukan suami isteri di beberapa hotel dan juga menutup tempat
lokalisasi yang meresahkan masyarakat. Bukan itu saja, beberapa perundang-undangan juga telah
diberlakukan di Indonesia dalam rangka upaya pencegahan terjadinya praktek prostitusi di tengah-tengah
masyarakat, seperti KUHP (Pasal 296, 297 dan 506).

Kegiatan penangkapan WTS dan juga pemberlakuan undang-undang tentang pencegahan dan
pelarangan praktek prostutisi, ternyata belum sepenuhnya mampu untuk mencegah terjadinya praktek
prostitusi di tengah-tengah masyarakat. Malah praktek prustitusi terus saja terjadi yang seolah-olah
perbuatan tersebut bukan lagi perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum.

Munculnya praktek amoral di atas timbul dikarenakan oleh selain kurang tegas, adil dan manfaatnya
materi pengaturan hukum tentang pencegahan praktek prostitusi yang dirasakan masyarakat, juga karena

kurang dilibatkannya masyarakat adat dalam melakukan pencegahan tindak prostitusi itu sendiri.

* Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan
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Memang tidak dapat dipungkiri bahwa praktek prostitusi dalam masyarakat Batak di Sumatera Utara
juga ada, namun jumlahnya sangat sedikit, karena bisa ditekan dan diatasi oleh masyarakat adat Dalihan na
Tolu. Sebab dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu menganut prinsip bahwa semua anggota masyarakat
memiliki hubungan kekeluargaan yang saling berkaitan di antara ketiga unsur kekeluargaan yang terdapat di
dalamnya sekalipun berbeda Marga dan agama, yakni: 1) Mora (semua keluarga yang berasal dari pihak
mertua dan memiliki Marga yang sama dengan istri), 2) Anak Boru (semua keluarga dari pihak menantu dan
memiliki Marga yang sama dengan suami), dan 3) Kahanggi (semua keluarga yang memiliki hubungan
sedarah dari pihak ayah dan tidak termasuk hubungan keluarga sedarah dari pihak ibu).

Dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu telah diatur tentang tatakrama, garis ketentuan dan
pedoman menyangkut cara bersikap, bertindak dalam: 1) pergaulan muda mudi, 2) pergaulan terhadap
keluarga Mora, Anak Boru, dan kahanggi, 3) pergaulan antara suami dengan istri, 4) pergaulan antara yang
tua dengan yang muda, 5) pergaulan antara anak dengan orang tua dengan disertai ketentuan-ketentuan
sanksi adat sebagaimana yang telah digariskan dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu.

Masyarakat adat Dalihan na Tolu menganut prinsip bahwa seseorang tidak akan mungkin bisa
sembarangan bicara, apalagi bertindak sembrono di hadapan orang lain. Karena masing-masing mengerti

tentang hubungan kekerabatan dan keturunan mereka satu dengan lainnya.

Pergaulan hidup seseorang dalam masyarakat haruslah dikelola dengan benar sesuai dengan norma-
norma agama, hukum, kesusilaan dan adat istiadat, sebab bila dibiarkan berjalan apa adanya dan menurut
selera masing-masing, bukan mustahil akan menimbulkan masalah, seperti: a) pelacuran, b) pekerja seks

komersial, c) exploitasi seksual, dan d) kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana model pencegahan praktek prostitusi berbasis masyarakat adat Dalihan na Tolu ?
2. Bagaimana model aturan adat Dalihan na Tolu tentang larangan praktek prostitusi ?
3. Bagaimana tahapan dan prosedur dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku praktek prostitusi
berbasis masyarakat adat Dalihan na Tolu ?
4. Apa jenis tindakan yang masuk dalam kategori praktek prostitusi dalam masyarakat adat Dalihan na

Tolu ?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan na Tolu

Inti hakekat dari sebuah masyarakat yang berperadaban adalah masyarakat yang bukan hanya
mampu menghindarkan diri dari berbagai praktek amoral, namun lebih dari itu memiliki kemampuan dalam
mencegah berbagai praktek amoral yang ada yang didorong oleh kesadaran yang tinggi, bukan semata-mata
didorong oleh rasa ketakutan terhadap ancaman hukuman yang ditawarkan dalam sebuah perundang-

undangan.
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Praktek prostitusi merupakan perbuatan amoral yang langsung berkaitan dengan kehormatan
keluarga dan masyarakat dimana pelakunya berada. Oleh karenanya, pemberian sanksi kepada pelaku
praktek prostitusi lebih efektif diserahkan kepada keluarga dan masyarakat adat dimana si pelaku
berdomisili. Penjatuhan sanksi lewat keluarga dan masyarakat adat jauh lebih memiliki efek jera, jika
dibandingkan dengan pemberin sanksi lewat pendekatan hukum formal.

Masyarakat adat Dalihan na Tolu ternyata memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pencegahan
dan penyelesaian sengketa yang timbul dari perbuatan amoral di tengah-tengah masyarakat.

Jauh sebelum lahirnya undang-undang tentang prostitusi dan pornografi di Indonesia, ternyata
masyarakat adat Dalihan na Tolu telah memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pencegahan tindak
prostitusi di tengah-tengah masyarakat yang ditaati, dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Umumnya
tindak prostitusi dapat dicegah melalui adat Dalihan na Tolu, karena semua anggota masyarakat yang
tergabung dalam adat Dalihan na Tolu adalah memiliki kaitan erat antara satu dengan lainnya yang diikat
oleh Dalihan na Tolu. Ikatan kekeluargaan ini juga diikat dan diperkuat oleh sisi agama, perkawinan, marga
dan tutur. Dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu terdiri dari 3 (tiga) unsur layaknya seperti tiga tungku
(Dalihan na Tolu) yang saling bekerjasama dalam berbagai hal, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan

kepala daerah. Unsur masyarakat Dalihan na Tolu dimaksud adalah:

a. Mora, yakni semua keluarga yang berasal dari pihak mertua. Artinya, jika seseorang memiliki anak
perempuan, lalu dinikahi orang lain, maka posisi ayah perempuan tersebut adalah sebagai mora.
Sedangkan posisi anak laki-laki yang mengambil anak perempuanya adalah sebagai anak boru.
Dalam pengertian lain, Mora adalah pihak saudara laki-laki dari parumaen (menantu perempuan),
istri dan ibu. Mora merupakan kelompok kerabat yang memberi boru untuk dipersuntig menjadi
isteri oleh anak boru. Mora mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat Dalihan na Tolu.
Mereka selalu dihormati, ucapan mereka selalu berisikan doa dan nasehat-nasehat untuk anak
borunya dan mereka didukkan selalu di tempat terhormat dalam setiap acara adat. Posisi mora
adalah penuntun dan penasehat (pangidoan poda) untuk suksesnya acara sebuah pesta. Dalam adat,
mora harus dihormati dengan baik dan jika tidak diperdulikan dan dihormati, ibarat menantang
matahari, sehingga akibatnya mata bisa menjadi gelap dan tidak tahu arah. Menurut paradaton pihak
moralah tempat meminta berkah dan tuah, dan merekalah yang memberi doa restu atas upacara adat,
merekalah dongan tumahi (teman meminta nasehat). Mora diumpamakan sebagai mata ni ari so
gakgakon, liung so tukkiron, dap-dap so dahopon, panggobak tondi dohot badan ni anak boruna.
Mora dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu memiliki beberapa macam, yakni:

1. Mora Mataniari adalah kelompok keluarga yang secara turun temurun menjadi kelompok
tempat mengambil Boru (isteri) oleh kelompok Kahanggi. Mora Mataniari ini adalah kelompok
keluarga dimana kelompok Kahanggi sejak dari neneknya telah mengambil boru (isteri) dari
pihak keluarga mora ini. Setiap pelaksanaan upacara adat, mora mataniari ini dapat hadir dan

bertindak sebagai Harajaon;
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2. Mora Ulu Bondar (Pangalapan Boru) adalah kelompok keluarga yang telah pernah memberikan
boru kepada kahanggi dan oleh kerana itu anak-anak dari pihak kahanggi selanjutnya dapat
berhak mengambil boru dari kelompok Mora Ulu Bondar ini;

3. Mora Pambuatan Boru adalah mora sebagai kelompok keluarga yang baru pertama kalinya
kahanggi mengambil boru kepada mora.

b. Kahanggi adalah semua keluarga atau keturunan yang memiliki hubungan sedarah dari pihak ayah
dan tidak termasuk hubungan keluarga sedarah dari pihak ibu. Dalam arti kata, semua orang yang
tergabung dalam keluarga ayah, baik dalam posisi menurun ke bawah, seperti anak, cucu dan
seterusnya atau dalam posisi garis keturunan ke atas, seperti ayah, kakek dan seterusnya atau dalam
garis keturunan menyamping, seperti saudara kandung, paman dan lainnya. Kahanggi ini disebut
juga dengan dongan sabutuha (kawan satu tempat kelahiran). Sutan Managor Gelar Patuan Daulat
Baginda Nalobi berpendapat bahwa Kahanggi adalah suatu kelompok seketurunan atau semarga.
Istilah lain yang menyangkut kahanggi ni adalah: sa ama sa ina, marangkang maranggi, sa ama, sa
ompu, sa paramaan, sa parompuan, sa bona atau sa haturunan. Termasuk dalam kelompok
kahanggi adalah kahanggi pareban, yaitu kerabat yang isterinya berasal dari keluarga yang sama
dengan keluarga isteri kahangi. Kahanggi dan kahanggi pareban di dalam sidang adat berada dalam
satu kubu, satu kelompok kerabat. Dalam sidang adat pereban ini disebut juga hombar suhut apabila
mereka berlainan marga.

c. Anak Boru, yakni semua keluarga dari pihak menantu. Artinya keluarga yang berasal dari orang
yang mengambil boru (putri/anak perempuan) seseorang tanpa terkecuali. Biasanya, keluarga anak
boru memiliki marga yang bervariasi tergantung marga menantu atau orang yang mengambil anak
perempuan seseorang. Bahkan terkadang anak boru bisa berlainan agama dengan moranya. Anak
Boru juga diartikan sebagai kelompok lain marga yang mengambil anak perempuan seseorang,
saudara perempuan dan saudara bapak yang perempuan. Anak Boru juga disebut dengan kelompok
kerabat yang mengambil isteri dari kerabat mora. Kelompok kerabat pengambil boru ini sangat loyal
kepada keluarga pihak isteri, yaitu mora nya. Status sosial. Seperti pangkat, jabatan, tidak akan
mempengaruhi tugas-tugas sebagai anak boru di dalam suatu pekerjaan adat dan pergaulan
kekerabatan. Yang paling tua dari kerabat anak boru ini diberi nama jabatan dalam adat sebagai
Orang Kaya dan Bandaharo.

Sebetulnya masih ada dua kelompok lagi yang terdapat dalam masyarakat, yakni:

a. Pisang Raut. Yang dimaksud adalah anak boru dari anak boru seseorang. Pihak anak boru yang
memiliki anak boru, maka anak boru-nya anak boru inilah yang dinamakan Pisang Raut;

b. Mora ni Mora. Yang dimaksud adalah keluarga famili tempat pengambilan boru dari mora
seseorang. Singkatnya adalah setiap mora-nya mora adalah dinamakan mora ni mora.

Hanya saja karena Dalihan na Tolu itu terus berputar berotasi dan berganti-ganti, maka Pisang Raut

bisa kadang jadi mora, terkadang jadi kahangi dan terkadang bisa jadi anak boru. Demikian halnya dengan

mora ni mora, ia terkadang bisa jadi mora, anak boru atau kahanggi. Oleh karenanya pisang raut bisa
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digabung dalam kelompok anak boru dan mora ni mora dimasukkan dalam kelompok mora, sehinga tetap
hanya 3 unsur yang terdapat dalam kelompok masyarakat adat Dalihan na Tolu, yakni: mora, kahanggi dan
anak boru.

Masyarakat adat Dalihan na Tolu selalu berpedoman dalam melakukan pencegahan tindak prostitusi
dalam masyarakat dengan menggunakan dan memanfaatkan filosofi Dalihan na Tolu yang berlaku di
tengah-tengah masyarakat. Adapun filosofi yang dimaksud adalah:

Filosofi Pengertian

Somba mar Mora Menghormati
Menjaga Kehormatan
Sopan Santun
Mendukung
Mengambil Hati;
Merayu;

Menjaga agar Tidak tersinggung;
Menyayangi

Hati-hati

Tidak Sembarangan.
Menjaga Perasaan

Elek mar Anak Boru

Manat-Manat mar Kahanggi

W RN E

Mora mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat adat. Mereka selalu dihormati, ucapan
mereka selalu berisikan doa dan nasehat-nasehat untuk anak borunya dan mereka didukkan selalu di tempat
terhormat dalam setiap acara adat, termasuk dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan sengketa di
tengah-tengah masyarakat. Dalam adat, mora harus dihormati dengan baik dan jika tidak diperdulikan dan
dihormati, ibarat menantang matahari, sehingga akibatnya mata bisa menjadi gelap dan tidak tahu arah.
Menurut paradaton pihak moralah tempat meminta berkah dan tuah, dan merekalah yang memberi doa restu
atas upacara adat, merekalah dongan tumahi (teman meminta nasehat).

Mora bagi masyarakat adat merupakan sesuatu yang wajib dihormati bagaikan menghormati orang
tua. la harus dihormati, dipatuhi dan disayangi. Sedapat mungkin, hati dan perasaannya tetap dihibur dalam
keadaan senang dan gembira. Untuk menjaga hatinya supaya tidak tersinggung, maka segala perkataan,
perbuatan dan sikap di hadapannya harus tetap dalam keadaan sopan, santun, dan beraklak. Segala ucapan
dan perkataan dihadapannya harus lembut, berarti dan bermakna.

Andaipun ada permasalahan yang menyangkut pelaksanaan acara adat, acara keagamaan,
penyelesaian sengketa, penyelesaian tindak pidana dan perdata, tetap saja mereka minta petuah, nasehat dan
putusan dari pihak Moranya. Jadi tidak ada satu sengketapun dalam bidang kerukunan umat beragama yang
tidak bisa diselesaikan dalam masyarakat.

Walaupun anak boru seorang yang berada, terhormat dan berpangkat, di dalam pelaksanaan adat
moranya, ia harus bekerja sebagai anak boru. Di dalam adat, tugasnya banyak dan berat, oleh karena itulah,
maka pihak moranya harus pandai-pandai mengambil hatinya supaya jangan tersinggung.

Keberadaan masyarakat Dalihan na Tolu sangat besar peranannya dalam menciptakan suasana

kehidupan yang cukup baik, kondusif, saling menghargai dan hormat menghormati antara sesama.
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Masyarakat Dalihan na Tolu selalu mengedepankan prinsip musyawarah, persaudaraan,
persahabatan dan kerukunan dalam segala bidang kehidupan. Kentalnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan
yang terdapat dalam masyarakat Dalihan na Tolu menjadikan salah satu faktor terciptanya persaudaraan dan
keakraban, termasuk dalam setiap pelaksanaan acara adat, hari-hari besar Islam dan juga acara yang bersifat
kenegaraan, seperti pemilihan kepala daerah. Pasalnya, kalaulah terjadi perselihan di antara dua orang atau
lebih, sekalipun berbeda kampung, berbeda dukungan, berbeda partai dan lainnya, biasanya akan cepat
terselesaikan disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut konsep Dalihan na
Tolu. Bagaimana mungkin bisa terjadi permusuhan kalau lawan perselisihannya adalah kahangginya, anak
borunya atau moranya. Mora tidak akan mungkin tega memusuhi apalagi mencelakakan anak borunya.
Sebab, ia adalah bagian dari keluarga menantunya. Adapun yang menjadi alat peredam sengketa dalam
masyarakat adat Dalihan na Tolu adalah: a) Agama, b) marga, ¢) Tutur, d) Perkawinan. Masyarakat adat
Dalihan na Tolu memiliki prinsip hidup berikut: a) Marsihaholongan (saling mengasihi), b)
Marsipagodakkon (saling membesarkan/saling mengangkat), ¢) Marsihapadean (saling berbuat baik antara
satu dengan lainnya), d) Marsibegean (saling mendengarkan), Marsilehenan (saling memberi), e)
Marsipagabean (saling membahagiakan), Marsipangiboan (saling memberi belas kasihan), f) Marsitolongan
(saling menolong), Marsilehenan (saling memberi), g) Marsihargaan (saling menghargai), h)
Marsipaingotan (saling mengingatkan).

Penyelesaian sengketa perkawinan melalui adat Dalihan na Tolu ini, justru lebih diminati oleh sejak
jaman dahulu hingga sekarang. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal berikut:

a. Lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
b. Pelaksanaan hasil putusannya diawasi oleh seluruh masysarakat secara bersamaan;
c. Mengikuti tradisi dan kebiasaan nenek moyang yang selalu menyelesaiakan sengketa perkawinan

melalui tutur.

B. Aturan Adat Dalihan na Tolu tentang Larangan Praktek Prostitusi

Dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu mengandung aturan tentang tatakrama, sopan-santun dalam
bersikap, bertinak dan berbicara. Setiap kelompok masyarakat adat yang tergabung dalam adat Dalihan na
Tolu mengerti akan hak dan keawajiban masing-masing, orang tidak akan mungkin bisa sembarangan
berbicara, apalagi bertindak sembrono di hadapan orang lain. Karena masing-masing mengerti tentang
hubungan kekerabatan dan keturunan mereka satu dengan lainnya. Orang yang tergabung dalam masyarakat
adat Dalihan na Tolu dianggap sebagai satu lingkup keluarga dekat yang diikat oleh pertalian darah dan
perkawinan, walaupun mereka berbeda agama dan suku. Semua orang yang tergabung dalam masyarakat
adat Dalihan na Tolu dianggap sebagai saudara yang tidak boleh dihina, diganggu, apalagi dimusuhi,
melainkan harus dijaga dan dijunjung tinggi martabat dan kehormatannya.

Tindakan amoral akan sulit terjadi di kalangan masyarakat adat Dalihan na Tolu dikarenakan adanya
hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut konsep Dalihan na Tolu. Bagaimana mungkin bisa terjadi

tindakan amoral di kalangan masyarakat adat Dalihan na Tolu, karena mereka memiliki hubungan
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kekeluargaan antara satu dengan lainnya. Mora tidak akan mungkin tega melakukan tindakan amoral apalagi
mencelakakan anak borunya, sebab ia adalah bagian dari keluarga menantunya.

Menjaga diri dari perbuatan yang dapat menodai kehormatan keluarga, seperti perzinaan, pelecehan
seksual, perselingkuhan merupakan sesuatu kewajiban yang harus dihindari oleh semua pihak dalam
masyarakat adat.

Adapun aturan adat Dalihan na Tolu tentang pencegahan tindak prostitusi adalah telah terdapat pada
Surat Tumbaga Holing sebagai sumber hukum masyarakat adat Dalihan na Tolu sekalipun bentuknya tidak
terkodifikasi, namun keberadaannya diakui, dihormati, dipatuhi dan diamalkan oleh masyarakat secara
turun-temurun. Beberapa aturan pencegahan tindak prostitusi ini telah tertuang secara tersirat dalam:

1. Pranata Marga

Marga dalam pengertian masyarakat adat Dalihan na Tolu adalah gelar asal-usul keturunan
seseorang yang dicantumkan dibelakang nama seseorang. Marga ini ada pada seseorang mengikuti marga
ayahnya, bukan mengikuti marga ibunya. Jadi seluruh masyarakat adat Dalihan na Tolu telah memiliki
marga-marga tertentu sesuai dengan marga nenek moyangnya. Seseorang tidak boleh memilih atau
berpindah marga kepada marga tertentu yang dianggap memiliki derajat yang tinggi dari marga lainnya.
Secara otomatis marga seseorang sudah ada sejak ia dilahirkan, karena ia mengikuti marga ayah
kandungnya sendiri. Lain hal kalau orang di luar masyarakat adat Dalihan na Tolu, ia bebas memilih marga
mana yang ia sukai untuk disematkan di akhir namanya, jika memang telah memenuhi persyaratan untuk
diberikan marga kepadanya. Karena orang tidak boleh meminta marga dengan sembarangan, melainkan
harus telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh masyarakat adat Dalihan na

Tolu.

Marga dalam pengertian lainnya adalah lakob yang disandarkan pada diri seseorang berdasarkan
silsilah keturunannya yang telah melekat pada dirinya sejak lahir hingga ia meninggal dunia. Biasanya
melalui marga ini akan cepat diketahui asal usul keturunanya, asal daerahnya, agamanya dan kelebihan dan

kelemahannya.

Keberadaan marga dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu ternyata bukan sekedar gelar atau lakob
panggilan seseorang, melainkan marga juga secara tersirat memiliki norma-norma atau aturan-aturan tetang
perkawinan dan pencegahan tindak prostitusi sebagai bagian dari upaya menjaga harkat dan martabat dari
marga itu sendiri. Menjaga, harkat, martabat dan nama baik suatu marga merupakan suatu kewajiban mutlak
bagi setiap anggota masyarakat, tanpa terkecuali. Karena salah satu indikator terhormat tidak suatu marga
adalah dipengaruhi oleh mampu tidaknya seseorang menjaga harkat, martabat dan kehormatan marga nya
sendiri. Untuk menjaga harkat, martabat dan kehormatan marga seseorang, maka ada beberapa aturan yang

terkandung dalam pranata marga yang berkaitan dengan pencegahan tindak prostitusi, yakni:

1. Na tola mardalan halaklai dohot adaboru na so samarga (tidak boleh berjalan berduaan antara laki-

laki dan perempuan yang berbeda marga);
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2. Na tola marduaan halak na marlainan jenis na so samarga di na sopi dohot di na holip (tidak boleh
orang berlainan jenis kelamin yang berbeda marga di tempat yang sepi dan tempat yang tersembunyi);
3. Natola

2. Pranata Tutur
3. Pranata

C. Sistem Musyawarah dalam Masyarakat Dalihan na Tolu

Dalam prinsip masyarakat Dalihan na Tolu, untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau untuk
memutuskan suatu persengketaan dalam masyarakat, baik besar maupun kecil, apalagi yang menyangkut
adat, agama dan urusan pemerintahan, dapat diselesaikan melalui martahi (musyawarah). Musyawarah
dibagi dalam beberapa tingkatan sesuai dengan orang yang ikut hadir dalam musyawarah:

e. Tahi Ungut-ungut (musyawarah keluarga). Dalam tingkatan ini musyawarah dilaksanakan antara suami
dan istri, yang dihadiri oleh orang tua dari kedua belah pihak;

f.  Tahi Dalihan Na Tolu. Dalam tingkatan ini, musyawarah dilaksanakan antara mora, kahanggi, dan anak
boru. Umumnya, berbagai permasalahan dan sengketa dapat diselesaiakan dalam tingkatan musyawarah
ini, karena semua perwakilan masyarakat adat Dalihan na Tolu telah hadir di dalamnya;

g. Tahi Godang Parsahutaon (Musyawarah besar dalam sebuah perkampungan). Musyawarah dalam
tingkatan ini dihadiri oleh selain perwakilan masyarakat Dalihan na Tolu, juga dihadiri oleh Mora ni
Mora, Pisang Raut, Ompu Nikotuk, Goruk-Goruk Hapinis, Hatobangon, Raja, Orang Kaya;

h. Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung (Musyawarah besar antara desa atau daerah). Musyawarah
dalam tingkatan ini selain dihadiri oleh unsur Dalihan na Tolu (mora, kahanggi dan anak boru), Mora ni
Mora, Pisang Rahut, Ompu Nikotuk, Goruk-Goruk Hapinis, Hatobangon, Orang Kaya, juga dihadiri
oleh: Raja Panusunan Bulung adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah luat (satu wilayah kekuasaan

yang terdiri dari beberapa desa).

D. Larangan Praktek Prostitusi Menurut Undang-undang

Prostitusi dalam bahasa diartikan sebagai pelacur atau penjual jasa seksual atau disebut juga sebagai
pekerja sek komersial. Menurut istilah prostitusi di artikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat
menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan
mendapatkan upah.

Menurut Van Kan, kepentingan-kepentingan manusia bisa saling bertabrakan kalau tidak
dikendalikan oleh kaidah, sehingga lahirlah kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan sebagai
usaha manusia untuk menyelaraskan kepentingannya.

Indra Perwira berpendapat bahwa kaidah hukum mempunyai sifat pemaksa artinya kalau seseorang
melanggar kepentingan orang lain maka dia akan dipaksa oleh hukum untuk mengganti rugi atau bahkan
dicabut hak kebebasannya dengan jalan dimasukan ke penjara agar kepentingan orang lain itu tidak

terganggu.
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Larangan praktek prostitusi sudah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP). Pasal 296 menyebutkan bahwa barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan
sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya
satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000. Kemudian Pasal 297 menyebutkan
bahwa memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara
selama-lamanya enam tahun. Selanjutnya pada Pasal 506 menyebutkan bahwa barangsiapa sebagai mucikari

(souteneur) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

E. Keberadaan Masyarakat Adat dalam Pencegahan Praktek Prostitusi Menurut Undang-undang

Pasal 20 Undang-ndang Nomor: 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa Masyarakat
dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan
pornografi. Kemudian dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) bahwa peran serta masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara: 1) melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini, 2)
melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan, 3) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang
mengatur pornografi, 4) melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Avyat (2) bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 22 menjelaskan bahwa masyarakat yang melaporkan
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa Undang-undang yang mengatur tentang
pemberdayaan masyarakat adat dalam mencegah praktek prostitusi dalam masyarakat. Pasal 2 ayat (9) Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan bahwa negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah menyadari bahwa dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah (perda), sudah
selayaknya merujuk pada hukum adat yang berlaku dalam suatu daerah tertentu. Karena setiap hukum yang
dibentuk dan digali dari pandangan hidup (value system) masyarakat niscaya akan ditaati dan dihormati
masyarakat karena sesuai dengan cita-cita hukum (rechtidea) dan perasaan hukum (rechtgevool) masyarakat.
Kondisi semacam ini telah tercermin dalam Pasal 216, ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
menyebutkan bahwa perda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak,

asal-usul, dan adat istiadat desa.

F. Kesimpulan

Pengaturan hukum tentang pencegahan tindak prostitusi berbasis masyarakat Dalihan na Tolu di
Sumatera Utara berjalan normal dengan bertumpu pada ketentuan hukum adat yang berlaku dalam
masyarakat Dalihan na Tolu, yakni mora, kahanggi dan anak boru. Kentalnya rasa kekeluargaan dan

persaudaraan yang terdapat dalam masyarakat Dalihan na Tolu menjadikan salah satu faktor terciptanya
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persaudaraan dan keakraban, termasuk kerukunan beragama di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya,
sekalipun terjadi perselihan di antara dua orang atau lebih, biasanya akan cepat terselesaikan disebabkan
oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut konsep Dalihan na Tolu.

Daftar Pustaka

Ahmad Tahir Harahap, (2010), Peranan Dalihan na Tolu dalam Membentengi Pergaulan Naposo Nauli
Bulung, Cet.1, Medan, Latansa, him. 247.

Afifa Rangkuti, (2006), Kajian Yuridis terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Adat
Padang Bolak, Laporan Penelitian Dosen Muda, Dikti.

Ali Maksum Harahap, (2009), Kekuatan Hukum Musyawarah Masyarakat Dalihan na Tolu di Tapanuli,
Cetakan Pertama, Medan, CV. Firma.

Anwar Sadat Harahap, (2004),Penyelesaian Sengketa Melalui Wadah Dalihan na Tolu pada Masyarakat
Adat Tapanuli Selatan, Laporan Penelitian Mandiri, tp.

Ari, Pradhanawati, (2005), Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal, Cetakan Pertama, Surakarta,
Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP).

Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, (2011), Strategi Penulisan Hukum, cet.1, Bandung: CV. Lubuk
Agung.

Bambang Waluyo, (1996) Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.

Bambang Sunggono,(1998), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,

Basyral Hamidy Harahap, (2004), Siala Sampagul, Padangsidimpuan, Pustaka.

Chairul Anwar, (1997), Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta.

D.J. Gultom Raja Marpodang, (1992), Dalihan na Tolu Nilai Budaya Suku Batak, Medan: CV. Armanda.
Esther Kuntjara, (2006), Penelitian Kebudayaan, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Graha limu.

Faisar Ananda Arfa, (2010), Metodologi Penelitian Hukum Islam, cet. 1, Bandung, Citapustaka Media
Perintis.

G. Siregar Baumi glr Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, (1984), Surat Tumbaga Holing Adat Batak
Angkola Mandailing, Padangsidimpuan, Firma.

Hilman Hadikusuma, (1981), Hukum Ketatanegaraan Adat, Bandung, Alumni.

Indra Perwira, (2005), Kewenangan Memutus Persoalan Politik, Edisi Pertama, Jakarta, PT. Grafindo
Persada.

Jailani Sitohang dan Sadar Sibarani, (1981), Pokok-pokok Adat Batak, Jakarta, tp.
J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, (1982), Pengantar llmu Hukum, Jakarta, PT Pembangunan Ghalia Indonesia.

M. Igbal, “Margondang Ajang untuk Pamer”, dalam Nauli Basa, Edisi II.

4229



Kultura Volume : 15 No. 1 Juni 2014

M. Zen harahap Gelar Daulat patuan H. Mulia Parlindungan, (tt), Warisan Marga-marga Tapanuli Selatan
Hasaya ni Paradaton, Padang Sidimpuan, Yayasan manula Glamur.

Ni’matul Huda, (2005), Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Cetakan I,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hIm. 182.

Pandapotan Nasution, (2005), Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman, Cetakan Pertama, Medan,
FORKALA.

Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, (1993), Horja, Jakarta.

R. Nazriyah, Mengkritisi revisi UU Pemda dari llmu Peraturan Perundang-undangan, http.www.
hukumonline.com, diakses tanggal 13 Maret 2011.

Ronny Hanitijo, (1982), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.

R. Soesilo, (1994), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap
Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia.

Saifuddin Azwar, (2004), Metode Penelitian, Cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sutan Managor Gelar Patuan Daulat Baginda Nalobi, (1995), Pastak-pasta ni Paradaton Masyarakat
Tapanuli Selatan, Medan, CV. Media Medan.

Sutan Namora Harahap, (2007), Fungsi Marga dalam Mendamaikan Sengketa Keluarga (suami/lstri),
Cetakan Pertama, Bandung, Mandar Maju.

Syahmerdan Lubis Gelar Baginda Raja Muda, (1997), Adat Hangoluan Mandailing Tapanuli Selatan, Cet. 1
Medan, tp.

Sujarwo, (2011), Membebaskan Pemuda dari Prostitusi,
http://sobatbaru.blogspot.com/2009/02/prostitusi.html. Diakses pada tanggal 12 Januari 2011.

Taufik Siregar, (2003), Keberadaan Dalihan na Tolu di Tengah Kehidupan Berkeluarga, Laporan Penelitian
Mandiri, Tidak Diterbitkan.

.................. , (2009), Peranan Tutur Poda dalam Mengatur Pergaulan Naposo Bulung pada Masyarakat
Batak Angkola, Penelitian Mandiri, Medan, UMN Press.

.................. , (2011), Eksistensi Masyarakat Adat Dalihan na Tolu dalam Meredam Kejahatan
Perkawinan, (Diterbitkan pada Jurnal Amanna Gappa Hukum Terakreditasi).

Tibor R. Machan dengan penerjemah Masri Maris, (2006), Kebebasan dan Kebudayaan, Jakarta, Yayasan
Obor Indonesia.

Zainuddin Ali, (2008), Sosiologi Hukum, cet. 4, Jakarta, Sinar Grafika.

4230


http://sobatbaru.blogspot.com/2009/02/prostitusi.html

Kultura Volume : 15 No. 1 Juni 2014

BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KESAWAN MEDAN SEBAGAI MEDIA
MEMBENTUK KARAKTER PESERTA DIDIK

Suratno, S.Pd, M.Si®

Abstrak

Di era Reformasi sekarang ini bamgsa Indonesia sedang giat-giatnya mencari karakter bangsa.
Termasuk di dalamnya adalah lembaga pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran
besar dalam menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik. Untuk segala upaya positif harus dilakukan oleh
pihak sekolah. Salah satu tempat untuk membentuk karakter para peserta didik ada bangunan cagar budaya.
Bangunan cagar budaya sesuai dengan jenisnya dapat membentuk karakter peserta didik.

Kata kunci: bangunan cagar budaya, peserta didik, karakter

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

Para peserta didik di tingkat SLTA merupakan kumpulan dari generasi muda Indonesia. Secara
kejiwaan atau psikis kelompok generasi muda ini berada di posisi peralihan yakni dari remaja ke dewasa
dan di posisi ini pendirian mereka masih labil.

Saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hampir tidak bisa dibendung. Secara
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi para siswa atau pelajar Indonesia. Dan secara garis
besar pengaruh kemajuan dimaksud dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: pertama pengaruh positif
dan kedua pengaruh negatif.

Positif menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti bersifat nyata dan membangun. Dengan
demikian pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah memberi pengaruh baik
kepada diri generasi muda, seperti: bertambah pengetahunnya dan dengan demikian wawasan atau
pemikiran mereka akan meningkat dan juga keterampilannya.

Negatif dalam kamus bahasa Indonesia berarti kurang baik. Pengaruh tidak baik dari kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain yaitu adanya generasi muda Indonesia kecanduan daengan
games online di jaringan internet, kecanduan film-film porno, dll.

Pengaruh-pengaruh negatif tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikurangi dan hal ini
bukanlah pekerjaan mudah. Supaya mencapai tujuannya maka harus ada kerja sama dan peran serta dari
berbagai pihak seperti pemerintah, orang tua, sekolah dan masyarakat.

Salah satu kegiatan untuk mengurangi pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi sekaligus membangun karakterbaik generasi muda Indonesia adalah mengunjungi bangunan

cagar budaya..

> Dosen UMN Al Washliyah Medan

4231



Kultura Volume : 15 No. 1 Juni 2014

Bangunan cagar budaya memiliki beberapa nilai pendidikan seperti nilai sejarah, nilai
nasionalisme, nilai religi, nilai seni dll. Nilai-nilai tersebut harus tertanam dalam diri gemerasi muda
Indonesia terutama para peserta didik supaya mereka tidak mudah terkena “erosi karakter”.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan bangunan cagar budaya dapat membentuk
karakter peserta didik di Indonesia umumnya dan di Provinsi Sumatera Utara khususnya.

Dan lebih jauh lagi tulisan dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran kepada dunia pendidikan
bahwa bangunan cagar budaya dapat dijadikan alat atau media pembentukan karakter.

2. Uraian Teoritis
2.1. Pengertian Bangunan Cagar Budaya
Menurut UU Nomor 11 tahun 2010 yang dimaksud dengan bangunan cagar budaya adalah :
susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan
ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. (pasal 1 ayat 3).
Bangunan cagar budaya banyak terdapat di Kesawan Kota Medan. Bangunan-bangunan tersebut
ada yang kondisinya masih bagus ada yang sudah rusak, ada yang dimiliki ooleh pemerintah ada yang

dimiliki oleh perseorangan ataupun pihak swasta.
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Keterangan gambar:

Gambar rumah Tjong A Fie,

Gambar ex kantor Direksi PTPN IX,

Gambar kantor PT POS Wilayah Sumatera Utara,

Gambar kantor PT Lonsum Indonesia,

Gambar gedung kosong (di atas gedung tertulis tahun 1881),
Gambar 6 gedung Bank Indonesia (BI).

Sumber gambar koleksi pribadi.

NogakrwpdE

2.2. Pengertia Peserta Didik
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui
proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. (pasal 1 ayat 4
UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
Peserta didik menurut UU No.20 tahun 2003 memiliki arti luas yakni para peserta didik yang
mengikuti pendidikan formal dan nonformal.
Di unit sekolah peserta didik umumnya disebut dengan siswa dan siswi, yakni dari SD s/d

SLTA. Dan untuk peserta didik di tingkat perguruan tinggi disebut dengan mahasiswa.

2.3. Pengertian Karakter

Menurut kamus besar bahasa Indonesia karakter berarti aklak atau budi pekerti yang
membedakan seseorang dengan yang lain.

Karakter adalah integrasi karakteristik yang dimiliki oleh individu, yang membedakan
individu tersebut dari individu linnya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. (Menanti,
2012,2).

Karakter sesorang dibangun sepanjang hidup dan dimulai sejak memperoleh stimulus
(rangsangan) dari lingkungan. Dari masa bayi, anak-anak, remaja dan dewasa. (Menanti, 2012, 3)

Menurut Menanti karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, yakni
lingkungan keluarga dan masyarakat. Berpedoman dengan pendapat Menanti tersebut maka
bangunan cagar budaya dapat membentuk karakter siswa-siswi di Indonesia umumnya dan di
Provinsi Sumatera Utara khususnya. Karakter dimaksud adalah karakter nasionalisme yaitu karakter
menghormati nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. Hal ini sesuai dengan ikrar sumpah yaitu

bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu Indonesia.

2.4. Jenis-jenis Karakter

Pada dasarnya karakter bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila bagi bangsa Indonesia
merupakan dasar negara, filsafat negara, ideologi negara, dan pandangan hidup.

Di era Orde Baru sila-sila Pancasila dijabarkan dalam 36 butir-butir Pancasila. Dan untuk
membudayakan Pancasila di tengah-tengah masyarakat maka dikeluarkanlah Tap MPR Nomor
II/MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).

Dalam pasal 4 TAP MPR Nomor I1I/MPR/1978 disebutkan; Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat
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berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap
lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan
secara bulat dan utuh.( Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti, 2013; 13).

Di masa Orde Reformasi sekarang ini Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
sudah tidak ada lagi karena nilai memboroskan uang negara dan juga karena berbau Orde Baru.
Sesuai dengan tuntutan reformasi semua yang berbau Orde Baru dihapus atau dibuang.

Menanti dalam bukunya membagi karakter dalam beberapa jenis. Kalsifikasi karakter

menurut Menanti disimpulkan dalam daftar berikut:

No. Jenis karakter
1. | Jutjur

2. Hormat

3. | Bertanggung jawab

4. | Berlaku adil

5. | Peduli

6. | Kewargaan/menjadi warga yang baik
7. | Toleransi

8. | Tangguh

9. | Martabat diri

10. | Semangat kebangsaan

11. | Cerdas

12. | Religius

3. Pembahasan
3.1. Karakter Peduli
Peduli menurut kamus bahasa Indonesia berarti mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan.
Karakter peduli adalah akhlak atau budi pekerti yang memperhatikan bangunan cagar budaya.
Karakter ini akan terbentuk dalam diri peserta didik jika mereka melihat atau mengunjungi
bangunan cagar budaya. Peserta didik harus peduli terhadap bangunan cagar budaya sebagai kekayaan

budaya bangsa peninggalan masa lalu yang harus dilestarikan keberadaannya.

3.2. Karakter Bertanggung Jawab
Karakter bertanggung jawab yaitu karakter dalam diri peserta didikmemiliki rasa tanggung jawab
terhadap segala peninggalan bernilai sejarah. Maksudnya adalah bahwa peserta didik harus mampu

melestarikan keberadaan bangunan cagar budaya.
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Melestarikan bangunan cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama semua komponen
bangsa seperti pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, praktisi, ilmuan, kalangan
akademisi dan generasi muda ternasuk di dalamnya adadalah para peserta didik.

Bentuk tanggung jawab yang baik adalah melalui proses latinan bukan sistem karbitan. Mengapa?
Karena jika melalui proses maka tanggung jawab itu sudah diperkenalkan kepada para siswa dimulai dari
lingkup terkecil yakni lingkungan keluarga.

Karakter Semangat Kebangsaan

Semangat kebangsaan merupakan nilai-nilai nasionalisme atau nilai-nilai mencintai bangsa dan
negara yang harus terpatri dalam diri peserta didik.Semangat kebangsaan tidak bisa datang tiba-tiba
melainkan harus melalui proses supaya benar-benar melekat di jiwa dan raga generasi muda Indonesia.

Bangunan cagar budaya dapat menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai semangat

kebangsaan kepada seluruh peserta didik atau siswa.

Kewargaan/Menjadi Warga Yang Baik

Idealnya memang setiap orang menjadi warga negara yang baik yakni tahu akan hak
kewajibannya. Para peserta didik merupakan kelompok warga negara Indonesia sebagai generasi muda
bangsa Indonesia.

Untuk menjadi warga negara yang baik dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor bawaan lahir dan
faktor lingkungan. Faktor bawaan lahir maksudnya yaitu seseorang yang lahir di dunia sudah membawa
sifat baik dan buruk sebagai warga negara. sedangkan faktor lingkungan maksudnya itu bahwa sifat baik
dan buruk seseorang sebagai warga negara dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga,
sekolah maupun lingkungan sosial.

Karakter menjadi warga negara yang baik peserta didik dapat dibentuk melalui bangunan cagar
budaya.

Karakter Toleransi

Karakter toleransi merupakan karakter menghormati atau menghargai orang lain. Menghargai atau
menghormati orang lain dapat dilakukan karena faktor agama/kayakinan, tempat ibadah, dll.

Karakter toleransi para peserta didik dapat dibentuk di tempat beribadah bernilai sejarah. Salah

satunya adalah mesjid Lama Gg. Bengkok Kesawan Medan.

%
£50 LAV GING BENGKOK NER |

MESJID IN*BIBANGUN TARUN 1890
OLEH TJONG A FIE [ BANGUNAN UTAMANYAY

Gbr. 9
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Keterangan :
8. Gambar mesjid Lama Gg. Bengkok Kesawan Medan.
9. Gambar Prasasti catatan sejarahLama Gg. Bengkok Kesawan Medan.
10. Sumber gambar adalah koleksi pribadi.
Para peserta hidup di lingkungan serba kebhinnekaan untuk itu mereka harus menghormati
temannya ataupun orang lain yang berbeda agama, suku maupun berbeda latar belakang sosial budayanya.

Tujuannya adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai keluarga besar bangsa Indonesia.

4. Penutup
4.1. Kesimpulan
Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan
manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap,

2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu,

3. Karakter adalah integrasi karakteristik yang dimiliki oleh individu, yang membedakan individu
tersebut dari individu linnya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan,

4. Karakter ada beberapa macam yaitu;

Jutjur

o

. Hormat
Bertanggung jawab
. Berlaku adil

Peduli

Kewargaan/menjadi warga yang baik

a2 ©

. Toleransi

> Q@ -+~ o

. Tangguh
Martabat diri

J. Semangat kebangsaan
k. Cerdas
l. Religius
5. Bangunan cagar budaya dijadikan tempat untuk membentuk karakter peserta didik, sesuai dengan

jenis dari bangunan cagar budaya dan jenis karakter yang akan dibentuk.

4.2. Saran-saran
a. Pemerintah, sekolah dan para guru harus menjadikan bangunan cagar budaya sebagai tempat
alternatif dalam membentuk karakter para peserta didik,

b. Pihak sekolah dan orang tua siswa harus bekerja sama jika ingin menjadikan bangunan cagar
budaya sebagai tempat membentuk karakter para peserta didik,
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Abstract

This research aims to study a relationship between the learning attitude and learning motivation to the
learning activity of college student of Polytechnic in Medan. The subject of this research is all of college
students who study at Poltekkes Tuntungan Medan.

Based on the description in theoretical review, it suggest research hypothesis as follows :1) There is
a significant positive relationship between attitude and learning activities of college student, 2) There is a
significant positive relationship between learning motivation and learning activity college student. 3) There
is a significant positive relationship between learning attitude and learning motivation simultaneously to the
learning activity of college student.

In order to prove these hypothesis, it use the two variable regression analysis method it, which the
results are as follows: 1) There is a significant positive relationship between learning attitude and learning
motivation to the learning activity. This results indicated by coefficient Freg = 9.701 in which p<0.010. This
indicates that the better learning attitude and the higher learning learning motivation, the higher learning
activity. 2) This research prove the contribution weight of variable of lerning attitude to the learning activity
variable is 16.6%. And the variable of learning motivation has a big influence for 16.7%. Based on this
results, it is indicated that total contribution of two independent variable to the dependent variable is 33.3%.
It means there is 66.7% influence of another variable to the learning activity in which the other factors is not
studied in this research such as the internal factor, i.e. physical, psychological and fatigue factors, and
external factor, i.e. family, school, society and learning results factor.

The other results Erin this research indicated that the learning attitude is medium, while mean
empiric (57.070) has a difference to the hypothetic mean (52.5) that did not more than SD value, i.e, 6.287
and learning motivation variable is medium, because the empiric mean (43.330) has a difference to the
hypothetic mean (42.5) that did not more than SD value, i.e. 16.364. Furthermore, for learning activity
variable is good, because empiric mean (40.130) is more than hypothetic mean (32.5) and this difference
more than SD value, i.e. 6.287.

Keywords: Learning attitude, Learning motivation and Learning activity.

Pendahuluan

Politeknik Kesehatan Medan, dulunya adalah Akademi Keperawatan Medan, bertujuan menyiapkan
lulusan yang berkemampuan akademik dan professional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau
menciptakan ilmu pengetahuan dan seni (Politekkes Medan, 2002). Agar tujuan tersebut tercapai, berbagai upaya
telah dilakukan baik berkenaan dengan aspek akademik dan perkuliahan maupun pelayanan bimbingan kepada
mahasiswa. Semua upaya tersebut, secara yuridis formal tercantum dalam SK Direktur Politekkes No.
DM.01.04/00/02/2463/2010 dan buku pedoman Politekkes Medan tahun 2002 serta mengacu kepada undang-
undang RI No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. HK.00.06.2.4.3199

tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan.

6 Mahasiswa Pascasarjana UMA Medan Prodi. Psikologi
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Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa memperoleh prestasi belajar
rendah belum sebagaimana diharapkan. Aktivitas belajar mahasiswa Poltekkes Jurusan Keperawatan Medan
cukup rendah ditandai dengan jumlah mahasiswa sebanyak 325 orang, dari 325 tersebut yang mampu mencapai
prestasi IP > 3,40-3,60 sebanyak 27 orang dengan prosentase 8,31%, untuk IP > 3-3,40 sebanyak 175 orang
dengan prosentase 53,84%, IP < 3 antara 2,50-2,99 sebanyak 123 orang dengan prosentase 37,85%.

Disamping gejala lain yang muncul adalah: 1) Rendahnya mutu kegiatan belajar mahasiswa, seperti
kurang menyiapkan diri, kurang bekerja keras, kurang usaha, dan tidak menyelesaikan tugas atau menyelesaikan
tugas seadanya, 2) Adanya anggapan mahasiswa bahwa hasil belajar yang mereka peroleh tergantung pada nasib
atau untung-untungan dan bukan berkat usaha dan kerja ketas, dosen memberikan nilai tidak secara objektif nilai
tersebut bukanlah mencerminkan kemampuan mereka, 3) Para mahasiswa yang memperoleh nilai rendah tidak
menerima kegagalannya mereka menyalahi dosen dan bahkan membatah kebijakan penilaian dosen, 4) Anehnya
banyak mahasiswa yang mengalami masalah dan memperoleh nilai rendah tersebut tidak berminat dan kurang
memanfaatkan secara sukarela fasilitas yang ada seperti perpustakaan, laboratorium dan bimbingan penasehat
akademik (Tim Pengelola Jurusan Keperawatan Medan, 2010).

Berbagai permasalahan seperti dikemukakan di atas tidak boleh diabaikan dan perlu ditanggulangi.
Apabila permasalahan tersebut dibiarkan dan tidak diantisipasi maka dampaknya lebih jauh adalah mutu
pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang disinyalir rendah akan semakin bertambah rendah.
Oleh karena itu mahasiswa lulusan Program D-Il1l Keperawatan tersebut pada umumnya akan bertugas sebagai
tenaga perawat baik di rumah sakit maupun di Puskesmas atau di pelayanan. Apabila calon perawat yang akan
bekerja yang kurang bermutu (memiliki pengetahuan rendah), berperilaku yang kurang baik dalam bekerja maka
akibatnya adalah pasien di rumah sakit kurang puas dengan pelayanan yang diberikan dan lebih jauh adalah mutu
SDM maasa mendatang.

Di Politeknik Kesehatan Jurusan Keperawatan, penanggulangan permasalahan mahasiswa dapat
dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik, dosen lebih berfokus pada bagaimana pengajaran langsung,
sedangkan pembimbing lebih berfokus pada bagaimana mahasiswa belajar (Bernard dan Fullmer dalam Prayetno,
1999: 225). Upaya penanggulangan tersebut akan lebih efektif bila dilakukan secara terprogram dan melalui kerja
sama dosen dengan pembimbing dan dengan berbagai pihak yang terkait lainnya di lingkungan perguruan tinggi
(Prayetno, 1999).

Agar program dan kerja sama penanggulangan permasalahan tersebut dapat disusun dengan baik
sehingga dapat mencapai hasil secara maksimal yaitu terjadinya peningkatan mutu kegiatan belajar dan prestasi
belajar mahasiswa diperlukan pemahaman mengenai hakekat permasalahan dan kejelasan mengenai faktor-faktor
penyebabnya. Sehubungan dengan itu timbul pertanyaan adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya
permasalahan tersebut? Apakah permasalahan yang ditunjukkan oleh berbagai gejala seperti dikemukkan
terdahulu saling terkait satu sama lainnya? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan lebih baik bila didasarkan
atas hasil penelitian.

Variabel-variabel sebagaimana dikemukkan di atas tidak semuanya diikutkan dalam penelitian. Variabel-

variabel tersebut perlu ditelaah, dengan memperhatikan keterkaitan berbagai gejala yang timbul, teori dan hasil-
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hasil penelitian terdahulu. Adanya hubungan aktivitas belajar mahasiswa dengan hasil belajar juga didukung oleh
hasil-hasil penelitian terdahulu misalnya penelitian yang dilakukan oleh Hukubun (1999) yang melaporkan bahwa
tidak ada terdapat hubungan yang berarti antara kebiasaan belajar mahasiswa (disiplin, konsentrasi, dan
pemantapan hasil belajar) dengan hasil belajar yang mereka peroleh.

Pertanyaan yang muncul berkenaan dengan aktivitas belajar adalah mengapa mahasiswa berperilaku
kurang baik dalam belajar? Variabel-variabel apakah yang terkait sehingga mahasiswa baik dalam belajar?
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, aktivitas belajar mahasiswa berhubungan dengan motivasi belajar
mahasiswa, aktivitas pembelajaran oleh dosen, dan kondisi lingkungan belajar.

Mahasiswa akan, kurang termotivasi untuk melakukan, kegiatan belajar dengan baik, apabila ia
beranggapan bahwa apa yang akan dicapainya lebih dominan ditentukan oleh faktor di luar dirinya misalnya
sebagai akibat dari takdir, nasib, kurang keberuntungan, atau pengaruh orang lain dan bukan hasil usahanya
sendiri. Dari segi aspirasi mahasiswa akan kurang termotivasi untuk belajar dengan baik apabila ia tidak
mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapai hasil belajar yang tinggi (aspirasi rendah) dan ia beranggapan
bahwa apa yang dipelajarinya kurang bermanfaat bagi dirinya (persepsi negative).

Suatu penelitian dilakukan olenh Musbar (2002) mendukung perlunya penelitian mengenai variable-
variabel yang melatar belakangi motivasi belajar mahasiswa. Diantara fokus penelitian tersebut adalah
peningkatan pengetahuan tentang cara-cara belajar di perguruan tinggi, cara-cara mengikuti perkuliahan,

menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, membaca efektif, dan mengikuti ujian.

Tinjauan Pustaka

Aktivitas Belajar
1. Pengertian Aktivitas Belajar
Aktivitas belajar atau juga diistilahkan dengan perilaku belajar (Dunkin dan Biddle, 1974: 44,

Centra dan Potter dalam Elliot, Kratochwill, Littlefield dan Travers, 1996: 21, Hall, V. C, Merkel S. Howe
A. & Lederman N, 1986) tugas atau tugas-tugas belajar (Sugden, 1982: 242) proses belajar (Makmun, A. S,
2000: 165) usaha yang dilakukan mahasiswa merupakan salah satu variable yang mempengaruhi hasil
belajar mahasiswa. Dalam penelitian ini, aktivitas belajar mengacu kepada aktivitas aktual yang dilakukan
oleh mahasiswa, apa yang dilakukan olenh mahasiswa dalam belajar (Dunkin dan Biddle, 1974: 44, Centra
dan Potter dalam Elliot, Kratochwill, Littlefield dan Travers, 1996: 21, Hall, V. C, Merkel S. Howe A. &
Lederman N, 1986) tugas atau tugas-tugas belajar (Sugden, 1982: 242) proses belajar (Makmun, A. S, 2000:
165) usaha yang dilakukan mahasiswa merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi hasil belajar
mahasiswa. Dalam penelitian ini, aktivitas belajar mengacu kepada aktivitas aktual yang dilakukan oleh
mahasiswa, apa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam belajar (Dunkin dan Biddle, 1974: 44, Prosenshnine,
dalam Hall, V. C, Merkel S. Howe A. & Lederman N, 1986, Elliot, Kratochwill, Littlefield dan Travers,
2000: 334) baik selama mengikuti proses belajar mengajar (PBN) dalam kelas maupun di luar PBN
(Prayitno, 1997).

4240



Kultura Volume : 15 No. 1 Juni 2014

Berpedoman pada makna aktivitas belajar di atas, terlihat bahwa belajar yang harus dilakukan
mahasiswa tidak hanya mengikuti kuliah tatap muka secara terjadwal dalam kelas saja, tetapi juga harus
melakukan aktivitas di luar pertemuan tatap muka di kelas. Perlunya mahasiswa melakukan aktivitas, belajar
di luar pertemuan tatap muka secara terjadwal terkait dengan system penyelenggaraan pendidikan yang
diterapkan di Indonesia pada umumnya, dan Universitas Negeri Padang khususnya system yang diterapkan
tersebut dalam Sistem Kredit Semester (SKS) (IKIP Padang, 1999: 18).

Sistem Kredit Semester merupakan takaran yang digunakan untuk menyatakan besarnya usaha
mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan kumulatif bagi suatu program studi etrtentu, serta
besarnya usaha dosen yang dikaitkan dengan waktu penyelenggaraan perkuliahan (IKIP Padang, 1999,
Munandir, 2001: 340). Satu SKS perkuliahan berarti satu satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar
mahasiswa yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh 2-4 jam per minggu oleh
tugas atau kegiatan lain yang terstruktur dan mandiri selama satu semester (IKIP Padang, 1999).

Berdasarkan pengertian SKS kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam setiap mata
kuliah adalah kegiatan tatap muka dosen mahasiswa secara terjadwal, kegiatan akademik terstruktur, dan
kegiatan mandiri (Prayitno dkk, Munandir, 2001: 126). Kegiatan terjadwal pada umumnya diselenggarakan
melalui tatap muka dosen mahasiswa dalam kelas, dengan aktivitas ceramah dari dosen, penyajian oleh
mahasiswa, diskusi dan atau kerja kelompok (Prayitno dkk, 1997: 10). Kegiatan akademik terstruktur
merupakan suatu Kegiatan atau tugas-tugas yang secara langsung diberikan oleh dosen dan harus dikerjakan
oleh mahasiswa. Biasanya jumlah tugas, isi dan sifat, bobotnya bervariasi. Ada tugas-tugas mingguan,
bulanan, tengah semester, ataupun semesteran, ada tugas individual dan tugas kelompok (Prayitno dkk).
Bentuk tugas yang harus dikerjakan tersebut misalnya menyusun makalah, membuat laporan ringkasan atau
review Kritis isi bacaan yang relevan dengan tujuan kuliah, mengerjakan tugas atau menjawab soal-soal atau
pertanyaan yang diberikan dosen, dan membuat hasil pengamatan (Munandir, 2001: 127). Sednagkan
aktivitas, belajar mandiri berarti aktivitas belajar atas inisiatif mahasiswa sendiri, tidak karena ditugaskan
oleh dosen. Aktivitas tersebut direncanakan, diatur dan dilaksanakan oleh mahasiswa diluar kegiatan tatap
muka terjadwal dan juga diluar mengerjakan tugas-tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen (Prayitno,
dkk, 1997: 10-11).

Berkaitan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dalam belajar/kuliah (Prayitno,
1997: 5) mengemukakan aktivitas menjalani perkuliahan secara keseluruhan gambar aktivitas menjalani

perkuliahan secara keseluruhan tersebut digambarkan pada diagram.
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Dari diagram di atas terlihat bahwa aktivitas yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa secara
keseluruhan tidak hanya mengikuti kuliah tatap muka di kelas secara terjadwal tetapi juga harus
melakukan aktivitas persiapan yang matang dan melakukan kegiatan setelah perkuliahan. Aktivitas
menjalani perkuliahan tersebut perlu didukung oleh persepsi dan sikap yang positif berkenaan dengan
perkuliahan yang akan mereka jalani. Sejumlah persepsi dan sikap positif yang diperlukan untuk menjalani
perkuliahan tersebut, antara lain sikap terhadap program studi, kehadiran dalam kuliah, dosen yang
mengajar, tugas-tugas yang akan dikerjakan dan penilaian perkuliahan (Prayitno, dkk, 1997: 6).

Dari hasil penelitian terdahulu juga diketahui bahwa aktivitas belajar berkorelasi dengan pengaruh
terhadap motivasi belajar. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa Tarbiyah IAIN Sumatera
Utara membuktikan bahwa terdapat korelasi yang sangat berarti (P = 0,000) antara keterampilan belajar
mahasiswa yang didalamnya tercakup berbagai aktivitas belajar dengan motivasi belajar (Nasution, 2001:
43).

Aktivitas artinya “kegiatan atau keaktifan”, jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-
kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik, merupakan suatu aktivitas menurut Sriyono (2003),
aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas belajar selama

proses belajar mengajar merupakan salah satu indicator dengan keinginan siswa untuk belajar.
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Istilah pembelajaran mengacu kepada segala upaya bagaimana membuat seseorang belajar,
bagaimana menghasilkan terjadinya peristiwa belajar di dalam diri orang tersebut. Berkaitan dengan
pengertian ini, pembelajaran diartikan sebagai daya upaya atau aktivitas yang dilakukan oleh dosen dalam
rangka membelajarkan mahasiswa. Secara umum, aktivitas pembelajaran tersebut terdiri dari 3 tahap yaitu
tahap sebelum pembelajaran, tahap pelaksanaan pembelajaran dan tahap sesudah pembelajaran. Namun,
sesuai dengan pembatasan masalah penelitian difokuskan pada aktivitas belajar, motivasi belajar dan
kebiasaan belajar. Dalam konteks kelas atau kegiatan tatap muka secara terjadwal, oleh sebab itu yang
dimaksud pembelajaran dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
Bagus tidaknya pelaksanaan aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran, penelitian ini didasarkan atas
motivasi dan aktivitas belajar. Sedangkan indicator yang digunakan adalah aktivitas belajar.

Berdasarkan uraian di atas, maka aktivitas belajar atau yang juga diistilahkan dengan perilaku
belajar adalah tugas atau tugas-tugas belajar, proses belajar, dan usaha belajar mengacu kepada aktivitas
belajar yang dilakukan oleh mahasiswa atau apa yang dilakukan mahasiswa dalam belajar. Kegiatan tersebut
dapat berupa kegiatan tatap muka secara terjadwal, aktivitas akademik terstruktur dan kegiatan mandiri.
Dalam penelitian ini yang dimaksud aktivitas belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka belajar.
Bagus tidaknya aktivitas belajar mahasiswa tersebut menunjukkan tinggi rendahnya aktivitas belajar yang
mereka lakukan. Tinggi rendahnya aktivitas belajar mahasiswa tersebut adalah sebagaimana yang terungkap

melalui instrument penelitian.

2. Penggolongan Aktivitas Dalam Belajar
Bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi

(guru, siswa), dalam rangka mencapai tujuan belajar.

Metode Penelitian
Pada bab ini dikemukakan aspek-aspek yang berkaitan dengan metode penelitian, yang meliputi
rancangan penelitian, batasan dan ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel penelitian, data yang diperlukan,

instrument penelitian, pengumpulan data dan teknik analisis data.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional dan uji beda. Dalam hal ini yang
dideskripsikan adalah hubungan antara kebiasaan belajar dan motivasi belajar dengan aktivitas belajar mahasiswa,
mengenai hasil belajar, motivasi belajar mahasiswa di Jurusan Keperawatan Medan. Aktivitas belajar mahasiswa,
motivasi pembelajaran dan kondisi lingkungan belajar di kampus.
Variabel dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah:
Variabel bebas: 1. Kebiasaan belajar

2. Motivasi belajar

Variabel terikat: Aktivitas belajar
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Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif korelasional dengan penekanan utama pada penyelidikan
hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat melalui perhitungan data yang diperoleh dalam penelitian.

Adapun desain hubungan antara variabel sebagai paradigm yang dianut dalam penelitian ini dapat dilihat
pada diagram berikut:

N\

—y> Y

;

X2
Keterangan:
X1 = Kebiasaan belajar
X2 . Motivasi belajar
Y : Aktivitas belajar

Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Aktivitas belajar “kegiatan atau keaktifan” jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang
terjadi baik fisik maupun non fisik selanjutnya untuk mengetahui aktivitas belajar dalam penelitian ini
diungkap dengan menggunakan skala korelasional. Semakin tinggi skor yang diperoleh semakin tinggi
aktivitasnya.

2. Kebiasaan belajar merupakan gabungan berbagai stimulant (dapat internal dan dapat eksternal) dan respon
untuk mengungkapkan kebiasaan belajar dalam penelitian ini menggunakan skala korelasional.

3. Motivasi belajar. Sebagai kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau member dorongan kepada makhluk

untuk bertingkah laku mencapai tujuan. Dalam penelitian ini diungkap melalui skala regresi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Poltekkes Jurusan Keperawatan Kemenkes Medan.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional, yaitu
penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki hubungan kebiasaan belajar dan motivasi belajar dengan aktivitas

belajar melalui data yang diperoleh dari penelitian dan selanjutnya dianalisis melalui perhitungan statistik.

Populasi dan Sampel Penelitian
Guna mendapatkan data yang representative (mewakili) tidak terlepas dari peran subjek serta jumlah
responden yang diambil. Responden yang akan dijadikan subjek penelitian adalah mahasiswa/l Poltekkes Medan

Jurusan Keperawatan di Kota Medan.
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1. Populasi
Populasi adalah seluruh subjek penelitian, dimana yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
mahasiswa Poltekkes Jurusan Keperawatan Medan tahun ajaran 2013 dan berjumlah 325 orang yang terletak
di Kecamatan Tuntungan Medan.
2. Sampel
Untuk menjadi sampel dalam penelitian ini, penulis mengutip pendapat Suharsimi Arikunto (2006) apabila
subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian
populasi, tetapi jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Penulis
mengambil sampel sebanyak 30% dari populasi yang menjadi sampel 30/100 x 325 = 97,5 orang digenapkan
menjadi 100 orang.
Sementara itu sebagai sampel uji coba dalam penelitian ini digunakan sebanyak 40 orang, dimana
keempat puluh orang ini merupakan 12% dari jumlah populasi, yakni 12/100 x 325 orang mahasiswa = 39 orang
digenapkan menjadi 40 orang mahasiswa. Dengan demikian, maka jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini, yakni sampel uji coba dan sampel penelitian adalah sebanyak 140 orang mahasiswa.

Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian Kkorelasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang
menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih (Hadjar, 1999). Korelasi merupakan angka yang
menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan
positif dan negative, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Perhitungan
variabel penelitian akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dimana penjelasan suatu
peristiwa sosial dilakukan dengan penggunaan statistik dan operasi matematika lainnya untuk mencari hubungan
antar variabel-variabel di dalamnya. Dengan demikian angka yang ditampilkan berupa angka-angka.
(Poerwandari, 1989).

Kuesioner atau angket merupakan suatu jenis alat untuk mengumpulkan data yang disampaikan kepada
subjek penelitian melalui suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian pernyataan mengenai suatu hal dalam suatu
bidang (Sumarjan & Koentjaraningrat, 1985). Metode ini menurut Hadi (1991) mempunyai dasar self report,

dimana subjek diminta untuk menggambarkan perasaan atau keadaan dirinya.

Pelaksanaan, Analisis Data, Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Pada bagian ini akan diurakan mengenai pelaksanaan penelitian, persiapan yang telah dilakukan,

pelaksanaan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

Persiapan Penelitian
1. Persiapan Administrasi
Persiapan penelitian meliputi persiapan administrasi, yaitu tentang perizinan penelitian yang

dilanjutkan dengan pengurusan surat pengantar penelitian.

4245



Kultura Volume : 15 No. 1 Juni 2014

Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan persiapan-persiapan yang berkaitan

dengan administrasi penelitian, yaitu masalah perizinan yang meliputi perizinan dari pihak Poltekkes Medan.
2. Uji Coba Alat Ukur Penelitian

Pelaksanaan uji coba ketiga angket di atas dilaksanakan pada tanggal 13 September 2013 pada
mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Medan. Selanjutnya setelah selesai dilakukan pengambilan data dilanjutkan
dengan penyekoran sekaligus pengolahan data untuk menguji validitas dan reliabilitas ketiga angket ukur
tersebut.

Dalam tahap uji coba ini, langkah awalnya adalah menghubungi Kepala Sekolah untuk membantu
menyebarkan kuesioner kepada para mahasiswa-mahasiwi Poltekkes Medan sesuai dengan criteria yang
telah ditetapkan. Jumlah mahasiswa-mahasiswa yang mengisi skala ukur adalah sebanyak 40 orang.

Kemudian dalam hal penyebaran kuesioner ini, peneliti dengan dibantu beberapa orang teman, meminta
izin dari pihak Poltekkes Medan. Setelah bertemu dengan para mahasiswa, penulis kemudian memberikan
penjelasan akan maksud dan tujuan menyebarkan angket sekaligus memberikan instruksi mengenai tata cara
mengisi angket tersebut.

Setelah para mahasiswa memahami, maka angket dibagikan kepada 40 orang mahasiswa tersebut.
Setelah para mahasiswa selesai, maka angket dikumpulkan kembali dan dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan
hasil pemeriksaan secara umum dari keseluruhan jawaban dari para mahasiswa, diketahui bahwa mereka telah
memberikan jawaban sesuai dengan petunjuk pengerjaan.

Setelah angket terkumpul, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap butir angket dengan cara membuat
format nilai berdasarkan skor-skor yang ada pada setiap lembarnya, kemudian skor yang merupakan pilihan
subjek pada setiap butir pernyataan dipindahkan ke computer program excel yang diformat sesuai dengan
keperluan tabulasi data, yaitu lajur untuk nomor pernyataan dan baris untuk nomor subjek.

Berdasarkan hasil uji coba angket kebiasaan belajar yang berjumlah 26 butir, diketahui bahwa terdapat 5
(lima) butir pernyataan yang gugur dan 21 butir pernyataan yang valid. Butir yang valid memiliki koefisien ry
antara 0,345 sampai ry 0,685. Kemudian dari hasil uji reliabilitas yang menggunakan rumus Alpha, diketahui
bahwa angket kebiasaan belajar dinyatakan reliable, dimana nilai koefisien ry = 0,876. Dari hasil ini maka, angket
kebiasaan belajar dapat digunakan pada saat yang lain.

Tabel 1. Distribusi Penyebaran Butir-Butir Pernyataan Angket Kebiasaan Belajar Setelah Uji Coba

Aspek-Aspek Nomor Butir
No Kebiasaan Belajar Favourable Unfavourable
Valid Gugur Valid Gugur | Jih
1 Kebiasaan dalam 1,3,4,6,8,11,12 - 2,5,7,9,10,14 13 13
belajar
2 Konsentrasi dalam 16 17 15 18 2
belajar
3 Pemantapan hasil 20 - 19,21 - 3
belajar
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4 Penggunaan waktu 22 25,26 23,24 - 3
dalam belajar
Jumlah 10 3 11 2 21

Selanjutnya berdasarkan hasil uji coba angket motivasi belajar yang berjumlah 20 butir, diketahui bahwa
terdapat 3 (tiga) butir pernyataan yang gugur dan 17 butir pernyataan yang valid. Butir yang valid memiliki
koefisien ry, antara 0,310 sampai r,; 0,674.

Tabel 2.  Distribusi Penyebaran Butir-Butir Pernyataan Angket Motivasi Belajar Setelah Uji Coba

Aspek-Aspek Kebiasaan Belajar Nomor Butir
No Favourable Unfavourable
Valid Gugur | Valid | Gugur | Jlh
1 Kompetisi/persaingan 1,2,6 - 3,45 - 6
2 Dorongan efektif semangat 7,9 10 8 11 3
3 Hasrat untuk belajar 13,15 - 12,14 - 4
4 Harapan 16,19,20 8 17 - 4
Jumlah 10 2 7 1 17

Kemudian dari hasil uji reliabilitas yang menggunakan rumus Alpha, diketahui bahwa angket aktivitas
belajar dinyatakan reliable, dimana nilai koefisien ry = 0,853. Dari hasil ini maka angket aktivitas belajar dapat
digunakan pada saat yang lain.

Selanjutnya berdasarkan hasil uji coba angket aktivitas belajar yang berjumlah 15 butir, diketahui bahwa
terdapat 2 (dua) butir pernyataan yang gugur dan 13 butir pernyataan yang valid. Butir yang valid memiliki
koefisien r,, antara 0,371 sampai ry 0,746. Kemudian dari hasil uji reliabilitas hasil dari uji reliabilitas yang
menggunakan rumus Alpha, diketahui bahwa angket motivasi belajar dinyatakan reliable, dimana nilai koefisien

r = 0,825. Dari hasil ini maka angket motivasi belajar dapat digunakan pada saat yang lain.

Tabel 3. Distribusi Penyebaran Butir-Butir Pernyataan Angket Aktivitas Belajar Setelah Uji Coba

Aspek-Aspek Kebiasaan Belajar Nomor Butir
No Favourable Unfavourable
Valid Gugur | Valid | Gugur | Jlh
1 Sebelum perkuliahan 1,7,9,14 - 2,3 - 6
2 Pada saat kuliah 8,11 6 4,5 10 4
3 Sesudah kuliah 12,15 - 13 - 3
Jumlah 8 1 5 1 13

Pelaksanaan Penelitian
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Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 12 Desember 2013 yang dimulai dari menghubungi Pimpinan
Poltekkes Medan guna membantu pelaksanaan penelitian. Tata cara pelaksanaan penelitian tidak berbeda dengan
yang dilakukan pada saat uji coba angket, yakni dengan menemui para mahasiswa yang berjumlah 100 orang.

Pada saat bertemu, peneliti memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penelitian juga
menjelaskan mengenai tata cara pengisian kuesioner. Agar penelitian ini tidak menemui hambatan, peneliti
memberikan kesempatan pada mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya bila ada hal-hal kurang dimengerti.

Langkah berikutnya sehubungan dengan penelitian ini adalah melakukan penskoran terhadap ketiga
angket tersebut. Hal pertama yang dilakukan adalah membuat kunci jawaban pada kolom jawaban sesuai dengan
pernyataan yang diajukan dan selanjutnya dilakukan penskoran. Setelah diketahui nilai-nilai untuk setiap
pernyataan maka selanjutnya nilai tersebut dimasukkan dalam tabulasi yang dibutuhkan untuk dijumlahkan,
sehingga diperoleh nilai total setiap subjek penelitian untuk ketiga angket tersebut. Setelah diketahui nilai subjek
untuk variabel kebiasaan belajar (variabel bebas X1), motivasi belajar (variabel bebas X2) dan aktivitas belajar

(variabel terikat ), maka nilai ketiga variabel ini menjadi data induk penelitian.

Analisis Data dan Hasil Penelitian
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi dengan maksud untuk:
1.  Mengetahui sejauh mana hubungan kedua variabel bebas (kebiasaan belajar dan motivasi belajar) dengan
variabel terikat (aktivitas belajar).
2. Mengetahui bobot sumbangan relative maupun efektif yaitu bobot yang merupakan pembentukan variabel
terikat (aktivitas belajar) dalam persen.
Sebelum data dianalisis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi untuk melihat normalitas sebaran dan
linieritas hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Uji normalitas sebaran dan uji linieritas

merupakan syarat untuk melakukan analisis statistik dengan menggunakan Anareg 2 Prediktor.

1. Uji Asumsi

Uji Normalitas

Uji normalitas sebaran ini adalah untuk membuktikan bahwa penyebaran data penelitian yang
menjadi pusat perhatian, menyebar berdasarkan prinsip kurve normal. Uji normalitas sebaran dianalisis
dengan menggunakan rumus Kolmogorov dan Smirnov. Berdasarkan analisis tersebut, maka diketahui
bahwa data variabel kebiasaan belajar, motivasi belajar dan aktivitas belajar, mengikuti sebaran normal,
dimana diketahui hasil analisis dinyatakan normal. Rangkuman hasil perhitungan uji normalitas sebaran
dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Normalitas Sebaran
Variabel Rerata K-S SD Sig Keterangan

Kebiasaan belajar 57,070 0,635 12,493 0,815 Normal

Motivasi belajar 43,330 1,626 16,364 0,010 Normal

Aktivitas belajar 40,130 0,956 6,287 0,320 Normal
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Keterangan:

RERATA  : Nilai rata-rata

K-S . Koefisien normalitas Kolmogorov-Smirnov
SD : Standart Deviasi

Sig . Signifikansi

Uji Linieritas Hubungan

Uji linieritas hubungan dimaksudkan untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel bebas
dengan variabel terikat. Artinya apakah kebiasaan belajar dan motivasi belajar dapat mempengaruhi aktivitas
belajar. Berdasarkan uji linieritas, dapat diketahui apakah variabel bebas dengan variabel terikat dalam
penelitian ini dapat atau tidak dianalisis secara korelasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa antara kedua
variabel bebas mempunyai hubungan yang linier terhadap variabel terikat. Nilai-nilai hubungan tersebut
dapat dilihat pada table 5 berikut ini.
Tabel 5. Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Linieritas Hubungan

Korelasional F Sig Keterangan
X1-Y 19,533 0,000 Linier
X2-Y 2,375 0,127 Linier

Keterangan:

X1 . Kebiasaan belajar
X2 . Motivasi belajar

Y :Aktivitas belajar

F . Koefisien linieritas
Sig . Signifikansi

Hasil Perhitungan Analisis Regresi 2 Prediktor

Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan Analisis Regresi 2 Prediktor, diketahui bahwa
terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kebiasaan belajar dan motivasi belajar dengan
aktivitas belajar. Hasil ini ditunjukkan dengan koefisien Fy = 9,710 dimana p < 0,010. Ini menandakan
bahwa semakin baik kebiasaan belajar dan semakin tinggi motivasi belajar, maka semakin tinggi aktivitas
belajar. Sebaliknya semakin buruk kebiasaan belajar dan semakin rendah motivasi belajar, maka semakin
rendah aktivitas belajar. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Berikut adalah rangkuman hasil perhitungan Analisis

Regresi 2 Prediktor.

Tabel 6. Rangkuman Hasil Perhitungan Analisis Regresi

Sumber JK Db RK F Sig
Regresi 652,282 2 326,141 | 9,701 | 0,000
Residu 3261,028 97 33,619

Total 3913,310 99

Keterangan:

JK :Jumlah Kusdrat
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db . Derajat Kebebasan
RK . Rerata Kuadrat

F - Koefisien hubungan
Sig . Signifikansi

Selain itu diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kebiasaan belajar
dengan aktivitas belajar. Hasil ini dilihat dari koefisien hubungan R = 0,408. Artinya semakin baik kebiasaan
belajar, maka semakin baik aktivitas belajar. Dengan demikian maka hipotesis pertama yang diajukan
dinyatakan diterima. Demikian pula halnya dengan hubungan antara motivasi belajar dengan aktivitas
belajar, dimana diperoleh angka korelasi R = 0,408. Artinya semakin tinggi motivasi belajar, maka semakin
baik aktivitas belajar. Dengan demikian maka hipotesus kedua yang diajukan dinyatakan diterima.

Kemudian dari perhitungan Analisis Regresi, dapat diketahui bobot sumbangan dari variabel
kebiasaan belajar terhadap vaariabel aktivitas belajar adalah sebesar 16,6%. Kemudian variabel motivasi
belajar memberikan pengaruh sebesar 16,7%.

Berdasarkan hasil ini, diketahui bahwa total sumbangan kedua variabel bebas terhadap variabel
terikat adalah sebesar 33,3%. Berarti masih terdapat 66,7% pengaruh dari variabel lain terhadap aktivitas
belajar, dimana faktor-faktor lain tersebut dalam penelitian ini tidak dikaji, diantaranya adalah faktor intern
yang meliputi jasmaniah, psikologis dan kelelahan, faktor ekstern yang meliputi faktor keluarga, sekolah,
masyarakat, dan hasil belajar (Slameto, 2003).

Hasil Perhitungan Mean Hipotetik dan Mean Empirik
a. Mean Hipotetik
Variabel kebiasaan belajar dalam penelitian memiliki jumlah butir sebanyak 21 yang diformat
dengan Skala Likert dalam 4 pilihan jawaban, maka mean hipotetiknya adalah ((21 x 1) + (21 x 4)) : 2
= 52,5. Kemudian variable motivasi belajar, memiliki jumlah butir sebanyak 17 butir yang juga
diformat dengan Skala Likert dalam 4 pilihan jawaban, maka mean hipotetiknya adalah {(17 x 1) + (17
x 4)} : 2 = 42,5. Selanjutnya variable aktivitas belajar, memiliki jumlah butir sebanyak 20 yang
diformat dengan Skala Likert dalam 4 pilihan jawaban, maka mean hipotetiknya adalah {(13 x 1) + (13
x4)}:2=325.
b. Mean Empirik
Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa mean empiric kebiasaan belajar adalah 57,070,
mean empiric motivasi belajar adalah sebesar 43,330 dan mean empirik aktivitas belajar adalah sebesar
40,130.
c. Kiriteria
Dalam upaya mengetahui bagaimana kondisi kebiasaan belajar, motivasi belajar dan aktivitas
belajar, maka perlu dibandingkan antara mean/nilai rata-rata empirik dengan mean/nilai rata-rata
hipotetik dengan memperhatikan besarnya bilangan SD dari variable yang sedang diukur. Dalam
penelitian ini bilangan SD variabel kebiasaan belajar adalah seebesar 12,493, bilangan SD variabel

motivasi belajar adalah 16,364 dan SD variabel aktivitas belajar adalah 6,287.
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Dari besarnya bilangan SD tersebut, maka untuk variabel kebiasaan belajar, apabila mean/nilai
rata-rata hipotetik < mean/nilai rata-rata empirik, dimana selisihnya melebihi 12,493, maka dinyatakan
bahwa kebiasaan belajarnya baik dan apabila mean/nilai rata-rata hipotetik > mean/nilai rata-rata
empirik, dimana selisihnya melebihi 12,493, maka dinyatakan bahwa kebiasaan belajarnya bersifat
buruk. Apabila mean/nilai rata-rata empirik dengan mean hipotetik tidak berselisin melebihi 12,493,
maka kebiasaan belajarnya bersifat normal.

Selanjutnya untuk variabel motivasi belajar, apabila mean/nilai rata-rata hipotetik < mean/nilai
rata-rata empirik, dimana selisinnya melebihi 16,364, maka dinyatakan bahwa motivasi belajar
tergolong tinggi dan apabila mean/nilai rata-rata hipotetik > eman/nilai rata-rata empirik, dimana
selisihnya melebihi 16,364, maka dinyatakan bahwa motivasi belajar tergolong rendah. Apabila mean
empirik dengan mean hipotetik tidak berselisih melebihi 16,364, maka motivasi belajar dinyatakan
sedang.

Kemudian untuk variabel aktivitas belajar, apabila mean/nilai rata-rata hipotetik < mean/nilai
rata-rata empirik, dimana selisihnya melebihi 6,287, maka dinyatakan bahwa aktivitas belajar tergolong
baik dan apabila mean/nilai rata-rata hipotetik > mean/nilai rata-rata empirik, dimana selisihnya
melebihi 6,287, maka dinyatakan bahwa aktivitas belajar tergolong buruk. Apabila mean empirik
dengan mean hipotetik tidak berselisih melebihi 6,287, maka aktivitas belajar dinyatakan sedang.
Gambaran selengkapnya mengenai perbandingan mean/nilai rata-rata hipotetik dengan mean/nilai rata-

rata empirik dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 7. Hasil Perhitungan Nilai Rata-Rata Hipotetik dan Nilai Rata-Rata Empirik
No Variabel Nilai Rata-rata SD Keterangan
Hipotetik | Empirik
1 Kebiasaan belajar 52,5 57,070 12,493 | Kebiasaan belajar, sedang
2 Motivasi belajar 425 43,330 16,364 | Motivasi belajar, sedang
3 Aktivitas belajar 32,5 40,130 | 6,287 | Aktivitas belajar, baik

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan perbandingan kedua nilai rata-rata di atas (mean hipotetik dan mean empirik), maka

dapat dinyatakan bahwa kebiasaan belajar dinilai sedang, sebab mean empirik (57,070) selisihnya dengan

nilai rata-rata hipotetik (52,5) tidak melebihi bilangan SD yakni 6,287.

Kesimpulan

1

Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kebiasaan belajar dan motivasi belajar dengan
aktivitas belajar. Hasil ini ditunjukkan dengan koefisien Fy = 9,701 dimana p < 0,010. Ini menandakan
bahwa semakin baik kebiasaan belajar dan semakin tinggi motivasi belajar, maka semakin tinggi aktivitas

belajar. Sebaliknya semakin buruk kebiasaan belajar dan semakin rendah motivasi belajar, maka semakin
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rendah aktivitas belajar. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

Penelitian ini membuktikan bobot sumbangan dari variabel kebiasaan belajar terhadap variabel aktivitas
belajar adalah sebesar 16,6%. Kemudian variabel motivasi belajar memberikan pengaruh sebesar 16,7%.
Berdasarkan hasil ini, diketahui bahwa total sumbangan kedua variabel bebas terhadap variabel terikat
adalah sebesar 33,3%. Berarti masih terdapat 66,7% pengaruh dari variabel lain terhadap aktivitas belajar,
dimana faktor-faktor lain etrsebut dalam penelitian ini tidak dikaji, diantaranya adalah faktor intern yang
meliputi jasmaniah, psikologis dan kelelahan, faktor ekstern yang meliputi faktor keluarga, sekolah,
masyarakat dan hasil belajar.

Hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini, diketahui bahwa kebiasaan belajar dinilai sedang, sebab mean
empirik (57,070) selisihnya dengan nilai rata-rata hipotetik (52,5) tidak melebihi bilangan SD, yakni 6,287.
Kemudian variabel motivasi belajar juga dinyatakan sedang, sebab nilai rata-rata empirik (43,330) selisihnya
dengan nilai rata-rata hipotetik (42,5) tidak melebihi bilangan SD yakni 16,364. Selanjutnya untuk variabel
aktivitas belajar dinyatakan baik, sebab mean empirik (40,130) lebih besar dari nilai rata-rata hipotetik (32,5)
dan selisihnya melebihi bilangan SD, yakni 6,287.

Saran

1.

Kepada Pihak Poltekkes

Melihat kebiasaan belajar dan motivasi belajar para mahasiswa yang tergolong sedang, maka disarankan
kepada pihak Poltekkes untuk dapat membantu meningkatkan kebiasaan belajar dan motivasi belajar para
mahasiswa, misalnya dengan mengadakan perlombaan-perlombaan yang dapat memacu meningkatnya
kebiasaan dan motivasi belajar para mahasiswa. Hal ini sangat penting mengingat bahwa kedua faktor ini
sangat berperan dalam meningkatkan aktivitas belajar. Aktivitas belajar yang baik akan berpengaruh kepada
proses penyelesaian kuliah.

Kepada Subjek Penelitian

Melihat kondisi kebiasaan dan motivasi belajar yang tergolong rendah, maka disarankan kepada para
mahasiswa untuk dapat meningkatkan kebiasaan dan motivasi belajar seperti yang selama ini dimiliki.
Diharapkan dengan tingginya tingkat kebiasaan dan motivasi belajar para mahasiswa akan lebih mudah
dalam mencapai apa yang dicita-citakan, seperti proses penyelesaian tugas akhir kuliah.

Saran Kepada Peneliti Berikutnya

Menyadari hasil penelitian yang menyatakan bahwa masing-masing variabel bebas, yakni kebiasaan belajar
dan motivasi belajar memiliki kontribusi terhadap peningkatan aktivitas belajar, maka disarankan kepada
peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini mencari faktor-faktor lain yang berhubungan
dengan aktivitas belajar diantaranya mengkaji faktor intern yang meliputi jasmaniah, psikologis dan

kelelahan, faktor ekstern yang meliputi faktor keluarga, sekolah, masyarakat dan hasil belajar.
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PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH MELALUI
PENINGKATAN PERAN WIRASWASTA

Zainudin, SE, MSM’
Abstrak

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana meningkatkan pemberdayaan usaha kecil
dan menengah melalui peningkatan peran wiraswsasta. Metode penulisan menggunakan metode library
research. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi
salah satu dari tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena dengan UKM ini, pengangguran akibat
angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Dengan meningkatnya dan
berkembangnya UMKM di Indonesia, tentu meningkatkan penghasilan yang diperoleh oleh wiraswasta kecil
tersebut apalagi usaha kecil tersebut berkembang dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.
Tentu sangat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat ketergantungan.
Penghasilan yang meningkat tentu mempengaruhi pajak yang diperoleh pemerintah yang tentu saja berpengaruh
bagi pendapatan nasional. Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan
ekonomi Indonesia, untuk itu perlu diadakan upaya-upaya untuk meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia
dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) justru memiliki pengaruh yang besar bagi peningkatan perekonomian negara.

Kata kunci : UKM dan wiraswasta

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pada 2013 tercipta 2,5 - 2,7 juta angkatan kerja baru, dengan semakin berkurangnya kesempatan Kkerja
karena lapangan kerja yang tersedia sedikit maka diperlukan upaya yang bisa mengatasi keadaan tersebut. Salah
satu upaya tersebut adalah perlu ditingkatkannya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Para angkatan
kerja baru dapat menjalankan UMKM karena saat ini juga sudah banyak cara yang dilakukan pemerintah dalam
membantu pelaksanaan UMKM, salah satunya dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dengan diterapkannya
UMKM dapat membuka lapangan kerja baru dan tentu saja dapat memajukan perekonomian di Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penulisan makalah tentang peningkatan

pemberdayaan usaha kecil dan menengah melalui peningkatan peran wiraswsasta.

1.2. Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana meningkatkan pemberdayaan usaha kecil

dan menengah melalui peningkatan peran wiraswsasta.

2. Landasan Teori
2.1. Pengertian UKM

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM),
mendefinisikan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UM), sebagai suatu usaha milik warga negara
Indonesia, baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan

bangunan sebanyak-banyaknya Rp 200 juta, dan atau mempunyai NO atau hasil penjualan rata-rata pertahun

! Dosen Universitas Gajah Putih, Takengon
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sebanyak Rp 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Badan usaha milik warga negara Indonesia yang
memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha didefinisikan sebagai usaha menengah (UM). Badan usaha dengan nilai asset dan omzet
diatas itu adalah UB.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil
merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah
merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang, dan perusahaan dengan jumlah tenaga
kerja lebih dari 99 orang dikategorikan sebagai UB.

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi
rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu

dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”.

2.2. Wiraswasta dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu dari tulang punggung perekonomian
Indonesia. Karena dengan UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja
menjadi berkurang. Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi
Indonesia, untuk itu perlu diadakan upaya-upaya untuk meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia dengan cara
mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi.

Peningkatan jumlah penduduk, disertai dengan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan
ketersediaannya lapangan pekerjaan. Disamping itu ketersediaan ketersediaan fasilitas yang tidak merata pun
dapat menyebabkan sulithya mencari pekerjaan di daerah-daerah tertentu.

Masyarakat ekonomi menengah kebawah pun mendapatkan kesulitan untuk memperoleh pekerjaan.
Banyak sebagian dari mereka ada yang hanya mau bergantung pada orang-orang yang bekerja, bekerja dikantoran
mempunyai pekerjaan tetap. Namun, disisi lain sebagian dari mereka juga mempunyai pandangan yang berbeda
akan menghadapi kondisi perekonomian tersebut. Mereka berusaha untuk dapat memperoleh pekerjaan yang
mampu mendatangkan keuntungan bagi mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka memilih untuk membuat
usaha mikro, kecil, ataupun menengah (UMKM). Mereka disebut sebagai wiraswasta.

Wiraswasta dalam usaha bishis menengah dan kecil sangat menunjang perekonomian bangsa Indonesia
dikarenakan dengan adanya unit usaha kecil dan menengah selain mengurangi jumlah angka penganguran
UMKM juga berperan penting yang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu jumlah unit usaha yang terbentuk,
penyerapan tenaga kerja, perannya dalam peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan sumbangannya terhadap
ekspor nasional. Dalam kurun waktu 1997-2001 rata-rata unit UMKM secara nasional mencapai 99,81% dari
total perusahaan yang ada. Oleh sebab itu pemerintah harus ikut campur tangan mengenai pengembangan dan
kelangsungan Hidup suatu usaha kecil dan menengah, dengan cara memberi modal pinjaman tunai dengan
bungah rendah.

Dengan meningkatnya dan berkembangnya UMKM di Indonesia, tentu meningkatkan penghasilan yang

diperoleh oleh wiraswasta kecil tersebut apalagi usaha kecil tersebut berkembang dan dapat membuka lapangan
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pekerjaan bagi orang lain. Tentu sangat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan
tingkat ketergantungan. Penghasilan yang meningkat tentu mempengaruhi pajak yang diperoleh pemerintah yang
tentu saja berpengaruh bagi pendapatan nasional. Dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) justru memiliki pengaruh yang besar bagi peningkatan perekonomian negara.

Agar UMKM dapat bersaing dalam pasar nasional dengan unit usaha yang dikelola oleh Investor Asing.
Dikarenakan banyak UMKM yang sudah bangkrut dikarenakan kalah bersaing dengan pasar-pasar moderen di
karenakan kekurangan modal dan tidak mampu melunasi bunga pinjaman yang tinggi. Berkaitan dengan
pertumbuhan UMKM tersebut, perlu dilihat hubungan antara pertumbuhan UMKM dengan kemiskinan pada
masyarakat, dan juga peran UKM mengurangi kemiskinan sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi
langkah-langkah kebijakan yang dapat ditempuh dalam pengembangan UMKM dalam rangka mengurangi
kemiskinan. Namun jika pemerintah tidak campur tanggan dalam UMKM maka dengan sendirinya UMKM akan
semakin memperosotkan usaha kecil disektor pertanian dan perdagangan.

Dengan semakin merosotnya peran usaha kecil di sektor pertanian dan perdagangan, maka dua
penyumbang besar terhadap nilai tambah dari kelompok usaha kecil ini dominasinya juga akan semakin mengecil
dalam pembentukan PDB. Sehingga jika kecenderungan ini dibiarkan maka posisi usaha kecil akan kembali
seperti sebelum krisis atau bahkan mengecil. Sementara itu usaha menengah yang sejak krisis mengalami
kemerosotan diberbagai sektor, maka posisi usaha menengah semakin tidak menguntungkan. Padahal dalam
proses modernisasi dan demokratisasi peranan kelas menengah ini sangat penting terutama untuk meningkatkan
daya saing. Karena usaha menengah lebih mudah melakukan modernisasi dan mengembangkan jaringan ke luar
negeri dalam rangka perluasan pasar.

Mempertimbangkan UMKM yang umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak
bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena antara lain keunikannya, maka pembangunan
UMKM diyakini akan memperkuat perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki fondasi
yang kuat, jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian
nasional. Untuk itu, pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama

pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

3. Pembahasan
3.1. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat
dilihat dari : (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia
lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan
pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga
neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia cukup unggul di kalangan negara-negara Asia Tenggara
(ASEAN). Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarifuddin Hasan menyebutkan beberapa

UKM yang cukup unggul antara lain bergerak di bidang furniture dan handicraft.
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UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDB (Product Domestik Bruto).
Pada tahun 2003 Usaha Kecil memberikan sumbangan sebesar Rp815,14 juta dan meningkat menjadi Rp1.257,76
juta pada tahun 2006. Peningkatakn kontribusi PDB inilah yang mampu menggerakkan dan memacu percepatan
pertumbuhan perekonomian dalam negeri.

Nilai ekspor UMKM juga terus meningkat, karena ada ciri khas lokal Indonesia dan merupakan produk
budaya (culture product). Sifat UMKM vyang flexsible serta dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat
bawah dan menengah, dan mereka dapat dengan mudah berpartisipasi di dalamnya. Fleksibilitas yang dimiliki
oleh UMKM dan tingkat skala yang kecil, telah meletupkan semangat untuk memulai usaha kapan saja dan
bersifat mudah untuk mengawalinya. Mengingat modal yang diperlukan untuk memulai usaha hanya skala kecil,
membutuhkan teknologi lokal yang bersifat sederhana dan apa adanya, yang mana dominan bertumpu pada
kemampuan masyarakat lokal.

Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Karena
dengan UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang.
Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor
UKM telah terbukti tangguh, ketika terjadi Krisis Ekonomi 1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari
kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Mudradjad Kuncoro dalam
Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2008 mengemukakan bahwa UKM terbukti tahan terhadap
krisis dan mampu survive karena, pertama, tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak banyak utang ke
perbankan karena mereka dianggap unbankable. Ketiga, menggunakan input lokal. Keempat, berorientasi ekspor.
Selama 1997-2006, jumlah perusahaan berskala UKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia.
Sumbangan UKM terhadap produk domestik bruto mencapai 54%-57%. Sumbangan UKM terhadap penyerapan
tenaga kerja sekitar 96%. Sebanyak 91% UKM melakukan kegiatan ekspor melalui pihak Kketiga
eksportir/pedagang perantara. Hanya 8,8% yang berhubungan langsung dengan pembeli/importer yang bertempat
tinggal/ berkewarganegaraan luar negeri.

Ada beberapa alasan mengapa UKM dapat bertahan di tengah krisis moneter 1997 lalu. Pertama,
sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap
pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap
permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada
permintaan. Kedua, sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor
perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda dengan sektor perbankan
bermasalah, maka UKM ikut terganggu kegiatan usahanya. Sedangkan usaha berkala besar dapat bertahan. Di
Indonesia, UKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah.

Ada cara untuk meningkatkan produktivitas UKM dan kewirausahaan, yaitu dengan dilakukannya
klasterisasi, khusus untuk UKM dan usaha kecil yang bergerak di bidang fashion dan tekstil beserta turunannya.
Metode yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM ini konon bertujuan untuk mempermudah
melakukan pembinaan sehingga produktivitas dapat meningkat. Cara meningkatkan UKM dan usaha

kecil dengan klasterisasi ini akan menggandeng asosiasi perancang mode hingga pengusaha para pengusaha besar
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untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UKM dan wirausahawan yang bergerak di bidang
fashion. UKM fashion dan tekstil memiliki peranan penting dan signifikan, dimana sekitar 10% dari 55,3 juta
pelaku UKM di Indonesia bergerak di bidang ini. Jika UKM fashion dan tekstil akan disatukan dalam satu klaster,
dimana tahap pertama akan dilakukan pemetaan terhadap pelaku usaha tersebut. Jika data telah diterima, maka
akan dibentuk kluster fashion, lalu diberikan pelatihan, pendampingan dan pembinaan mengenai standarisasi,
desain, perlindungan HKI, hingga promosi dan pemasaran produk. Tentu saja ini menjadi info menarik
karena UKM dan usaha kecil terbukti menjadi tumpuan ekonomi Indonesia yang mampu bertahan di tengah krisis

global saat ini.

3.2. Kelebihan dan Kekurangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menegah)
Kelebihan yang dimiliki Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) :
Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat
dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis.
Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.
Kelemahan yang dimiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM):

Kesulitan pemasaran
Hasil dari studi lintas Negara yang dilakukan oleh James dan Akarasanee (1988) di sejumlah Negara ASEAN
menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha
UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan
pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor.
Keterbatasan finansial
UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal
maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan
output jangka panjang.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi UKM di Indonesia,
terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, control
kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemprosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar.
Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk,
meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar
baru.

1 Masalah bahan baku
Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan
output atau kelangsungan produksi bagi UKM di Indonesia. Terutama selama masa krisis, banyak sentra-

sentra Usaha Kecil dan Menengah seperti sepatu dan produk-produk textile mengalami kesulitan mendapatkan

4259


http://mediainfomitra.blogspot.com/2013/03/wirausaha-dan-ukm-indonesia-didukung-pendiri-microsoft.html

Kultura Volume : 15 No. 1 Juni 2014

bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar
terhadap dolar AS.
Keterbatasan teknologi
Berbeda dengan Negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi tradisonal
dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini
tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga
rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UKM di Indonesia untuk dapat bersaing di
pasar global.

Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk

membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber

daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.

3.3. Permasalahan yang Dihadapi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Masalah yang termasuk dalam masalah finansial di antaranya adalah (Urata, 2000):
Kurangnya kesesuain (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UKM.
Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM
Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak
waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil.
Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak
tersedianya informasi yang memadai.
Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
Banyak UKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan
maupun kurangnya kemampuan manajerial dan financial.

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non-finansial) di antaranya adalah :
Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya
kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.

Kurangnya pengetahuan atcan pemasaran, yang disebabkan oleb terbatasnya informasi yang dapat dijangkau
oleh UKM mengenai pasar, selain karena ketetbatasan kemampuan UKM untuk roonyediakanproduk/ jasa
yang sesuai dengan keinginan pasar.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.
Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi

Di samping dua permasalahan utama di atas, UKM juga menghadapi permasalahan linkage dengan

perusahaan serta ekspor. Permasalahan yang terkait dengan linkage antar perusahaan di antaranya sebagai berikut :

* Industri pendukung yang lemah.

» UKM yang memanfaatkan/ menggunakan sistem duster dalam bisnis belum banyak.

Sedangkan permasalahan yang terkait dengan ekspor di antaranya sebagai berikut:

+ Kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dapat dimanfaatkan.
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+ Kurangnya lembaga yang dapat membantu mengembangkan ekspor.
« Sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor.
* Pengurusan dokumen yang diperlukan untuk ekspor yang birokratis.

Beberapa hal yang ditengarai menjadi faktor penyebab permasalahanpermasalahan di atas adalah:
pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan UKM, termasuk masalah perpajakan yang
belum memadai; masih terjadinya mismatch antara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan kebutuhan
UKM; serta kurangnya linkage antar UKM sendiri atau antara UKM dengan industri yang lebih besar (Urata,
2000). Hal ini tentunya membutuhkan penanganan yang serius serta terkait erat dengan kebijakan pemerintah
yang dibuat untuk mengembangkan UKM.

3.4.Upaya Pemerintah untuk Membantu Wiraswasta dalam Menjalankan UMKM (Usaha Mikro Kecil
Menengah)

Meskipun peranan UKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah
maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahkan
dari hal yang paling mendasar seperti definisi yang berbeda untuk antar instansi pemerintahan. Demikian juga
kebijakan yang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, hinga kebijakan menjadi kurang
komprehensif, kurang terarah, serta bersifat tambal-sulam. Padahal UKM masih memiliki banyak permasalahan
yang perlu mendapatkan penanganan dari otoritas untuk mengatasi keterbatasan akses ke kredit bank/sumber
permodalan lain dan akses pasar. Selain itu kelemahan dalam organisasi, manajemen, maupun penguasaan
teknologi juga perlu dibenahi. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UKM membuat kemampuan
UKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Salah satu permasalahan yang dianggap
mendasar adalah adanya kecendrungan dari pemerintah dalam menjalankan program untuk pengembangan UKM
seringkali merupakan tindakan koreksi terhadap kebijakan lain yang berdampak merugikan usaha kecil (seperti
halnya yang pernah terjadi di Jepang di mana kebijakan UKM diarahkan untuk mengkoreksi kesenjangan antara
usaha besar dan UKM), sehingga sifatnya adalah tambal-sulam. Padahal seperti kita ketahui bahwa diberlakunya
kebijakan yang bersifat tambal-sulam membuat tidak adanya kesinambungan dan konsistensi dari peraturan dan
pelaksanaannya, sehingga tujuan pengembangan UKM pun kurang tercapai secara maksimal. Oleh karena itu
perlu bagi Indonesia untuk membenahi penanganan UKM dengan serius, agar supaya dapat memanfaatkan
potensinya secara maksimal.

Sekarang ini pemerintah Indonesia sedang bertekad akan mendorong upaya meningkatkan ketahanan
ekonomi terutama pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang akan ditekankan pada pertemuan
APEC 2013, saat Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya setelah pertemuan APEC di Bogor
tahun 1994. Pertemuan APEC 2013 direncanakan berlangsung di Bali.

UMKM perlu ditingkatkan daya tahannya, karena mereka sebetulnya menjadi pertahanan terakhir dari
sebuah perekonomian saat menghadapi krisis. UMKM merupakan segmen usaha yang akan terus menggeliat di
level yang bawah. Dengan jumlahnya yang begitu besar, UMKM memiliki daya tahan tersendiri menghadapi

krisis.
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Daya tahan UMKM menghadapi krisis sudah terbukti. Saat krisis keuangan melanda Amerika Serikat
tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif karena pertumbuhan konsumsi dalam negeri dan sektor
UMKM terus menggeliat. Kondisi ini cukup membantu upaya menciptakan lapangan kerja dan terutama ikut
membantu dalam menekan peningkatan angka penduduk miskin.

Krisis ekonomi saat ini membuat ekspor terpukul. Namun, konsumsi ekonomi dalam negeri tetap tinggi
antara lain karena UMKM terus bergerak menjadi motor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
semester 1-2012 di atas 6,4 persen.

Pemerintah sangat perlu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang efektif dan efisien demi mendukung
sektor UKM seperti peningkatan dan pemaksimalan penggunaan teknologi, struktur, manajemen, pelatihan, dan
yang paling penting pembiayaan. Salah satu contoh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui
KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang sangat membantu UKM untuk menambah modal dalam mengembangkan
usahanya. Selain itu, salah satu elemen paling mendasar untuk membangun dunia UKM adalah peningkatan
kapasitas sumber daya manusia-nya. Apalagi jika pemerintah bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk
menambah mata kuliah Wirausaha dalam Perguruan Tinggi yang tentunya akan meningkat semangat wirausaha
dan banyak melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang akan mendorong peningkatan perekonomian di

Indonesia. Di tambah usaha pemerintah untuk terus meningkatkan Infrastruktur dan pemberantasan korupsi.

4. Penutup

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu dari tulang punggung perekonomian
Indonesia. Karena dengan UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja
menjadi berkurang. Dengan meningkatnya dan berkembangnya UMKM di Indonesia, tentu meningkatkan
penghasilan yang diperoleh oleh wiraswasta kecil tersebut apalagi usaha kecil tersebut berkembang dan dapat
membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Tentu sangat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat
pengangguran dan tingkat ketergantungan. Penghasilan yang meningkat tentu mempengaruhi pajak yang
diperoleh pemerintah yang tentu saja berpengaruh bagi pendapatan nasional. Sektor UKM telah dipromosikan
dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia, untuk itu perlu diadakan upaya-upaya
untuk meningkatkan UMKM vyang ada di Indonesia dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi.
Dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) justru memiliki pengaruh yang

besar bagi peningkatan perekonomian negara.
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KOMPONEN DAN KESEIMBANGAN EKOSISTEM
Drs. Moh. Gade®
Abstrak

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui tentang komponen
ekosistem dan keseimbangannya. Penulisan makalah ini menggunakan metode library research. Dari
pembahasan dapat disimpulkan bahwa ekosistem adalah tempat saling memberi dan menerima antara makhluk
hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari
tumbuhan dan hewan. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari batu, tanah, air, sungai, dan lain-lain.Dalam
suatu ekosistem harus ada keseimbangan antara produsen dan konsumen. Kehidupan dapat tetap berlangsung
jika jumlah produsen lebih besar dari konsumen tingkat I. Konsumen tingkat | lebih banyak dari konsumen
tingkat 11 dan seterusnya.

Kata kunci : komponen, keseimbangan dan ekosistem

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, IPTEK yang semakin maju membuat peran aktif manusia dalam bekerja sangat sulit
ditemukan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan peran IPA sebagai ilmu pengetahuan yang melahirkan
teknologi super canggih. Sekarang ini telah terlahir pesawat dengan kecepatan super sonic, satu atau dua tahun
kemudian bisa saja akan terlahir sebuah mesin dengan kecepatan partikel cahaya, yang hanya dalam hitungan
menit, dan bahkan detik dapat mengantarkan manusia ke luar angkasa. Semua karena IPTEK dan IPA.

Agar perkembangan IPA dan IPTEK tak terputus dan berhenti sampai disini, maka dibutuhkan ilmuan-
ilmuan baru yang memberi inovasi-inovasi dalam kehidupan. Dalam ilmu IPA kita tentu akan bertemu tentang
pengetahuan ekosistem yaitu mengenai prinsip-prinsip ekologi, komponen ekosistem, keseimbangan ekosistem
dan dalam makalah ini kita akan membahas tentang semua pengetahuan tentang ekosistem semoga dapat

bermanfaat bagi kita semua untuk mengetahui ilmu IPA lebih lanjut.

1.2. Tujuan Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui tentang komponen

ekosistem dan keseimbangannya.

2. Uraian Teoritis
2.1. Pengertian Ekosistem
Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara unsur-unsur hayati dengan nonhayati yang membentuk
sistem ekolog. Ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusun yang beragam.
Secara garis besar ekosistem dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan:
1. Ekosistem darat
Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak

geografisnya (garis lintangnya).

8 Dosen Universtas Jabal Ghapur Banda Acch
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2. Ekosistem Air Tawar

Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan
terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya
tumbuhan biji.Hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Organisme yang hidup di air tawar pada
umumnya telah beradaptasi.
3. Ekosistem air laut

Habitat laut (oseanik) ditandai oleh salinitas (kadar garam) yang tinggi dengan ion Cl- mencapai 55%
terutama di daerah laut tropik, karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik, suhu laut sekitar
25°C. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi. Batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air
yang dingin di bagian bawah disebut daerah termoklin.

Di daerah dingin, suhu air laut merata sehingga air dapat bercampur, maka daerah permukaan laut tetap
subur dan banyak plankton serta ikan. Gerakan air dari pantai ke tengah menyebabkan air bagian atas turun ke
bawah dan sebaliknya, sehingga memungkinkan terbentuknya rantai makanan yang berlangsung balk. Habitat

laut dapat dibedakan berdasarkan kedalamannya dan wilayah permukaannya secara horizontal.

2.2. Prinsip-Prinsip Ekologi

Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya,
yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi, sedangkan
faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi juga
berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan

ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan.

2.2.1. Faktor Biotik

Faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baiktumbuhan maupun
hewan. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen,hewan berperan sebagai konsumen, dan
mikroorganisme berperan sebagai dekomposer.

Faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas,
ekosistem, dan biosfer. Tingkatan-tingkatan organisme makhluk hidup tersebut dalam ekosistem akan saling
berinteraksi, saling mempengaruhi membentuk suatu sistemyang menunjukkan kesatuan. Secara lebih terperinci,
tingkatan organisasi makhluk hidup adalah sebagai berikut.

a) Individu

Individu merupakan organisme tunggal seperti : seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon jambu,
sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Dalam mempertahankan hidup, seti jenis dihadapkan pada
masalah-masalah hidup yang kritis. Misalnya, seekor hewan harus mendapatkan makanan, mempertahankan diri
terhadap musuh alaminya, serta memelihara anaknya. Untuk mengatasi masalah tersebut, organisme harus
memiliki struktur khusus seperti : duri, sayap, kantung, atau tanduk. Hewan juga memperlihatkan tingkah laku

tertentu, seperti membuat sarang atau melakukan migrasi yang jauh untuk mencari makanan.
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Ada bermacam-macam adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya, yaitu: adaptasi morfologi,
adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku.
1. Adaptasi morfologi

Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Contoh
adaptasi morfologi, antara lain sebagai berikut:
a). Gigi-gigi khusus

Gigi hewan karnivora atau pemakan daging beradaptasi menjadi empat gigi taring besar dan runcing
untuk menangkap mangsa, serta gigi geraham dengan ujung pemotong
b). Moncong

Trenggiling besar adalah hewan menyusui yang hidup di hutan rimba Amerika Tengah dan Selatan.
Makanan trenggiling adalah semut, rayap, dan serangga lain yang merayap. Hewan ini mempunyai moncong
panjang dengan ujung mulut kecil tak bergigi dengan lubang berbentuk celah kecil untuk mengisap semut dari
sarangnya. Hewan ini mempunyai lidah panjang dan bergetah yangdapat dijulurkan jauh keluar mulut untuk
menangkap serangga.
c). Paruh

Elang memiliki paruh yang kuat dengan rahang atas yang melengkung dan ujungnya tajam. Fungsi
paruh untuk mencengkeram korbannya.
d). Daun

Tumbuhan insektivora (tumbuhan pemakan serangga), misalnya kantong semar, memiliki daun yang
berbentuk piala dengan permukaan dalam yang licin sehingga dapat menggelincirkan serangga yang hinggap.
Dengan enzim yang dimiliki tumbuhan insektivora, serangga tersebut akan dilumatkan, sehingga tumbuhan ini
memperoleh unsur yang diperlukan.
e). Akar

Akar tumbuhan gurun kuat dan panjang,berfungsi untuk menyerap air yang terdapat jauh di dalam tanah.

Sedangkan akar hawa pada tumbuhan bakau untuk bernapas.

2. Adaptasi fisiologi

Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidupnya.
Contohnya adalah sebagai berikut.
a). Kelenjar bau

Musang dapat mensekresikan bau busukdengan cara menyemprotkan cairan melalui sisi lubang dubur.
Sekret tersebut berfungsi untuk menghindarkan diri dari musuhnya.
b). Kantong tinta

Cumi-cumi dan gurita memiliki kantong tinta yang berisi cairan hitam. Bila musuh datang, tinta
disemprotkan ke dalam air sekitarnya sehingga musuh tidak dapat melihat kedudukan cumi-cumi dan gurita.
¢). Mimikri pada kadal

Kulit kadal dapat berubah warna karena pigmen yang dikandungnya. Perubahan warna ini dipengaruhi

oleh faktor dalam berupa hormon dan faktor luar berupa suhu serta keadaan sekitarnya.
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3. Adaptasi tingkah laku

Adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku. Contohnya sebagai
berikut :
a). Pura-pura tidur atau mati

Beberapa hewan berpura-pura tidur atau mati, misalnya tupai Virginia. Hewan ini sering berbaring tidak
berdaya dengan mata tertutup bila didekati seekor anjing.
b). Migrasi

Ikan salem raja di Amerika Utara melakukan migrasi untuk mencari tempat yang sesuai untuk bertelur.
Ikan ini hidup di laut. Setiap tahun, ikan salem dewasa yang berumur empat sampai tujuh tahun berkumpul di
teluk disepanjang Pantai Barat Amerika Utara untuk menuju ke sungai. Saat di sungai, ikan salem jantan
mengeluarkan sperma di atas telur-telur ikan betinanya. Setelah itu ikan dewasa biasanya mati. Telur yang telah
menetas untuk sementara tinggal di air tawar. Setelah menjadi lebih besar mereka bergerak ke bagian hilir dan

akhirnya ke laut.

b. Populasi

Kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut populasi
3. Pembahasan
3.1. Komponen Ekosistem

Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan
lingkungannya. Selain itu ekosistem merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dan
lingkungan tak hidup, dimana kedua komponen tersebut saling mempengaruhi dan berinteraksi.

Komponen penyusun ekosistem terdiri atas dua macam, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen
biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang
terdiri atas benda mati. Seluruh komponen biotik dalam suatu ekosistem membentuk komunitas. Dengan

demikian, ekosistem dapat diartikan sebagai kesatuan antara komunitas dengan lingkungan abiotiknya.

3.2. Komponen Biotik
Berdasarkan caranya memperoleh makanan di dalam ekosistem, organisme anggota komponen biotik
dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Produsen, yang berarti penghasil. Produsen merupakan organisme yang mampu menghasilkan zat makanan
sendiri (autotrof) melalui fotosintesis. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah tumbuhan hijau atau
tumbuhan yang mempunyai klorofil. Produsen ini kemudian dimanfaatkan oleh organisme-organisme yang
tidak bisa menghasilkan makanan (heterotrof) yang berperan sebagai konsumen.

2. Konsumen, yang berarti pemakai, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan zat makanan sendiri tetapi
menggunakan zat makanan yang dibuat oleh organisme lain. Organisme yang secara langsung mengambil zat
makanan dari tumbuhan hijau adalah herbivora. Oleh karena itu, herbivora sering disebut konsumen tingkat
pertama. Karnivora yang mendapatkann makanan dengan memangsa herbivora disebut konsumen tingkat

kedua. Karnivora yang memangsa konsumen tingkat kedua disebut konsumen tingkat ketiga dan seterusnya.
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Proses makan dan dimakan di dalam ekosistem akan membentuk rantai makanan. Perhatikan contoh sebuah
rantai makanan ini: daun berwarna hijau (Produsen) —> ulat (Konsumen I) —> ayam (Konsumen Il) —>
musang (Konsumen I11) —> macan (Konsumen 1V/Puncak). Dalam ekosistem, banyak proses rantai makanan
yang terjadi sehingga membentuk jaring-jaring makanan (food web) yang merupakan kumpulan dari
beberapa rantai makanan.

3. Dekomposer atau pengurai. Dekomposer adalah jasad renik yang berperan menguraikan bahan organik yang
berasal dari organisme yang telah mati ataupun hasil pembuangan sisa pencernaan. Dengan adanya
organisme pengurai, organisme akan terurai dan meresap ke dalam tanah menjadi unsur hara yang kemudian
diserap oleh tumbuhan (produsen). Selain itu aktivitas pengurai juga akan menghasilkan gas karbon dioksida

yang akan dipakai dalam proses fotositesis.

3.3.Komponen Abiotik

Komponen abiotik merupakan komponen tak hidup dalam suatu ekosistem. Komponen abiotik sangat
menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu lingkungan. Komponen abiotik banyak ragamnya, antara
lain: tanah, air, udara, suhu, dan lain-lain.
a. Suhu

Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk
hidup. Ada jenis-jenis organisme yang hanya dapat hidup pada kisaran suhu tertentu.
b. Sinar matahari

Sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu. Sinar matahari
juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis.
c. Air

Air berpengaruh terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Bagi
tumbuhan, air diperlukan dalam pertumbuhan, perkecambahan, dan penyebaran biji; bagi hewan dan manusia, air
diperlukan sebagai air minum dan sarana hidup lain, misalnya transportasi bagi manusia, dan tempat hidup bagi
ikan. Bagi unsur abiotik lain, misalnya tanah dan batuan, air diperlukan sebagai pelarut dan pelapuk.
d. Tanah

Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang
hidup didalamnya juga berbeda. Tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme,
terutama tumbuhan.
e. Angin

Angin selain berperan dalam menentukan kelembapan juga berperan dalam penyebaran biji tumbuhan
tertentu.
f. Garis lintang

Garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tak
langsung menyebabkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi. Ada organisme yang mampu hidup

pada garis lintang tertentu saja.
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3.4. Keseimbangan Ekosistem

Ekosistem yang tersusun dari komponen biotik dan komponen abiotik merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam suatu ekosistem, terdapat suatu keseimbangan yang disebut dengan
homeostatis, yaitu kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan.

Perubahan ekosistem karena perubahan jumlah populasi komponen biotiknya sangat berpengaruh
ternadap suatu ekosistem. Perubahan komponen biotik tersebut dapat disebabkan oleh adanya pertumbuhan,
perkembangbiakan, ataupun kematian.

Sebagai contoh, jika musim kemarau tidak ada petani yang menanam padi, ulat dan tikus pemakan
batang padi tidak mendapat makanan yang cukup sehingga jumlahnya menurun. Demikian juga dengan burung
pemakan ulat dan ular pemakan tikus, sebagian masih mendapat makanan untuk bertahan hidup dan sebagian lagi
akan mati karena tidak kebagian makanan.

Akan tetapi, pada saat musim penghujan, petani mulai menanam padi maka ulat pemakan daun padi dan
tikus pengerat batang padi akan meningkat jumlahnya karena adanya peningkatan jumlah makanan tersebut, yang
diikuti juga dengan kenaikan jumlah burung pemakan ulat, dan ular pemakan tikus akan berkembang pesat pula.
Dari contoh di atas dapat dikatakan bahwa perubahan jumlah komponen biotik tidak mengalami perubahan
dengan adanya perubahan musim atau keseimbangan ekosistem tetap.

Grafiknya dapat dilihat seperti di bawah ini. Dalam suatu ekosistem terdapat suatu keseimbangan yang
disebut dengan homeostatis, yaitu kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem
secara keseluruhan. Betapa kuatnya pertahanan ekosistem terhadap perubahan. Biasanya, batas mekanisme
homeostatis dapat dengan mudah diterobos oleh kegiatan manusia.

Misalnya, pembuangan sampah beracun yang terlalu banyak di dalam perairan sungai sehingga
melampaui batas homeostatis alami sungai yang mengakibatkan kerusakan yang parah terhadap ekosistem
sungai. Contoh lainnya adalah penebangan hutan lindung yang melampaui batas homeostatis sehingga dapat

merusak mekanisme homeostatis ekosistem hutan.

4. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan

Ekosistem adalah tempat saling memberi dan menerima antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan dan hewan.
Sedangkan komponen abiotik terdiri dari batu, tanah, air, sungai, dan lain-lain.Dalam suatu ekosistem harus ada
keseimbangan antara produsen dan konsumen. Kehidupan dapat tetap berlangsung jika jumlah produsen lebih

besar dari konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat I lebih banyak dari konsumen tingkat 11 dan seterusnya.

4.2. Saran
Setelah mengetahui ekosistem alangkah baiknya kita mengetahui lebih lanjut tentang pendalaman
ekosistem itu sendiri. Dalam belajar tentang ekosistem jagan lewatkan yaitu mengenai prinsip-prinsip ekologi,

komponen ekosistem, keseimbangan ekosistem guna lebih menyempurnakan kita mengetahui ekosistem.
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STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI INDONESIA
Abdul Jalil M. SE., M.Si°
Abstrak

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan usaha kecil di
Indonesia, sehinga dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Metode penulisan menggunakan metode library
research. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan usaha kecil diperlukan prinsip
kemitraan. Jalinan kemitraan harus didasarkan atas prinsip sinergi, yaitu saling membutuhkan dan saling
membantu. Prinsip saling membutuhkan akan menjamin kemitraan berjalan lebih langgeng karena bersifat
"alami" dan tidak atas dasar "belas kasihan". Berlandaskan prinsip ini, usaha besar akan selalu mengajak usaha
kecil sebagai partner in progress. Pola bapak-anak angkat banyak yang tidak didasari atas prinsip saling
membutuhkan. Ini berdasarkan fakta, seringkali bidang usaha dari si Bapak Angkat sama sekali berbeda dan
tidak ada kaitan hulu-hilir atau hilir-hulu dengan bidang usaha dari usaha kecil yang menjadi anak angkatnya.

Kata kunci : usaha kecil dan kemitraan

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

Ada beberapa permasalahan struktural pada industri Indonesia. Pertama, tingginya tingkat konsentrasi
dalam perekonomian dan banyaknya monopoli, baik yang terselubung maupun terang-terangan, pada pasar yang
diproteksi. Kedua, dominasi kelompok bisnis pemburu rente (rent-seeking) ternyata belum memanfaatkan
keunggulan mereka dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global. Ketiga, lemahnya
hubungan intra-industri, sebagaimana ditunjukkan oleh minimnya perusahaan yang bersifat spesialis yang mampu
menghubungkan klien bisnisnya yang berjumlah besar secara efisien. Keempat, struktur industri Indonesia
terbukti masih dangkal, dengan minimnya sektor industri menengah. Kelima, masih kakunya BUMN sebagai
pemasok input maupun sebagai pendorong kemajuan teknologi. Keenam, investor asing masih cenderung pada
orientasi pasar domestik (inward oriented), dan sasaran usahanya sebagian besar masih pada pasar yang
diproteksi.

Dalam konstelasi semacam ini, bisa dipahami mengapa terjadi dualisme dan lemahnya keterkaitan
industri kecil dengan industri besar. Dualisme ini muncul karena orientasi industrialisasi berbasis pada modal
besar dan teknologi tinggi, namun kurang berdasar atas kekuatan ekonomi rakyat (Kuncoro, 1995). Pengalaman
Taiwan, sebagai perbandingan, justru menunjukkan ekonominya dapat tumbuh pesat karena ditopang oleh
sejumlah usaha kecil dan menengah yang disebut community based industry. Perkembangan industri moderen di
Taiwan, yang sukses menembus pasar global, ternyata ditopang oleh kontribusi usaha kecil dan menengah yang
dinamik. Keterkaitan yang erat antara si besar dan si kecil lewat program subcontracting terbukti mampu
menciptakan sinergi yang menopang perekonomian Taiwan.

Hanya saja strategi industrialisasi yang banyak mengandalkan akumulasi modal, proteksi, dan teknologi
tinggi telah menimbulkan polarisasi dan dualisme dalam proses pembangunan. Fakta menunjukkan sektor

manufaktur yang modern hidup berdampingan dengan sektor pertanian yang tradisional dan kurang produktif.

° Dosen Universitas Gajah Putih, Takengon
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Dualisme dalam sektor manufaktur juga terjadi antara industri kecil dan rumah tangga yang berdampingan
dengan industri menengah dan besar.

1.2. Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan usaha kecil di
Indonesia, sehinga dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

2. Uraian Teoritis
2.1. Pengembangan Usaha Kecil

Untuk menumbuhkembangkan industri kecil dan rumah tangga (IKRT) setidaknya dilandasi oleh tiga
alasan. Pertama, IKRT menyerap banyak tenaga kerja. Kecenderungan menerap banyak tenaga kerja umumnya
membuat banyak IKRT juga intensif dalam menggunakan sumberdaya alam lokal. Apalagi karena lokasinya
banyak di pedesaan, pertumbuhan IKRT akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga
kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi di
pedesaan (Simatupang, et al., 1994; Kuncoro, 1996). Dari sisi kebijakan, IKRT jelas perlu mendapat perhatian
karena tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja Indonesia, namun juga
merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Di perdesaan, peran penting IKRT memberikan
tambahan pendapatan (Sandee et al., 1994), merupakan seedbed bagai pengembangan industri dan sebagai
pelengkap produksi pertanian bagi penduduk miskin (Weijland, 1999). Boleh dikata, ia juga berfungsi sebagai
strategi mempertahankan hidup (survival strategy) di tengah krismon.

Kedua, IKRT memegang peranan penting dalam ekspor nonmigas, yang pada tahun 1990 mencapai US$
1.031 juta atau menempati rangking kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri. Ketiga, adanya urgensi

untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida pada PJPT | menjadi semacam "gunungan* pada PJPT II.

Gambar 1. Piramida Ekonomi Indonesia

Gambar 1 memperlihatkan bahwa pada puncak piramida dipegang oleh usaha skala besar, dengan ciri: beroperasi
dalam struktur pasar quasi-monopoli oligopolistik, hambatan masuk tinggi (adanya bea masuk, nontariff, modal,
dll.), menikmati margin keuntungan yang tinggi, dan akumulasi modal cepat. Puncak piramida ini (bagian yang
diarsir) sejalan dengan hasil survei Warta Ekonomi (1993) mengenai omset 200 konglomerat Indonesia. Pada
dasar piramida didominasi oleh usaha skala menengah dan kecil yang beroperasi dalam iklim yang sangat
kompetitif, hambatan masuk rendah, margin keuntungan rendah, dan tingkat drop-out tinggi. Struktur ekonomi
bentuk piramida terbukti telah mencuatkan isyu konsentrasi dan konglomerasi, serta banyak dituding

melestarikan dualisme perekonomian nasional.
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2.2. Penyebaran Usaha Kecil

Ada dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi usaha kecil menurut Undang-
Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan
tahunan maksimal Rp 1 milyar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
paling banyak Rp 200 juta (Sudisman & Sari, 1996: 5). Kedua, menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS),
usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasrakan
jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-
19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau
lebih (BPS, 1999: 250).

Kendati beberapa definisi mengenai usaha kecil namun agaknya usaha kecil mempunyai karakteristik
yang hampir seragam. Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi.
Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola
perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Data BPS (1994) menunjukkan
hingga saat ini jumlah pengusaha kecil telah mencapai 34,316 juta orang yang meliputi 15, 635 juta pengusaha
kecil mandiri (tanpa menggunakan tenaga kerja lain), 18,227 juta orang pengusaha kecil yang menggunakan
tenaga kerja anggota keluarga sendiri serta 54 ribu orang pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap.

Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka
cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga,
kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.

Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Menurut
catatan BPS (1994), dari jumlah perusahaan kecil sebanyak sebanyak 124.990, ternyata 90,6 persen merupakan
perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris; 4,7 persen tergolong perusahaan perorangan berakta notaris;
dan hanya 1,7 persen yang sudah mempunyai badan hukum (PT/NV, CV, Firma, atau Koperasi).

Keempat, dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri
kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC31), diikuti oleh kelompok
industri barang galian bukan logam (ISIC36), industri tekstil (ISIC32), dan industri kayu,bambu, rotan, rumput
dan sejenisnya termasuk perabotan rumahtangga (ISIC33) masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari
seluruh industri kecil yang ada. Sedangkan yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas (34) dan kimia

(35) relatif masih sangat sedikit sekali yaitu kurang dari 1%.

2.3. Masalah dalam Pengembangan Usaha Kecil

Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional.
Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi
pengusaha menengah. Namun disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala
seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran
dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumberdaya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil

tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha
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kecil adalah: Pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua,
kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber
permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keempat,
keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha
yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang telah dilakukan
masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Secara garis besar, tantangan yang dihadapi pengusaha kecil dapat dibagi dalam dua kategori: Pertama,
bagi PK dengan omset kurang dari Rp 50 juta umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga
kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan “aman’ sudah cukup. Mereka
umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi; biasanya modal yang diperlukan
sekedar membantu kelancaran cashflow saja. Bisa dipahami bila kredit dari BPR-BPR, BKK, TPSP (Tempat
Pelayanan Simpan Pinjam-KUD) amat membantu modal kerja mereka.

Kedua, bagi PK dengan omset antara Rp 50 juta hingga Rp 1 milyar, tantangan yang dihadapi jauh lebih
kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut. Berdasarkan
pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh PK jenis
ini adalah (Kuncoro, 1997): (1) Masalah belum dipunyainya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang
baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan; (2) Masalah bagaimana menyusun
proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman baik dari bank maupun modal ventura
karena kebanyakan PK mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan
tingkat bunga dinilai terlalu tinggi; (3) Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut
pasar semakin Kketat; (4) Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup
bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah; (5) Masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya
persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkulaitas rendah, dan tingginya harga bahan
baku; (6) Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor
karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan banyak barang pengganti; (7)

Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.

3. Pembahasan

Harus diakui telah cukup banyak upaya pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga yang concern dengan pengembangan usaha kecil (lihat Tabel 4). Hanya saja, upaya pembinaan
usaha kecil sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri. Perbedaan persepsi mengenai usaha kecil ini
pada gilirannya menyebabkan pembinaan usaha kecil masih terkotak-kotak atau sector oriented, di mana masing-
masing instansi pembina menekankan pada sektor atau bidang binaannya sendiri-sendiri. Akibatnya terjadilah dua
hal: (1) ketidakefektifan arah pembinaan; (2) tiadanya indikator keberhasilan yang seragam, karena masing-
masing instansi pembina berupaya mengejar target dan sasaran sesuai dengan kriteria yang telah mereka tetapkan

sendiri. Karena egoisme sektoral/departemen, dalam praktek sering dijumpai terjadinya “persaingan” antar
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organisasi pembina. Bagi pengusaha kecil pun, mereka sering mengeluh karena hanya selalu dijadikan "obyek"
binaan tanpa ada tindak lanjut atau pemecahan masalah mereka secara langsung.

Dalam konteks inilah, usulan Assauri (1993) untuk mengembangkan interorganizational process dalam
pembinaan usaha kecil menarik untuk kita simak. Dalam praktek, struktur jaringan dalam kerangka organisasi
pembinaan usaha kecil semacam ini dapat dilakukan dalam bentuk inkubator bisnis dan PKPK (Pusat Konsultasi
Pengusaha Kecil). PKPK adalah ide dari Departemen Koperasi dan PPK, yang diharapkan dapat berfungsi
sebagai wadah pengembangan pengusaha kecil menjadi tangguh dan atau menjadi pengusaha menengah melalui
kerjasama dengan perguruan tinggi dan koordinasi antar instansi. Saat ini tercatat sudah ada 16 PKPK di
Indonesia, yang tersebar di 13 propinsi, yang konon diperluas hingga 21 perguruan tinggi pada 18 propinsi.
Kegiatan semacam ini ini merupakan suatu terobosan yang tepat mengingat potensi pengusaha kecil
di Indonesia sangat memungkinkan untuk dikembangkan.

Pola kemitraan di Indonesia hingga detik ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: pola keterkaitan
langsung dan keterkaitan tidak langsung. Pola keterkaitan langsung meliputi: Pertama, Pola PIR (Perkebunan Inti
Rakyat), di mana Bapak Angkat (baca: usaha besar) sebagai inti sedang petani kecil sebagai plasma. Kedua, pola
dagang, di mana bapak angkat bertindak sebagai pemasar produk yang dihasilkan oleh mitra usahanya. Ketiga,
pola vendor, di mana produk yang dihasilkan oleh anak angkat tidak memiliki hubungan kaitan ke depan maupun
ke belakang dengan produk yang dihasilkan oleh bapak angkatnya. Sebagai contoh, PT Kratakau Steel yang core
business-nya menghasilkan baja mempunyai anak angkat perusahaan kecil penghasil emping melinjo. Keempat,
pola subkontrak, di mana produk yang dihasilkan oleh anak angkat merupakan bagian dari proses produksi usaha
yang dilakukan oleh bapak angkat, selain itu terdapat interaksi antara anak dan bapak angkat dalam bentuk
keterkaikan teknis, keuangan, dan atau informasi.

Pola keterkaitan tidak langsung merupakan pola pembinaan murni. Dalam pola ini tidak ada hubungan
bisnis langsung antara "Pak Bina" dengan mitra usaha. Bisa dipahami apabila pola ini lebih tepat dilakukan oleh
perguruan tinggi sebagai bagian dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pengabdian kepada
masyarakat. Departemen Koperasi dan PPK telah merintis kerjasama dengan 16 perguruan tinggi pada tahun
1994/95 untuk membentuk Pusat-pusat Konsultasi Pengusaha Kecil (PKPK). Selama ini pola pembinaan lewat
program ini meliputi pelatihan pengusaha kecil, pelatihan calon konsultan pengusaha kecil, bimbingan usaha,
konsultasi bisnis, monitoring usaha, temu usaha, dan lokakarya/seminar usaha kecil.

Berbeda dengan Taiwan, program kemitraan dan jaringan subkontrak agaknya belum memasyarakat di
Indonesia. Penelitian usaha kecil di enam propinsi menemukan bahwa program kemitraan masih kurang
dibandingkan dengan jumlah pengusaha kecil yang ada (Bachruddin, et al., 1996). Hal ini terbukti karena
sebagian besar pengusaha kecil (89%) belum mempunyai bapak angkat. Padahal para pengrajin yang sudah
menjalin program kemitraan merasakan manfaat yang besar dalam bidang permodalan, pemasaran dan yang
paling utama adalah manajemen. Demikian juga apabila kita simak seberapa jauh jaringan subkontrak telah
berjalan, ternyata hampir senada dengan program kemitraan (Kuncoro, 2000). Di Sulawesi Selatan boleh dikata
belum banyak perusahaan yang mempunyai jaringan subkontrak. Ini barangkali disebabkan karena jenis industri

yang ada relatif skala usahanya sangat kecil sehingga tidak memungkinkan melakukan subkontrak. Rekor
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tertinggi dalam jaringan subkontrak ditemui di Sumatra Utara karena sekitar 34% industri kain dan pakaian jadi
telah memiliki perusahaan subkontrak. Di propinsi Sumatra Barat, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Timur,
perusahaan yang memiliki jaringan subkontrak hanya dijumpai kurang dari 16%.

Khusus untuk pulau Jawa, proporsi IKRT yang terlibat dalam Program Kemitraan maupun keterkaitan
usaha masih dalam tahap embrional. Table 5 menunjukkan bahwa hanya terdapat 4 persen IKRT yang terlibat
dalam program kemitraan usaha melalui skema Bapak-Anak angkat. Dari total 6.595 unit usaha kecil dan rumah
tangga uyang terlibat dalam program ini, 29% mengaku menjalin hubungan dengan usaha besar terutama dalam
pengadaan bahan baku, 15% menerima bantuan uang atau barang modal, 10% memilki kaitan pemasaran, dan
hanya 1% berupa konsultasi dan bimbingan. Bagian terbesar (45%) hubungan antara si besar dan kecil amat

bervariasi dan tidak dapat dispesifikasikan.

4. Penutup

Dalam mengembangkan usaha kecil diperlukan prinsip kemitraan. Jalinan kemitraan harus didasarkan
atas prinsip sinergi, yaitu saling membutuhkan dan saling membantu. Prinsip saling membutuhkan akan
menjamin kemitraan berjalan lebih langgeng karena bersifat "alami" dan tidak atas dasar "belas kasihan".
Berlandaskan prinsip ini, usaha besar akan selalu mengajak usaha kecil sebagai partner in progress. Pola bapak-
anak angkat banyak yang tidak didasari atas prinsip saling membutuhkan. Ini berdasarkan fakta, seringkali bidang
usaha dari si Bapak Angkat sama sekali berbeda dan tidak ada kaitan hulu-hilir atau hilir-hulu dengan bidang
usaha dari usaha kecil yang menjadi anak angkatnya. Sistem Bapak Angkat ini memang diharuskan bagi BUMN
dengan menyisihkan 1-5% labanya, dan bagi perusahaan swasta besar dengan cara persuasif. Yang terjadi di
lapangan adalah: (1) pembinaan yang diberikan bapak angkat dirasakan kurang efektif karena bapak angkat
bagaikan sinterklas yang membagi dana pembinaan tanpa peduli dengan dinamika bisnis anak angkatnya; (2)

Bapak Angkat pun merasakan kemitraan yang terjalin hanyalah sekadar memenuhi misi sosial.
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PERANAN BANK DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
Masri Ramadhan, SE, MSi°
Abstrak

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui peranan bank dalam penyaluran kredit usaha rakyat.
Metode penulisan menggunakan metode library research. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa
pendapatan pengusaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) akan dapat ditingkatkan jika modal sendiri lebih
ditingkatkan lagi dan pendapatan modal sendiri tersebut hendaknya digunakan untuk menambah barang-barang
baku atau bahan modal sehingga nantinya dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Jika pendapatan
pengusaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) meningkat, maka tidak diperlukan lagi modal kredit dari bank
maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya. Meningkatnya pendapatan pengusaha Usaha Mikro dan Kecil
setelah mendapatkan atau meminjam Kredit Usaha Rakyat dari Bank BRI hendaknya tetap dipertahankan
sampai pendapatan dari usaha yang di jalankan pengusaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) benar-benar dapat
terus meningkat tanpa bantuan modal kredit dari bank maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya lagi.

Kata kunci : bank dan kredit usaha rakyat (KUR)

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam
upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang dilakukan terus menerus dalam jangka waktu
yang panjang. Berkaitan dengan itu, khususnya perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjang kearah
yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang akan menunjang sekaligus dapat
berdampak kurang menguntungkan, sementara itu perkembangan perekonomian senantiasa bergerak cepat
dengan tantangan yang semakin kompleks.

Kesejahteraan penduduk Indonesia dapat dikatakan masih tergolong rendah. Keadaan ekonomi Indonesia
yang masih dalam tahap pertumbuhan menjadikan kesejahteraan penduduk Indonesia sangat perlu untuk
ditingkatakan. Masyarakat pada umumnya ingin mendapatkan kehidupan yang layak setiap hari nya. Masyarakat
selalu berusaha mengerjakan pekerjaan yang dapat memenuhi dan mencukupi kehidupan mereka. Lapangan kerja
yang menjadi wadah bagi penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan belum mampu untuk menampung seluruh
angkatan kerja yang ada. Pendapatan yang layak sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat, sebab dengan
pendapatan yang baik maka setiap kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Banyak usaha mikro dan kecil yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan pendapatan seperti; berdagang, bertani, berternak, dan lain-lain. Dalam melakukan
usaha-usaha tersebut, tidak semua masyarakat memiliki modal yang cukup dalam mengerjakannya. Namun
masyarakat sangat membutuhkan sumber modal untuk dapat mengerjakan usaha-usaha atau pekerjaan tersebut.
Lembaga kredit jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan modal dalam melakukan usaha-
usaha tersebut. Banyak jenis-jenis kredit yang menawarkan bantuan modal bagi masyarakat mulai dari bank,
lembaga non bank maupun dari lembaga-lembaga lainnya.

Pada dasarnya fungsi pokok dari kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan

masyarakat (to Service the Society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-

1o Dosen Universitas Gajah Putih, Takengon
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jasa yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun tidak sedikit pula
pemberian kredit kepada masyarakat tersebut mengalami kendala dikarenakan bank tidak memberikan pinjaman

tanpa jaminan serta neraca untung rugi sementara usaha-usaha kecil maupun koperasi tidak memiliki itu semua.

1.2. Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui peranan bank dalam penyaluran kredit usaha rakyat.

2. Kajian Teoritis dan Pembahasan
2.1 Pengertian Bank

Asal dari kata Bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara
umum pengertian Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan
kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal
sebagai banknote.

Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan bukanlah sembarang usaha
melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani
kebutuhan masyarakat. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan
kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan
mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa giral.

Bank termasuk dalam salah satu perusahaan industri jasa, karena produknya banyak memberikan
pelayanan jasa kepada masyarakat. Pokok-pokok kegiatan Bank meliputi tiga hal, yaitu :

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
2. Menciptakan uang

3. Menghimpun dana dari masyarakat

4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya

Definisi dari bank (Kuncoro, 2002 : 68) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah
menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan
jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya
sehari-hari ban harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat
diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun
masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.

Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk
menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek
Inpres Desa Tertinggal. Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk
mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (interbank call money)
berjangka 1 hari hingga 1 minggu. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana
tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan

menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan.
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Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan definisi-definisi tentang bank, dalam praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika
ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi 3 jenis (ryadguru.blogspot.com), yaitu :

1. Bank Sentral

Fungsi Bank Indonesia disamping sebagai bank sentral adalah sebagai bank sirkulasi, bank to bank dan
lender of the resort. Fungsi sebagai bank sirkulasi adalah mengatur peredaran keuangan suatu Negara. Sedangkan
fungsi sebagai bank to bank adalah mengatur perbankan di suatu Negara. Kemudian fungsi sebagai lender of the
last resort adalah sebagai tempat peminjaman yang terakhir. Pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih
banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain nasabah Bank Indonesia dalam hal ini
lebih banyak kepada lembaga Perbankan. Tujuan utama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai
dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral mempunyai tugas
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem divisa serta
mengatur dan mengawasi bank.

2. Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap
lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal
dengan nama bank komersil dan dikelompokkan kedalam 2 jenis yaitu : bank umum devisa dan bank umum non
devisa.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2. Bank Umum dan Jenis Kegiatan Usahanya

Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh bank
umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan
jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai Keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih
sempit. Pada Undang-undang No. 7 pasal 5 ayat (2) tahun 1992 menjelaskan bahwa Bank Umum dapat
mengkhususkan diri untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada
kegiatan tertentu sehingga Bank Umum dapat saja berspesialisasi pada bidang maupun jenis kegiatan tertentu
tanpa harus menjadi suatu kelompok tertentu. Dengan adanya penyederhanaan ini, diharapkan dapat
memudahkan bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan sesuai dengan karakter masing-masing bank
tanpa harus merepotkan dengan perizinan tambahan.

Menurut Undang-undang No. 16 tahun 1998 Bank Umum adalah sebagai bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa

dalam lalu-lintas pembayaran. Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut :
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1. Menghimpun Dana (Funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal
juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis
simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account.

2. Menyalurkan Dana (Lending)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan
ini dikenal dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui
pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank
terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan
jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dulu menilai
kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit
akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga
kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga
kredit dengan bunga simpanan.

3. Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (Services)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan
menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak
memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi
keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil,
bahkan cenderung negatif spread (bunga sim-panan lebih besar dari bunga kredit). Semakin lengkap jasa-jasa
bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan
bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal. Disamping itu ,juga perlu didukung oleh
kecanggihan teknologi yang dimilikinya.

2.3. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak saja berbeda dengan Usaha Besar (UB), tetapi di dalam kelompok
Usaha Mikro dan Kecil itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan
Usaha Menengah dalam sejumlah aspek. Aspek-aspek tersebut termasuk orientasi pasar, profil dari pemilik usaha,
sifat dari kesempatan kerja di dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di dalam
usaha, derajat mekanisme di dalam proses produksi, sumber-sumber dari bahan-bahan baku dan modal, lokasi
tempat usaha, hubungan-hubungan eksternal, dan derajat dari keterlibatan wanita sebagai pengusaha.

Selain itu ada beberapa perbedaan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dalam latar belakang atau
motivasi pengusaha melakukan suatu usaha. Perbedaan motivasi pengusaha sebenarnya harus dilihat sebagai
karakteristik paling penting untuk membedakan antara Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Besar, maupun
antar subkategorik di dalam kelompok Usaha Mikro dan Kecil itu sendiri. Sebagian besar pengusaha mikro di
Indonesia mempunyai latar belakang ekonomi, yakni alasan utama melakukan kegiatan tersebut adalah ingin

memperoleh perbaikan penghasilan. Ini menunjukan bahwa pengusaha mikro berinisiatif mencari penghasilan
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untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Di samping itu, latar belakang menjadi pengusaha
mikro karena faktor keturunan, yaitu meneruskan usaha keluarga. Terlihat banyak faktor keluarga masih dominan
di mana jika orang tuanya seorang nelayan maka anaknya juga menjadi nelayan dan seterusnya. Sedangkan
alasan ideal pengusaha mikro adalah merasa telah dibekali dengan keahlian. Selain itu, alasan lain menjadi
pengusaha mikro adalah karena tidak adanya kesempatan untuk berkarier di bidang yang lain.

Latar belakang pengusaha kecil lebih beragam dari usaha mikro, walaupun latar belakang ekonomi juga
merupakan alasan utama,tetapi sebagian lain mempunyai latar belakang lebih realistis dengan melihat prospek
usahake depan dengan kendala modal yang terbatas. Sebagian besar pengusaha kecil di Indonesia mempunyai
alasan berusaha karena adanya peluang bisnis dan pangsa pasar yang aman dan besar. Ada juga beberapa
pengusaha kecil yang berusaha dengan alasan utamanya karena faktor keturunan atau warisan, dibekali keahlian
dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Walaupun masi ada sejumlah pengusaha yang
beralasan karena tidak ada kesempatan di bidang lain dengan berbagai alasan, misalnya pendidikan formal yang
rendah atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan.

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Januari
2003, adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil
penjualan paling banyak Rp.100 juta per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling
banyak Rp.50 juta. Karakteristik-karakteristik usaha mikro adalah sebagai berikut:

a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti

b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat

c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga
dengan keuangan usaha

d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai

e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah

f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan
non bank

g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk
dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif
dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain:

a. Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis
ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang

b. Tidak sensitive terhadap suku bunga

c. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter

d. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan
yang tepat.

Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan,

potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan
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pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam
memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas, agar dapat mempercapat proses
pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat. Secara otentik, pengertian usaha kecil diatur dalam Undang-
Undang Pasal 1 ayat (1) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Yaitu: "kegiatan ekonomi masyarakat yang
berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil pendapatan tahunan, serta kepemilikan,
sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini". Pengertian disini mencakup usaha kecil informal,
yaitu usaha yang belum di daftar, belum dicatat, dan belum berbadan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh
instansi yang berwenang.

Sektor-sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) meliputi berbagai sektor bisnis, seperti sektor pertanian,
sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri manufaktur, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor
perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan telekomunikasi, sektor keuangan, penyewaan dan jasa,
dan jasa-jasa lainnya. Sektor industri terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni makanan, minuman, tembakau,
tekstil, pakaian jadi, kayu dan produk-produk kayu, kertas percetakan dan publikasi, serta kimia termasuk pupuk.
Adapula produk-produk dari karet, semen dan produk-produk mineral non logam, produk-produk dari besi dan
baja, alat-alat transportasi, mesin dan peralatannya, serta olahan-olahan lainnya.

Kelebihan dari Usaha Mikro dan Kecil adalah dapat menjadi dasar pengembangan kewirausahaan,
dikarenakan organisasi internal dewasa ini mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan / padat karya (lapangan
usaha dan lapangan kerja) yang berorientasi pada ekspor dan substitusi impor (struktur industri dan perolehan
devisa). Selain itu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) aman bagi perbankan dalam member kredit karena bergerak
dibidang usaha yang cepat menghasilkan. Usaha Mikro dan Kecil juga mampu memperpendek rantai distribusi,
lebih fleksibel dan ada abilitas dalam pengembangan usaha. Adapun kekurangan dari Usaha Mikro dan Kecil
adalah rendahnya kemampuan Sumber Daya manusia (SDM) dalam kewirausahaan dan manajerial yang
menyebabkan munculnya ketidakefisienan dalam menjalankan proses usaha. Terdapat pula masalah keterbatasan
keuangan yang menyulitkan dalam pengembangan berwirausaha. Ketidakmampuan aspek pasar, keterbatasan
pengetahuan produksi dan teknologi, sarana dan prasarana, dan ketidakmampuan menguasai informasi juga
merupakan kekurangan yang sering dialamai dalam Usaha Mikro dan Kecil. Usaha Mikro dan kecil juga tidak
didukung kebijakan dan regulasi yang memadai, serta pelakuan dari pelaku usaha besar yang tidak terorganisasi
dalam jaringan dan kerja sama, sehingga sering tidak memenuhi standar dan tidak memenuhi kelengkapan aspek
legalitas.

Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil dihalangi oleh banyaknya hambatan. Hambatan-hambatan
tersebut bisa berbeda di satu daerah dengan daerah lain, antara perdesaan dan perkotaan, antarsektor, ataupun
antarsesama perusahaan di sektor yang sama. Namum demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk
semua Usaha Mikro dan kecil di Negara manapun juga. Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk
keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan
baku dan input, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar, keterbatasan pekerja dengan keahlian
tinggi, kualitas sumber daya manusia yang rendah, kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energy yang

tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya yang tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks,
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khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-
kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak tentu arah.

2.4. Wirausahawan

Wirausahawan menciptakan sebuah bisnis baru dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian untuk
tujuan mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang signifikan dan sumber daya
yang diperlukan. Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) mendefinisikan wirausahawan sebagai "orang yang
pandai atau berbakat mengenali produk baru, menyusun cara baru dalam berproduksi, menyusun operasi untuk
pengadaan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Sedangkan, Louis Jacques
Filion menggambarkan wirausahawan sebagai orang yang imajinatif, yang ditandai dengan kemampuannya
dalam menetapkan sasaran serta dapat mencapai sasaran-sasaran itu. la juga memiliki kesadaran tinggi untuk
menemukan peluang-peluang dan membuat keputusan. Persamaannya dari pengertian-pengertian tersebut yaitu
wirausahawan memiliki dan mampu berpikir kreatif-imajinatif, melihat peluang dan membuat bisnis baru.

Seorang wirausahawan adalah seorang manajer, tetapi melakukan kegiatan tambahan yang tidak
dilakukan semua manajer. Manajer bekerja dalam hierarki manajemen yang lebih formal, dengan kewenangan
dan tanggung jawab yang didefinisikan secara jelas sedangkan pengusaha menggunakan jaringan daripada dari
kewenangan formal. Wirausahawan adalah seorang katalisator. Mereka adalah orang-orang yang melakukan
tindakan sehingga suatu gagasan bisa terwujud menjadi suatu kenyataan. Mereka menggunakan kreativitasnya
untuk senantiasa melakukan pengembangan yang berkesinambungan. Wirausahawan (David E. Rye,1996:3-4)
sebagai seorang yang mengorganisasikan dan mengarahkan usaha dan pengembangan baru, memperluas dan
memberdayakan suatu perusahaan/organisasi, untuk memproduksi produk baru atau menawarkan jasa baru

kepada pelanggan baru dalam suatu pasar yang baru.

2.5. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Peran Usaha Mikro dan Kecil selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian
nasional. Beberapa peran strategis Usaha Mikro dan Kecil menurut Bank Indonesia antara lain : jumlahnya yang
besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan
lebih banyak kesempatan kerja, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan
barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau (wordpress.com). Dalam posisi
strategis tersebut, pada sisi lain Usaha Mikro dan Kecil masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam
melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih
bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain : manajemen, permodalan, Teknologi, bahan
baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, serta kemitraan.

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro
Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung
fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun
sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR

sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam
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rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan

ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank

Syariah Mandiri (BSM).

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan
No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam
penyaluran KUR adalah sebagai berikut :

a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum
bankable dengan ketentuan :

1. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan
dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/
atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah

2. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan
KUR dan sebelum addendum | (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat
diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya

3. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.

b. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan :

1. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan
maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun

2. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin
pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 16% efektif pertahun.

c. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap
kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang
berlaku.

Tujuan Program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan
pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga
keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya, KUR merupakan
modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program
penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah
mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya

Pada saat ini suku bunga kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebesar 16%. Kredit Usaha
Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi
pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank.
Pemerintah mensubsidi Kredir Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil

(UMK) yang ada di Indonesia.
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2.7. Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu tujuan didirikannya sebuah usaha. Dengan adanya pendapatan itu
berarti sebuah usaha masih berjalan dan layak untuk dipertahankan walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal
yang lain selain pendapatan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meneruskan sebuah usaha. Dengan
memperhatikan jumlah pendapatan, akan diketahui apakah suatu usaha mendapatkan keuntungan atau malah
merugi.

Menurut M. Munandar (1996 : 18) Pendapatan suatu pertambahan assets yang mengakibatkan
bertambahnya owners equity, tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula
merupakan pertambahan assets yang disebabkan karena bertambahnya liabilities. Definisi ini menjelaskan bahwa
suatu pertambahan assets dapat disebut revenue apabila pertambahan assets tersebut berasal dari kontra prestasi
yang diterima perusahaan atas jasa-jasa yang diberikan kepada pihak lain. Selanjutnya, pertambahan atau
peningkatan assets akan mengakibatkan bertambahnya owners equity.

Dalam analisis Mikro Ekonomi, menurut Sadono sukirno (2002 : 391) pendapatan pengusaha merupakan
keuntungan. Dalam kegiatan perusahaan, keuntungan ditentukan dengan cara mengurangi berbagai biaya yang
dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Istilah pendapatan digunakan apabila berhubungan dengan aliran
penghasilan pasa suatu periode tertentu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi (sumber daya alam,
tenaga kerja dan modal) masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga, secara berurutan. Dalam analisis
Ekonomi Makro menurut Mankiw (2007 : 17) pendapatan nasional dapat diukur dengan Produk Domestik Bruto
(PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) dianggap sebagai ukuran terbaik dalam kinerja perekonomian. Ada dua
cara dalam melihat statistik Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDB)
sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian dan sebagai pengeluaran total atas output
barang dan jasa perekonomian. Produk Domestik Bruto (PDB) dipakai berhubungan dengan pendapatan agregat
suatu negara dari sewa, upah, bunga dan pembayaran, namun sangat beraneka ragam. Pada umumnya penawaran
orang-orang yang berjiwapengusaha masih sangat kecil pada Negara-negara yang berkembang. Inilah sebabnya

penghasilan untuk pengusaha yang sukses cukup besar di Negara berkembang.

4. Penutup

Pendapatan pengusaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) akan dapat ditingkatkan jika modal sendiri lebih
ditingkatkan lagi dan pendapatan modal sendiri tersebut hendaknya digunakan untuk menambah barang-barang
baku atau bahan modal sehingga nantinya dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Jika pendapatan
pengusaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) meningkat, maka tidak diperlukan lagi modal kredit dari bank maupun
lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Meningkatnya pendapatan pengusaha Usaha Mikro dan Kecil setelah mendapatkan atau meminjam
Kredit Usaha Rakyat dari Bank BRI hendaknya tetap dipertahankan sampai pendapatan dari usaha yang di
jalankan pengusaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) benar-benar dapat terus meningkat tanpa bantuan modal

kredit dari bank maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya lagi.
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PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

M.Faisal Husna

Abstrak

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Perjanjian kerja diatur dalam Bab 1X Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hukum
yang mengatur sektor ketenagakerjaan disebut dengan hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Hukum
ketenagakerjaan merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dengan mana terdapat
pekerjaan yang dilakukan oleh pihak buruh (tenaga kerja) dengan pihak majikan (pengusaha) sebagai atasannya
dengan menerima upah.

A. Pendahuluan

Hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja
antara pekerja dengan pengusaha. Substansi perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan
perjanjian perburuhan atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada,
demikian halnya dengan peraturan perusahaan.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan tidak hanya dengan
kepentingan tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah masa kerja, tetapi juga dengan kepentingan
pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Bagi pekerja, putusnya hubungan kerja berarti permulaan masa
pengangguran dengan segala akibatnya. Untuk menjamin kepastian ketentraman hidup pekerja, sudah
seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja.

Melihat perkembangannya, di dalam hubungan tersebut masyarakat yang bekerja tentu saling
membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang paling nyata terlihat dalam hubungan antara
pimpinan dan karyawan. Dalam menjaga hubungan tersebut diperlukan suatu peraturan yang mengikat di
antara kedua belah pihak. Peraturan antara kedua belah pihak tersebut biasanya disebut dengan perjanjian
kerja.

Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan, disebutkan bahwa isi dari perjanjian kerja tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Maksudnya, apabila di perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama, isi perjanjian kerja, baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan.

Kualitas dan kuantitas akan kebutuhan itu bertambah dari waktu ke waktu. Perkembangan yang

demikian itu juga tentu mempengaruhi jumlah dan jenis pekerjaan, baik it produk maupun jasa.

B. Perjanjian Kerja
Dalam dunia bisnis perjanjian sangat banyak dipergunakan orang, bahkan hampir semua kegiatan bisnis
diawali dengan adanya perjanjian kontrak, meskipun perjanjian atau kontrak dalam tampilan yang sangat

sederhana.

Y Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan
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Suatu perjanjian semata-mata adalah suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini
merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang,
seperti jual beli barang, pembentukan organisasi usaha juga yang paling penting menyangkut tenaga kerja.

Pasal 1601 a KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut : Perjanjian kerja adalah suatu
perjanjian di mana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si
majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Sedangkan menurut UU No.13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni : Perjanjian kerja adalah
suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan
kewajiban kedua belah pihak.

Pengertian perjanjian kerja menurut KUH Perdata tersebut, tampak bahwa ciri khas perjanjian kerja
adalah dibawah perintah pihak lain. Dibawah perintah ini menunjukkan bahwa hubungan antara pekerja dengan
pengusahan adalah hubungan antara bawahan dengan atasan (subordinasi). Pengusaha sebagai pihak yang lebih
tinggi secara sosial-ekonomi memberikan perintah kepada pihak pekerja/buruh yang secara sosial-ekonomi
mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adanya wewenang perintah inilah
yang membedakan antara perjanjian kerja dengan perjanjian lainnya.

Pengertian perjanjian kerja menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sifatnya lebih
umum. Karena menunjuk pada hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak
dan kewajiban para pihak. Syarat kerja berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat pekerja, sedangkan hak dan
kewajiban para pihak salah satunya adalah upah disamping hak dan kewajiban lain.

Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu
(buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan
mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

Pasal 1 angka 15 UU No.13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan
perintah. Dengan demikian hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan

pekerja/buruh.

1. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja.
a. Adanya Unsur Work atau Pekerjaan.

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan
tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seijin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini
dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1603a yaitu : buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan
seijin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya.

Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan dengan
keterampilan/keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut

putus demi hukum.
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b. Adanya Unsur Perintah.

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang
bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang
diperjanjikan. Dalam perjanjian kerja unsur perintah ini memegang peranan yang pokok, sebab tanpa adanya
unsur perintah, hal itu bukanlah perjanjian kerja.

Dengan adanya unsur perintah dalam perjanjian kerja, kedudukan kedua belah pihak tidaklah sama, yaitu
pihak yang satu kedudukannya diatas (pihak yang memerintah/pengusaha), sedangkan pihak lain kedudukannya
dibawah (pihak yang diperintah/pekerja).

c. AdanyaUpah

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja) bahkan dapat dikatakan
bahwa tujuan utama seorang pekerja yang bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika
tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.

Menurut Pasal 1 angka 30 UU No.13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian Kkerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.

2. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja.
Menurut Pasal 52 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar ;

a. Kesepakatan kedua belah pihak;
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya,
maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat, seia-sekata mengenai hal-
hal yang diperjanjikan.

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian maksudnya pihak pekerja
maupun pengusaha cakap membuat perjanjian. Cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup
umur dan sedang tidak terganggu jiwanya.

Pasal 1320 KUH Perdata terdapat istilah adanya pekerjaan yang diperjanjikan adalah hal tertentu.
Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan objek dari perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, yang
akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

Objek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,
ketertiban umum dan kesusilaan. Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja

yang harus disebutkan secara jelas.
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Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa
perjanjian tersebut sah. Syarat kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dalam
hukum perdata disebut syarat subyektif karena menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian, sedangkan
syarat adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan haruslah halal disebut sebagai syarat obyektif karena
menyangkut objek perjanjian.

Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum artinya dari semula perjanjian
tersebut dianggap tidak pernah ada. Sedangkan jika yang tidak dipenuhi syarat subyektif, maka akibat hukum dari
perjanjian tersebut dapat dibatalkan, pihak-pihak yang tidak memberikan persetujuan secara tidak bebas,
demikian juga oleh orang tua/wali atau pengampu bagi orang yang tidak cakap membuat perjanjian dapat

meminta pembatalan perjanjian itu kepada hakim.

3. Bentuk Dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja.
Pasal 54 UU No.13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis
sekurang-kurangnya memuat keterangan ;

a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;

b.  Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh;

c. Jabatan atau jenis pekerjaan;

d. Tempat pekerjaan;

e. Besarnya upah dan cara pembayaran;

f.  Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;

i. Tandatangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu bagi hubungan kerja yang dibatasi
jangka waktu berlakunya, dan waktu tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu
berlakunya atau selesainya pekerjaan tertentu.

Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis (Pasal 57 ayat 1 UU No.13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau menjaga hal-hal
yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhirnya kontrak kerja. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak
boleh mesyaratkan adanya masa percobaan.

Pasal 59 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya
dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam

waktu tertentu.

4. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja.
Kewajiban buruh/pekerja diatur dalam KUH Perdata Pasal 1603, 1603a, 1603b dan 1603c yang intinya

sebagai berikut :
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e Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan; melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja
yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seijin pengusaha dapat diwakilkan. Berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan jika pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja berakhir
dengan sendirinya (PHK demi hukum).

e Buruh/pekerja wajib mentaati aturan dan petunjuk majikan/pengusaha; dalam melakukan pekerjaan
buruh/pekerja wajib mentaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib ditaati oleh
pekerja sebaiknya dituangkan dalam peraturan perusahaan sehingga menjadi jelas ruang lingkup dari
petunjuk tersebut.

e Buruh/pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda; jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang
merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja
wajib membayar ganti rugi dan denda.

Kewajiban majikan diatur dalam KUH Perdata Pasal 1602, 1602a dan 1602b sebagai berikut :

e Majikan wajib membayar upah buruh pada waktu yang ditentukan.

e Upah yang ditetapkan menurut jangka waktu, harus dibayar sejak saat buruh mulai bekerja sampai saat
berakhirnya hubungan kerja.

o Tidak ada upa yang harus dibayar untuk waktu buruh tidak melakukan pekerjaan yang diperjanjikan.

C. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan.

Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap laki-laki dan perempuan yang sedang dalam dan/atau
akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Selain itu yang dimaksud dengan pekerja adalah
tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan mendapat upah.

Hubungan kerja terjadi apabila sesorang (karyawan, pekerja, atau pegawai) menyediakan keahlian dan
tenaganya untuk orang lain (majikan atau pimpinan) sebagai imbalan pembayaran sejumlah uang. Hubungan
kerja tersebut harus dilakukan secara teratur dan terus menerus.

Hubungan kerja ada yang merupakan hubungan kerja sektor formal dan hubungan kerja sektor informal.
Hubungan sektor formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan
perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur
kepercayaan, upah dan perintah. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kerja sektor informal adalah
hubungan Kkerja yang terjalin antara pekerja dan orang perorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha
bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah atau imbalan

dan atau bagi hasil.

D. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan.
Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1997 menyatakan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang

melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang
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diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan memberikan
defenisi perusahaan sebagai berikut ; perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha
yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia
untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Pasal 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan merumuskan
bahwa Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu
jenis perusahaan.

Sebagai subjek hukum, perusahaan dapat mengadakan hubungan hukum sendiri dalam rangka
melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dalam mengadakan hubungan hukum tersebut
umumnya perusahaan diwakili oleh pengurusnya yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan perusahaan
untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

E. Kesimpulan.

Isi perjanjian Kkerja mengatur mengenai besarnya upah, macam pekerjaan dan jangka waktunya.
Perjanjian kerja pada umumnya hanya memuat syarat-syarat kerja yang sederhana, yaitu mengenai upah, hak dan
kewajiban. Didalam perjanjian kerja juga dibuat syarat-syarat apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh
salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menggunakan perjanjian kerja tersebut sebagai kekuatan
hukum/bukti.

F. Saran

Perjanjian kerja yang telah disetujui oleh pekerja/buruh dengan majikan/pengusaha akan melahirkan
suatu hubungan kerja, diharapkan kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dapat memahami hak
dan kewajibannya masing-masing sehingga dapat menghindari wanprestasi. Diharapkan kepada para
majikan/pengusaha dan pekerja/buruh dapat lebih berperan aktif dalam membentuk suatu klausula perjanjian
sebelum ditandatanganinya perjanjian kerja. Hal ini diharapkan dapat mengurangi perselisihan antara kedua
belah pihak.

Daftar Pustaka.

C.S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Pradya Paramita, Jakarta,
2001.

I.G.Rai Widjaja, Hukum Perusahaan, Mega Point, Bekasi, 2005.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2006.

Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2003.

Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

4294



Kultura Volume : 15 No. 1 Juni 2014

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN RECIPROCAL TEACHING
DALAM PEMBELAJARAN FISIKA DI SMA

Elia Putri?

Abstrak

Tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas,
kreatif, produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tersebut dan selaras
dengan tuntutan zaman, maka peningkatan mutu pendidikan harus senantiasa diperbaiki.

Banyak siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan fisika ke dalam situasi kehidupan
real, hal iniyang menyebabkan sulitnya fisika bagi siswa adalah karena pembelajaran fisika kurang
bermakna, siswa kurang di berikan kesempatan untuk menemukan kembali dan mengkontruksi sendiri
ide — ide fisika sehingga anak cepat lupa dan tidak dapat mengaplikasikannya. Dalam memilih cara
pembelajaran, guru harus mampu menimbulkan motivasi serta kemampuan siswa untuk lebih aktif dan
kreatif dalam belajar. Salah satu cara adalah dengan menggunakan model pembelajaran untuk
memberikan rangsangan bagi siswa agar terjadi proses belajar.

Salah sau model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswadalam belajar adalah dengan
menggunakan model pembelajaran Reciprocal Teaching. Dengan penerapan model pembelajaran ini di
harapkan dapat memotivasi siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman dan
saling memberikan pendapat, sehingga dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi antar guru dengan siswa
dan antara siswa dengan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap pelajaran
fisika.

A. Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia. Berawal
dari kesuksesan di bidang pendidikan suatu bangsa menjadi maju. Melalui pendidikan di harapkan dapat
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan zaman yang pada
akhirnya dapat mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih dalam kategori rendah jika di bandingkan dengan
kualitas sumber daya manusia negara — negara lain di dunia. Berdasarkan catatan Human Development Report
tahun 2006 versi UNDP bahwa peringkat Human Development indeks atau indeks pembangunan manusia
Indonesia berada di urutan 108 dari 177 negara. ( http://id.wikipedia.org). Oleh karena itu, Indonesia sebagai
negara berkembang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
nasional.

Salah satu karakteristik fisika adalah mempunyai objek yang bersifat real ( nyata). Sifat real ini
merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat membantu siswa dalam mempelajari fisika, tetapi
kenyataannya, fakta dilapangan menunjukkan bahwa fisika termasuk mata pelajaran tersulit disekolah.

Pada umumnya hasil belajar siswa sudah diatas KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimum) IPA yang di
tetapkan oleh sekolah, yaitu 6,5. Namun nilai tersebut masih dianggap kurang memuaskan, karena hanya
beberapa siswa yang memperoleh hasil yang baik ( antara nilai 7,5 — 8,5). Sedangkan siswa yang lain
mendapatkan nilai kurang dari 7,5. Dengan demikian dapat di katakan bahwa pelajaran fisika merupakan salah

satu pelajaran yang di anggap siswa pelajaran yang paling susah dan membosankan.

12 Dosen Kopertis Wil. I dpk UMN Al Washliyah Medan
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Salah satu asumsi di balik kurang memuaskannya hasil belajar adalah strategi pembelajaran maupun
metode yang di gunakan oleh pendidik kurang efektif dalam proses pembelajaran, pada umumnya guru masih
menggunakan metode ceramah, pada pembelajaran seperti ini suasana kelas cenderung teacher centered atau
mekanisme dimana siswa secara pasif menerima rumus atau kaidah tanpa memberi kontribusi ide dalam proses
pembelajaran. Meskipun demikian guru lebih suka menerapkan model tersebut sebab tidak memerlukan alat atau
bahan praktek dan cukup menjelaskan konsep — konsep yang ada pada buku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, guru perlu memberikan suatu dorongan kepada siswa dalam
menggunakan otoritasnya membangun dan mengemukakan gagasannya. Selain itu seorang guru bertanggung
jawab pula untuk menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, memotivasi dan tanggung jawab terhadap mata
pelajaran yang sepenuhnya bergantung pada diri siswa itu sendiri, mereka harus dapat memamfaatkan situasi
yang diciptakan guru yang berperan sebagai fasilitator mutlak harus menguasai metode / taktik pembelajaran
yang efektif, efisien dan tepat sasaran, sehingga dalam proses pembelajaran dapat tercipta penanaman konsep
dalam diri siswa secara optimal yang berujung pada pencapaian hasil belajar yang lebih baik.

Model pembelajaran Reciprocal Teaching (pembelajaran terbalik atau pembelajaran dua arah) di
harapkan dapat memotivasi siswa untuk secara aktif terlibat dalam penyelesaian masalah, karena dalam model
pembelajaran ini siswa di hadapkan pada situasi-situasi yang mendorong batas kemampuan mereka. Model
pembelajaran ini memberikan kesempatan pada siswa untuk menjadi pembelajar saat mereka berupaya
menguasai suatu masalah dan setelah mereka menguasainya, mereka menjadi guru bagi teman mereka yang
masih belajar.

B. Penerapan Model Pembelajaran Reciprocal Teaching
1. Pengertian Model Pembelajaran
Pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi antara peserta didik dan sumber belajar. Pembelajaran
di kelas terjadi karena ada interaksi antara peserta didik dengan guru. Pembelajaran adalah suatu teknik
untuk membuat seorang belajar, dengan seperangkat ‘cara dan jalan yang dilakukan dan ditempuh oleh

seseorang dalam upaya terjadinya suatu perubahan tingkah laku dan sikap.
Menurut Sanjaya (2008: 126) bahwa:

"Model pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikedakan oleh guru
dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efesien. Selanjutnya
didalam model pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa model pada
dasarnya bersifat konseptual tentang keputusan - keputusan yang akan diambil dalam suatu
pelaksanaan proses pembelajaran. Ada dua hal yang patut dicermati dalam pelaksanaan
strategi pembelajaran yaitu: 1) Model pembelajaran merupakan suatu tindakan (rangkaian
kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber days kekuatan
dalam pembelajaran; 2) Model disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yang artinya: arch
dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan dengan penyusunan
langkah - langkah pembelajaran, pemanfaatan fasilitas dan suumber belajar, semua
diarahkan untuk pencapaian tujuan

Selanjutnya menurut Hamalik (2010 : 27) bahwa "Model pembelajaran adalah suatu, kombinasi yang
tersusun meliputi unsur - unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran”.
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2. Pengertian Model Pembelajaran Reciprocal Teaching

Pembelajaran Reciprocal Teaching merupakan salah satu model pembelajaran yang memungkinkan
para siswa untuk mempelajari sekumpulan pengetahuan yang koheren, bernilai guna, dan bermakna, dan untuk
“membangun perbendaharan strategi — strategi yang akan memungkinkan mereka untuk mempelajari muatan
baru oleh mereka sendiri”’, menurut Brown dalam Wahyudin (2009).

Menurut Palinesar dalam Wahyudin (2009) terdapat empat strategi dasar yang membantu siswa untuk
menyadari dan bereaksi terhadap tanda—tanda kegagalan pemahaman, antara lain yaitu bertanya (Questioning),
mengklarifikasi (Clarifying), merangkum (Summarizing), dan memprediksi (Predicting). Strategi—strategi ini
memiliki dua tujuan, yaitu meningkatkan pemahaman dan memonitor pemahaman. Semua ini berlangsung dalam
kelompok kecil, yang dipertahankan, dimonitori, dan discaffolded oleh guru atau tutor. Pada dasarnya,
pembelajaran resiprocal dikembangkan sebagai suatu teknik untuk membantu para guru menjembatani para siswa
yang memperlihatkan kesenjangan antara keterampilan—keterampilan dekoding dan keterampilan—keterampilan
pemahaman.

Palincsar describes the concept of reciprocal teaching : Reciprocal teaching refers to an intructional
activity that takes place in the form of a dialogue between teachers and student regarding segments
of text. The dialogue is structured by the use of four strategies : summarizing , question generating,
clarifying and predicting. The teacher and students take turns assuming the role of teacher in
leading this dialogue.

(http://buzzle.com)

Menurut pernyataan diatas, palincsar mendefinisikan pengajaran timbal balik (Reciprocal Teaching)
adalah proses yang mengacu pada kegiatan pembelajaran yang terjadi dalam bentuk dialog antara guru dan siswa
mengenai segmen teks yang terstruktur dengan menggunakan empat strategi pemahaman penaturan spesifik,
yaitu : bertanya, meringkas, Klarifikasi , dan prediksi.

1. Bertanya : Bertanya meliputi identifikasi informasi, tema, dan ide—ide yang umum dan cukup
penting, yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Informasi umum atau penting, tema dan ide—ide
digunakan untuk menimbulkan pertanyaan—pertanyaan yang kemudian digunakan sebagai tugas mandiri
untuk pembaca. Bertanya memberikan sebuah konteks agar teks dikembangkan lebih dalam dan penafsiran
arti yang meyakinkan.

2. Meringkas : Meringkas adalah proses dari identifikasi informasi penting, tema dan ide—ide dalam
teks dan menggabungkannya dalam pernyataan yang jelas dan ringkas yang menyampaikan maksud dasar
dari teks. Meringkas mungkin berdasarkan pada suatu paragraf, bagian dari teks, atau judul bagian.
Meringkas menyediakan dorongan untuk menciptakan konteks sebagai pemahaman khusus dari sebuah teks.

3. Klarifikasi : Klarifikasi meliputi identifikasi dan penjelasan dari hal-hal yang belum jelas, sulit, atau
aspek-aspekyang kurang lazim dari sebuah teks. Aspek—aspek ini termasuk kalimat atau struktur bagian
yang janggal, kosakata yang belum dikenal, keteranganyang belum jelas, atau konsep yang tidak jelas.
Klarifikasi memberikan motivasi untuk mengakhiri kebingungan dengan cara mengulang atau membaca

kembali, kegunaan konteks dalam tiap teks yang telah ditulis atau dibaca, dan gunakan juga sumber lainnya.
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4. Prediksi : Prediksi meliputi mengkombinasikan pengetahuan pembaca sebelumnya, pengetahuan
baru dari teks, dan struktur teks untuk menciptakan hipotesis terkait dalam petunjuk dari teks, dan maksud
penulis dalam tulisan tersebut. Prediksi menyediakan suatu keseluruhan dasar rasional untuk membaca,
untuk memperkuat atau melemahkan kemampuan hipotesis siswa.

Menurut Palinscar, selama mengajar timbal balik berlangsung, guru dan siswa bergiliran mengasumsikan
peran guru dalam memimpin dialog ini , yang mengarah ke grup pengalaman belajar yang menarik.
Penggunaan model pembelajaran ini dipilih karena beberapa sebab, yaitu :

a. Merupakan kegiatan yang secara rutin digunakan pembaca.
b. Meningkatkan pemahaman maupun memberi peluang untuk memantau pemahaman sendiri.
C. Sangat mendukung dialog bersifat kerja sama

Trianto (2010:173).

C. Penerapan Model Pembelajaran Reciprocal Teaching Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fisika
Siswa
1. Langkah-langkah dalam model pembelajaran Reciprocal Taching

Pada awal penerapan pengajaran terbalik guru memberitahukan akan memperkenalkan suatu model
pempelajaran/strategi belajar, menjelaskan tujuan, mamfaat, dan prosedurnya. Selanjutnya mengawali pemodelan
dengan membaca satu paragraf suatu bacaan. Kemudian menjelaskan dan mengajarkan bahwa pada saat atau
selesai membaca terdapat kegiatan—kegiatan yang harus dilakukan yaitu :

a. Memikirkan pertanyaan—pertanyaan penting yang dapat diajukan dari apa yang telah dibaca, berkenaan
dngan wacana, dan memastikan bisa menjawabnya.

b. Membuat ikhtisar/rangkuman tentang informasi terpenting dari wacana.

c. Memprediksi/meramalkan apa yang mungkin akan dibahas selanjutnya.

d. Mencatat apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau tidak masuk akal dari suaatu bagian, selanjutnya
memeriksa apakah kita bisa berhasil membuat hal-hal itu masuk akal.
Trianto (2010:173).

Selanjutnya guru menunjuk siswa untuk menggantikan parannya sebagai guru dan bertindak sebagai
pemimpin diskusi dalam kelompok tersebut, dan guru beralih peran dalam kelompok tersebut sebagai motivator,
mediator, pelatih dan member dukungan, umpan balik, serta semangat bagi siswa, secara bertahap dan berangsur
— angsur guru mengalihkan tanggung jawab pengajaran yang lebih banyak kepada siswa dalam kelompok, serta
membantu memonitor berfikir dan strategi yang digunakan.

2. Sintak Dalam Model Pembelajaran Reciprocal Teaching
Bila reciprocal teaching ini diimplementasikan, maka sintak yang ditempuh guru adalah sebagai berikut :
a. Guru menyiapkan teks bacaan sesuai materi yang hendak diselesaikan.
a. Guru menjelaskan bahwa pada segmen pertama guru bertindak sebagai guru (model).
b. Guru meminta siswa membaca dalam hati teks (bagian dari teks) yang telah dibagikan. Untuk
memudahkan mula—mula bekerja paragraf demi paragraf.

c. Jika siswa telah menyelesaikan bagian pertama dilakukan modelan sebagai berikut:
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Guru meminta siswa memikirkan pertanyaan—pertanyaan penting yang dapat diajukan dari apa
yang telah dibaca.

Meminta salah satu siswa membacakan pertanyaan yang telah dibuatnya.

Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk untuk menjawab pertanayan tersebut.

Bila perlu mereka boleh mengacu pada teks dengan kalimatnya sendiri.

Guru meminta siswa membuat rangkuman tentang informasi terpenting dari teks. Bila perlu
dapat menunjuk salah seorang siswa untuk membacakan rangkumannya.
o Guru meminta siswa memprediksi apa yang mungkin akan dibahas selanjutnya.
e Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan komentar apabila ada hal-hal
yang kurang jelas atau tidak masuk akal dari satu bagian.

d. Guru meminta siswa untuk memberikan komentar tentang pengajaran yang baru berlangsung dan

mengenai bacaan.

e. Segmen berikutnya dilanjutkan dengan bagian bacaan/paragraf berikutnya, dan guru memilih salah

seorang dari siswa untuk berperan sebagai “guru-siswa”.

f. Siswa dilatih/diarahkan berperan sebagai “guru-siswa” sepanjang kegiatan itu. Mendorong siswa lain
untuk berperan serta dalam dialog, namun selalu memberi”guru-siswa” itu untuk kesempatan memimpin
dialog. Memberikan banyak umpan balik dan pujian kepada “guru-siswa” untuk berperan sertanya.

g. Pada hari-hari berikutnya, semakin lama guru mengurangi peran dalam dialog, sehingga “guru-siswa”
dan siswa lain itu berinisiatif sendiri mengenai kegiatan itu. Peran guru selanjutnya sebagai moderator,

menjaga agar siswa tetap berada dalam jalur dan membantu mengatasi kesulitan. Tri ) ( 2010:175)

3. Pengertian Belajar

Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup seseorang, dengan belajar seseorang akan
melakukan perubahan-perubahan sehingga tingah lakunya berkembang. Perubahan yang ingin dicapai melalui
proses belajar pada dasarnya adalah perubahan tingkah laku, sebagaimana yang dikemukakan oleh Slameto
(2003:2) bahwa “ Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu
perubahan tingah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengamalannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya”. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti
perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada individu yang belajar. Dengan demikian belajar adalah
proses perubahan pola pikir yang berorientasi pada perubahan tingkah laku yang baru akibat dari adanya
pengalaman.

Sedangkan dalam Sardiman (2001:20), ““ Belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau
penampilan, dengan serangkaian kegiatan misaalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan
lain sebainya”. Dan akan lebih baik, jika dalam proses belajar tersebut si subyek belajar itu mengalami atau
melakukannya sendiri.

Dari penjelasan diatas maka belajar dapat diartikan sebagai suatu proses mental yang terjadi dalam

benak individu yang melibatkan kegiatan berpikir yang terjadi melalui pengalaman-pengamalan belajar yang
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diperoleh dari lingkungan dimana individu itu berada, sehingga terjadi perubahan tingkahn laku pada diri individu
tersebut. Perubahan tingkah laku yang dimaksud adalah perubahan yang positif dan lebih baik dari sebelumnya.
4. Hasil Belajar

Proses belajar akan menghasilkan hasil belajar, maka hakekat dari hasil belajar adalah perubahan
tingkah laku. Peserta didik adalah sasaran dalam belajar. Setelah peserta didik mendapatkan pembelajaran
disekolah maka peserta didik suatu hasil belajar. Seperti yang diungkapkan Sagala (2008:23) dalam bukunya
menyebutkan “Inti dari pembelajaran adalah interaksi dalam proses untuk mengungkapkan ilmu pengetahuan
oleh pendidik atau peserta didik yang menghasilkan suatu hasil belajar”.

Menurut Dimyati (2009:4), hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik
dibandingkan pada saat pra belajar. Bukti nyata jika seseorang telah belajar adalah terjadinya perubahan tingkah
laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti.

Hasil belajar dapat diketahui melalui evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan usaha
mengukur pencapaian kegiatan yang mencerminkan perubahan tingkah laku, kecakapan dan status belajar dalam
menelaah materi pelajaran pada jangka waktu tertentu. Hasil evaluasi mempunyai makna bagi berbagai pihak
yaitu semua komponen dari proses pembelajaran terutama bagi para peserta didik, pendidik dan pengelola
program pendidikan. Pada dasarnya tujuan melakukan evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi yang dapat

digunakan dalam memberikan penilaian hasil belajar.

C. Kesimpulan

Model Pembelajaran Reciprocal Teaching merupakan salah satu model pembelajaran yang
memungkinkan para siswa untuk mempelajari sekumpulan pengetahuan yang koheren, bernilai guna,
dan bermakna, dan untuk “membangun perbendaharan strategi — strategi yang akan memungkinkan
mereka untuk mempelajari muatan baru oleh mereka sendiri”, menurut Brown dalam Wahyudin (2009).

Mata pelajaran Fisika baik di SLTP maupun di SMU adalah cabang dari mata pelajaran IPA
yang mempelajari tentang sifat materi, gerak dan fenomena lainnya yang ada hubungannya dengan
energi serta mempelajari keterkaitan antara konsep-konsep fisika dengan kehidupan nyata. Oleh karena
itu, dalam mempelajari fisika banyak memerlukan pemahaman tentang konsep-konsep yang
disampaikan dalam tiap materi pelajaran tersebut.

Aktivitas siswa dengan menggunakan model pembelajaran Raciprocal Teaching sangat.dapat
meningkatkan aktivitas siswaa karena dengan penerapan model Reciprocal Teaching ini dapat menggugah rasa
ingin tahu siswa. Hal ini disebabkan karena dalam mengikuti pembelajaran guru dapat menunjuk siswa untuk
menggantikan parannya sebagai guru dan bertindak sebagai pemimpin diskusi dalam kelompok tersebut, dan
guru beralih peran dalam kelompok tersebut sebagai motivator, mediator, pelatih dan member dukungan, umpan
balik, serta semangat bagi siswa, secara bertahap dan berangsur-angsur guru mengalihkan tanggung jawab
pengajaran yang lebih banyak kepada siswa dalam kelompok, serta membantu memonitor berfikir dan strategi

yang digunakan.
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Abstrak

The present study intends to find the effectiveness of both discourse and group discussion methods
on attitude generation of adolescents of reproductive health at SMA Yayasan Tunas Pelita of Northern
Binjai

Based on the description in the chapter of theoretical review, the hypothesis of the study is assumed
as follows : 1). There is a significant difference of generating attitude of reproductive health between pre-
test and post-test (post-consultation) by using discourse method. 2). There is a significant difference of
generating attitude of reproductive health between pre-test and post-test (post-consultation) by using group
discussion method. 3). There is a significant difference of generating attitude of reproductive health between
pre-test and posttest (post-consultation) by using discourse and group discussion method

In an effort of testing all the three hypothesis above, 2-ways Variance Analysis was used to analyze
the data, in which the results of analysis showed that: 1). For the first treatment, it has been found that there
is no a significant difference of generating attitude of adolescents among the control, discourse method and
group discussion in which the significance coefficient among the groups FA = 1.851 with p = 0.105,
meaning that p> 0.050. Thus, the assumed hypothesis was unacceptable. 2). For the second treatment, it has
been found that there is a significant difference of generating attitude of adolescents among the control,
discourse method and group discussion in which the significance coefficient among the education level FA =
2.441 with p = 0.036 meaning that p< 0.050. Thus, the assumed hypothesis was acceptable. 3). In the result
of post-test for the three groups (control, discourse and discussion), it has been known that there is a
significant difference of generating attitude of adolescents among the control, discourse method and group
discussion in which the significance coefficient FA = 2.805 with p = 0.018 meaning that p< 0.050. Thus, the
assumed hypothesis was acceptable.

Based on the result of the study, it also has known that generation of adolescent attitudes of
reproductive health is still lower, due to the empirical mean found in the study is relatively lower. It can be
known by comparing the empirical mean with the hypothetic mean in which based on the comparison, it is
known that the mean is not different significantly (the mean difference is not higher than Standard Deviation
(SD).

Keywords : Generation of Attitude of Reproductive Health, Discourse Method, Discussion Method.
Pendahuluan

Pembinaan anak remaja merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang menjadi
tanggung jawab orang tua, masyarakat, pemerintah dan remaja itu sendiri. Peningkatan kualitas sumber daya
manusia dapat dicapai hidup manusia. Intervensi pada remaja dianggap penting karena remaja merupakan generasi
terdepan sebelum menginjak usia paling produktif (Azwar, 2001).

Di Indonesia saat ini 62 juta remaja sedang bertumbuh di tanah air. Artinya, satu dari lima orang Indonesia
berada dalam rentang usia remaja. Mereka adalah calon generasi penerus bangsa dan akan menjadi orang tua bagi
generasi berikutnya. Tentunya, dapat dibayangkan, betapa besar pengaruh segala tindakan yang mereka lakukan
saat ini kelak di kemudian hari tatkala menjadi dewasa dan lebih jauh lagi bagi bangsa di masa depan (Jameela,
2008).

13 Mahasiswa UMA Medan Prodi Magister Psikologi
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Hal ini selain karena masa remaja dihadapkan pada lima transisi kehidupan yakni melanjutkan sekolah,
mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, menjadi anggota masyarakat dan mempraktekkan hidup
sehat, anak usia remaja dengan segala karakteristik fisik, social psikologisnya dihadapkan pada liberalisasi norma,
sikap dan perilaku Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang berkaitan dengan seksualitas, narkotika alcohol
psikotropika zat adiktif (Napza) dan Human Immunodeficiency (HIV), Acquired Immuno Deficiency Syndrome
(AIDS) dan triad KRR.

Salah satu area penting dalam kesehatan remaja adalah kesehatan reproduksi remaja. Perubahan keadaan
yang pesat karena urbanisasi, kematangan dini dari fisik remaja, perubahan perilaku, peningkatan penetrasi masa
media internasional yang meningkatkan perilaku seksual remaja dan kebijakan yang salah dari para orangtua

mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan reproduksi remaja (Surjadi, 2001).

Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah efektifitas metode ceramah dan diskusi kelompok terhadap pembentukan sikap tentang
kesehatan reproduksi di SMA Yayasan Pendidikan Tunas Pelita Binjai Utara?

2. Bagaimanakah efektifitas metode ceramah terhadap pembentukan sikap tentang kesehatan reproduksi di
SMA Yayasan Pendidikan Tunas Pelita Binjai Utara?

3. Bagaimanakah efektifitas metode diskusi kelompok terhadap pembentukan sikap tentang kesehatan
reproduksi di SMA Yayasan Pendidikan Tunas Pelita Binjai Utara?.

4. Bagaimanakah pembentukan sikap remaja terhadap kesehatan reproduksi di SMA Yayasan Pendidikan

Tunas Pelita Binjai Utara?

Rumusan Masalah

1. Apakah efektif metode ceramah dan diskusi kelompok terhadap pembentukan sikap tentang kesehatan
reproduksi remaja?.

2. Apakah efektif metode ceramah terhadap pembentukan sikap tentang kesehatan reproduksi?.

3. Apakah efektif metode diskusi kelompok terhadap pembentukan sikap tentang kesehatan reproduksi remaja?.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauhmana keefektifan metode ceramah kelompok terhadap pembentukan sikap tentang
kesehatan reproduksi.

2. Untuk mengetahui sejaunmana keefektifan pembentukan sikap remaja terhadap pembentukan sikap tentang
kesehatan reproduksi.

3. Untuk mengetahui sejauhmana keefektifan metode ceramah dan diskusi kelompok terhadap pembentukan

sikap remaja tentang kesehatan reproduksi.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis kepada ilmu Psikologi pendidikan sebagai
sebuah informasi nyata aktual dan dapat dipercaya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat praktis

Diharapkan bermanfaat untuk semua yang terkait dalam bidang pendidikan yaitu :

e Untuk siswa, menumbuhkan pembentukan sikapnya tentang kesehatan reproduksi dengan memakai metode
ceramah dan diskusi kelompok.

e Untuk orang tua siswa, sebagai salah satu informasi dan bantuan dalam membentuk sikap tentang kesehatan
reproduksi pada anak remaja mereka.

o Pihak sekolah dan tenaga pendidik dapat memberikan informasi bagaimana menyikapi sekolah sebagai
tempat belajar yang baik dan bagaimana memperkenalkan kesehatan reproduksi yang sehat untuk siswanya
yang akan datang.

Tinjauan Pustaka
Sikap

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah
perasaan tidak mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak
(unfavorable) pada objek tertentu.

Menurut Azwar (2005), ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap pada manusia,
antara lain :

1. Pengalaman pribadi
Apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap
stimulus social.

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting
Orang lain di sekitar kita merupakan salah satu diantara komponen social yang ikut mempengaruhi sikap kita.
Seseorang yang dianggap penting, seseorang yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak, tingkah dan
pendapat kita, seseorang yang tidak ingin kita kecewakan atau seseorang yang berarti khusus bagi kita akan
mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. Contoh : orangtua, teman sebaya, teman dekat, guru,
istri, suami dan lain-lain.

Shaver dan Roger (1995) mengemukakan bahwa struktur sikap terdiri dari tiga komponen yang saling
menunjang, yaitu kognitif, efektif, dan konatif. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang diyakini
pemilik sikapp. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Komponen konatif
merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan
berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki.

Menurut International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo tahun 1994 kesehatan
reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan social yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau

kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya” (IBI, 2000).
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Merujuk dari pengertian di atas, kesehatan reproduksi dapat diartikan pula sebagai suatu keadaan dimana
manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksi secara
sehat dan aman, juga setiap orang berhak dalam mengatur jumlah keluarganya termasuk memperoleh penjelasan
yang lengkap tentang cara yang tepat dan disukai.

Bagi sebagian individu, sikap terhadap kesehatan reproduksi dapat berbeda dengan individu lain. Hal ini
didasarkan pada kajian bahwa sikap itu bersifat individual. Sebuah objek yang sama dapat saja diinterpretasi secara
berbeda oleh setiap individu. Individu yang beranggapan bahwa kesehatan reproduksi itu penting, maka individu
tersebut memiliki sikap yang positif terhadap kesehatan reproduksi. Sementara bagi individu lain yang menganggap
kesehatan reproduksi itu tidak penting, akan memiliki sikap negatif terhadap kesehatan reproduksi tersebut.

Efektivitas Cara Mengajar Guru
Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh
guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual atau secara kelompok.
1. Metode ceramah
Metode ceramah adalah metode yang dilakukan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran di dalam kelas
secara lisan. Interaksi guru dan siswa banyak menggunakan bahasa lisan. Dalam metode ceramah ini yang
mempunyai peran utama adalah guru.
2. Metode Diskusi
Diskusi suatu kegiatan kelompok untuk memecahkan suatu masalah dengan maksud untuk mendapat
pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk merampungkan keputusan
bersama. Dalam diskusi, tiap orang diharapkan memberikan sumbangan sehingga seluruh kelompok kembali

dengan pemahaman yang sama dalam suatu keputusan atau kesimpulan.

Ceramah

Ceramah ialah penerangan dan penuturan secara lisan. Dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan
uraiannya, pengajar dapat menggunakan alat bantu gambar-gambar. Tetapi metode utama, berhubungan antara
pengajar dengan pembelajar ialah berbicara. Peranan dalam metode ceramah adalah mendengarkan dengan teliti dan
mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh pengajar (Sofa, 2008).
Diskusi Kelompok

Metode diskusi kelompok adalah suatu penyajian bahan pelajaran dengan cara siswa membahas, dengan
bertukar pendapat mengenai topic atau masalah tertentu untuk memperoleh suatu pengertian bersama yang lebih
jelas dan teliti tentang suatu topik, atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama (Nurlaili,
2009).

Remaja atau “adolescence” (Inggris) berasal dari Bahasa Latin “adolescere” yang berarti tumbuh ke arah
kematangan. Kematangan yang dimaksud adalah bukan hanya kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan social
dan psikologis (Widyastuti, 2009).
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Paradigma Penelitian

Tanpa penyuluhan/ Metode penyuluhan/
Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen
Metode Ceramah Metode Diskusi
Kelompok
Y Y
Pembentukan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi

Hipotesis

1. Ada perbedaan pembentukan sikap tentang kesehatan reproduksi sebelum (pretest) dan sesudah diberikan
penyuluhan (posttest) dengan menggunakan metode ceramah.

2. Ada perbedaan pembentukan sikap tentang kesehatan reproduksi sebelum (pretest) dan sesudah diberikan
penyuluhan (posttest) dengan menggunakan diskusi kelompok.

3. Ada perbedaan pembentukan sikap tentang kesehatan reproduksi sebelum (pretest) dan sesudah diberikan
penyuluhan (posttest) dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok.

Metode Penelitian
Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu langkah penting dalam suatu penelitian, maka baik buruknya suatu
hasil penelitian sebagian tergantung pada teknik-teknik pengumpulan datanya. Pengumpulan data dalam penelitian
ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan reliabel, menggunakan teknik-teknik,

prosedur-prosedur, alas-alat, serta kegiatan yang dapat diandalkan (Hadi, 1995).

Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimental sungguhan atau randomized control-group pretest--
postest design. Adapun identifikasi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Variabel bebas :
a. Ceramah
b. Diskusi kelompok
2. Variabel terikat
Pembentukan sikap terhadap kesehatan reproduksi
Pengaruh perlakuan diperhitungkan lewat perbedaan antara T,-T; kelompok eksperimen dan T,-T;

kelompok kontrol. Disain penelitian ini dapat dibuat secara bagan sebagai berikut:

Tabel 1. Bagan Design Penelitian
Pretest Treatment Posttest
T, X, (metode a) T,
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T, Xp (metOde b) T,
T T
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi
Menurut Arikunto (1991) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Selanjutnya Hadi (1991)
mengatakan populasi adalah sekelompok subjek yang sedikitnya memiliki satu sifat yang sama. Populasi dalam,
penelitian ini adalah remaja yang berstatus sebagai pelajar kelas I, 11 dan. kelas Il SMA pada Yayasan
Pendidikan Tunas Pelita Binjai Utara yang berjumlah 358 orang. Adapun rincian jumlah siswa per kelas adalah
sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Siswa

Kelas Total Ju_mlar_l Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan
1.1 36 16 20
1.2 39 10 29
1.3 36 12 24
I11IPA 1 40 9 31
I11IPA 2 34 9 25
INiPs1 29 14 15
INIPS 2 31 15 16
I'IPA 1 37 1 22
11 IPA 2 38 11 17
11 IPS 38 22 16
Jumlah 358 133 225

2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Hadi (1991) sampel adalah sebagian dari populasi atau wakil populasi yang diteliti dan sedikitnya
memiliki satu sifat yang sama.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purpossive random sampling.

Sesuai dengan keperluan penelitian ini, maka siswa kelas 1.1 sebagai kelompok kontrol sebanyak 36 orang,
siswa kelas 1.2 sebanyak 39 orang sebagai kelompok eksperimen dengan membuat perlakuan metode ceramah
dan kemudian kelas 1.3 sebanyak 36 orang sebagai kelompok eksperimen dengan membuat perlakuan metode

diskusi kelompok.

Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Sikap Terhadap Kesehatan Reproduksi
Sikap terhadap kesehatan reproduksi adalah sejauhmana individu bersikap terhadap pemberian informasi yang
dilakukan tentang kesehatan reproduksi.
2. Metode Ceramah
Metode ceramah adalah suatu teknik dalam kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk menerangkan dan
menjelaskan suatu ide, pengertian atau pesan secara lisan kepada sekelompok sasaran sehingga diperoleh

informasi tentang kesehatan.
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Metode diskusi kelompok adalah suatu teknik penyuluhan dengan mendiskusikan topik yang direncanakan dan

telah dipersiapkan tentang sesuatu (kesehatan reproduksi remaja) kepada peserta atau sasaran yang berjumlah 5-

20 orang dengan seorang pemimpin diskusi yang telah ditunjuk.

Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode skala, metode

ceramah dan metode diskusi.

Tabel 3. Kisi-kisi Skala Sikap

. Nomor Butir
No | Indikator Favourable Unfavourable JIh
1 Kognitif 1,7,13,19,25 2,8,14,20,26 10
2 Afektif 3,9,15,21,27 4,10,16,22,28 10
3 Konatif 5,11,17,23,29 6,12,18,24,30 10
Jumlah 15 15 30

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan empat alternatif jawaban, yaitu “Sangat Setuju” (SS),
“Setuju” (S), “Tidak Setuju” (TS), dan Sangat Tidak Setuju”, (STS). Penilaian jawaban berkisar antara satu sampai

dengan empat untuk masing-masing butir pernyataan. Untuk butir favourable, jawaban ““SS (Sangat Setuju)” diberi
nilai 4, jawaban “S (Setuju)” diberi nilai 3, jawaban “TS (Tidak Setuju) diberi nilai 2, dan jawaban “STS ( Sangat

Tidak Setuju)” diberi nilai 1. Untuk butir unfavourable, jawaban”SS (Sangat Setuju)” diberi nilai 1, Jawaban “S
(Setuju)” diberi nilai 2, jawaban “TS (Tidak Setuju)” diberi nilai 3, dan jawaban “STS (Sangat Tidak Setuju)” diberi

jawaban 4.

Prosedur Pengumpulan Data
1. Tahap persiapan

a. Persiapan penelitian dimulai dengan mempersiapkan persyaratan administrasi berupa permohonan izin

penelitian dari Pengelola Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

b. Mempersiapkan alat penelitian berupa materi penyuluhan dan kuesioner pembentukan sikap terhadap

kesehatan reproduksi.
2. Tahap Pengumpulan Data
a. Tahap Uji Coba Alat Ukur

Pada tahap ini peneliti akan mengujicobakan kuesioner yang telah disusun kepada sekelompok subjek yang

berjumlah 40 orang.

b. Tahap Pengambilan Data Penelitian

- Tahap pemberikan kuesioner kepada kelompok kontrol.

- Membagi siswa dalam dua kelompok, dengan jumlah yang sama. Kelompok | kesehatan reproduksi

dengan menggunakan metode ceramah dan kelompok 1, diskusi kelompok dengan topik kesehatan

reproduksi.

- Menyebarkan kuesioner yang telah diujicobakan (hanya berisi pernyataan yang valid) kepada seluruh

siswa yang menjadi sampel penelitian.

3. Tahap Analisis Data
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a. Pengecekan kembali terhadap data yang terkumpul

b. Penskoran jawaban subjek terhadap data yang terkumpul

c. Sebelum data dimasukkan ke dalam flesdisk, data dari alat ukur tersebut ditata terlebih dahulu sesuai
kebutuhan analisis.

d. Kroscek data yang telah dicetak dengan data yang terdapat dalam konsep

e. Analisis data dilakukan dengan bantuan komputer

f. Penafsiran hasil analisis data.

Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
1. Validitas Alat Ukur
Avrikunto (1986) mengatakan bahwa validitas adalah suatu alat pengukur yang dapat mengungkapkan
dengan tepat gejala atau bagian-bagian gejala yang hendak diukur dan sejauhmana alat pengukur itu dapat
mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat tentang keadaan gejala atau bagian dari gejala.
Penelitian ini menggunakan teknik uji validitas internal dengan mengkorelasikan nilai tiap butir dengan
nilai totalnya. Kerelasi yang digunakan adalah teknik korelasi Product Moment dari Pearson (Anwar, 1991).

Penggunaan teknik ini adalah untuk melihat hubungan di antara variabel-variabel dalam penelitian. Rumusnya

adalah:
- HORIION)]
My DoXY N
, O.X%) , OY?)
BT ]
Keterangan :
Iy = Koefisien korelasi antara variabel x (skor subjek tiap butir) dengan variabel y (total subjek dari

keseluruhan butir).
EXY = Jumlah hasil perkalian antara variabel X dengan variabel Y
EX = Jumlah skor keseluruhan subjek tiap butir
EY = Jumlah skor keseluruhan item pada subjek
EX® = Jumlah kuadrat skor x
EY? = Jumlah kuadrat skor y
N = Jumlah subjek

2. Reliabilitas Alat Ukur
Reliabilitas alat ukur adalah untuk mencari dan mengetahui sejaunmana hasil pengukuran dapat dipercaya.
Reliabel dapat juga dikatakan kepercayaan, keterasalan, keajegan, kestabilan, konsistensi dan sebagainya.
Skala yang akan diestimasi reliabilitasnya dalam jumlah yang sama banyak. Untuk mengetahui reliabilitas

alat ukur maka digunakan rumus koefisien Alpha sebagai berikut:
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{1 —812=52? }
a=2| =

Sx
Keterangan:
S1' dan S2° = Varians skor belahan 1 dan Varians skor belahan 2
Sx? = Varians skor skala
Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Varians 2 berikut adalah bagan

penelitian Analisis Varians 2 Jalur.

Tabel 4. Rancangan Analisis Data

Sumber Al A N
: z : :
Keterangan :
A = Kelompok perlakuan
Al = Kontrol
A2 = Eksperimen
B = Metode penyuluhan
B1 = Ceramah
B2 = Diskusi kelompok
X = Pembentukan sikap tentang kesehatan reproduksi

Uji asumsi terhadap data-data penelitian, antara lain:
1. Uji normalitas sebaran, yaitu untuk mengetahui apakah data penelitian (pembentukan sikap tentang kesehatan
reproduksi) menyebar mengikuti kurve normal.
2. Uji homogenitas varians, yaitu untuk melihat atau menguji apakah data-data yang telah diperoleh berasal dari
sekelompok subjek yang dalam beberapa aspek psikologis bersifat sama (homogeny)
Perhitungan validitas dan reliabilitas alat ukur, uji asumsi dan analisis data dikerjakan dengan pemanfaatan

media computer, yaitu SPSS versi 16.0 For Windows.

Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Dan Pembahasan

Dalam suatu penelitian ilmiah memerlukan beberapa laporan sehubungan dengan pelaksanaan. penelitian.
Dalam bagian ini penulis membaginya kedalam menjadi tiga bagian, yaitu: (A) Pelaksanaan Penelitian, (B) Analisis
Data dan Hasil Penelitian, (C) Pambahasan

Berikut ini tabel 3 yang merupakan distribusi butir-butir dari skala pembentukan sikap remaja setelah

dilaksanakan uji coba.
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Tabel 5. Distribusi Butir Skala Pembentukan Sikap Setelah Uji Coba

NOMOR BUTIR
No Indikator Favourable Unfavourable Jih
Valid Gugur Valid Gugur
1 Kognitif 1,7,19 13,25 2,8,14,20,26 - 8
2 Afektif 3,9,15,27 21 4,10,16,22,28 - 9
3 Konatif 5,11,23,29 17 6,12,18,30 24 8
11 4 14 1 25

Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dimulai dari tanggal 07 April 2011 dengan tetap menghubungi Kepala Sekolah SMA pada
Yayasan Pendidikan Tunas Pelita Binjai Utara. Dalam penelitian ini jumlah subjek yang peneliti gunakan sebagai
sampel adalah siswa kelas X yang berjumlah 186 orang.

Penelitian ini menggunakan sistem three way design. Artinya penelitian ini dilakukan 3 kali pada orang
yang berbeda, dimana ketiga kelompok ini adalah penelitian kelompok kontrol, kelompok ceramah dan kelompok
diskusi. Secara umum penelitian ini berlangsung selama dua kali dan selanjutnya disebut dengan perlakuan pertama
dan perlakuan kedua.

Pada perlakuan pertama, peneliti melakukan tes atau menyebarkan anget kepada kelompok kontrol
(berjumlah 28 orang), dilanjutkan dengan memberikan angket kepada kelompok ceramah dan kemudian kepada
kelompok diskusi. Khusus untuk kelompok metode ceramah (berjumlah 35 orang) dan diskusi tahapan ini disebut
dengan pretest (berjumlah 32 orang).

Khusus pada kelompok ceramah, setelah para siswa selesai mengisi angket, peneliti memberikan ceramah
selama 100 merit mengenai kesehatan reproduksi. Setelah ceramah selesai diberikan, peneliti kembali menyebarkan
angket kepada para siswa. Inilah yang disebut dengan posttest kelompok ceramah diskusi pada perlakuan pertama
(berjumlah 35 orang). Demikian pula halnya kepada kelompok diskusi, peneliti memberikan kesempatan kepada
mereka untuk berdiskusi mengenai kesehatan reproduksi. Setelah mereka selesai diskusi, maka angket kembali
dibagikan. Inilah yang disebut dengan posttest kelompok diskusi pada perlakuan pertama (berjumlah 28 orang).
Sebagai pembanding, peneliti juga menyebarkan angket kepada kelompok kontrol, dimana siswa yang mengisi
angket berbeda dengan siswa pada tahap pretest dan selanjutnya ini disebut dengan posttest kelompok kontrol
perlakuan pertama (berjumlah 28 orang).

Setelah berselang selama 4 (empat) hari, peneliti kembali ke sekolah melakukan pengambilan data atau
disebut dengan pengambilan data perlakuan kedua. Segala sistem dan tata Cara yang digunakan dalam pengambilan

data ini tidak berbeda dengan yang dilakukan pada perlakuan pertama, dimana peneliti

Analisis Data dan Hasil Penelitian
1. Uji Asumsi
a. Uji Normalitas Sebaran
Adapun maksud dari uji normalitas sebaran ini adalah untuk membuktikan penyebaran data-data penelitian
yang menjadi pusat perhatian setelah menyebar berdasarkan prinsip kurve normal. Uji normalitas sebaran

dianalisis dengan menggunakan rumus Kolmogorov-smirnov. Berdasarkan analisa tersebut, diketahui
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bahwa variabel pembentukan Sikap remaja menyebar mengikuti sebaran normal, yaitu berdistribusi sesuai

dengan prinsip kurve normal Ebbing Gauss. Sebagai kriterianya apabila p>0,050, maka sebarannya

dinyatakan normal. Sebaliknya apabila p<0,050, maka sebarannya dinyatakan tidak normal (Nisfiannoor,

2009).
Tabel 6. Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Normalitas Sebaran
Perlakuan Variabel Rerata K-S SD Sig Keterangan
Pertama Pembentukan sikap 73,967 | 1,021 | 7,181 | 0,248 Normal
Kedua Pembentukan sikap 74,456 | 0,935 | 6,894 | 0,346 Normal
Keterangan :

Rerata = Nilai rata-rata.

KS = Harga Kolmogorov Smirnov.
SD = Standard Deviasi.

Sig = Signifikansi

b. Uji Homogenitas Varians

Uji homogenitas varians dimaksudkan untuk mengetahui apakah subjek penelitian yang dalam

beberapa aspek psikologis, misalnya berstatus sebagai pegawai bersifat sama (homogen). Berdasarkan uji

homogenitas varians diketahui bahwa subjek penelitian berasal dari sampel yang homogen.

Tabel 7. Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Varians

Levence .
Perlakuan Statistic Dfl | Df2 Sig
Pertama 0,755 5| 180 | 0,574
Kedua 2,737 5| 178 | 0,021
Posttest 2,339 51| 178 | 0,044

Keterangan

Levene Statistic : Bilangan Uji Homogenitas

dfl . Derajat Kebebasan 1
df2 . Derajat Kebebasan 2
Sig . Signifikansi

Hasil Perhitungan Analisis Data

Berdasarkan hasil perhitungan Anova 3-Jalur, untuk perlakuan pertama, diketahui bahwa tidak terdapat

perbedaan pembentukan sikap remaja antara kelompok kontrol, kelompok metode ceramah dan kelompok

metode diskusi, dimana koefisien perbedaan antar kelompok FA = 1,851 dengan p = 0,105 yang berarti

p>0,050. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan ditolak. Tabel 5 dibawah

ini merupakan rangkuman hasil perhitungan Analisis Varians 3 Jalur pada penelitian atau perlakuan pertama.
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Tabel 8. Rangkuman Hasil Analisis Varians 3 Jalur Perlakuan Pertama

ANOVA
Sikap
Sum of Mean .
Squares Df Square F Sig.
Between 466.574 5] 93.315 |1.851 | .105
Group
Within 9075.232 | 180 | 50.418
Group
Total 9541.806 | 185

Berikut adalah gambaran data yang diperoleh (statistik induk) pada saat dilakukan penelitian pada perlakuan
pertama.

Tabel 9. Statistik Induk Perlakuan Pertama
Descriptive Statistics
Dependent Variable:Sikap

Std.
Kelompok Mean Deviation N
Kontrol Pretest 73.7500 6.54684 28
Kontrol Postest 73.5357 6.00298 28
Ceramah Pretest | 71.4571 9.56815 35
Ceramah Postets | 74.0857 6.45059 35
Diskusi Pretest 74.6875 7.03648 32
Diskusi Postest 76.7857 5.71779 28

Total 73.9677 7.18174 | 186

Selanjutnya setelah dilakukan pengambilan data yang kedua (perlakuan kedua) diketahui bahwa terdapat
perbedaan pembentukan sikap remaja yang signifikan antara kelompok kontrol, kelompok metode Ceramah dan
kelompok metode diskusi, dimana koefisien perbedaan antar tingkat pendidikan FA = 2,441 dengan p = 0,036, yang
berarti p<0,050. Dengan hasil ini, maka hipotesis yang diajukan dinyatakan diterima. Tabel 10 di bawah ini
merupakan rangkuman hasil perhitungan Analisis Varians 3 Jalur pada penelitian atau perlakuan kedua.

Tabel 10. Rangkuman Hasil Analisis Varians 3 Jalur Perlakuan Kedua.

ANOVA
Sikap
Sum of Mean .
Squares Df Square F Sig.
Between 558.286 5 |111.657 P.441 | .036
Group
Within 8141.366 | 178 | 45.738
Group
Total 8699.652 | 183

Berikut adalah gambaran data yang diperoleh pada saat dilakukan penelitian pada perlakuan kedua.

Tabel. 11. Statistik Induk Perlakuan Kedua
Descriptive Statistics
Dependent Variable:Sikap

Std.
Kelompok Mean Deviation N
Kontrol Pretest 74.35.71 6.62886 28
Kontrol Postest 71.7857 8.36818 28

Ceramah Pretest 73.9722 6.79700 36
Ceramah Postets 73.3529 5.55350 34

Diskusi Pretest 76.4074 4.99430 27
Diskusi Postest 77.0323 7.70491 31
Total 74.4565 6.89486
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Berdasarkan hasil perhitungan seperti yang tertera pada tabel di atas maka diketahui bahwa pada kelompok
kontrol diperoleh nilai rata-rata pembentukan sikap pada saat pretest sebesar 74,357 sedangkan pada saat posttest
sebesar 71,785. Pada kelompok metode Ceramah pada saat pretest sebesar 73,352 sedangkan pada saat posttest
sebesar 73,352. Kemudian pada kelompok metode diskusi pada saat pretest sebesar 76,407 sedangkan pada saat
posttest sebesar 77,032.

Selanjutnya setelah dilakukan pengambilan data (posttest) untuk ketiga kelompok (kontrol, Ceramah dan
diskusi), diketahui bahwa terdapat perbedaan pembentukan sikap yang signifikan antara kelompok kontrol,
kelompok metode Ceramah dan kelompok metode diskusi, dimana koefisien perbedaan Fagc = 2,805 dimana p =
0,018, yang berarti p<0,050. Dengan hasil ini, maka hipotesis yang diajukan dinyatakan diterima. Tabel 12 dibawah

ini merupakan rangkuman hasil perhitungan Analisis Varians 3 Jalur pada saat posttest untuk ketiga kelompok.

Tabel 12. Rangkuman Hasil Analisis Varians 3 Jalur Posttest Ketiga Kelompok

ANOVA
Sikap
Sum of Mean Si
Squares Df Square F g.
Between 627.067 5 1125.413 |2.805 |.018
Group
Within 7959.868 | 178 | 44.718
Group
Total 8586.935 | 183

Berikut adalah gambaran data yang diperoleh pada saat dilakukan penelitian pada saat posttest ketiga kelompok.

Tabel. 13. Statistik Induk Pada Saat Posttest Ketiga Kelompok
Descriptive Statistics
Dependent Variable:Sikap

Std.
Kelompok Mean Deviation N
Kontrol Postest Perlk.1 73.5357 | 6.00298 | 28
Kontrol Postest Perlk.2 71.7857 | 8.36818 | 28
Ceramah Postest Perlk.1 | 74.0857 | 6.45059 | 35
Ceramah Postest Perlk.2 | 73.3529 | 5.55350 | 34
Diskusi Postest Perlk.1 76.7857 | 5.71779 | 28
Diskusi Postest Perlk.2 77.0323 | 7.70491 | 31

Total 74.4239 | 6.85005 | 184

Berdasarkan hasil perhitungan seperti yang tertera pada tabel di atas, maka diketahui bahwa pada kelompok
kontrol (pretest = 73,535, posttest = 71,785). Pada kelompok metode Ceramah (pretest = 74,085, posttest = 73,352).
Pada kelompok metode diskusi (pretest = 76,785, posttest = 77,032).

3. Hasil Perhitungan Mean Hipotetik dan Mean Empirik
a. Mean Hipotetik
Mean hipotetik adalah mean atau rata-rata skor dari jumlah butir skala yang dipakai dalam penelitian.
Jumlah butir pernyataan yang dipakai dalam mengungkap pembentukan sikap dalam penelitian ini
sebanyak 25 butir yang diformat dengan skala Likert dalam 4 pilihan jawaban, dengan nilai rata-rata
hipotetiknya adalah: {(35 x 1) + (35 x 4)):2 = 87,5.
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b. Mean Empirik
Mean empirik merupakan mean rata-rata yang bersifat teoritis atau sesungguhnya.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai rata-rata empirik
pembentukan sikap secara umum adalah 74,456 (rendah). Untuk kelompok kontrol pada saat posttest nilai
rata-rata, empirik pembentukan sikap adalah sebesar 71,785, untuk kelompok metode ceramah pada saat
posttest nilai rata-rata empirik pembentukan sikap adalah 73,352 dan untuk kelompok metode diskusi pada
saat posttest adalah sebesr 77,032.

c. Kiiteria
Dengan membandingkan antara nilai-nilai empirik dengan nilai rata-rata hipotetik. Berikut ini tabel 6 yang

merupakan hasil perhitungan nilai rata-rata hipotetik dan nilai rata-rata. empirik.

Tabel 14. Hasil Perhitungan Nilai Rata-Rata Hipotetik dan Nilai Rata-Rata Empirik

Nilai Rata-rata
No Variabel Hipo | Empiri SD Keterangan
tetik k
1 Pembentukan sikap secara umum 87,5 | 74,456 | 6,894 | Pembentukan sikap rendah
2 Pembentukan sikap kelompok kontrol | 87,5 | 71,785 | 8,368 | Pembentukan sikap rendah
3 E:;‘gg;]t“ka” sikap kelompok metode | g7 5 | 75355 | 5553 | Pembentukan sikap rendah
4 Pembentukan sikap kelompok diskusi | 87,5 | 77,032 | 7,704 | Pembentukan sikap rendah

Berdasarkan perbandingan kedua, nilai-nilai di atas (nilai rata-rata empirik dan nilai rata-rata hipotetik),
maka dapat dinyatakan bahwa secara umum nilai rata-rata pembentukan sikap remaja terhadap kesehatan reproduksi
dinyatakan rendah, karena selisih antara nilai rata-rata empirik dengan nilai rata-rata hipotetik melebihi bilangan.
SD, dan secara umum nilai rata-rata empirik lebih kecil daripada nilai rata-rata hipotetik
Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan Anova 3-Jalur, untuk perlakuan pertama, diketahui bahwa tidak terdapat
perbedaan pembentukan sikap remaja antara kelompok kontrol, kelompok metode ceramah dan kelompok metode
diskusi, dimana koefisien perbedaan antar kelompok FA = 1,851 dengan p = 0,105 yang berarti p > 0,050. Dengan
demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan ditolak.

Selanjutnya setelah dilakukan pengambilan data yang kedua (perlakuan kedua) diketahui bahwa terdapat
perbedaan pembentukan sikap remaja yang signifikan antara kelompok kontrol, kelompok metode ceramah dan
kelompok metode diskusi, dimana koefisien perbedaan antar tingkat pendidikan FA 2,441 dengan p = 0,036, yang
berarti p < 0,050. Dengan hasil ini, maka hipotesis yang diajukan dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa berbedanya pembentukan sikap ini
disebabkan adanya suatu perlakuan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa metode diskusi memberikan atau
mampu meningkatkan pembentukan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata
yang telah diperoleh bahwa kelompok yang mendapatkan metode diskusi memiliki pembentukan sikap yang lebih
tinggi (77,032) dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan metode ceramah tentang kesehatan reproduksi
(73,352) dan juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan treatment sama sekali
(kelompok kontrol) dengan nilai rata-rata 71,785.

4315



Kultura Volume : 15 No. 1 Juni 2014

Selanjutnya setelah dilakukan pengambilan data (posttest) untuk ketiga kelompok (kontrol, ceramah dan
diskusi), diketahui bahwa terdapat perbedaan pembentukan sikap yang signifikan antara kelompok kontrol,
kelompok metode ceramah dan kelompok metode diskusi, dimana koefisien perbedaan. Fagc = 2,805 dimana p =
0,018, yang berarti p < 0,050. Dengan hasil ini, maka hipotesis yang diajukan dinyatakan diterima.

Hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini, yakni pembentukan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi
tergolong rendah. Sebab nilai rata-rata, empirik yang telah diperoleh dari penelitian ini secara umum dinyatakan
rendah. Hal ini diketahui dengan membandingkan nilai rata-rata empirik dengan nilai rata-rata hipotetik, dimana
berdasarkan hasil perbandingan diketahui kedua nilai rata-rata tersebut tidak berbeda (selisih antara kedua nilai rata-
rata tersebut tidak melebihi bilangan Standar Deviasi (SD).

Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan

Berdasarkan, hasil analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Untuk perlakuan pertama, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan pembentukan sikap, remaja antara
kelompok kontrol, kelompok metode ceramah dan kelompok metode diskusi, dimana koefisien perbedaan antar
kelompok FA = 1,851 dengan p = 0,105 yang berarti p > 0,050. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan
dalam penelitian ini dinyatakan ditolak.

2. Untuk perlakuan kedua, diketahui bahwa terdapat perbedaan pembentukan sikap remaja yang signifikan antara
kelompok kontrol, kelompok metode ceramah dan kelompok metode diskusi, dimana koefisien perbedaan antar
tingkat pendidikan. FA = 2,441 dengan. p = 0,036, yang berarti p < 0,050. Dengan hasil ini, maka hipotesis
yang diajukan dinyatakan diterima.

3. Pada hasil posttest untuk ketiga kelompok (kontrol, ceramah dan diskusi), diketahui bahwa terdapat perbedaan
pembentukan sikap yang signifikan antara kelompok kontrol, kelompok metode ceramah dan kelompok metode
diskusi, dimana koefisien perbedaan. Fasc = 2,805 dimana p = 0,018, yang berarti p < 0,050. Dengan hasil ini,
maka hipotesis yang diajukan dinyatakan diterima.

4. Diketahui bahwa pembentukan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi tergolong rendah, sebab nilai rata-
rata empirik yang telah diperoleh dari penelitian ini secara umum dinyatakan rendah. Hal ini diketahui dengan
membandingkan nilai rata-rata empirik dengan nilai rata-rata hipotetik, dimana berdasarkan hasil perbandingan
diketahui kedua nilai rata-rata tersebut tidak berbeda (selisih antara kedua nilai rata-raia tersebut tidak melebihi
bilangan Standar Deviasi (SD).

Saran-saran

1. Saran Kepada Pihak Sekolah
Kepada pihak Yayasan Pendidikan Tunas Pelita Binjai Utara, agar dapat mengkaji metode-metode yang efektif
dalam membantu meningkatkan pembentukan sikap tentang kesehatan reproduksi. Berdasarkan hasil penelitian
ini diketahui bahwa metode penyuluhan dengan menggunakan diskusi ternyata lebih unggul dalam membentuk

sikap remaja. Oleh sebab itu disarankan kepada pihak sekolah agar mempertimbangkan metode diskusi untuk
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menyampaikan berbagai materi.

2. Saran Kepada Subjek Penelitian
Diharapkan kepada siswa untuk meningkatkan sikap terhadap kesehatan reproduksi, sebab hal ini sangat
penting diketahui oleh para siswa. Berbagai cara dapat dilakukan misalnya dengan mengikuti berbagai kegiatan
seperti ceramahceramah umum tentang kesehatan. Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan ini para siswa
dapat lebih menyadari akan pentingnya kesehatan reproduksi.

3. Saran Kepada Peneliti Berikutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, hendaknya data mengenai pembentukan sikap
dapat lebih digali dengan melihat faktor-faktor lain yang belum dikaji dari penelitian ini. Diharapkan dengan
dilakukannya penelitian lanjutan, dapat diperoleh hasil yang lebih lengkap.
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MENGKAJI PENANAMAN PISANG BARANGAN DENGAN SISTEM DUA JALUR DIBANDING
KONVENSIONAL

Ir. Asmina Herawaty Sinaga, MM

Abstrak

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada hubungan antara umur dengan tingkat adopsi petani sampel
t-hitung (0,744) > t-tabel (0,463), ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat adopsi petani sampel t-
hitung (0,869) > t-tabel (0,463), ada hubungan antara pengalaman bertani dengan tingkat adopsi petani sampel t-
hitung (0,781) > t-tabel (0,463), ada hubungan antara luas lahan dengan tingkat adopsi petani sampel t-hitung
(0,723) > t-tabel (0,463) dan ada hubungan antara jumlah tanggungan keluarga dengan tingkat adopsi petani
sampel t-hitung (0,798) > t-tabel (0,463).
Kata kunci: Sistem dua Jalur, Pisang barangan.

Pendahuluan

Indonesia memiliki luas areal pertanaman pisang yang cukup luas, tetapi tersebar dalam cakupan luas.
Akibatnya sulit diperoleh jenis atau variaetas buah pisang tertentu dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu
tertentu untuk satu macam standar mutu. Hal ini dikarenakan umumnya tanaman pisang masih dikelola secara
tradisional sehingga hanya ditanam di pekarangan tanpa perlakuan khusus (Sunarjono, 2004).

Pisang Barangan (Musa paradisiaca sapientum, L) merupakan salah satu buah spesifik dan komoditas buah
unggulan nasional khususnya Sumatera Utara (Satuhu, 1993 ) memiliki rasa, tekstur dan aroma yang khas dan
memiliki daya simpan yang lebih lama (Cahyono, 1995).

Program Amarta adalah menyediakan teknologi maju bagi petani-petani dalam usaha mengulangi
intervensi keberhasilan. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan penghasilan petani pisang.
Penanaman pisang dengan Sistem Dua Jalur dari Usaid-Amarta akan meningkatkan produksi pisang hampir 80%
dari sistem yang ada sebelumnya. Teknologi yang diterapkan pada budidaya Pisang Barangan diperkenalkan oleh
Julian Velez, Ph. D. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Colombia dan sebagai seorang konsultan
khususnya komoditi Pisang Barangan. la memberikan suatu teknologi dengan metode penanaman dengan sistem

Dua Jalur penjarangan anakan ( Dinas Pertanian, 2008)

Tabel 1 . Perbedaan antara Sistem Konvensional dan Sistem Dua Jalur

No. | Perbedaan Sistem Konvensional Sistem Dua Jalur
1 Pengajiran e Jarak tanam 3m x 3m e Jarak tanam 1m x 2m x 4m
e Populasi 1.100-1.300 batang per hektar e Populasi 2.000-2.200 batang per
e Tidak ada aturan penanaman hektar
e Penanaman menghadap timur
2 Penanaman e Bibit tidak diperhatikan o Bibit harus bebas dari penyakit
e Bibit tidak mendapat perlakuan sebelum | e Bibit direndam dahulu dengan larutan
di tanam bayclin
3 Pengaturan e Dalam 1 rumpun terdapat 5-6 tanaman e Dalam 1 rumpun hanya terdapat 3
Anakan e Tidak ada penyeleksian  anakan tanaman
(pengaturan anakan) ¢ Adanya pemilihan anakan (pengaturan
anakan)
4 Penyiangan e Dilakukan 1 x 3 bulan e Sesuai rumput yang tumbuh
e Secara kimiawi (herbisida) e Secara manual (tenaga manusia
5 Pembersihan o Jumlah daun tidak diperhatikan e Jumlah daun minimal 6 daun

14 Dosen Kopertis Wil. I dpk.Pd. Fak. Pert. UDA Medan
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Batang e Daun dipotong bila sudah tua/ kering Daun dipotong bila sudah tua/ kering >
100% 50%
e Tidak ada pensterilan alat Ada pensterilan alat
6 Pemupukan ¢ Dilakukan 1 x 3 bulan Dilakukan 1 x 1 bulan
e Pupuk yang diberikan hanya pupuk Pupuk yang diberikan pupuk makro
makro (N, P, K, s) (N, P, K, S) dan mikro (fe, Cu, Co,
Mg)
7 Perawatan e Pemberian obat-obatan/bahan kimiawi Sangat meminimalkan  pengunaan
(herbisida,pestisida, insektisida) bahan kimia sehingga aman bagi
o Tidak ada perlakuan khusus yang lain lingkungan
Adanya penyuntikan
ontong/pemberonsongan, pemotongan
kuku dan ontong, pemasangan pita.
8 Panen 3 x 3 Tahun 3 x 2 tahun

Rumusan masalah

Hubungan faktor sosial ekonnomi petani (uang)

Bagaimana

Tingkat pendidikan, pengalaman bertani, luas lahan, dan jumlah tanggungan keluarga terhadap sistem dua

jalur dan budidaya pisang

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hubungan faktor sosial-ekonomi petani: (umur, tingkat, pendidikan, pengalaman bertani,

luas lahan dan jumlah tanggungan keluarga) terhadap sistem dua jalur dalam budidaya pisang barangan

Hipotetisis Penelitian

Ada hubungan faktor sosial-ekonomi petani meliputi: Umur petani, Tingkat Pendidikan, Pengalaman

bertani, Luas lahan, Jumlah Tanggungan Keluarga terhadap tingkat adopsi sistem dua jalur budi daya pisang

barangan secara parsial dan serempak di daerah penelitian

Metode Analisis
Hipotesis dianalisis dengan menggunakan Rumus Korelasi Rank Spearman untuk masing-masing faktor

sosial ekonomi yang berhubungan dengan petani dalam mengadopsi sistem dua jalur dalam budidaya pisang

barangan yang akan diuji dengan rumus di bawah ini

rs

th
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=rs

6 Y dil
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Dengan kriteria sebagai berikut:
t-hitung ta (0,05)..... Ho diterima, atau tolak H1.
t-hitung > to (0,05)..... Ho ditolak, atau terima H1 (Siegel, 1997).
Ho :Tidak ada hubungan tingkat adopsi petani terhadap sistem dua jalur dengan faktor sosial ~ ekonomi petani.
H1 : Ada hubungan tingkat adopsi petani terhadap sistem dua jalur faktor sosial ekonomi petani.
Hasil penelitian dan pembahasan
Adopsi Petani Dalam sistem dua jalur
Tingkat adopsi petani terhadap suatu teknologi selalu di hubungkan oleh faktor sosial ekonomi petani
sendiri, meliputi umur, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, luas lahan adan jumlah tanggungan keluarga. Oleh
karena itu, untuk mengetahui bagaimana hubungan masing-masing faktor sosial ekonomi petani terhadap tingkat
adopsi petani dalam sistem dua jalur pada usahatani pisang barangan, maka digunakan penguji dengan analisis
Korelasi Rank Spearman.
1.  Korelasi antara Umur dengan Tingkat Adopsi Petani Sampel
Secara teori umur diasumsikan dapat mempengaruhi produktivitas seseorang dalam bekerja. Petani
yang berada dalam usia produktif lebih cenderung mencari inovasi yang baru yang dapat meningkatkan
produktivitasusahataninya. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu terjadi demikian. Tingkat korelasi signifikan
pada taraf 0.01, artinya jika koefisien korelasi (Rs) 0.01, maka korelasi disebut signifikan, tetapi jika sebaliknya,
maka korelasi tidak signifikan. Korelasi antara faktor umur dengan tingkat adopsi sistem dua jalur memperlihatkan
hasil sebagai berikut :

Tabel 2 Hasil Korelasi antara Umur dan Tingkat Adopsi Petani Sampel

Variabel Range Rataan
Umur (tahun) 27-65 415
Tingkat Adopsi (Skor) 13-33 23.37
t-tabel 0.463

t-hitung 0.744

Sig. (2-tailed) 0.000

Siga 0.01

Sumber : Data Primer diolah
Hubungan umur dilihat dengan tingkat adopsi teknologi double row, maka diuji dengan menggunakan

Korelasi Rank Spearman. Dari hasil analisis pada tabel 2 memperlihatkan bahwa t-hitung (umur) = 0.744 dan sig-p
=0.000. Jika dibandingkan dengan t-tabel = 0.463 (yang diperoleh dari daftar nilai kritis korelasi) dan sig-o =0.01
terbukti bahwa t-hitung (0.744) > t-tabel (0.463) dan sig-p (0.000) sig-a (0.01). Hasil analisis ini memenuhi
kriteria persyaratan penerimaan hipotesis korelasi yakni Ho ditolak dan H1 diterima artinya ada korelasi antara umur
dengan tingkat adopsi dua jalur. Dalam hal ini, faktor umum berkorelasi signifikan dengan tingkat adopsi sistem dua
jalur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara umur dengan tingkat adopsi
sistem dua jalur pada usahatani pisang barangan diterima.

Secara teori ada hubungan korelasi antara faktor umum dengan tingkat adopsi, begitu juga dalam
penelitian ini, korelasi antara variabel umur dengan tingkat adopsi sistem dua jalur berkorelasi secara signifikan. Hal

ini sesuai dengan pendapat Kartasapoetra (1994)
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Bahwa untuk menerapkan suatu inovasi atau metode budidaya tertentu, diperlukan tingkat pengetahuan, kecakapan
dan mental petani yang berkembang sesuai dengan waktu.
2. Korelasi antara Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Adopsi Petani Sampel
Tingkat pendidkan formal yang dimiliki oleh petani akan memperlihatkan tingkat pengetahuan
pengetahuan serta wawasannya, dimana pada akhirnya akan mempengaruhi petani dalam menerapkan teknologi
tepat guna yang digunakan dalam mengelola usahataninya. Korelasi antara faktor pendidikan dengan tingkat adopsi

teknologi double row memperlihatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3 Korelasi antara Tingkat Pendidikan dan Tingkat Adopsi Petani Sampel

Variabel Range Rataan
Pendidikan (tahun) 0-17 9.5
Tingkat Adopsi 13-33 23.37
t-tabel 0.463

t-hitung 0.869

Sig. (2-tailed) 0.000

Siga 0.01

Sumber : Data primer diolah
Hubungan tingkat pendidikan dilihat dengan tingkat adopsi sistem dua jalur, maka diuji dengan

menggunakan Korelasi Rank Spearman. Dari hasil analisis pada tabel 3 memperlihatkan t-hitung (tingkat
pendidikan) = 0.869 dan sig-p =0.000. Jika dibandingkan dengan t-tabel =0.463 (yang diperoleh dari daftar nilai
kritis korelasi) dan sig-a. =0.01 terbukti bahwa t-hitung (0.869) > t-tabel (0.463) dan sig-p (0.000) < sig-a (0.01).
Hasil analisis ini memenuhi kriteria persyaratan penerimaan hipotesis korelasi yakni Ho ditolak H1 diterima artinya
ada Korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat adopsi sistem dua jalur. Dalam hal ini, faktor tingkat
pendidikan berkorelasi signifikan dengan tingkat adopsi sistem dua jalur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis
yang menyatakan ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat adopsi sistem dua jalur pada usahatani
pisang barangan diterima.

Hal ini sesuai dengan pendapat Kartasapoetra (1994) Bahwa perubahan perilaku melalui penyuluhan
pertanian pada diri petani pada umumnya berjalan lambat karena terkait dengan pengetahuan, kecakapan, dan
mental petani. Dengan kata lain, semakin tinggi pendidikan seorang petani, semakin besar kemungkinannya ia
menerima inovasi baru termasuk adopsi teknologi

3. Korelasi antara Pengalaman Bertani dengan Tingkat Adopsi

Pengalaman bertani dalam mengelola usahatani berbeda-beda. Oleh karena itu,
pengalaman dalam berusahatani umumnya dapat berhubungan dengan tingkat adopsi petani terhadap
penerapan sistem dua jalur pada usahatani pisang barangan. Dapat diasumsikan bahwa pengalaman
bertani memiliki hubungan dengan tingkat adopsi sistem dua jalur. Artinya semakin tinggi pengalaman
petani dalam berusahatani pisang barangan, maka semakin tinggi adopsi petani terhadap sistem dua jalur
yang dianjurkan. Korelasi antara faktor pengalaman bertani dengan tingkat adopsi sistem dua jalur yaitu:

4. Korelasi antara Luas Lahan dengan Tingkat adopsi Petani Sampel

Semakin luas lahan yang diusahakan oleh petani, maka harapan untuk memproleh produksi dan

produktivitasi usahatani pisang barangan akan semakin tinggi. Dengan demikian petani berharap tingkat pendapatan
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akan semakin besar dengan memperluas usahataninya tersebut. Luas lahan yang dikelola oleh petani mempunyai
hubungan dengan tingkat adopsi petani terhadap teknologi yang akan diterapkan dalam berusahatani. Korelasi antara
faktor tanggungan dengan tingkat adopsi sistem dua jalur memperlihatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4 Korelasi antara Luas Lahan dan Tingkat Adopsi Petani Sampel

Variabel Range Rataan
Luas Lahan (Ha) 3-23 7.21
Tingkat Adopsi 13-33 23.37
t-tabel 0.463

t-hitung 0.723

Sig. (2-tailed) 0.000

Siga 0.01

Sumber : Data pnmer diolah

Hubunga luas lahan dilihat dengan tingkat adopsi sistem dua jalur maka diuji dengan menggunakan
Korealsi Rank Spearman. Dari hasil analisis pada tabel 4 memperlihatkan bahwa t-hitung (luas lahan) = 0.723 dan
sig-p =0.000. Jika dibandingakan dengan t-tabel =0.463 (yang diperoleh dari daftar nilai kritis korelasi) dan sig-o
=0.01 terbukti bahwa t-hitung (0.723) dan sig-p =0.000. Jika dibandingkan t-tabel = 0.463 (yang diperoleh dari
daftar nilai kritis kkorelasi) dan sig-o. =0.01 terbukti bahwa t-hitung (0.723) > t-tabel (0.463) dan sig-p (0.000) < sig-
o (0.01). Hasil analisis ini memenuhi kriteria persyaratan penerimaan hipotesis korelasi yakni Ho ditolak H1
diterima artinya ada korelasi antara luas lahan dengan tingkat adopsi sistem dua jalur. Dalam hal ini, faktor luas
lahan berkorelasi signifikan dengan tingkat adopsi sistem dua jalur. Hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara

luas lahan dengan

Tabel 5 Korelasi antara Luas Lahan dan Tingkat Adopsi Petani Sampel

Variabel Range Rataan
Pengalaman (tahun) 3-23 7.21
Tingkat Adopsi 13-33 23.37
t-tabel 0.463

t-hitung 0.781

Sig. (2-tailed) 0.000

Siga 0.01

Sumber : Data primer diolah

Hubungan pengalaman bertani dilihat dengan menggunakan Korelasi Rank Spearman. Dari hasil
analisis pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa t-hitung (pengalaman bertani) = 0.781 dan sig-p =0.000. jika
dibandingkan dengan t-tabel = 0.463 (yang diperoleh dari daftar nilai kritis korelasi) dan sig-o. =0.01 terbukti bahwa
t-hitung (0.781) > t-tabel  (0.463) dan sig-p (0.000) < sig-a. (0.01). Hasil analisis ini memenuhi kriteria
persyaratan penerimaan hipotesis korelasi yakni Ho ditolak dan H1 diterima artinya ada korelasi antara pengalaman
bertani dengan tingkat adopsi sistem dua jalur. Dalam hal ini, faktor pengalaman bertani berkorelasi signifikan
dengan tingkat adopsi sistem dua jalur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada hubungan
antara pengalaman bertani dengan tingkat adopsi sistem dua jalur pada usahatani piasang barangan diterima.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sastraatmadjadja (1993) yang mengatakan bahwa perubahan perilaku

dapat dicapai melalui pengalaman bertani seperti peragaan dan disertai dengan sarana dan prasarana. Oleh karena
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itu, untuk meningkatkan pengalaman petani yang akhirnya mendorongnya untuk menerapkan sistem dua jalur,
peragaan atau demonstrasi di lapangan perlu dilakukan.

Tingkat adopsi sistem dua jalur pada usahatani pisang barangan diterima. Hal ini disebabkan dengan
lahan yang luas, petani sampel tertarik untuk menerapkan sistem dua jalur dengan tujuan dapat menambah
pendapatan keluarga petani.

5. Korelasi antara Jumlah Tanggungan Keluarga dengan Tingkat Adopsi Petani Sampel

Penelitian ini diduga bahwa jumlah tanggungan keluarga petani memiliki hubungan dengan tingkat
adopsi sistem dua jalur pada usahatani pisang barangan. Hal ini berarti semakin banyak jumlah tanggungan maka
akan semakin tinggi adopsi sistem dua jalur yang dilakukan petani tersebut. Dugaan ini didasari pada asumsi bahwa
semakin banyak jumlah tanggungan keluarga akan mendorong petani untuk melakukan banyak kegiatan terutama
dalam upaya mencrai dan menambah pendapatan keluarga. Korelasi antara faktor tanggungan dengan tingkat adopsi

teknologi memperlihatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 6 Korelasi antara Luas Lahan dan Tingkat Adopsi Petani Sampel

Variabel Range Rataan
Tanggungan 1-8 3.0
Tingkat Adopsi 13-33 23.37
t-tabel 0.463

t-hitung 0.798

Sig. (2-tailed) 0.528

Siga. 0.05

Sumber : Data pnmer diolah

Hubungan jumlah tanggungan dilihat dengan tingkat adopsi sistem dua jalur,maka diuji dengan
memggunakan Korelasi Rank Spearman. Dari hasil analisis pada Tabel 6 memperlihatkan bahwa t-hitung (jumlah
tanggungan) =0.798 dan sig-p =0.000. Jika dibandingkan t-tabel ~ =0.463 (yang diperoleh dari daftar nilai kritis
korelasi ) dan sig-a =0.01 terbukti bahwa t-hitung (0.798) > t-tabel (0.463) dann sig-p (0.000) < sig-a (0.01). Hasil
analisis ini memenunhi kriteria persyaratan penerimaan hipotesis korelasi yakni Ho ditolak dan H1 diterima artinya
ada korelasi antara jumlah tanggungan dengan tingkat adopsi sistem dua jalur. Dalam hal ini, faktor jumlah
tanggungan berkorelasi signifikan dengan tingkat adopsi sistem dua jalur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis
yang menyatakan ada hubungan antara jumlah tanggungan dengan tingkat adopsi sistem dua jalur pada usahatani
pisang barangan diterima.

Faktor-faktor sosial ekonomi (umur, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, luas lahan dan jumlah
tanggungan keluarga) berkorelasi secara signifikan dengan tingkat adopsi sistem dua jalur. Hal ini disebabkan
karena jumlah tanggungan keluarga tidak ikut serta digunakan dalam tenaga kerja dalam keluarga, anak dalam
keluarga masih sebagian besar usia sekolah, jadi tidak terlibat dalam usahatani. Sehingga sebagian besar kegiatan

usaha tani hanya dikerjakan oleh para orang tua dan tenaga kerja dari luar keluarga.

Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan
Faktor sosial ekonomi seperti umur, pengalaman bertani, tingkat pendidikan, luas lahan dan jumlah

tanggungan berkorelasi secara signifikan dengan tingkat adopsi sistem dua jalur pada budidaya pisang barangan.
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Saran
1. Peningkatan produksi usahatani pisang barangan dapat dilakukan dengan penerapan sistem dua jalur dianjurkan

oleh usaid-amarta secara tepat dan sesuai, karena akan meningkatkan produktivitas tanaman pisang barangan,
kualitas buah dan meningkatkan pendapatan.

2. Petani supaya berusaha mencari penyedian modal, sarana dan prasarana produksi pertanian yang dibutuhkan dan
peningkatan harga pisang barangan.

Daftar Pustaka

Anonimous, 2005. Berkebun Pisang Secara Intensif. Trubus, Jakarta.

Astuti S., 1989. Manfaat Buah Pisang. Sinar Tani, Bandung.

Bps, 2008. Sumatera Utara Dalam Angka 2008. Badan Pusat Statistika Propinsi Sumatera Utara, Medan.
Cahyono B., 1995. Budidaya Pisang dan Analisis Usahatani. Kanisius, Yogjakarta

Dinas Pertanian, 2008. Teknologi Penanaman Pisang Barangan Sistem Dua Jalur (Double Row).

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara, Medan.

Kartasapoetra, G., 1994. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Bina Aksara, Jakarta.

Siegel S., 1997. Statistik Nonparametrik Untuk llmu-ilmu Sosial. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Suhardiman, 1997. Budidaya Pisang Barangan Cavendish. Kanisius, Yogjakarrta.

Sulusi Prabawati, Suyanti, dan ASB Dondy, 2008. Teknologi Pascapanen dan Pengolahan Buah Pisang.
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, Bogor.

Sumartono, 1981. Pisang. Bumi Restu, Jakarta.

Sunarjono, H., 2004. Budidaya Pisang dengan Bibit kultur Jaringan. Penebar Swadaya, Jakarta.

4326



Kultura Volume : 15 No. 1 Juni 2014

EFEKTIVITAS KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
PADA SEKTOR USAHA MIKRO DI MEDAN

Rukmini,SE,Msi*® / Sri Murniyanti , SS,MM*
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Sistem penyaluran kredit yang diterapkan Koperasi Simpan
Pinjam kepada Usaha Mikro (2) Menganalisis Kesejahteraan anggota sektor Usaha Mikro dari penyaluran kredit
yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam pada sektor Usaha Mikro. ( 3 ) Mengetahui seberapa besar efektifitas
Koperasi Simpan Simpan Pinjam terhadap Kesejahteraan Usaha Mikro. Penelitian dilakukan pada Koperasi
Simpan Pinjam yang ada di Medan .

Variabel independen dalam penelitian adalah efektivitas koperasi dan variabel dependennya adalah
kesejahteraan .

Metode analisis yang dipergunakan adalah ; Analisis Deskriftif dan Kuantitatif dengan menggunakan
methode korelasi sederhana.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran Koperasi Simpan Simpan Pinjam ( KSP )sangat
efektif dalam meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro

Kata Kunci :Efektivitas, Kredit , Kesejahteraan Usaha Mikro

1. Pendahuluan

Penyaluran kredit yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam kepada Usaha Mikro selama ini berlangsung
sesuai dengan pengajuan dari para anggota. Koperasi berusaha mencairkan setiap kredit yang diajukan
anggotanya tanpa memilih usaha mana yang lebih menguntungkan untuk diberikan bantuan kredit, baik
menguntungkan bagi pemohon kredit maupun Koperasi Simpan Pinjam sebagai penyalur kredit. Hal ini
disebabkan anggapan Koperasi Simpan Pinjam bahwa setiap usaha anggotanya wajib diberikan bantuan kredit
agar mampu mengembangkan usaha bersama. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit
yang biasanya dijadikan acuan bagi tiap pihak yang akan memberikan kredit, seperti pendidikan pemohon, usia
pemohon, tingkat pendapatan, jenis usaha, prinsip 5C, jarak lokasi usaha, lama usaha dijalankan, dan sebagainya,
tidak semuanya diperhatikan dan diteliti secara rinci oleh Koperasi Simpan Pinjam.

Mengingat sektor Usaha Mikro mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia,
maka ketersediaan modal adalah salah satu unsur yang sangat vital untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro.
Akan tetapi, akses Usaha Mikro yang terbatas terhadap kredit perbankan menghambat potensi kredit, sehingga
tidak semua Usaha Mikro mendapatkan fasilitas kredit. Keterbatasan akses tersebut dikarenakan anggapan pihak
perbankan bahwa Usaha Mikro tidak bankable atau tidak layak diberikan kredit. Anggapan ini terjadi karena
kurangnya informasi mengenai Usaha Mikro yang potensial, tingginya suku bunga, biaya transaksi yang tinggi
per nasabah, dan lemahnya Usaha Mikro dalam hal sumberdaya manusia, permodalan, teknologi, manajemen,
dan pemasaran.

Dari latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul Efektivitas
Koperasi Simpan Pinjam dalam meningkatkan Pendapatan pada Sektor Usaha Mikro di Medan

2. Kajian Literatur Dan Hipotesis
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Koperasi merupakan organisasi yang unik, berbeda dengan organisasi bisnis lainnya, karena organisasi
koperasi merupakan kumpulan orang yang bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui unit usaha
yang dimiliki dan dikelola bersama (Baga, et al 2009). Menurut Saragih (2000), koperasi adalah perkumpulan
orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya
melalui usaha yang dimiliki bersama secara demokratis.

Undang-Undang No 25 tahun 1992 mendifinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan
orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan (Baga, et al. 2009). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka koperasi disejajarkan dengan badan
usaha lainnya, yaitu terkena pajak, tidak boleh menjadi monopoli, dan kinerja keberhasilan yang dibandingkan
dengan jenis badan usaha lainnya.

Definisi Usaha Mikro
Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk

mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Menurut Rudjito (2003) usaha mikro adalah usaha yang dimiliki
dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah
tangga. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha ini adalah Rp 50 juta. Usaha mikro ini adalah usaha
produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp 100 juta.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan
atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;

atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta .

Efektivitas Koperasi Simpan pinjam

Efektivitas adalah merupakan pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Efektivitas juga merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu yang
akan dicapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada
suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan,
2005:109).

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil
nyata yang telah diwujudkan.

Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran
efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja

4. Kemampuan berlaba
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5. Pencarian sumber daya
Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah Menurut Malayu S.P. Hasibuan kesejahteraan adalah balas jasa lengkap (materi dan
non materi yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan
dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktifitasnya meningkat kesejahteraan adalah dapat
dipandang sebagai uang bantuan lebih lanjut kepada karyawan. Terutama pembayarannya kepada mereka yang
sakit, uang bantuan untuk tabungan karyawan, pembagian berupa saham, asuransi, perawatan dirumah sakit, dan
pensiun.

Pentingnya program kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan disiplin
kerja karyawan yang dikemukakan oleh Hasibuan (2001:182) adalah: “Pemberian kesejahteraan akan menciptakan
ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin dan sikap loyal terhadap perusahaan sehingga labour turnover
relative rendah.”

Dengan tingkat kesejahteraan yang cukup, maka mereka akan lebih tenang dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. Dengan ketenangan tersebut diharapkan para karyawan akan lebih berdisiplin.

Efektifitas Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Sektor Usaha mikro
Efektifitas Koperasi merupakan keberhasilan pihak koperasi dalam membantu meningkatkan
perkembangan dari sektor Usaha Mikro. Menurut Soedjono (2001) keberhasilan koperasi dari aspek mikro dapat
dilihat dari dua segi, yaitu segi usaha dan segi organisasi. Keberhasilan koperasi dari segi usaha mencakup sebagai
berikut :
1. Peningkatan jumlah anggota
Hal ini akan memberikan rasa yakin pada anggota lama dan baru terhadap efektivitas koperasi dalam
memenuhi kewajibannya. Anggota juga akan merasakan adanya manfaat dan keadilan melalui
pelaksanaan proses pelayanan koperasi kepada anggotanya.
2. Peningkatan modal, baik berasal dari anggota maupun modal dari luar sebagai pemicu koperasi untuk
berkembang.
Keberhasilan dalam menghimpun dana dari internal koperasi akan relatif mudah untuk mewujudkan
dan menciptakan kemandirian anggota dan koperasi tersebut, dengan demikian ketergantungan dengan
pihak luar koperasi akan jauh lebih kecil.
3. Peningkatan jumlah dan volume usaha
Hal ini dapat berupa keragaman kegiatan, barang, dan jasa yang dapat dihasilkan atau dilakukan oleh
koperasi sehingga terjadi peningkatan pelayanan kepada anggota baik fisik, kuantitas, maupun
kualitas.
4. Peningkatan pelayanan sosial kepada anggota
Koperasi harus mengupayakan langkah-langkah maupun keputusan yang hendaknya mampu
menempatkan para anggota mersakan peningkatan pelayanan sosial, seperti mendapatkan pelayanan

kesehatan, sumbangan dan pengurusan kematian, dan pemberian beasiswa kepada anggota/anak
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anggota yang berprestasi. Hal ini diharapkan dapat mempengaruhi kesejahteraan anggota, dan menjadi
insentif bagi non anggota untuk bergabung dengan koperasi tersebut.

5. Peningkatan Kkesejahteraan anggota, dapat diukur dari peningkatan pendapatan, kemudahan
mendapatkan kebutuhan hidup, dan kemudahan mendapatkan bantuan modal

3. Methode Penelitian
Penelitian dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam yang menyalurkan kredit pada Sektor Usaha Mikro
Di Medan yang dibatasi pada Koperasi simpan pinjam yang berada di daerah Medan Denai.
Tekhnik pengumpulan data
Tekhnik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah menggunakan tekhnik pengumpulan
data antara lain :

1. Wawancara
2. Observasi lapangan
3. Angket

Definisi operasional variabel penelitian
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu Variabel bebas, yaitu variabel X ( Independen ) yaitu
Efektivitas Koperasi dan satu Variabel terikat Y ( Dependent ) adalah Kesejahteraan.

Tabel 3.1
Variabel Definisi Operasional Indikator
Efektivitas Suatu ukuran yang menyatakan | a. Efektivitas Koperasi
: seberapa jauh target kuantitas, kualitas Simpan Pinjam
Koperasi . N :
P dan waktu yang akan dicapai b.  Komitmen terhadap
pekerjaan
¢. Komitmen terhadap
Organisasi

Kesejahteraan Balas jasa lengkap (materi dan non | a. Peningkatan

materi yang diberikan oleh pihak kesejahteraan
perusahaan b. Peningkatan
pelayanan

Tekhnik analisa data
Analisis data dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis Deskriftif dan Analisis Kuantitatif:

1. Metode Analisis Deskriptif
Metode Analisis deskriptif adalah analisis suatu metode analisis dimana data-data yang dikumpulkan dan
digolongkan kemudian dianalisis secara objektif. Kemudian dilakukan perhitungan pada masing-masing
variable terkait, yaitu Efektivitas Koperasi Simpan Pinjam ( Independen ) dan Kesejahteraan ( Dependent ).
2. Metode Kuantitatif
Metode Analisis Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada
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umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data

bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk mengujihipotesis yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variable terikat digunakan persamaan:

1. Uji Korelasi
Uji korelasi adalah alat yang digunakan untuk melacak apakah ada hubungan antar variable dalam regresi linier
sederhana. Analisis matrik korelasi ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memecahkan
masalah yang menggunakan beberapa variable independent.
(nEX1¥1) — (TX1.3V1

Txl.}'l = T
M||nEX12 — (EXx12).[nE¥iZ — (Z¥12)
2. Uji Determinasi

Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh proporsi variasi variabel-variabel independen dapat
menerangkan dengan baik variabel dependent ( Setiaji, 2004: 29). Perhitungan koefisien determinasi adalah sebagai
berikut:

D =% x 1000
Keterangan :
D : determinasi
r :Kkorelasi sederhana

4. Hasil Dan Pembahasan

1. Analisis Korelasi Sederhana (Product Moment)
Untuk mengetahui Pengaruh variabel X terhadap Variabel Y, maka digunakan rumus Product Moment

untuk mencari koefisiensi korelasi antara kedua variabel tersebut, yaitu:
nl Ty ) —(Ex)(Ty)

JB(E2)-(E0 W Ty - (E)H)

- 40(89657)—(1505) (1830)
JJ{e00s0863) —(1305) 40 88504) —(1880) %]

_ 3.586.280 —3.581.400

T (3.634.520)1—{(3.629.025)( 3.540.160) —(3.534.400)]
4.880

r = [ e ——
4/ [ 5495} (5.760)
4220

T J31ccizoo
4880

~ Sezsems
=0.86

Dari hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh hasil positif antara variabel X ( Efektifitas KSP) dengan

rxy =

variabel Y ( Kesejahteraan) dengan hasil korelasi sebesar 0.86 Nilai r yang diperoleh adalah positif, hal ini
menunjukkan hubungan kedua variabel positif artinya kenaikan nilai variabel yang satu diikuti oleh variabel yang
lain.

Kemudian untuk menguji apakah kedua variable tersebut signifikan atau tidak , maka perlu dilihat nilai r

tabelnya. untuk n = 40 dan kesalahan 5 % diperoleh r tab = 0,312. Berarti r hit > r tabel artinya Ha diterima.
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Dengan demikian hipotesis yang diterima dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam efektif dalam
meningkatkan kesejahteraan anggota Usaha Mikro.
2.Koefisien Determinasi
Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Efektivitas KSP  terhadap Kesejahteraan dilakukan Uji
Determinasi.
UjiD:
D = (r)? x 100%
D =(0,86 )?x 100%
D =0,739 x 100%
D=739 %
Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase Pengaruh Efektivitas KSP terhadap Kesejahteraan anggota

pada sektor Usaha Mikro adalah sebesar 73.9% kemudian sisanya 26.1% dari faktor-faktor diluar penelitian.

5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Beberapa daerah di Kecamatan Medan Denai merupakan Kawasan tempat beroperasinya home
industri rumah tangga yang bergerak dibidang pengolahan makanan ringan yang berada dibawah
naungan Koperasi.

2. Koperasi Simpan Pinjam yang berada di lingkungan medan denai berperan aktif dalam penyaluran
dana dan dari segi pengelolaan pada usaha mikro yang bergerak dalam bidang home industri
dilingkungan Medan Denai.

3. Efektivitas Koperasi Simpan Pinjam adalah keberhasilan koperasi dalam memberikan pelayanan baik
dari segi keuangan dan manajerial bagi sektor usaha mikro .

4. Besarnya pengaruh antara variabel X ( Efektivitas KSP) terhadap variabel Y (Kesejahteraan Anggota)

dilakukan pengujian dengan menggunakan rumus determinan dan diperoleh hasil sebesar 73.9%.

Daftar Pustaka

Andriani , 2008. Analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit mikro, kecil, dan
menengah di Indonesia.

Baswir, Revrisond.2000,Koperasi Indonesia,Yogyakarta:BPFE

Firdaus,Muhammad dan Edhi Agus,2004. Perkoperasian,Bojongkerta,Galia Indonesia

Hendar dan Kusnadi.2002.Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi.Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Ul.
Kasmir.2003.Bank dan Lembaga Keuangan.Jakarta:Raja Grafindo

Mutis, Thoby.2000.Pengembangan Koperasi.Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ropke,Jochen.2012.Ekonomi Koperasi teori dan Manajemen.Y ogyakarta:Graha Iimu.
Sugiyono.2008.Metode Penelitian Bisnis.Bandung:Alfabeta
Thomas Suyatno dan Kawan-kawan.2001.Kelembagaan Perbankan.Jakarta:Gramedia

Yoseva dan Teuku Syarif , Kajian Kemanfaatan Bantuan Perkuatan Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Usaha Menengah (UMKM) . J U R N A L Pengkajian Koperasi Dan Ukm

4332



Kultura Volume : 15 No. 1 Juni 2014

IMPLEMENTASI DASAR MATEMATIKA UNTUK KRIPTOGRAFI

Auliana Nasution®’
Abstrak

Kriptografi adalah seni dan ilmu untuk menyembunyikan sebuah pesan, yang saat ini berkembang
dengan pesat. Untuk memahami dan menganalisisnya diperlukan teori-teori matematika sebagai dasar
pembuatan dan perhitunganya. Beberapa dasar matematika yang banyak dipakai dalam kriptografi adalah
aritmatika modular, faktorisasi, GCD, Invers aritmatika modular, Bilangan Prima dan Uji bilangan Prima.
Implementasi dasar matematika ini digunakan pada algoritma kriptografi asimetri, yaitu algortima yang
menggunakan kunci dalam proses pembentukannya.

Algoritma kriptografi yang menerapkannya adalah RSA (Rivest, Shamir dan Adleman), SAFER (Secure
And Fast Encryption Routine), Blum-Micali Generator, Pohlig-Hellman yang mirip dengan RSA, Rabin,
ElGamal, Digital Signature Algorithm (DSA), Diffie-Hellman.

Pendahuluan

Berkembangnya teknologi komputer disemua aspek kehidupan manusia, baik dalam skala kecil maupun
skala besar, secara langsung ataupun tidak langsung telah mempengaruhi system perdagangan, transaksi,
informasi dan komunikasi. Salah satu contoh kemajuan teknologi komputer yang paling nyata dan dapat
digunakan oleh semua orang adalah internet. Dengan adanya internet, komunikasi jarak jauh dapat dilakukan
dengan cepat dan murah. Di sisi lain ternyata internet, tidak terlalu aman semua informasi terkirim dalam satu
jaringan yang mempunyai tingkat keamanan relatif rendah, sehingga sangat rawan untuk penyadapan informasi
oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahui informasi tersebut. Bagi pengguna internet yang sangat
luas, misalnya pada bidang pemerintahan, militer, perbankkan, pendidikan, industri dan lainnya yang kebanyakan
mengandung informasi rahasia maka keamanan informasi menjadi faktor utama yang harus dipenuhi. Berbagai
cara dilakukan untuk menjamin keamanan informasi tersebut. Salah satunya dengan menyandikan informasi
menjadi suatu kode-kode yang tidak dimengerti, sehingga apabila disadap akan kesulitan untuk mengetahui
informasi yang sebenarnya. Metode penyandian yang pertama adalah metode algoritma rahasia. Namun metode
ini tidak efisien jika digunakan untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Kekurang efisienan algoritma ini
menyebabkan banyak penggunanya mulai memikirkan dan membuat metode baru yang disebut dengan algoritma
kunci.

Pembuatan dan perhitungan algoritma kriptografi kunci ini didasarkan kepada persoalan sulit. Persoalan
yang dikombinasikan dari konsep-konsep matematika seperti faktorisasi, problem knapsack, kurva elips,
algoritma diskrit, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu pemahaman konsep-konsep dasar matematika yang

melandasi dan mendasarinya.

Dasar Matematika Kriptografi
a. Aritmatika Modular
Salah satu operasi matematika yang banyak diimplementasikan pada metode kriptografi simetri adalah

aritmatika modular, yaitu operasi penjumlahan modulo dua yang menggunakan bilangan 0 dan 1.
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Secara mendasar, a =b (mod n) jika a =b + kn untuk beberapa bilangan integer k. Jika a merupakan non-
negatif dan b di antara 0 sampai n, dimana b merupakan sisa hasil bagi dari a ketika dibagi dengan n. Dengan kata
lain, b adalah hasil dari a modulo n atau a disebut juga kongruen dengan b modulo n.

Operasi a mod n menghasilkan sisa bagi dari a, dimana sisa bagi merupakan beberapa bilangan integer
dari 0 sampai n— 1. Operasi ini disebut reduksi modular. Contoh : 5 mod 3 = 2.

Pada aritmatika modular terdapat fungsi komutatif, assosiatif dan distributif. Fungsi-fungsi tersebut dapat
dideklarasikan sebagai berikut :

(a+b) mod n = ((amod n) + (b mod n)) mod n

(@—b) mod n = ((a mod n) — (b mod n)) mod n

(@a* b) mod n = ((a mod n) * (b mod n)) mod n

(@*(b+c)) modn=(((a*b) modn) + ((a*c) mod n)) mod n
Perhitungan mod n banyak digunakan dalam kriptografi karena perhitungan logaritma diskrit dan akar kuadrat
mod n merupakan persoalan sulit. Aritmatika modular lebih mudah dikerjakan pada komputer, karena hasil yang
didapatkan dapat dibatasi, sehingga hasil operasi dari k-bit modulo n tidak akan lebih dari n. Selain itu, untuk
menghitung pangkat dari suatu bilangan modulo bilangan lainnya, dapat dikerjakan secara terpisah. Misalnya :
mencari nilai a® mod n, maka proses perhitungannya dapat dikerjakan sebagai berikut :

=(a*a*a*a*a*a*a*a)modn

= ((a* mod n)> mod n)* mod n
Dengan cara yang sama dapat dicari

a™ mod n = (((a® mod n)*> mod n)? mod n)> mod n

Metoda lain untuk menghitung a™ mod n adalah dengan menggunakan algoritma fast exponentiation.
Operasi 8" mod n dapat dihitung dengan jumlah perkalian paling banyak 2.(log (m + 1)) dengan algoritma
sebagai berikut :

1. Konversikan m ke biner : by by ... by by
2. {Initialisasi} I := k; Product := a
3. While1>=0Do
a. If by=0 Then Product := Product”2
Else Product := Product * a;

b. Product:=Productmodn; |:=1-1;

b. Faktorisasi Bilangan Besar

Dasar dari teori bilangan adalah bilangan itu sendiri dan blok dasar dari bilangan adalah bilangan prima,
sehingga bilangan prima sering dikatakan sebagai pusat untuk teori bilangan. Bilangan prima adalah bilangan
yang hanya mempunyai dua buah faktor yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan yang memiliki
lebih dari dua buah faktor disebut sebagai bilangan komposit (composite number). Bilangan satu hanya memiliki
satu faktor dan dianggap bukan bilangan prima dan bilangan komposit.

Untuk menentukan faktor-faktor bilangan prima merupakan suatu tantangan. Diberikan sebuah integer

positif n > 2, faktorisasi prima dituliskan sebagai berikut :
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r] %

n=p0Ps "sz

dimana :

P adalah k buah faktor-faktor prima, masing-masing dengan pangkat % .

=N
Setiap faktor Pi

disebut sebagai sebuah primary.

Faktorisasi prima merupakan sebuah permasalahan yang sulit. Banyak algoritma telah disarankan untuk
menentukan faktor-faktor prima, diantaranya adalah metode direct search factorization atau trial division, dimana
metode ini membagi bilangan secara berulang dengan bilangan prima hingga sisanya berupa bilangan prima,
semua faktor-faktor prima yang mungkin dicoba secara sistematis. Metoda ini hanya dapat dipraktekkan untuk
bilangan yang sangat kecil.

Contoh : Faktorisasi prima dari 96 :
96 +2=48
48+2=24
24+2=12
12+2=6
6+2=3
3+3=1
96=2%2*2*%2*2*3
Faktorisasi prima dari 120 :
120 +2 =60
60+2=30
30+2=15
15+3=5

5+5=1
120=2*2*2*3*5

Metoda lainnya adalah metoda pohon faktor (factor trees) yaitu dengan memilih salah satu pasangan
faktor dari bilangan tersebut dan kemudian membagi faktor-faktor tersebut hingga semua faktor adalah bilangan
prima.

Contoh :

Faktorisasi prima dari 96 :

96

g + 12
AN AN
4+2 4+3

VANVAN
2+2 2+2

2H2Z2*2%2%243=06

Faktorisasi prima dari 120 :
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120

10 =*

12
FANRVAN
2+5 4+3
AN
2+ 2
2%2#2x3x5=120
Sedangkan untuk memfaktorkan pangkat besar dalam aritmatika modular adalah dengan menghitung
nilai exponential modulo R (P*Q mod R).
Contoh : 28"23 (mod 55) =?
(sebelum mulai menghitung, cari nilai biner dari Q)
Q =23 dalam biner adalah 10111, berarti :
23=16+4+2+1,0r23 =2 + 272 + 21 + 2"0.
Dapat dipecahkan dengan perhitungan exponential berikut :
28723 = 28124 + 272 + 27N + 270)
= 28/N(21M) * 287N (2782) * 287N(2/M) * 287\ (270)
= 28MN2* 2% 2% 2) * 282 * 2) * 2872 * 28
= (((2872)"2)~2)12 * (287°2)™2 * 2872 * 28.
Menghitung pangkat dua pertama dalam modular aritmatika :
2872 = 784 = 14 (mod 55).
Substitusi nilai ini kedalam persamaan sebelumnya :
28723 = (((287°2)"2)"2)"2 * (28/\2)~2 * 28”2 * 28 (mod 55), diperoleh :
28723 = ((1472)"\2)~2 * 1472 * 14 * 28 (mod 55).
Sekarang hitung 142 :
1472 =196 = 31 (mod 55), maka :
28723 = (317°2)"2 * 31 * 14 * 28 (mod 55).
3172 =961 = 26 (mod 55), and 26”2 = 676 = 16 (mod 55)
28723 =16 * 31 * 14 * 28 (mod 55).
28723 =16*31*14* 28 (mod 55)
=16 * 31 * 392 (mod 55)
=16 * 31 * 7 (mod 55)
=16 * 217 (mod 55)
=16 * 52 (mod 55)
=832 (mod 55)
=7
c. Greatest Common Divisor (GCD)
Jika Greatest Common Divisor (GCD) dari a dan n adalah sama dengan satu, maka a dan n adalah relatif

prima. Bentuk ini ditulis dengan : gcd(a, n) = 1
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Salah satu metode untuk menghitung GCD dari dua buah bilangan adalah dengan menggunakan
algoritma Euclid berikut :

Begin
P:=A;Q:=B;
While Q # 0 Do Begin
R :=P Mod Q;
P=Q;
Q:=R;
End
GCD(AB) :=P
End

d. Inverse Aritmatika Modular

Inverse merupakan operasi kebalikan. Inverse perkalian dari 4 adalah ¥ karena 4 * ¥4 = 1. Dalam
modulo, persoalan ini rumit. Contoh : 4 * x =1 (mod 7)

Inverse dapat ditulis:  a* =x (mod n)

Persoalan inverse modular agak sulit untuk diselesaikan karena tidak semua Inverse memiliki
penyelesaian. Sebagai contoh, inverse modular dari 5 mod 14 adalah 3, sedangkan 2 mod 14 tidak memiliki
inverse modular.

Secara umum, a* = x (mod n) memiliki sebuah solusi unik jika a dan n adalah relatif prima. Jika a dan n
bukan relatif prima, maka a® = x (mod n) tidak memiliki solusi. Jika n adalah bilangan prima maka setiap
bilangan dari 1 sampai (n — 1) adalah relatif prima dengan n dan memiliki tepat satu inverse modulo n dalam
range tersebut. Untuk menghitung inverse modular dapat digunakan algoritma extended Euclidean.

e. Fermat’s Little Theorem

Theorem ini dinyatakan dengan : Jika m adalah bilangan prima dan a bukan kelipatan dari m, maka

Fermat'’s Little Theorem menyatakan bahwa :
a™ =1 (mod m)
- The Euler Totient Function

Fungsi Euler Totient atau Euler Phi ditulis sebagai ¢(n), yaitu banyak elemen yang terdapat dalam
reduced set dari sisa bagi modulo n. Dengan perkataan lain, ¢(n) adalah banyak bilangan integer positif kurang
dari n dan relatif prima terhadap n, untuk semua n yang lebih besar dari 1.

Jika n adalah bilangan prima, maka ¢(n) = n — 1. Jika n = pq dengan p dan g adalah bilangan prima, maka
o(n) =(P-1)(q-1).

Berdasarkan Euler’s generalization of Fermat’s Little Theorem :

jika gcd(a,n) = 1 maka, a*” mod n =1

Untuk menghitung a™ mod n adalah sebagai berikut :
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x=a"" " modn
Sebagai contoh, inverse modular dari 5 modulo 7 dapat dihitung seperti berikut :
7 adalah bilangan prima, maka ¢(7) =7 -1 =6.
Jadi, inverse dari 5 mod 7 adalah : 5 *mod 7 =5°mod 7 = 3
- Quadratic Residue
Jika p adalah bilangan prima dan a lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari p, maka a adalah quadratic
residue mod p jika :
x? = a (mod p), untuk beberapa x.
Contoh : 1, 2 dan 4 merupakan quadratic residue mod 7.
1°=1=1 (mod 7)
2*=4=4(mod 7)
3?=9=2(mod 7)
Sedangkan quadratic nonresidue merupakan kebalikan dari quadratic residue.
Contoh : 3, 5 dan 6 merupakan quadratic residue mod 7.
x*=3 (mod 7)
x*=5 (mod 7)
x*=6 (mod 7)
Bilangan 3, 5 dan 6 dikatakan quadratic nonresidue mod 7 karena tidak ada hasil x yang dapat memenuhi
persamaan di atas.
- Legendre Symbol
Legendre Symbol ditulis L(a,p) didefinisikan ketika a adalah bilangan integer dan p adalah sebuah
bilangan prima yang lebih besar dari 2. Hasil dari fungsi ini berupa 0, 1 dan -1.
L(a,p) =0, jika a dapat habis dibagi oleh p.
L(a,p) = 1, jika a adalah quadratic residue mod p.
L(a,p) = -1, jika a adalah quadratic nonresidue mod p.
Salah satu cara untuk menghitung L(a,p) adalah :
L(a,p) =a® Y2 mod p
Atau menggunakan algoritma berikut ini :
1. Jikaa=1makalL(ap)=1
2. lJika a adalah bilangan genap maka L(a,p) = L(a/2,p) * (-1)® 2’8,
3. lJika a adalah bilangan ganjil dan tidak sama dengan 1 maka L(a,p) = L(p mod a, a) * (-1)@ V" ¢-D/4

2

- Jacobi Symbol
Jacobi Symbol, ditulis J(a,n) merupakan generalisasi dari Legendre Symbol ke modulo gabungan dan
didefinisikan untuk semua integer a dan semua integer ganjil n. Fungsi ini digunakan dalam tes prima.
Salah satu metoda untuk menghitung Jacobi Symbol adalah sebagai berikut :
1. J(a,n) hanya dapat didefinisikan jika n adalah bilangan ganjil.
2. J(O,n)=0.
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Jika n adalah bilangan prima, maka J(a,n) = O jika n dapat habis dibagi oleh a.

Jika n adalah bilangan prima, maka J(a,n) = 1 jika a adalah quadratic residue modulo n.

Jika n adalah bilangan prima, maka J(a,n) = -1 jika a adalah quadratic nonresidue modulo n.

Jika n merupakan bilangan yang memiliki faktor prima, maka J(a,n) = J(a,p,) * ... * J(a,pm), dengan p; ...
Pm adalah faktor prima dari n.

f. Metoda Tes Prima

Kunci publik dalam metoda kriptografi banyak yang menggunakan bilangan prima. Metoda-metoda yang

dapat digunakan untuk tes peluang prima antara lain :

©© N o 0o &~ W

Solovay-Strassen

Algoritma ini menggunakan simbol Jacobi untuk melakukan pengetesan seperti berikut :
Pilih suatu bilangan acak a, yang lebih kecil dari p.
Jika gcd(a,p) # 1 maka p gagal tes dan nilainya dibalik.

p-1)/2

Hitung j = a®* mod p.

1

2

3

4. Hitung simbol Jacobi J(a,p).

5. Jikaj # J(a,p) maka p pasti bukan bilangan prima.

6. Jikaj=J(a,p) maka p bukan bilangan prima memiliki persentase kemungkinan tidak lebih dari 50 %.

Lehmann

Algoritma pengetesannya adalah :

1. Pilih suatu bilangan acak a, yang lebih kecil dari p.

2. Hitung a®»? mod p.

3. Jikaa®? mod p = L4tau -1 (mod p) maka p pasti bukan bilangan prima.

4. Jikaa® 2 mod p = 1 atau -1 (mod p) maka kemungkinan p bukan bilangan prima tidak lebih dari 50
%.

Rabin-Miller

Algoritma pengetesannya adalah :

Pilih bilangan acak p untuk dites.

Hitung b, dimana b adalah banyaknya (p — 1) dibagi 2 (yaitu, b adalah pangkat terbesar dari 2,

sedemikian sehingga 2b merupakan faktor dari p — 1).

Kemudian hitung m, sedemikian sehingga p =1 + 2°.m

Pilih bilangan acak a sedemikian sehingga a lebih kecil daripada p.

Set j =0 dan set z=a" mod p.

Jika z =1 atau jika z=p — 1, maka p lolos tes dan mungkin bilangan prima.

Jika j>0dan z =1, maka p bukan bilangan prima.

Setj=j+ 1.Bilaj<bdanz#p—1,setz=2z"mod p dan kembali ke tahap 4. Jika z = p— 1, maka p lolos

tes dan mungkin prima.

Jika j=b dan z # p — 1, maka p bukan bilangan prima.
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Penerapan Dasar Matematika Dalam Algoritma Kriptografi

Algoritma kriptografi yang menerapkan dasar matematika di atas adalah :
RSA (Rivest, Shamir dan Adleman) merupakan algoritma kriptografi kunci publik. Algoritma RSA
menggunakan bilangan integer besar modulo bilangan prima. RSA menggunakan dua buah bilangan prima
acak yang cukup besar dalam proses pembentukan kuncinya. Hal ini dapat dicari dengan menggunakan
algoritma GCD. Pada proses enkripsi dan dekripsi, RSA menggunakan konsep modulo bilangan besar yang
dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma Fast Exponentiation.
SAFER (Secure And Fast Encryption Routine) menggunakan modulo bilangan besar dalam proses enkripsi
dan dekripsinya yang dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma Fast Exponentiation.
Blum-Micali Generator untuk membangkitkan bilangan acak menggunakan dua buah bilangan prima yang
cukup besar dan modulo kedua bilangan prima tersebut.
Pohlig-Hellman yang mirip dengan RSA. Algoritma ini bukan algoritma simetris karena menggunakan kunci
yang berbeda untuk enkripsi dan dekripsi. Cara kerjanya hampir sama dengan RSA yaitu menggunakan dua
buah bilangan prima acak yang cukup besar dan modulo bilangan besar yang dapat diselesaikan dengan
menggunakan algoritma Fast Exponentiation.
Rabin menggunakan modulo bilangan besar pada proses dekripsinya. Algoritma ini menerapkan teorema
Chinese Remainder untuk mendapatkan hasil pada proses dekripsinya.
ElGamal yang dapat digunakan pada digital signature (tanda tangan digital) dan enkripsi. Algoritma ini
menghasilkan pasangan kunci dengan memilih sebuah bilangan prima p dan dua buah bilangan acak g dan x
sehingga g dan x lebih kecil p. Kemudian menghitung nilai dari g modulo p.
Digital Signature Algorithm (DSA) menggunakan bilangan prima acak yang cukup besar, mencari faktorisasi
prima dan menghitung modulo bilangan besar.
Diffie-Hellman merupakan algoritma pertukaran kunci. Algoritma ini menggunakan konsep modulo bilangan
besar dalam proses pada protokolnya. Konsep modulo bilangan besar tersebut dapat diselesaikan dengan

menggunakan algoritma Fast Exponentiation.

Kesimpulan

Konsep dasar matematika yang banyak digunakan dalam kriptografi adalah konsep dasar faktorisasi, modulo
bilangan besar dan tes prima

Untuk dapat membuat sebuah perangkat lunak (program Kriptografi), harus memahami dasar-dasar
matematika yang juga merupakan dasar untuk menciptakan kriptografi baru yang lebih baik dan lebih handal

dari yang telah ada.
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UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA SISWA DENGAN MENGGUNAKAN
COORPERATIVE SCRIPT

Mardiana Ritonga, S.Pd"

Abstrak

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini menerapkan model pembelajaran cooperative script, berpusat pada siswa
dan banyak melatih keterampilan berbahasa membaca teks tulis fungsional sederhana. Dengan menerapkan
Cooperative Script siswa yang berperan menjadi pembaca sesuai prosedurnya. Hasil pengelahan data
menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa meningkat dengan menerapkan model pembelajaran
coopertive script pada Formatif I dan Formatif 11 menunjukkan ketuntasan klasikal siklus | sebesar 52% dan
Siklus 11 86% dari data tersebut menunjukkan tuntas sesuai dengan KKM bahasa Inggris dan mengalamai
peningkatan 34% secara klasikal.Data aktivitas siswa rata-rata menurut pengamatan pengamat pada Siklus |
antara lain menulis (40%), membaca(34%), bertanya sesame teman (18%), bertanya kepada guru(8%),dan yang
tidak relevan dengan KBM (2%).Data aktivitas siswa rata-rata menurut pengamatan pada Siklus 1l antara lain
menulis(36%), membaca(38%), bertanya sesame teman (18%), bertanya kepada guru(6%) dan yang tidak
relevan dengan KBM(2%). Coorperative Script meningkatkan aktivitas membaca siswa pada pelajaran bahasa
Inggris.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemampuan membaca merupakan modal utama dalam kehidupan setiap pribadi, baik disekolah maupun
di dalam lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan sekolah siswa sering mengalami kesulitan belajar karena
siswa tersebut tidak memiliki kemampuan membaca yang kurang memadai. Di SMP Negeri 15 Medan, menurut
pengamatan peneliti selama ini sebagai guru mata pelajaran bahasa Innggris di sekolah tersebut. Kebanyakan
siswa kurang terampil membaca sehingga senantiasa kehilangan butir-butir penalaran. Apalagi kalau guru
mengadakan pertanyaan-pertanyann yang menuntut kemampuan menganalisis nilai-nilai yang tersirat dibalik
sajian bacaan yang diserapnya dalam beberapa hal. Terhambatnya keterampilan membaca siswa disebabkan latan
belakang kehidupan yang tidak menunjang untuk memperoleh tingkat kemampuan yang diharapkan. Belum lagi
siswa juga masih banyak kesulitan melafalkan huruf-huruf secara lisan dalam pembelaj aran bahasa Inggris
sehingga bukan saja kemampuan memahami yang masih rendah tetapi kemampuan membaca dengan lafal yang
benar pun belum dikuasai siswa.

Padahal kemampuan membaca merupakan salali sam diantara berbagai jenis kemampuan yang perlu
dimiliki oleh para siswa. Di samping itu, peneliti mendapati bahwa tingkat membaca intensif siswa SMP Negeri
15 Medan masih renah. Rendahnya keterampilan tersebut salah satunya dipengaruhi faktor strategi pembelajaran
yang digunakan masih belum menunjang. Siswa umumnya sangat sulit diajak membaca karena banyaknya
aktivitas lain yang lebih menyenangkan menurut pendapatnya. bahkan lebih banyak siswa yang menggemari
nonton atau bermain game dan path membaca.

Budaya menonton di televisi telah mengalahkan apa yang diupayakan sebagai budaya membaca. Untuk
mengatasi rendahnya keterampilan membaca intensif tersebut, diberikan solusi dengan menggunakan model

pembelajaran. Dengan penerapan model diharapkan muncul keinginan siswa membaca. Keinginan ini haruslah

18 Guru Bhs Inggris SMPN 15 Medan
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muncul akibat kebutuhan bukan lagi paksaan. Karenanya diperlukan penerapan model pembelaj aran yang
menyentuh kebutuhan siswa.

Kenyataannnya di kelas bahwa pada umumnya model pembelajaran tidak menyentuh kebutuhan siswa.
Keterlibatan siswa sangat kurang dalam proses belajar mengajar, guru lebth dominan dalam memberikan
pembelajaran, memberikan ceramah yang bisa membuat siswa menjadi jenuh, babkan bermain main dalam
belajar, Siswa kurang termotivasj dalam belajar, tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru, terkadang
ada Siswa yang mempunyai potensi dan mempunyai gagasan tersendiri. Namun, tidak tersalurkan akibat sikap
guru yang monoton dalam mengajar, sehingga terlihat fenomena tersebut di atas, otomatis tujuan pendidikan
nasional tidak akan tercapai.

Salah satu model pembelajaran yang menyentuh kebutuhan siswa dan sesuai dengan upaya mencapai
keterampilan membaca adalah model pembelajaran cooperative script. Model pembelaj aran yang memenuhj
tuntutan pembelajaran berpusat pada siswa dan banyak melatih keterampilan berbahasa terutama dianggap cocok
untuk matefi membaca teks tulis fungsional sederhana adalah model pembelajaranm cooperative script. Pada
pembelajarari cooperative script terjadi kesepakatan antara siswa tentang aturan-aturan dalam berkolaborasi yaitu
siswa satu dengan yang lainnya bersepakat untuk menjalankan peran masing-masing yaitu siswa yang berperan
menjadi pembaca yang diperoleh beserta prosedurnya dan siswa yang menjadi pendengar menyimak dan
mendengar bacaan dan pembaaca, mengkoreksj pembaca jika ada kesalahan. Semua aktivitasnya
mengembangkan keterampilan berbahasa hususnya keterampilan membaca.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan kemampuan peneliti menerapkan model-model pembelajaran serta
teori pembelajarannya maka dilakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran sejawat dan dibimbing oleh
pembimbing dan nara sumber dan UISIIMED dan LPMP SUMUT. Dengan kolaborasi rumusan tindakan upaya
perbaikan pembelaj aran akan lebih terarah. Selain itu keterampilan peneliti sebagai guru dalam menerapkan
model pembelajaran diharapkan menj adj lebih baik.

Merujuk permasalahan keterampilan membaca dan keunggulan model pembelajaran coopertive script
dalam mengupayakan keterampilan membaca maka dilakukan penelitian dengan mengangkat judul “Upaya
Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Cooperative Script Pada Mata
Pelajaran Bahasa Inggris Di Kelas IX-4 SMF Negeri 15 Medan .

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi masalah dalam meningkatkan keterampilan membaca dalam

pembelajaran bahasa Inggris siswa:

1. Siswa kurang terampil membaca sehirigga senantiasa kehilangan butir butir penalaran.

2. Latar belakang kehidupan yang tidak menunjang untuk memperoleh tingkat kemampuan membaca yang
dtharapkan.

3. Siswa juga masih banyak kesulitan melafalkan huruf-huruf secara usan dalam pembelajaran bahasa Inggris
sehingga lemah kemampuannya membaca dengan lafal yang benar.

4. Model pembelajaran kurang menyentuh kebutuhan siswa untuk melakukan kegiatan membaca.

5. Budaya menonton dan bermain game lebth digemari siswa dan pada kegiatan membaca.
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1.3. Batasan Masalah
Untuk memberikan batasan yang jelas pada permasalahan yang dapat diselesaikan menurut kemampuan
peneliti, maka penelitian di batasi pada:
1. Menerapkan model pembelajaran cooperative script selama kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris.
2. Penelitian ini hanya dikenakan pada siswa kelas IX-4 SMP Negeri 15 Medan Tahuri Pelajaran 2012/2013.
3. Maten pokok yang diterapkan selama penelitian adalah teks tulis fungsional sederhana.
4. Penelitian dilaksanakan dalam dua sikius yang stiap siklusnya dilaksanakan dalam dua kali pertemuan
(KBM).

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian pembelajaran bahasa Inggris di kelas 1X-4 SMP Negeri 15 Medan
Tahun Pelajaran 2012/2013 sebagai berikut:
1. Apakah keterampilan membaca siswa meningkatdengan diterapkannya model pembelaj aran cooperative sript?
2. Apakah aktivitas belajar bahasa Inggris siswa meningkat saat diterapkannya model pembelaj aran cooperative

sript?

1.5. Cara Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang ditempuh dalam mengatasi rendahnya keterampilan berbahasa Inggris siswa
dilakukan dengan menerapkan model pembelaj aran cooperative sript. Model pembelaj aran cooperative sript
meningkatkan kerja sama siswa dalam mengupayakan penguasaan keterampilan berbahasa Inggris dengan
kegiatan saling malatih keterampilan berbahasa melalui membaca dan menyimak script secara bergantian

peranannya.

1.6. Tujuan Penelitian
Maka tujuan dalam penelitian di kelasIX-4 SMP Negeri 15 Medan Tahun Pelajaran 2012/2013 sebagai
berikut:
1. Ingin mengetahui peningkatan keterampilan membaca siswa dengan diterapkannya model pembelaj aran
cooperative srpt.
2. Ingin mengetahui peningkatan aktivitas belajar bahasa Inggris siswa sant diterapkannya model pembelaj aran

cooperative sript.

1.7. Manfaat Penelitian
Hasil dan penelitian tindakan kelas ini dtharapkan dapat memberikan manfaat:
1. Bagi siswa dapat meningkatkan aktivitas dan keterampilan membaca siswa dalam pembelaj aran bahasa Inggris.
2. Bagi guru sebagai masukan kualitas pembelaj aran yang meningkatakan keterampilan membaca dalam
pembelajaran bahasa Inggnis.
3. Bagi kepala sekolah menjadi sumbangan pemikiran supervisi upaya peningkatan keterampilan guru

menerapkan pembelaj aran berpusat siswa.
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Il. Kajian Pustaka
2.1. Pembelajaran Bahasa Inggris

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan

merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan
membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Selain itu, pembelajaran bahasa
juga membantu peserta didik mampu mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat,
dan bahkan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya.
Bahasa Inggris merupakan alat untuk berkomunikasi secara usan dan tulis. Berkomunikasi adalah memahami dan
mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya.
Kemampuan berkomunikasi dalam pengertian yang utuh adalah kemampuan berwacana, yakni kemampuan
memahami danlatau menghasilkan teks usan danlatau tulis yang direalisasikan dalam empat keterampilan
berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Keempat keterampilan inilah yang digunakan
untuk menanggapi atau menciptakan wacana dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, mata pelajaran Bahasa Inggris diarahkan untuk mengembangkan keterampilan-
keterampilan tersebut agar lulusan mampu berkomunikasi dan berwacana dalam bahasa Inggris pada tingkat
literasi tertentu. Tingkat literasi mencakup performative, functional, informational, dan epistemic. Path tingkat
performative, orang mampu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dengan simbol-simbol yang
digunakan. Pada tingkat functional, orang mampu menggunakan bahasa untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari seperti membaca swat kabar, manual atau petunjuk. Pada tingkat informational, orang mampu
mengakses pengetahuan dengan kemampuan berbahasa.. Pada tingkat epistemic orang mampu mengungkapkan
pengetahuan ke dalam bahasa sasaran (Wells, 1987).

Pembelajaran bahasa Inggris di SMP/MTs ditargetkan agar peserta didik dapat mencapai tingkat functional
yakni berkomunikasi secara usan dan tulis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Untuk SMA/MA
diharapkan dapat mencapai tingkat informational karena mereka disiapkan untuk melanjutkan pendidikannya
keperguruan tinggi.

Tujuan mata pelajaran bahasa inggris di SMPI MTs adalah untuk:

1. Mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk usan dan tulis untuk mencapai tingkat
literasifunctional.

2. Memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa
dalam masyarakat global.

3. Mengembangkan pemahaman peserta didik tentang keterkaitan antara bahasa dengan budaya.

Sementara ruang lingkup mata pelaj aran bahasa inggris di SMPIMTs adalah:

1. kemampuan berwacana:

yakni kemampuan memahami danlatau menghasilkan teks usan dan atau tulis yang direalisasikan dalam empat

keterampilan berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis secara terpadu untuk mencapai

tingkat literasi functional
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2. kemampuan memahami dan menciptakan berbagai teks:
e fungsional pendek
e monolog
e esei: procedure, descriptive, recount, narrative, dan report
Gradasi bahan ajar tampak dalam penggunaan kosa kata, tata bahasa, dan langkah-langkah retorika
3. kompetensi pendukung:
kompetensi linguistik (menunakan tata bahasa dan kosa kata, tata bunyi, tata tulis), -kompetensi sosiokultural
(menggunakan ungkapandan tindak bahasa secara berterima dalam berbagai konteks komunikasi).
o kompetensi strategi (mengatasi masalah yang timbul dalam proses komunikasi dengan berbagai cara agar
komunikasi tetap berlangsung).

e kompetensi pembentuk wacana (menggunakan piranti pembentuk wacana).

2.2. Keterampilan Membaca Dalam Bahasa Inggris

Sebenarnya banyak sekali keterampilan-keterampilan pokok yang dibutuhkan dalam membaca, tetapi Johan

(2003) mengelompokkannya menjadi 5 kelompok, yaitu:

1. Menemukan arti kata dalam konteks bacaan (Deducing the meanings of words from contexts)

2. Memahami bentuk dan arti frasa-frasa non-idiomatik (Understanding the forms and meanings of non-
idiomatic phrases)

3. Memahami arti kalimat melalui struktur sintaksis (Understanding sentence meaning through syntactical
structures)

4. Mengenal dan memahami struktur-struktur retorik (Recognizing and understanding rhetorical structures)

Keterampilan Membaca Kritis (Chritical Reading Skills)

Add 1: Deducing the meanings of words from contexts (Menemukan arti kata
dalam konteks bacaan)
Maksudnya yaitu kita dapat menemukan arti sebuah kata dengan cara melihat kata-kata atau frasa yang
mendahului atau mengikuti kata tersebut sehingga dapat diketahui fungsi, jenis kata, dan akhimya arti kata
tersebut yang tepat dalam baeaan itu. contoh:
e Because of the heavy rain, some students were not present at the flag ceremony this morning. (present berarti
“hadir”)
o This procedure may not be suitable, at least for the present condition. resent berarti “sekarang ini””)
o  Children are usually given presents at their birthdays. (present berarti “hadith”)
e Each students has to write a paper and present it at the seminar class. resent berarti “menyajikan”)
Dalam konteks bacaan tertentupun, tanpa melihat kamus, kita dapat menentukan arti suatu kata dengan
melihat adanya penggunaan bentuk persamaan, perawanan kata, dan lain sebagainya, contoh:

e When he was a child, the boy was weak and timid, but now he is strong and brave young man. (timid

merupakan bentuk perlawanan kata)
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e Trucks, buses, cars, and motor-bikes are important vehicles for people in those region. (dan contoh-contoh
dalam kalimat dapat diketahui anti kata “vehicles”)

Add 2: Understanding the forms and meanings of non-idiomatic phrases (Memahami bentuk dan anti frasa-frasa

non-idiomatik) Frasa non-idiomatik berbeda dan frasa idiomatik dalam hal bentuk dan artinya yang talc terbatas

jumlahnya. Beberapa frasa non-idiomatik yaitu:

e Frasa benda (Noun Phrases), example: a smoking volcano, the still of the night

o Frasa Gerundium (Gerund Phrases), example: Smoking too much, Learning foreign language

e Frasa Partisip (Participial Phrases), example: Living in a big city, they should work hard and compete with
others (Bila tinggal di kota besar,...)

o Frasa Verba Predikatif (Predicative Verb Phrases), example: has been proved, are being built

o Frasa Infinitif (Infinitive Phrases), example: To write a thesis

Add 3: Understanding sentence meaning through syntactical structures (Memahami anti kalimat melalui struktur
sintaksis)

Keterampilan ini merupakan aplikasi pengetahuan grammar khususnya syntax dalam mengidentifikasi kata, frasa,
atau sub-kiosa yang berfungsi sebagai unsur inti kalimat (Subjek, Predikat, Objek, Keterangan, atau Komplemen).
Kesuliatan dijumpai jika suatu kalimat memiliki pola yang kompleks yang tidak mengikuti pola-pola yang umum

digimakan.

Add 4: Recognizing and understanding rhetorical structures (Mengenal dan memahami struktur-struktur retorik)

Struktur retorik merupakan jalinan hubungan antara makna fungsional yang digambarkan oleh unsur-unsur

bahasa dalam suatu teks bacaan. Struktur ini merupakan kerangka landasan suatu teks dan erat kaitannya dengan

topik yang ditulis, tujuan penulis, dan pembaca yang dituju penulis. Biasanya struktur retorik ini ada yang

tergambar secara eksplisit dengan adanya penanda wacana, dan ada yang hanya dikenal melalui keterbiasaan

(familiarity) pembaca. Struktur retorik dijumpai pada tingkat kalimat, alinia atau antar kalimat, dan pada tingkat

bacaan secara keseluruhan.

Add 5: Chritical Reading Skills (Keterampilan Membaca Kiritis)

e Memahami tujuan penulis (contoh: informasi, ide, mempengaruhi pembaca) ,sudut pandang penulis
(ekonomi, politik, pendidikan, agama),dan nada penulis (humor,

o Membuat inferensi, generalisasi, dan konklusi,

e Menilai sumber acuan penulis, (fakta, inferensi, atau opini)

e Menilai tata-tulis dan bahasa penulis

2.3. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) memerlukan pendekatan pembelajaran melalui penggunaan
kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar
(Houlobec,2001).
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2.3.1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif

Manusia memiliki derajat potensi, latar belakang histories, serta harapan masa depan yang berbeda-beda.
Karena adanya perbedaan, manusia dapat silih asah (saling mencerdaskan). Pembelaj aran kooperatif secara sadar
menciptakan interaksi yang silih asah sehingga sumber belajar bagi siswa bukan hanya guru dan buku ajar tetapi
juga sesama siswa.

Manusia adalah makhluk individual, berbeda sam dengan sama lain. Karena sifatnya yang individual maka
manusia yang sam membutuhkan manusia lainnya sehingga sebagai konsekuensi logisnya manusia hams menj
adj makliluk sosial, makhluk yang berinteraksi dengan sesamanya. Karena sam sama lain saling membutuhkan
maka hams ada interaksi yang silih asih (saling menyayangi atau saling mencintai). Pembelaj aran kooperatif
merupakan pembelaj aran yang secara sadar dan sengaja menciptakan interaksi yang saling mengasihi antar
sesama siswa.

Perbedaan antar manusia yang tidak terkelola secara baik dapat menimbulkan ketersinggungan dan
kesalahpahaman antar sesamanya. Agar manusia terhindar dafi ketersinggungan dan kesalahpahaman maka
diperlukan interaksi yang silih asuh (saling tenggang rasa). Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang
secara sadar dan sengaja menciptakan interaksi yang silih asuh untuk menghindari ketersinggungan dan
kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan. Dengan ringkas Abdurrahman dan Bintoro (200: 78)
mengatakan bahwa “pembelaj aran kooperatif adalah pembelaj aran yang secara sadar dan sistematis
mengembangkan interaksi yang silih asah, silih asih, dan silih asuh antar sesama siswa sebagai latihan hidup di

dalam masyarakat nyata”.

2.3.2. Unsur Dasar Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat elemen-elemen yang saling terkait.
Adapun berbagai elemen dalam pembelajaran kooperatif adalah adanya: “(1) saling ketergantungan positif; (2)
interaksi tatap muka; (3) akuntabilitas individual, dan (4) keterampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi
atau keterampilan sosial yang secara sengaja diajarkan” (Abdurrahman & Bintoro, 2000:78-79).

1. Saling ketergantungan positif

Dalam pembelaj aran kooperatif, guru menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling
membutuhkan. Jzlubungan yang saling membutuhan inilah yang dimaksud dengan saling memberikan motivasi
untuk meraih hasil belajar yang optimal. Saling ketergantungan tersebut dapat dicapai melalui: (a) saling
ketergantungan pencapaian tujuan, (b) saling ketergantungan dalam menyelesaikan tugas, (c) saling
ketergantungan bahan atau sumber, (d) saling ketergantungan peran, dan (e) saling ketergantungan hadith.

2. Interaksi tatap muka

Interaksi tatap muka menuntut para siswa dalam kelompok dapat saling bertatap muka sehingga mereka dapat
melakukan dialog, tidak hanya dengan guru, tetapi juga dengan sesama siswa. Interaksi semacam itu
memungkinkan para siswa dapat saling menjadi sumber belajar sehingga sumber belajar lebih bervariasi.
Interaksi semacam ifli sangat penting karena ada siswa yang merasa lebih mudah belajar dan sesamanya.

3. Akuntabilitas individual
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Pembelajaran kooperatif menampilkan wujudnya dalam belajar kelompok. Meskipun demikian, penilaian
ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap matefi pelajaran secara individual. Hasil penilaian secara
individual tersebut selanjutnya disampaikan oleh guru kepada kelompok agar semua anggota kelompok
mengetahui siapa anggota kelompok mengetahui siapa anggota yang memerluan bantuan dan siapa anggota
kelompok yang dapat memberikan bantuan. Nilai kelompok didasarkan atas rata-rata hasil belajar semua
anggotanya, dan karena ifli tiap anggota kelompok hams memberikan urunan demi kemajuan kelompok.
Penilaian kelompok secara individual inilah yang dimaksudkan dengan akuntabilitas individual.

4. Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi

Dalam pembelajaran kooperatif keterampilan sosia! seperti tenggang rasa, sikap sopan terhadap teman,
mengkritik ide dan bukan mengkritiflc teman, berani mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi orang
lain, mandiri, dan berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam menjalin hubungan antar pribadi (interpersonal
relationship) tidak hanya diasumsikan tetapi secara sengaja diajarkan. Siswa yang tidak dapat menjalin hubungan
antar pribadi tidak hanya memperoleh teguran dan guru tetapi juga daf sesama siswa.

2.3.3. Peran Guru dalam Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif menuntut guru untuk berperan relatif berbeda dan pembelajaran tradisional. Berbagali

peran guru dalam pembelajaran kooperatif tersebut dapat dikemukan sebagai berikut ini.

1. Merumuskan tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan pembelajaran yang perlu diperhatikan oleh guru, tuj aun
akademik (academic objectives) dan tujuan keterampilan bekerja sama (collaborative skill objectives).
Tujuan akademik dirumuskan sesuai dengan taraf perkembangan siswa dan analisis tugas atau analisis
konsep. Tujuan keterampilan bekerja sama meliputi keterampilan memimpin, berkomunikasi, mempercayai
orang lain, dan mengelola konflik.

2. Menentukan jumlah anggota dalam kelompok belajar. Jumlah anggota dalam tiap kelompok belajar tidak
boleh terlalu besar, biasanya 2 hingga 6 siswa. Ada 3 faktor yang menentukan jumlah anggota tiap kelompok
belajar. Ketiga faktor tersebut adalah: (1) taraf kemampuan siswa, (2) ketersediaan bahan, dan (3)
ketersediaan waktu. Jumlah anggota kelompok belajar hendaknya kecil agar tiap siswa aktif menjalin
kerjasama menyelesaikan tugas.

3. Menetukan tempat duduk siswa. Tempat duduk siswa hendaknya disusun agar tiap kelompok dapat saling
bertatap muka tetapi cukup terpisah antara kelompok yang sam dengan kelompok lainnya. Susunan tempat
duduk dapat dalam bentuk lingkaran atau berhadap-hadapan.

4. Merancang bahan untuk meningkatkan saling ketergantungan positif. Cara menyusun bahan ajar dan
penggunaannya dalam suatu kegiatan pembelajaran dapat menetukan tidak hanya efektivitas pencapaian
tujuan belajar siswa. Bahan ajar hendaknya dibagikan kepada semua siswa agar mereka dapat berpartisipasi
dalam penipaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jika kelompok belajar telah memiliki cukup
pengalaman, guru tidak perlu membagikan bahan ajar dengan berbagai petunjuk khusus. Jika kelompok
belajar belum banyak pengalaman atau masih baru, guru perlu memberi tahu para siswa bahwa mereka harus

bekerja sama, bukan bekerja sendiri-sendirj.
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Menentukan peran siswa untuk menunjang saling ketergantungan positif. Saling ketergantungan positif dapat
diciptakan melalui pembagian tugas kepada tiap anggota kelompok dan mereka bekerja untuk saling
melengkapi. Dalam mata pelajara WA misalnya, seorang anggota kelompok diberi tugas sebagai peneliti\,
yang lainnya seagai penyimpul, yang lainnya lagi sebagai penulis, yang lainya lagi sebagai pemberi
semangat, dan ada pula yang menjadi pengawas terjalinya kerja sama. Penugasan untuk memerankan suatu
fungsi semacam ifli merupakan metode yang efektifuntuk melatih keterampilan menjalin kerja sama.
Menjelaskan tugas akademik.

Menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan dan keharusan bekerja sama.

Menyusun akuntabilitas individual. Suatu kelompok belajar tidak dapat dikatakan benar-benar kooperatif jika
memperbolehkan adanya anggota kelompok yang mengeijaican seluruh pekerjan. Suatu kelompok belajar
juga tidak dapat dikatakan benar-benar kooperatif jika memperbolenkn adanya anggota yang tidak
melakukan apa pun demi kelompok. Untuk menjamin agar seluruh anggota kelompok benar-benar menjalin
kerja sama dan agar seluruh anggota kelompok benar-benar menjalin kerja sama dan agar kelompok
mengetahui adanya anggota kelompok yang memerlukan bantuan atau dorongan, guru harus sering
melakukan pengukuran untuk mengetahui tarafpenguasann tiap siswa terhadap materi pelajaran yang sedang
dipelajari.

Menyusun kerja sama antar kelompok. Hasil positif yang ditemukan dalam suatu kelompok belajar
kooperatif dapat diperluas ke seluruh kelas dengan menciptakan kerja sama antar kelompok. Nilai tambahan
dapat diberikaib jika seluruh siswa di dalam kelas meraih standar muta yang tinggi. Jika suatu kelompok telah
menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, para anggotanya dapat diminta untuk membantu kelompok-
kelompok lain yang belum selesai. Upaya semacam ini memungkinkan terciptanya suasana kehidupan kelas
yang sehat, yang memungkinkan semua potensi siswa bekembang optimal dan terintegrasi.

Menjelaskan kriteria keberhasilan. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bertolak dan penilaian acuan
patokan (criterion referenced). Pada awal kegiatan belajar guruhendaknya menerangkan secara jelas kepada
siswa mengenai bagaimana pekerjaan mereka akan dinilai.

Menjelaskan perilaku siswa yang diharapkan. Perkataan kerja sama atau gotong royong sereing memiliki
konotasi dan penggunaan yang bermacam-macam. Oleh karena itu, guru perlu mendifinisikan perkatann
kerja sama tersebut secara operasional dalam bentuk berbagai perilaku tersebut antara lain dapat
dikemukakan dengan kata-kata seperti “Tetaplah berada dalam kelompokmu”, “Berbicaralah pelan-pelan”,
Berbicaralah menurut giliran,” dan sebagainya.

Memantau perilaku siswa. Setelah semua kelompok mulai bekerja, guru harus menggunakan sebagian besar
waktunya untuk memantau kegiatan siswa. Tujuan pemantauan, guru hams menjelaskan pelaj aran,
mengulang prosedur atau strategi untuk menyelesaikan tugas, menjawab pertanyaan, dan mengajarkan
keterampilan menyelesaikan tugas kalau perlu.

Memberikan bantuan kepada siswa dalam menyelesaian tugas. Pada sant melakukan pemantauan, guru harus
menjelaskan pelaj aran, mengulang prosedur atau strategi untuk menyelesaikan tugas, menjawab pertanyaan,

dan mengajarkan keterampilan menyelesaikan tugas kalau perlu.
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14. Melakukan intervensi untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama. Pada saat memantau kelompok-
kelompok yang sedang belajar, guru kadang kadang menemukan siswa yang tidak memiliki keterampilan
untuk menjalin kerja sama yang cukup dan adanya kelompok yang memiliki masalah dalam menjalin kerja
sama. Dalam kondisi semacam itu, guru perlu memberikan nasihat agar siswa dapat bekerja efektif.

15. Menutup pelajaran. Pada saat pelajaran berakhir, guru perlu meringkas pokok-pokok pelajaran, meminta
kepada siswa untuk mengemukakan ide atau contoh, dan menjawab pertanyaan dan hsil belajar mereka.

16. Menilai kualitas pekerjaan atau hasil belajar siswa. Guru menilai kualitas pekerjaan atau hasil belajar para
siswa berdasarkan penilaian acuan patokan. Para anggota kelompok hendaknya juga diminta untuk
memberilcan umpan balik mengenai kualitas pekerjaan dan hasil belajar mereka.

17. Menilai kualitas kerja sama antar anggota kelompok. Meskipun waktu belajar di kelas terbatas, diperlukan
waktu untuk berdiskusi dengan para siswa untuk membahas kualitas kerja sama antar anggota kelompok pada
hari itu. Pembacaan dengan para siswa dilakukan untuk mengetahui apa yang telah dilakukan dengan baik

dan apa yang masih perlu ditingkatkan pada hafi berikutnya.

2.4. Model Pembelajaran Cooperative Script

Penerapan pembelaj aran kooperatif yang berkembang sant iii sangat bervariasi tergantung pada subjek
yang dthadapi, salah sam variasi pembelaj aran kooperatif yang berkembang yaitu model pembelaj aran
cooperative script. Cooperative script merupakan model pembelaj aran yang dapat meningkatkan daya ingat
siswa (Slavin 1994:175). Hal tersebut sangat membantu siswa dalam mengembangkan penguasaan keterampilan
seperti keterampilan membaca dalam bahasa Inggris.

Pembelajaran cooperative script merupakan salah sam bentuk atau model pembelajaran kooperatif. Model
pembelaj aran cooperative script dalam perkembangannya mengalami banyak adaptasi sehingga melahirkan
beberapa pengertian dan bentuk yang sedikit berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Pengertian model pembelaj aran cooperative script menurut Dansereau dalam Slavin (1994) adalah
skenanio pembelajaran kooperatif. Artinya setiap siswa mempunyai peran dalam sant diskusi berlangsung.
Pembelajaran Cooperative Script menurut Schank dan Abelson dalam Hadi (2007:18) adalah pembelajaran yang
menggambarkan interaksi siswa seperti ilustrasi kehidupan sosial siswa dengan lingkungannya sebagai individu,
dalam keluarga, kelompok masyarakat, dan masyarakat yang lebth luas.

Brousseau (2002) dalam Hadi (2007:18) menyatakan bahwa model pembelajaran cooperative script adalah
secara tidak langsung terdapat kontrak belajar antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa mengenai cara
berkolaborasi. Berdasarkan pengertian-pengertian yang diungkapkan diatas, antara sam dengan yang lainnya
memiliki maksud yang sama Yyaitu terj adj suatu kesepakatan antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa
untuk berkolaborasi mengembangkan keterampilan berkomunikasi dalam pembelajaran dengan cara-cara yang
kolaboratif seperti halnya dalam kehidupan sosial siswa.

Pada pembelajaran cooperative script terjadi kesepakatan antara siswa tentang aturan-aturan dalam
berkolaborasi, yaitu siswa sam dengan yang lainnya bersepakat untuk menjalankan peran masing-masing yaitu

siswa yang berperan menjadi pembaca yang diperoleh beserta prosedumya dan siswa yang menjadi pendengar
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menyimak dan mendengar penjelasan dan pembaca, mengingatkan pembaca jika ada kesalahan. Semua
aktivitasnya mengembangkan keterampilan berbahasa.

Sedangkan kesepakan antara guru dan siswa yaitu peran guru sebagai fasilitator yang mengaralikan siswa
untuk mencapai tujuan belajar. selain itu, guru mengontrol selama pembelaj aran berlangsung dan guru
mengarahkan siswa jika merasa kesulitan. Pada interaksi siswa terjadi kesepakatan, diskusi, menyampaikan
pendapat dan ide-ide pokok maten, saling mengingatkan dan kesalahan konsep yang disimpulkan, membuat
kesimpulan bersama. Interaksi belajar yang terjadi benar-benar interaksi dominan siswa dengan siswa. Dalam
aktivitas siswa selarna pembelajaran cooperative script benar-benar memberdayakan potensi siswa untuk
mengaktualisasikan pengetahuan dan keterampilannya, jadi henar-henar sangat sesuai dengan pendekatan

konstruktivis yang dikembangkan saat ini.

A. Manfaat Model Pembelaj aran Cooperative Script

Hasil penelitian Dansereau dan rekan-rekannya (1985) menyebutkan bahwa banyak siswa terbantu
bersama dengan teman sekelasnya dalam membahas materi dengan menggunakan model pembelaj aran
cooperative script (Slavin:1994). Spurlin dalam slavin (1994) menyatakan bahwa siswa juga mendapatkan
kesempatan mempelajari bagian lain dan maten yang tidak dipelajarinya. Robert E. Slavin (1994:175)
menyatakan bahwa model pembelajaran cooperative script juga dapat meningkatkan daya ingat siswa.
Berdasarkan manfaat model pembelaj aran cooperative script yang diungkapkan para ahli tersebut, dapat
dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan manfaat pembelajaran cooperative script, yaitu: (1) dapat meningkatkan
keefektifan pelaksanaan pembelaj aran, dalam hal ini bahwa maten yang terlalu luas cakupannya dapat dibagikan
kepada siswa untuk mempelajarinya melalui kegiatan diskusi, membuat rangkuman, menganalisis maten baik
yang berupa konsep maupun aplikasinya, (2) dapat memperluas cakupan perolehan matefi pelajaran, karena siswa
akan mendapatkan transfer informasi pengetahuan dafi pasangannya untuk matefi yang tidak di pelajarinya di
kelas, (3) dapat melatih keterampilan berfikir siswa, melalui kegiatan yang dirancang pada cooperative script,
siswa akan dituntut untuk dapat menyelesaikan semua kegiatan dengan upaya efektif agar dapat menyelesaikan
semua kegiatan dengan waktu yang telah disediakan. dengan demikian siswa akan merancang kegiatannya secara
sistematis. Semua perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan tersebut berdasar pada kreativitas siswa

dalam memperoleh keterampilan membaca dalam bahasa Inggris melalui beragam cara berkomunikasi.

B. Langkah-langkah Pelaksanaan Model Pembelajaran Cooperative Script

Dansereau (1985) dalam Hadi (2007:22) menjelaskan bahwa langkah

langkah dalam pembelaj aran cooperative script sebagai berikut:

1. Guru membagi siswa untuk berpasangan

2. Guru membagikan wacana/materi kepada masing-masing siswa untuk dibaca dan membuat ni.ngkasan

3. Guru d siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembaca dan siapa yang berperan sebagai
pendengar

4. Sesuai kesepakatan siswa yang menjadi pembaca membacakan selengkap mungkin, dengan memasukkan

ide-ide pokoknya. Sementara pendengar : (a) Menyimak /mengoreksi /menunjukkan ide-ide pokok yang
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kurang lengkap; (b) Membantu mengingatimenghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan dengan yang ja
pahami dari cerita tersebut.

5. Bertukar peran, semula sebagai pembaca ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Serta lakukan seperti
diatas.

6. Guru bersama siswa membuat kesimpulan.

C. Kelebthan model pembelajaran cooperative script:

1) Melatih pendengaran, ketelitian | kecennatan.

2) Setiap siswa mendapat peran dalam diskusi, setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk melatih
keterampilan berbahasanya.

3) Melatth siswa mengevaluasi hasil diskusi untuk diselesaikan bersama

D. Kekurangan model pembelajaran cooperative script:
1) Hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu
2) Membutuhkan waktu yang relatif lama

2.5. Kolaborasi Dalam Penelitian Tindakan Kelas

Kolaborasi atau kerja sama perlu dan penting dilakukan dalam PTK karena PTK yang dilakukan secara
perorangan bertentangan dengan hakikat PTK itu sendiri (Burns, 1999). Beberapa butirpenting tentang PTK
kolaboratif Kemmis dan MeTaggart (1988: 5; Hill & Kerber, 1967, disitir oleh Cohen & Manion, 1985, dalam
Burns, 1999: 31): (1) penelitian tindakan yang sejati adalah penelitian tindakan kolaboratif, yaitu yang dilakukan
oleh sekelompok peneliti melalui kerja sama dan kerja bersama, (2) penelitian kelompok tersebut dapat
dilaksanakan melalui tindakan anggota kelompok perorangan yang diperiksa secara kritis melalui refleksi
demokratik dan dialggis; (3) optimalisasi fungsi PTK kolaboratif dengan mencakup gagasan-gagasan dan
harapan-harapan semua orang yang terlibat dalam situasi terkait; (4) pengaruh langsung hasil PTK pada Anda
sebagai guru dan murid-murid Anda serta sekaligus pada situasi dan kondisi yang ada.

Kolaborasi atau kerja sama dalam melakukan penelitian tindakan dapat dilakukan dengan: mahasiswa;
sejawat dalam jurusanlsekolahulembaga yang sama; sejawat dan lembagalsekolah lain; sejawat dengan wilayah
keahlian yang berbeda (misalnya antara guru dan pendidik guru, antara guru dan peneliti; antara guru dan
manajer); sejawat dalam disiplin ilmu yang berbeda (misalnya antara guru bahasa asing dan guru bahasa ibu); dan
sejawat di negara lain (Wallace, 1998).

Kelebihan kolaboratif dalam PTK seperti dikatakan Burns (1999: 13) sebagai berikut. Proses penelitian
kolaboratif memperkuat kesempatan bagi hasil penelitian tentang praktik pendidikan untuk diumpanbalikkan ke
sistem pendidikan dengan cara yang lebih substansial dan kritis. Penelitian tindakan kolaboratif secam potensial
lebih memberdayakan dan pada penelitian tindakan yang dilakukan secara individu.

Kelemahan terbesar PTK kolaboratif terkait dengan sulitnya mencapai keharmonisan kerjasama antara
orang-orang yang berlatar belakang yang berbeda. Hal ini dapat dipecahkan dengan membicarakan aturan-aturan
dasar (Wallace, 1998: 210).
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V. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penerapan model pembelajaran coopertive script selama kegiatan belajar
mengajar pada materi pokok teks tulis fungsional dan essai sederhana dikelas 1X-4 SMP Negeri 15 Medan
sebagai berikut:

1. Keterampilan membaca siswa meningkat dengan menerapkan model pembelajaran coopertive script
pada Formatif | dan Formatif 1l menunjukkan ketuntasan klasikal SIklus | sebesar 52% dan Siklus 11 86%
dari data tersebut menunjukkan tuntas sesuai dengan KKM bahasa Inggris dan mengalamai peningkatan
34% secara klasikal.

2. a. Data aktivitas siswa rata-rata menurut pengamatan pengamat pada Siklus | antara lain menulis (40%),

membaca(34%), bertanya sesame teman (18%), bertanya kepada guru(8%),dan yang tidak relevan
dengan KBM (2%).

b. Data aktivitas siswa rata-rata menurut pengamatan pada Siklus Il antara lain menulis(36%),
membaca(38%), bertanya sesame teman (18%), bertanya kepada guru(6%) dan yang tidak relevan
dengan KBM(2%). Sehingga terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa.
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN STAD DALAM MEMPERBAIKI AKTIVITAS BELAJAR
CERITA PENDEK
Dra. Yusmaniar, M.Pd*
Abstak

Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk melihat peningkatan aktifitas belajar bahasa Indonesia dengan
menerapkan Model Pembelajaran STAD di Kelas IX -3 SMP negeri 15 Medan. STAD (Student Team Achivement
Division) merupakan salah satu tipe pembelajaran kelompok yang paling awal ditemukan. Metode ini sangat
populer dikalangan para ahli pendidikan. Dalam tipe STAD siswa dipasangkan secara merata yang memiliki
kemampuan tinggi dan rendah dalam suatu kelompok sebanyak 4-5 orang. Skor kelompok diberikan berdasarkan
atas prestasi anggota keiompoknya. Ciri-ciri yang penting dalam STAD) adalah bahwa siswa dihargai atas
prestasi kelompok dan juga terhadap semangat kelompok untuk bekerjasama. Hasil belajar bahasa Indonesia
siswa kelas IX-3 SMP Negeri 15 Medan setelah mendapatkan pembelajaran dengan menerapkan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD mengalami peningkatan pada Siklus | dengan rata rata 67 dan akhir Siklus Il
dengan rata-rata 84, dan ketuntasan klasikal 50% pada Siklus | menjadi 89% pada Siklus Il sehingga mengalami
peningkatan 39%

I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kita sepertinya perlu melihat kembali praktik pembelajaran yang berlangsung di sekolah-
sekolah. Sudah sewajarnya pembelajaran saat ini lebih mempertimbangkan siswa. Pembelajaran tidak lagi dapat
dianggap seperti memindahkan air dan satu botol ke botol lain. Siswa bukanlah botol kosong yang dapat diisi apa
saja materi yang dianggap penting oleh guru. Karena pada kenyataannya cara lama seperti ini tidak berjalan
efektif dalam memberikan kompetensi sesuai tuntutan KTSP saat ini. Pembelajaran seharusnya lebih
mempertimbangkan posisi siswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Biar bagaimanapun pembelajaran yang
terbaik adalah yang melibatkan siswa dalam pengalaman-pengalaman langsung. Sehingga pembelajaran
membentuk makna dibenak siswa. Alur kegiatan pembelajaran juga tidak harus selalu berasal dan guru menuju
siswa secara monoton. Siswa juga dapat saling bertukar informasi dengan sesamanya. Bahkan mungkin lebih
efektif bahasa yang disampaikan orang yang sebaya dan pada bahasa yang disampaikan oleh guru. Banyak
penelitian membuktikan bahwa pembelajaran koperatif lebih baik dalam memberikan kompetensi.

Sebenarnya, bagi peneliti sendiri sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 15 Medan model koperatif
tidak terlampau asing dan cukup sering menggunakannya dan mengenalnya sebagai metode kerja kelompok.
Sayangnya, pengalaman guru menerapkan model seperti ini tenyata tidak mudah. Metode kerja kelompok sering
kali kurang efektif. Berbagai sikap dan kesan negative bermunculan dalam pelaksaan metode kerja kelompok.
Jika kerja kelompok tidak berhasil, siswa cenderung saing menyalahkan. Sebaliknya jika berhasil, muncul
perasaan tidak adil. Siswa yang pandai rajin merasa rekannya yang kurang mampu telah membonceng pada hasil
kerja mereka. Akibatnya, metode kerja kelompok yang seharusnya bertujuan mulia, yakni menanamkan rasa
persaudaraan dan kemampuan bekerja sama, justru bisa berakhir dengan ketidakpuasaan dan kekecewaaan.
Berkali-kali menerapkan metode ini hasilnya biasa saja belum mencapai ketuntasan yang diharapkan. Bahkan
aktivitas belajar siswa cenderung mengalami penurunan akibat dampak negatif pembelajaran kelompok ini.

Kesulitan peneliti menerapakan metode mi dengan benar mungkin adalah penyebab tidak efektiffiya

19 Guru SMP Negeri 15 Medan
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pembelajaran. Peneliti menyadari keterbatasan dalam penguasaan model baik secara teoritis apalagi secara praktis
penerapannya dalam pembelajaran. Jika muncul masalah seperti diatas maka kesulitan menemukan
pemecahannya. Akhirnya menyerah dan tidak melakukan apa-apa.

Merujuk pada keadaan ini maka peneliti melakukan kolaborasi dengan guru sejawat, pembimbing, dan
nara sumber dan LPMP SUMUT dan UNIMED. Beberapa kali pertemuan diperolen pemahaman menerapkan
metode kerja kelompok yang seharusnya sesuai dengan teori pembelajaran yang melandasinya. Yang
diperkanalkan dalam pembelajaran koperatif bukan sekedar kerja kelompok, melainkan pada penstrukturannya.
Jadi, sistem pengajaran cooperative learning bisa didefinisikan sebagai kerjalbelajar kelompok yang terstruktur.
Yang termasuk di dalam struktur mi adalah lima unsur pokok (Johnson & Johnson, 1993), yaitu saling
ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan proses
kelompok. Dengan lima unsur mi diharapkan dampak negatifkerja kelompok dapat ditekan.

Salah satu varian model pembelajaran koperatif yang paling sederhana adalah model pembelajaran kopertif
tipe STAD. Pembelajaran kooperatif tipe STAD diterapkan untuk mengelompokkan kemampuan yang berbeda
sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa seth antara siswa dengan siswa secara
aktif sehingga diharapkan siswa yang pandai akan membantu siswa yang kurang pandai karena dalam STAD
siswa hams mempunyai tanggung jawab secara individu dan secara kelompok sehingga akan memperbaiki
kualitas pembelajaran dan meningkatkan hasil belajarnya. Tanggun jawab individu muncul akibat penilaian
terhadap dirinya adalah peneilaian kelompok dan sebaliknya.

Merujuk path keunggulan model pembelajaran koperatif tipe STAD, maka dilakukan penelitian tindakan
kelas dengan mengangkat judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperalf Tipe STAD Dalam Memperbaiki
Aktivitas Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas 1X-3 SMP Negeri 15 Medan “

1.2. Identifakasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan
pembelajaran di SMP Negeri 15 Medan diantaranya:
1. Berbagai sikap dan kesan negative bermunculan dalam pelaksaan metode kelompok jika berhasil dianggap

ada yang membonceng dan jika gagal saling menyalahkan.

N

Berkali-kali menerapkan metode kerja kelompok hasilnya belum mencapai ketuntasan yang diharapkan.

w

Bahkan aktivitas belajar siswa cenderung mengalami penurunan akibat dampak negatif pembelajaran
kelompok.

4. Pembelajaran kelompok tidak diterapkan sesuai dengan penstrukturan unsur pembelajaran koperatif.

5. Keterbatasan kemampuan guru menerapakan metode kerja kelompok dengan benar mungkin menyebabkan

tidak efektifnya pembelajaran.

1.3. Batasan Masalah
Mengingat kemampuan peneliti terbatas, maka cakupan permasalahan dibatasi pada:
1. Penelitian menerapkan model pembelajaran koperatif tipe STAD setiap siklus pengambilan data dalam

pembelajaran.
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2. Orang coba atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas I’X-3 SMP Negeri 15 Medan.
3. Materi pokok yang dicobakan dalam penelitian selama pengambilan data adalah materi pokok unsur-unsur
cerpen.

4. Penelitian dilaksanakan dalani dua sikius dengan dua pertemuan pembelajaran setiap siklusnya.

1.4. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apakah aktivitas belajar siswa membaik selama pembelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan model
pembelajaran koperatif tipe STAD di kelas 1X-3 SMP Negeri 15 Medan Tahun Pelajaran 20 12/2013?
2. Apakah hasil belajar siswa meningkat setelah pembelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan model
pembelajaran koperatif tipe STAD di kelas 1X-3 SMP Negeri 15 Medan Tahun Pelajaran 2012/2013?

1.5. Cara Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang diterapkan untuk mengatasi aktivitas belajar bahasa Indonesia adalah model
pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD diharapkan terjadi
interaksi pembelajaran antar sesama siswa dengan tujuan bahwa pertukaran informasi lebih mudah terjadi pada
oarang-orang sebaya sehingga aktivitas belajar siswa meningkat. Peningkatan aktivitas belajar mi diharapkan pula
dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa.

1.6. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui perbaikan aktivitas belajar siswa selama pembelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan
model pembelajaran koperatif tipe STAD di kelas 1X-3 SMP Negeri 15 Medan Tahun Pelajaran 20 12/2013.
2. Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah pembelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan
model pembelajaran koperatif tipe STAD di kelas IX-3 SMP Negeri 15 Medan Tahun Pelajaran 2012/2013.

1.7. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dengan hasil penelitian dapat:

1. Memberikan informasi tentang pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pembelajaran bahasas Indonesia
oleh guru SMP Negeri 15 Medan tahun Pelajaran 2012/2013.

2. Meningkatkan motiviasi belajar dan melatih sikap sosial untuk saling peduli terhadap keberhasilan siswa lain
dalam mencapai tujuan belajar.

3. Menanibah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peranan guru bahasa Indonesia dalam meningkatkan
pemahaman siswa belajar bahasa Indonesia.

4. Menjadi sumbangan pemikiran bagi guru bahasa Indonesia dalam mengajar dan meningkatkan aktivitas
siswa belajar bahasa Indonesia.

Il. Kajian Pustaka

2.1. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses, cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan belajar

adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berusaha tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan
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oleh pengalaman (KBBI, 1996:14). Sependapat dengan pemyataan tersebut Soetomo (1993: 68) mengemukakan
bahwa pembelajaran adalah proses pengelolaan lingkungan seseorang yang dengan sengaja dilakukan sehingga
memungkinkan dia belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan tingkah laku tertentu pula. Sedangkan belajar
adalah suatu proses yang menyebabkan tingkah laku yang bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang
bersifat fisik, tetapi perubahan dalam kebiasaan, kecakapan, bertambah, berkembang daya pikir, sikap dan lain-
lain (Soetomo, 1993 120).

Pasal I Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional menyebutkan bahwa pembelajaran
adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi
pembelajaran adalah proses yang disengaja yang menyebabkan siswa belajar pada suatu lingkungan belajar untuk
melakukan kegiatan pada siatuasi tertentu.

2.2. Aktivitas Belajar (Pembelajaran)

Aktivitas belajar (Pembelajaran) merupakan sesuatu yang dilakukan oleh siswa bukan dibuat oleh siswa.
Pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar (Isjoni,
2010: 11).

Didalam bukunya, (Sardiman 2003:100), menyatakan bahwa ‘“aktivitas belajar adalah kegiatan yang
bersifat fisik/jasmani maupun mentallrohani yang berkaitan dengan kegiatan belajar”. Belajar dengan beraktivitas
sendiri kesannya tidak akan mudah berlalu melainkan akan dipikirkan dan diolah kemudian akan dikeluarkan lagi
dalam bentuk yang berbeda. Jenis-jenis aktivitas belajar antara lain:

1) Visual activities yang termasuk didalamnya membaca, memperhatikan dan percobaan,

2) Oral activities yakni menyatakan, merumuskan, bertanya, dan memberi saran,

3) Listening activities yakni mendengarkan, uraian dan diskusi,

4) Writing activities yakni menulis cerita, karangan, laporan,

5) Drawing activities yakni menggambar, membuat grafik, diagram,

6) Motor activities yakni melakukan percobaan,

7) Mental activities yakni menanggapi dan mengingat,

8) Emotional activities yakni menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah.

Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat dua hal yang ikut menentukan keberhasilan, yakni pengaturan
proses belajar mengajar dan pengajaran itu sendiri, dan keduanya mempunyai saling ketergantungan sam sama

lain.

2.3. Pembelajaran Kooperatif

Pengertian pembelajaran kooperatif (Nur dan Wikandari : 1999) adalah model pembelajaran dimana siswa
bekerja dalam kelompok yang heterogen kemampuannya. Pada pembelajaran kooperatif siswa yaldn bahwa
tujuan mereka tercapai jika dan hanya jika siswa lain akan mencapai tujuan tersebut (Ibrahim dkk, 2000). Siswa
belajar untuk bersepakat dalam memutuskan suatu masalah dan lebih bertoleransi atau menghargai pendapat dan
perasaan orang lain. Hubungan dengan teman sebaya membuat siswa semakin senang menikmati bagian dan

proses belajar.
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Unsur-unsur dasar yang perlu ditanamkan pada din siswa agar pembelajaran kooperatif lebih efektif adalah

sebagai berikut (Lundgren, 1994: 5):

1
2.

~

Para siswa hams mempunyai persepsi bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama.

Para siswa memiliki tanggung jawab terhadap tiap siswa lain dalam kelompoknya, di samping tanggung
jawab terhadap din sendiri, dalam mempelajari materi yang dihadapi.

Para siswa hams berpandangan mereka semua memiliki tujuan yang sama.

Para siswa hams membagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama besarnya diantara para anggota
kelompoknya.

Para siswa akan diberi satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi seluruh
anggota kelompok.

Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh ketrampilan bekerja sama selama belajar.
Para siswa akan diminta mempertanggung jawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok

kooperatif.

Beberapa keuntungan dalam pembelajaran kooperatif, antara lain adalah sebagai berikut:

1.

2
3
4.
5

Siswa bekerjasama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma kelompok.

Siswa aktif membantu dan mendorong semangat untuk sama-sama berhasil.

Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompok.

Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat.

Interaksi antar siswa juga membantu meningkatkan perkembangan kognitif yang non-konservatif menjadi
konservatif (teori Piaget). Terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan
pembelajaran kooperatif. Pelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pelajaran atau indikator
pencapain dan gemotivasi siswa untuk belajar. Fase mi diikuti oleh penyajian informasi. Selanjutnya siswa
dikelompokkan ke dalam tim-tim belajar. Untuk lebih jelasnya tahap pembelajaran kooperatiflebjh lanjut
terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. : Tahapan Pembelajaran Kooperatif

Terdapat empat tipe dalam pembelajaran kooperatif yang digunakan, yaitu STAD, Jigsaw, Investigasi Kelompok

dan Pendekatan Struktural.

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidakt idaknya tiga tujuan pembelajaran

penting, yaitu:

1

Hasil belajar akademik

* Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kerja siswa memahami konsep-konsep yang sulit.
Pembelajaran kooperatif ini dapat memberi keuntungan pada siswa kelompok rendah maupun kelompok
tinggi yang bekerjasama meyelesaikan tugas-tugas akademik. Siswa kelompok tinggi akan menjadi tutor bagi

kelompok rendah. Dalam proses tutorial mi, siswa kelompok
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Fase

Tingkah Laku Guru

Fase-1
Menyampaikan tujuan dan memo- tivasi
siswa

Guru menyampaikan semua tujuan yang ingin dicapai pada pembel ajaran
tersebut dan memotivasi siswa belajar

Mengorganisasikan siswa ke dalam

kelompok belajar

Fase-2 Guru menyampaikan informasi kep ada siswa dengan demonstrasi atau lewat
Menyajikan informasi bacaan
Fase-3

Guru menjelaskan kepada siswa cara membentuk kelompok belajar dan
membantu setiap kelompok agar bekeijasama

Fase-4
Membimbing kelompok bekerja dan
belajar

Guru membimbing kelompok belaj ar pada saat mereka mengerjakan tugas

Fase-5 Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau
mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok

Fase-6
Memberi penghargaan

Guru memberikan penghargaan atas hasil belajar individu dan kelompok

tinggi akan meningkatkan kemampuan akademiknya karena memberikan pelayanan sebagai tutor.

2. Penerimaan terhadap perbedaan individu

Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk

saling bekerjasama, saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama dan melalui penggunaan

struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain.

3. Pengembangan keterampilan sosial

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk mengajarkan kepada siswa kemampuan kerjasama dan kolaborasi

dalam berinteraksi antara anggota kelompok. Tujuan dan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi

dimana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Beberapa hasil

penelitian menunjukkan bahwa teknik-teknik pembelajaran kooperatif lebih banyak meningkatkan hasil

belajar daripada pembelajaran kooperatif dan kelompok pembelajaran tradisional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. : Perbedaan Pembelajaran Koorperatifdan Pembelajaran Tradisional

Berdasarkan hasil penelitian Thomson (Lundgren 1, 1994) pembelajaran kooperatifmempunyai manfaat sebagai

berikut:

Kelompok Pembelajaran Kooperatif

Kelompok Pembelajaran
Tadisional

- Kepemimpinan bersama

- Sath pemimpin

- Saling ketergantungan positif

- Tidak ada saling
ketergantungan

- Keanggotaan yang heterogen

- Keanggotaan yagn homogeny

- Mempelajani ketrampilan-ketram- pilan kooperatif

- Asumsi adanya ketrampilank etrampilan sosial yang efektif

- Tanggungjawab terhadap hasil
belajar seluruh anggota kelompok

- Tanggungjawab terhadap hasil belajar sendiri

- Menekan parla tugas dan hubungan kooperatif

- Hanya menekan pada tugas

- Ditunjang oleh guru

- Diarahkan oleh guru

- Satu hasil kelompok
- Evaluasi kelompok

- Beberapa hasil individu
- Evaluasi individu

1. Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas

2. Meningkatkan rasa harga diri
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Memperbaiki kehadiran

Saling memahami adanya perbedaan individu
Mengurangi perilaku yang mengganggu
Mengurangi konflik antara pribadi
Mengurangi sikap apatis

Meningkatkan motivasi

© © N o g bk~ w

Meningkatkan hasil belajar
10. Memperbesar retensi
11. Meningkatkan kebaikan budi, kepakaan dan toleransi
Selain mempunyai kelebihan pembelajaran kooperatif juga mempunyai kekurangan yang harus dihindari,
yakni adanya anggota kelompok yang tidak aktif. Hal mi akan terjadi bila dalam sam kelompok hanya
mempunyai permasalahan. Kelemahan mi dapat dihindari dengan cara sebagai berikut:
1. Tiap-tiap anggota kelompok bertanggungjawab pada bagian-bagian kecil dan permasalahan kelompok.
Tiap-tiap anggota kelompok mempelajari materi secara keseluruhan. Hal mi dikarenakan hasil kelompok
ditentukan pada hasil kuis dan anggota kelompok yang ada, maka tiap anggota kelompok hams benar-benar
mempelajani isi permasalahan secara keseluruhan.
2.4. Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
STAD (Student Team Achivement Division) merupakan salah satu tipe pembelajaran kelompok yang
paling awal ditemukan. Metode mi sangat populer dikalangan para ahli pendidikan. Dalam tipe STAD siswa
dipasangkan secara merata yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah dalam suatu kelompok sebanyak 4-5
orang. Skor kelompok diberikan berdasarkan ata.s prestasi anggota keiompoknya. Ciri-ciri yang penting dalam
STAD) adalah bahwa siswa dihargai atas prestasi kelompok dan juga terhadap semangat kelompok untuk
bekerjasama.
Pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dan lima komponen utama, yaitu : pengajaran kelas, belajar tim,
tes atau kuis, scor peningkatan individu dan pengakuan kelompok (Slavin, 1995):
1. Pengajaran
Pengajaran yang diberikan di depan kelas adalah secara kiasikal dengan menggunakan pendekatan
kontekstual pada pokok bahasan sistem koloid.
2. Belajar dalamtim
Dalam tipe STAD siswa dibagi dalam kelompok secara heterogen sebanyak 4-5 orang. 1-lal mi dimaksudkan
untuk saling menyakinkan bahwa semua anggota kelompok dapat bekerjasama dalam belajar untuk mencapai
tujuan akademik yang diharapkan.
3. Tes
Setelah siswa menerima pengajaran dan guru dan bekerjasama dalam kelompoknya, selanjutnya siswa
diberikan tes perseorangan. Dalam hal ini masing-masing siswa berusaha dan bertanggungjawab secara
individu untuk melakukan yang terbaik sebagai kesuksesan kelompoknya. Karena kegiatan pembelajaran mi

terdiri dan 2 putaran, maka tes diberikan sebanyak 2 kali pada setiap akhir putaran.
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4. Skor Peningkatan Individu

Peningkatan skor individu dapat berupa skor awal dan skor tes individu. Skor awal dapat berupa nilai pretest
yang dibentuk pada saat sebelum pelaksanaan pengajaran diberikan. Setelah pemberian tes atau kuis skor
tersebut juga akan menjadi skor awal dan selanjutnya bagi perhitungan individu. Skor peningkatan individu
merupakan suatu kesepakatan antara guru dan siswa sebelumnya. Skor kelompok merupakan jumlah dan
masing-masing anggota kelompok, sehingga setiap siswa bertanggungjawab terhadap skor anggota
kelompoknya. Dan skor kelrpok inilah dapat ditentukan kelompok-kelompok yang memperoleh nilai terbaik
dan berhak atas hadiah atau penghangaan yang dijanjikan.

Tabel 2.4. : Kriteria Pemberian Skor Pembelajaran Kooperatif STAD
Sumber: (Slavin, 1995: 80)

Nilai kelompok dihitung berdasarkan jumlah total nilai perkembangan semua anggota kelompok yang ada.
Berdasarkan nilai perkembangan yang diperoleh terdapat 3 tingkat penghargaan yang diberikan untuk
penghargaan kelompok yaitu:

a. Kelompok dengan skor rata-rata 15-19 sebagai kelompok balk.

b. Kelompok yang memperoleh skor rata-rata 20 — 24 sebagai kelompok hebat.

c. Kelompok yang memperoleh skor rata-rata 25 — 30 sebagai kelompok super.

2.5. Kolaborasi Dalam Penelitian Tindakan Kelas

Kolaborasi atau kerja sama perlu dan penting dilakukan dalam PTK karena PTK yang dilakukan secara
perorangan bertentangan dengan hakikat PTK itu

Tabel 2.3. Langkah Pemberian Skor Pembelajaran Kooperatif STAD

Kriteria Skor Siswa
- | Lebih dan 10 poin di bawab skor 5

dasar
- | 10 point hingga | poin di bawah 10
skor dasar 20
Skor dasar sampai 10 point di

atasnya
- | Lebih 10 point di atas skor dasar 30
- | Nilai sempurna (tidak berdasar- 30
kan skor dasar)

Langkah Perilaku siswa
Langakah 1 Setiap siswa diberikan skor berda
enetapkan skor dasar sarkan skor awal
Langkah 2 - Siswa memperoleh poin untuk kuis
Menghitung skor kuisterki yang berkaitan dengan pelajaran terkini.
Langkah 3
Menghitung skor perkembangan
ahkan kemudian dibagi jumlahnya

Hasil yang di dapat siswa dijum

IV. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang terurai , peneliti dapat menyimpulkan bahwa.
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1. Terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa dengan; (a) data aktivitas siswa menurut pengamatan
pengamat pada siklus | antara lain aktivitas individual (38%), diskusi kelompok LKS (31%), bertanya
sesame teman (8%), bertanya kepada guru (17%) dan yang tidak relevan dengan KBM(6%). (b) Data
aktivitas siswa menurut pengamatan pada Siklusll antara lain aktivitas individual (33%), diskusi
kelompok LKS(38%), bertanya sesame teman (20%),bertanya kepada guru(7%),dan yang tidak relevan
dengan KBM (3%)

2. Hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 1X-3 SMP Negeri 15 Medan setelah mendapatkan
pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD mengalami peningkatan
pada Siklus I dengan rata rata 67 dan akhir Siklus Il dengan rata-rata 84, dan ketuntasan klasikal 50%
pada Siklus | menjadi 89% pada Siklus Il sehingga mengalami peningkatan 39%
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PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SEBAGAI SOLUSI DALAM PEMBELAJARAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Dra. Hj. Deliani, MSi*®
Abstrak

Penulisan maklaah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan profesionalisme guru
sebagai solusi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Metode penulisan menggunakan metode
library reserach. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan ICT dalam proses pembelajaran
bahasa dan sastra sangat penting dilakukan. Salah satu bukti pentingnya ICT adalah untuk pemerataan
pendidikan dengan kondisi geografis Indonesia yang luas sangat diperlukan ICT. Perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah merambah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk
menyentuh dunia pendidikan. Karena itu, sekolah dan guru tidak dapat mengelak dari trend ini hanya karena
persoalan anggaran atau pun persoalan keterbatasan akses dan wawasan.

Kata kunci : profesionalisme, guru dan bahasa dan sastra Indonesia

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

Masalah pembelajaran sastra di sekolah dewasa ini banyak mendapat sorotan dari kalangan pakar,
khususnya pakar di bidang sastra, termasuk kalangan sastrawan. Memang, pada kenya-taannya hampir 50 tahun,
siswa-siswa di Indonesia tidak diberikan pelajaran sastra, dan kalaupun diberikan, hal itu hanya terbatas pada
pengetahuan sastranya saja, dan bukan pada apresiasinya. Akibatnya siswa kurang bahkan tidak berminat
membaca karya-karya sastra. Pada hal dengan membaca karya sastra, siswa dapat menggali nilai-nilai sosial,
kebudayaan, agama, dan nilai-nilai kemanu-siaan yang dapat mengantarkan siswa menuju kearifan dan
kebijaksanaan (wisdom) hidup. Selain itu dengan membaca Kkarya sastra, siswa dapat mengembangkan daya
nalarnya. Menurut Tarigan (1995(, sastra merupakan salah satu sarana untuk merangsang serta menunjang
perkembangan kognitif atau penalaran anak-anak. Hal ini juga diakui oleh Sumardjo (1995), di mana dinyatakan
bahwa pembelajaran sastra (apresiasi) adalah salah satu sarana pengembangan intelektual siswa.

Problematika yang dihadapi oleh guru bahasa Indonesia dalam era globalisasi sangat erat kaitannya
dengan perkembangan ICT. Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi di era globlaisasi saat ini
berimplikasi pada pergeseran paradigma dalam sistem pendidikan. Paradigma baru pembelajaran pada era
globalisasi memberikan tantangan yang besar bagi guru. Pada era ini dalam melaksanakan profesinya, guru
dituntut lebih meningkatkan profesionalitasnya. Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada
penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Guru yang profesional
pada dasarnya ditentukan oleh attitudenya yang berarti pada tataran kematangan yang mempersyaratkan
keinginan dan kemampuan, baik secara intelektual maupun kondisi fisik yang prima

Profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap,
pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi

memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Guru yang profesional dipersyaratkan mempunyai; 1) dasar

20 Dosen Dpk. FKIP UISU, Medan
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ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di era
globalisasi, 2) penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendi-dikan yaitu ilmu pendidikan
sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi
di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat
Indonesia, 3) pengembangan kemampuan profesional berkelanjutan, profesi guru merupakan profesi yang
berkembang terus menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan.

Dengan adanya persyaratan profesionalisme guru ini, perlu adanya paradigma baru untuk melahirkan
profil guru yang profesional di era globalisasi, yaitu; 1) memiliki kepribadian yang matang dan selalu mengikuti
berkembang, 2) penguasaan ilmu yang kuat, 3) keterampilan untuk mem-bangkitkan peserta didik kepada sains
dan teknologi, dan 4) pengembangan profesi secara berkesinambungan. Keempat aspek tersebut merupakan satu
kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dan ditambah dengan usaha lain yang ikut mempengaruhi
perkembangan profesi guru yang professional. Apabila syarat-syarat profesionalisme guru tersebut terpenuhi,

akan melahirkan profil guru yang kreatif dan dinamis yang dibutuhkan pada era globalisasi.

1.2. Tujuan Penulisan
Penulisan maklaah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan profesionalisme guru sebagai

solusi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.

2. Uraian Teoritis
2.1. Pembelajaran Bahasa dan Sastra

Pembelajaran sastra pada umumnya akan berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu pembelajaranteori
sastra --termasuk sejarah sastra--, dan pembelajaranapresiasi sastra. Tampaknya kedua hal itu penting, hanya saja
pada tingkat sekolah tekanannya harus pada apresiasi. Jika teori-teori termasuk pada kawasan kognitif, maka
apresiasi menitikberatkan pada kawasan afektif (sesuai dengan taksonomi Bloom).

Untuk menguraikan pembelajaran sastra, menurut Waluyo4, kita berhadapan dengan berbagai disiplin
ilmu, yaitu di antaranya: 1) Sastra; 2) llmu Jiwa (Psikologi); 3) Metode Pembelajaran Sastra; 4) Tujuan dan
Evaluasi; dan 5) Aspek Kurikulum. Selain itu, disiplin ilmu yang juga relevan dalam menangani masalah-masalah
pembelajaran sastra yaitu kebudayaan, ilmu-ilmu sosial, filsafat, semiotika, dan linguistik. Disiplin-disiplin ilmu
tersebut harus menjadi pertimbangan dalam mendisain pembelajaran sastra. Seorang guru (sastra), dengan

demikian harus menguasai disiplin-disiplin ilmu yang relevan dengan masalah pembelajaran sastra.

2.2. Metode Pembelajaran Bahasa dan Sastra

Dalam berhadapan dengan istilah “metode” perlu diperhatikan pendapat Edward M. Anthony, yang
membedakan pendekatan, metode, dan teknik dalam proses belajar mengajar. Pendekatan adalah landasan untuk
menyusun metode. Di dalamnya berisi seperangkat teori dan asumsi tentang sesuatu yang sudah tidak dapat
diubah lagi. Pendekatan dikatakan bersifat aksiomatik, karena berisi aksioma, atau dalil yang harus diikuti.
Metode berisi prosedur-prosedur tentang bagaimana suatu mata pelajaran yang diajarkan. Metode dijabarkan ke

dalam teknik mengajar, yaitu langkah-langkah yang benar-benar dilakukan oleh guru di kelas. Atau mengacu
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pada pendapat Mackey, metode adalah keseluruhan peristiwa mengajar dan belajar yang meliputi hal-hal, yakni:
a) Seleksi; b) Grasi; c) Presentasi; d) Repetisi; dan 5) Evaluasi Belajar.

2.3. Masalah dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia

Kadang-kadang untuk menggapai kriteria baik dan benar sering terbentur oleh tata kalimat, susunan kata,
atau bentuk kata tertentu yang memang sulit untuk membedakannya mana yang dianggap memenuhi kaidah
penggunaan bahasa. Mungkin untuk memecahkan permasalahnnya ada baiknya menggunakan Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) atau hanya sekedar melihat pedoman pembentukan bahasa baku Indonesia.

Namun tentu saja persoalan tersebut tidak hanya datang dari unsur kesalahan kaidah, terkadang ada
kaidah yang memang sudah mendarah daging dan ada kecenderungan sulit untuk menghilangkanya. Misalnya
penggunaan kata himbau, saya yakini masih banyak orang Indonesia yang menggunakan kata tersebut, bahkan
saya sering melihat dalam suarat dinas, masih ada juga yang menggunakannya. Padahal jika kita lihat ke dalam
kamus, tidak ada tidak akan menemukan Kkata tersebut karena yang benar adalah kata imbau.

2.4. Pembelajaran Bahasa dan Sastra di Era Globalisasi

Dalam era globalisasi ini, bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara
Indonesia. Pembinaan ini paling tepat adalah dalam pembelajaran di sekolah. Sehingga guru bahasa Indonesialah
yang sangat berperan penting dalam menjaga dan melesterikan bahasa Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa
Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh dan budaya asing yang jelas-jelas tidak sesuai dan (bahkan) tidak
cocok dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh dari luar atau pengaruh asing ini sangat besar
kemngkinannya terjadi pada era globalisasi ini. Batas antarnegara yang sudah tidak jelas dan tidak ada lagi, serta
pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia,
termasuk jati diri bahasa Indonesia. Sudah barang tentu, hal ini semua menyangkut tentang kedisiplinan
berbahasa nasional, yaitu pematuhan aturan-aturan yan berlaku dalam bahasa Indonesia dengan memperhatikan
siatuasi dan kondisi pemakaiannya. Dengan kata lain, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah sekolah harus
menarik dan menyenangkan agar para siswa tidak bosan untuk mengikutinya.

Pihak pemerintah pun telah membantu secara tidak langsung dalam pelestarian bahasa Indonesia melalui
Ujian Nasional. Oleh karena itu pemakai bahasa Indonesia yang berdisiplin adalah pemakai bahasa Indonesia
yang patuh terhadap semua kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan
kondisinya. Dalam Rencana Strategis Depertemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 disebutkan bahwa
salah satu kendala dalam pemerataan pendidikan di Indonesia adalah cakupan geografis yang luas. Hal ini
memerlukan modernisasi pada sistim dan jaringan informasi menggunakan ICT yang memadai. Luasnya wilayah
kedaulatan Republik Indonesia dan luasnya sebaran penduduknya dapat dipersatukan dengan jaringan — jaringan
teknologi informasi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mengharuskan pengembangan ICT dalam dunia
pendidikan di Indonesia. Agar kualitas sumber daya manusia Indonesia yang merupakan produk dari pendidikan

itu semakin baik dan dapat bersaing dalam dunia yang berbasiskan teknologi. Oleh sebab itu Depertemen
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Pendidikan Nasional melalui PUSTEKKOM melakukan pengembangan terus menerus terhadap ICT untuk dunia
pendidikan di Negara kita ini.

Di samping itu, disiplin berbahasa nasional juga menunjukkan rasa cinta kepada bahasa, tanah air, dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia mesti bangga mempunyai bahasa Indonesia
dan lalu menggunakannya dengan baik dan benar. Rasa kebanggaan ini pulalah yang dapat menimbulkan rasa
nasionalisme dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Setiap warga negara yang baik mesti malu apabila tidak
dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sikap pemakai bahasa Indonesia demikian ini
merupakan sikap yang positif, baik, dan terpuji. Sebaliknya, apabila yang muncul adalah sikap yang negatif, tidak
baik, dan tidak terpuji, akan berdampak pada pemakaian bahasa Indonesia yang kurang terbina dengan baik.
Mereka menggunakan bahasa Indonesia “asal orang mengerti”’. Muncullah pemakaian bahasa Indonesia sejenis
bahasa prokem, bahasa plesetan, dan bahasa jenis lain yang tidak mendukung perkembangan bahasa Indonesia
dengan baik dan benar.

Mereka tidak lagi memperdulikan pembinaan bahasa Indonesia. Padahal, pemakai bahasa Indonesia
mengenal ungkapan “Bahasa menunjukkan bangsa”, yang membawa pengertian bahwa bahasa yang digunakan
akan menunjukkan jalan pikiran si pemakai bahasa itu. Apabila pemakai bahasa kurang berdisiplin dalam
berbahasa, berarti pemakai bahasa itu pun kurang berdisiplin dalam berpikir. Akibat lebih lanjut bisa diduga
bahwa sikap pemakai bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari pun akan kurang berdisiplin. Padahal, kedisiplinan
itu sangat diperlukan pada era globalisasi ini. Lebih jauh, apabila bangsa Indonesia tidak berdisiplin dalam segala
segi kehidupan akan mengakibatkan kekacauan cara berpikir dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Apabila hal
ini terjadi, kemajuan bangsa Indonesia pasti terhambat dan akan kalah bersaing dengan bangsa lain.

Era globalisasi merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan diri di tengah-
tengah pergaulan antarbangsa yang sangat rumit. Untuk itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan
baik dan penuh perhitungan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang
diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Jati diri bahasa Indonesia memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia adalah
bahasa yang sederhana, Tatabahasanya mempunyai sistem sederhana, mudah dipelajari, dan tidak rumit.
Kesederhanaan dan ketidakrumitan inilah salah satu hal yang mempermudah bangsa asing ketika mempelajari
bahasa Indonesia. Setiap bangsa asing yang mempelajari bahasa Indonesia dapat menguasai dalam waktu yang
cukup singkat. Namun, kesederhaan dan ketidakrumitan tersebut tidak mengurangi kedudukan dan fungsi bahasa
Indonesia dalam pergaulan dan dunia kehidupan bangsa Indonesia di tengah-tengah pergaulan antarbangsa.
Bahasa Indonesia telah membuktikan diri dapat dipergunakan untuk menyampaikan pikiran-pikiran yang rumit
dalam ilmu pengetahuan dengan jernih, jelas, teratur, dan tepat. Bahasa Indonesia menjadi ciri budaya bangsa
Indonesia yang dapat diandalkan di tengah-tengah pergaulan antarbangsa pada era globalisasi ini. Bahkan, bahasa
Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepanh,
Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan.

Tanggung jawab terhadap perkembangan bahasa Indonesia bukan hanya dipundak guru bahasa Indonesia
khususnya dalam pembelajaran, namun terletak di tangan pemakai bahasa Indonesia sendiri. Baik buruknya, maju

mundurnya, dan tertatur kacaunya bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab setiap orang yang mengaku
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sebagai warga negara Indonesia yang baik. Setiap warga negara Indonesia harus bersama-sama berperan serta
dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia itu ke arah yang positif. Maju bahasa, majulah bangsa.
Kacau bahasa, kacaulah pulalah bangsa. Keadaan ini harus disadari benar oleh setiap warga negara Indonesia
sehingga rasa tanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia akan tumbuh dengan
subur di sanubari setiap pemakai bahasa Indonesia.

3. Pembahasan
Penggunaan teknologi untuk memperbaiki pendidikan masih dapat dipertimbangkan. Beberapa
keuntungan dari penggunaan teknologi informasi untuk sistim pembelajaran di luar kelas adalah: a) penambahan
akses untuk belajar, b) penambahan sumber informasi yang lebih baik, c) penambahan ketersediaan media
alternatif untuk mengakomodasi strategi pembelajaran yang beraneka ragam, d) motivasi belajar menjadi semakin
tinggi, dan, model pembelajaran individu maupun kelompok menjadi lebih potensial (Niemi and Gooler, 1987).
Pendapat lain menyebutkan keuntungan potensial penggunaan ICT dalam proses pembelajaran (Massy and
Zemsky, 1995) adalah: a) penyediaan akses ketersediaan informasi tanpa batas lewat Internet dan onlinedatabase,
b) membuka batasan waktu dan ruang untuk aktifitas pembelajaran, ¢) menjadikan guru bahasa Indonesia sebagai
orang terbaik bagi siswa lewat sistem pengajaran berbasis multimedia, d) menyediakan sistem pembelajaran
mandiri, menyikapi kepekaan dalam perbedaan cara pembelajaran, dan menyediakan monitoring kemajuan dalam
proses pembelajaran secara berkelanjutan, €) membuat penyelenggara edukasi menjadi lebih outcomeoriented,
dengan menambah kemampuan institusi dalam bereksperimen dan berinovasi, f) menambah produktifitas
pengetahuan, dan g) memberikan siswa untuk dapat mengontrol proses dan keuntungan dalam belajar dengan
secara aktif dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab secara personal. Penggunaan teknologi yang membuat
edukasi menjadi lebih baik tidak akan terwujud tanpa adanya perubahan paradigma dalam edukasi itu sendiri.
Terkait dengan paradigma pendidikan ternyata di Indonesia masih kebingungan untuk memilih paradigma
mana yang paling pas dalam menyelesaikan masalah pembelajaran berbasis ICT. Program dulu baru
anggarannya, atau anggarannya dulu baru programnya. Kebingunan ini mungkin karena trauma lama, yakni
adanya program yang bagus ternyata tidak didukung oleh adanya anggaran yang tersedia. Atau trauma lama
tentang ketersediaan anggaran untuk suatu program ternyata dilatarbelakangi oleh kepentingan dari pihak-pihak
nonkependidikan yang memiliki motif-motif untuk mencari keuntungan. Contoh tentang hal ini terlalu banyak
untuk disebutkan satu persatu. Program pengadaan alat peraga, pengadaan buku pelajaran satu siswa satu buku,
bahkan soal sepatu bagi siswa saja kemudian dengan mudahnya disediakan dananya. Tetapi, anggaran yang
tersedia itu tenyata tidak dilengkapi dengan konsep dan perencanaan yang matang. Atau konsep yang ada itu
dengan mudahnya tidak dilaksanakan secara konsekuen. Ketentuan judul buku pelajaran harus digunakan di
sekolah minimal selama lima tahun pelajaran, sebagai contoh, dengan mudahnya dipungkiri oleh sekolah, karena
berbagai alasan seperti adanya perubahan kurikulum. Di Malaysia, penggunaan buku pelajaran menggunakan
konsep sepuluh tahunan. Buku pelajaran yang digunakan di sekolah Malaysia digunakan selama sepuluh tahun.
Buku pelajaran baru dapat diganti atau direvisi setelah melalui mekanisme sepuluh tahunan itu. Jika memang IT

dan Internet memiliki banyak manfaat, tentunya ingin kita gunakan secepatnya. Namun ada beberapa kendala di
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Indonesia yang menyebabkan IT dan Internet belum dapat digunakan seoptimal mungkin. Kesiapan pemerintah
Indonesia masih patut dipertanyakan dalam hal ini.

Salah satu penyebab utama adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, proses transformasi
teknologi, infrastruktur telekomunikasi dan perangkat hukumnya yang mengaturnya. apakah infrastruktur hukum
yang melandasi operasional pendidikan di Indonesia cukup memadai untuk menampung perkembangan baru
berupa penerapan IT untuk pendidikan ini. Sebab perlu diketahui bahwa Cyber Law belum diterapkan pada dunia
Hukum di Indonesia.

Selain itu, masih terdapat kekurangan pada hal pengadaan infrastruktur teknologi telekomunikasi,
multimedia dan informasi yang merupakan prasyarat terselenggaranya IT untuk pendidikan sementara penetrasi
komputer (PC) di Indonesia masih rendah. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi juga masih mahal bahkan
jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia.. Untuk itu perlu dipikirkan akses ke
Internet tanpa melalui komputer pribadi di rumah. Sementara itu tempat akses Internet dapat diperlebar
jangkauannya melalui fasilitas di kampus, sekolahan, dan bahkan melalui warung Internet. Hal ini tentunya
dihadapkan kembali kepada pihak pemerintah maupun pihak swasta; walaupun pada akhirnya terpulang juga
kepada pemerintah. Sebab pemerintahlah yang dapat menciptakan iklim kebijakan dan regulasi yang kondusif
bagi investasi swasta di bidang pendidikan. Sehingga guru-guru di Indonesia memiliki kesempatan dalam
memanfaatkan ICT. Harapan kita bersama hal ini dapat diatasi sejalan dengan perkembangan telekomunikasi
yang semakin canggih dan semakin murah.

Kendala lain yang dihadapi guru bahasa Indonesia khususnya di lapangan ketika membuat persiapan
pembelajaran adalah terbatasnya buku sumber materi pembelajaran. Keberadaan perpustakaan di sekolah pun
tidak dapat menjawab permasalahan kurangnya sumber belajar. Keterbatasan anggaran yang ada di sekolah
semakin melengkapi alasan kurangnya ketesediaan sumber bahan ajar.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dewasa ini telah memberikan alternatif
pemecahan masalah bagi guru dalam mengatasi kesulitan sumber bahan ajar. Internet menyediakan solusi bagi
guru dalam membuat persiapan pembelajaran yang berbasis ICT. Guru tinggal mengakses dan berselancar di
internet untuk mencari dan menemukan materi yang dibutuhkan sebagai bahan ajar di kelas.

Interconnected Network atau lebih populer dengan sebutan internet adalah sebuah sistem komunikasi
global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet dapat
memberikan informasi yang mendidik, positif dan bermanfaat bagi manusia, namun juga dapat dijadikan lahan
kejelekan dan kemaksiatan. Hanya etika, mental dan keimanan masing-masing lah yang menentukan batas-
batasnya.

Dengan adanya internet sejatinya persoalan kurangnya sumber bahan ajar tidak menjadi persoalan lagi
bagi guru, karena internet sendiri adalah lautan informasi di belantara dunia maya. Apapun dapat diakses oleh
guru asalkan tahu caranya. Internet adalah pintu gerbang informasi yang terbuka sehingga siapapun dapat
mengakses, termasuk siswa. Saat ini, sulit sekali ditemukan siswa yang tidak mengenal dan akrab dengan internet

terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan.

4368



Kultura Volume : 15 No. 1 Juni 2014

Internet telah merubah pola-pola komunikasi, pola sosial dan tatanan nilai yang selama ini telah mapan di
masyarakat, bahkan secara ekstrim telah menafikan batas-batas teritorial antar negara. Informasi bukan lagi milik
mereka yang pintar, melainkan milik mereka yang memiliki akses ke media informasi. Jika selama ini guru
dipandang sebagai pigur yang serba tahu dan pemegang otoritas tunggal di kelas, maka seiring dengan pesatnya
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, anggapan tersebut dapat dikoreksi, apalagi jika guru tersebut
buta internet. Di jaman sekarang, seorang siswa sah-sah saja lebih pintar dari gurunya karena siswa tersebut
sering mengakses internet dan membaca buku ketimbang gurunya.

Namun demikian, saat ini kesadaran akan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
bagi kepentingan dunia pendidikan sudah merasuki semua stockholder pendidikan. Ketika guru mengajar di kelas
multimedia, maka disamping menggunakan aplikasi powerpoint sebagai software presentasi, maka guru dapat
memasukkan bahan ajar yang berbasis ICT ke dalam presentasi tersebut. Powerpoint dalam kaitannya dengan
bahan ajar yang berbasis ICT tidak lebih hanya sebagai media yang menampilkan bahan ajar tersebut supaya
lebih menarik. Sementara bahan ajar itu sendiri bersumber dari internet atau pun dibuat sendiri oleh guru dengan
menggunakan software tertentu. Selain itu, pemanfaatan ICT untuk pembelajaran oleh guru masih banyak yang
belum bisa menguasai bahkan belum mengenalnya, ini masih terlihat banyak sekali yang perlu dikoreksi dan
diperbaiki, salah satunya pada salah satu seminar ada pembicara menanyakan, Apakah sudah memiliki Blog
pribadi di Internet, Jawaban dari peserta seminar yang menjawab sudah memiliki Blog hanya 10 orang dari total
peserta yang hadir yaitu 600 orang sungguh hal yang jika mengingat fungsi blog bisa digunakan untuk media
pembelajaran yang sangat baik tapi nyatanya banyak yang tidak bisa atau belum punya blog tersebut..

Pendidikan berbasis ICT memang memerlukan anggaran yang amat besar. Tetapi, untuk melaksanakan
program penggunaan ICT tersebut, apa yang harus dilakukan pemerintah adalah menyusun naskah akedemis atau
pun semacam blue book yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk pelaksanaan program tersebut.
Katakanlah bahwa anggaran untuk pelaksanaan program ICT tersebut memang sudah disiapkan sepenuhnya oleh
pemerintah.

Untuk membekali terjadinya pergeseran orientasi pendidikan di era global dalam mewujudkan kualitas
sumber daya manusia yang unggul, diperlukan strategi pengembangan pendidikan, antara lain:

a. Mengedepankan model perencanaan pendidikan (partisipatif) yang berdasarkan pada need assessment dan
karakteristik masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan merupakan tuntutan yang
harus dipenuhi

b. Peran pemerintah bukan sebagai penggerak, penentu dan penguasa dalam pendidikan, namun pemerintah
hendaknya berperan sebagai katalisator, fasilitator dan pemberdaya masyarakat

c. Penguatan fokus pendidikan, yaitu fokus pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat,
kebutuhan stakeholders, kebutuhan pasar dan tuntutan teman saing

d. Pemanfaatan sumber luar (out sourcing), memanfaatkan berbagai potensi sumber daya (belajar) yang ada,
lembaga-lembaga pendidikan yang ada, pranata-pranata kemasyarakatan, perusahaan/industri, dan lembaga

lain yang sangat peduli pada pendidikan
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e. Memperkuat kolaborasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah mapun
non pemerintah, bahkan baik dari lembaga di dalam negeri maupun dari luar negeri

f. Menciptakan soft image pada masyarakat sebagai masyarakat yang gemar belajar, sebagai masyarakat belajar
seumur hidup

g. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu: lembaga-lembaga pendidikan baik jalur pendidikan formal, informal
maupun jalur non formal dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam mengakses informasi dalam
mengembangkan potensi diri dan lingkungannya (misal; penggunaan internet, multi media pembelajaran,

sistem informasi terpadu, dsb)

TN

. Kesimpulan

Penggunaan ICT dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra sangat penting dilakukan. Salah satu bukti
pentingnya ICT adalah untuk pemerataan pendidikan dengan kondisi geografis Indonesia yang luas sangat
diperlukan ICT. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah merambah
berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk menyentuh dunia pendidikan. Karena itu, sekolah dan guru tidak
dapat mengelak dari trend ini hanya karena persoalan anggaran atau pun persoalan keterbatasan akses dan
wawasan.

Guru atau Dosen sejatinya memberi contoh kepada para pelajarnya bahwa teknologi merupakan suatu
keniscayaan yang sedang dihadapi, sehingga penguasaan teknologi adalah sesuatu yang harus direbut oleh
pelajar. Pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran perlu diusahakan oleh
guru sesuai dengan kemampuan masing-masing sekolah dan guru bersangkutan. Pelatihan internet dan aplikasi
tertentu seperti microsoft Office khususnya powerpoint atau aplikasi membuat animasi penting dilakukan untuk
para guru di setiap sekolah agar para guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis ICT. Pelatihan
tersebut baiknya diadakan di setiap sekolah dengan melibatkan seluruh guru mata pelajaran sehingga akan ada

pemerataan pemahaman tentang materi pelatihan yang diberikan.
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEDISIPLINAN KERJA PEGAWAI PADA
DINAS PERTANIAN PROVINSI ACEH

Elisa Khairani, SE, MSM?*
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi kedisiplinan
kerja pegawai pada Dinas Pertanian Provinsi Aceh.. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Dinas
Pertanian Provinsi Aceh tahun 2011 sebanyak 102 orang. Sampel penelitian diambil sebanyak 80 orang.
Data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui kuesioner dan teknik dokumentansi. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis faktor. Dari hasil penelitian diperoleh angka KMO Measure of Sampling
Adeguacy (MSA) sebesar 0,874 berada di atas 0,50, dengan signifikansi 0,000, maka variabel layak untuk
dianalisis lebih lanjut. Scree plot menampakkan grafik, di mana dari faktor 1 ke faktor 2 (garis sumber
component number = 1 ke 2), arah garis menurun dengan cukup tajam. Kemudian dari angka 2 sampai
angka 3, garis masih menurun dengan slope yang semakin kecil. Faktor keempat sudah berada di bawah
angka dari sumbu Y (eigenvalues). Hal ini menunjukkan bahwa tiga faktor paling bagus untuk meringkas
keenam belas faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja pegawai pada Dinas Pertanian Provinsi Aceh.
Faktor yang dominan mempengaruhi kedisiplinan kerja pegawai pada Dinas Pertanian Provinsi Aceh
dengan nilai korelasi lebih besar dari 0,80 terdiri dari: ketegasan (0,833), waskat (0,811), sanksi hukuman
(0,805). Dari ketiga variabel tersebut yang paling dominan adalah faktor ketegasan. Saran yang diberikan
kepada Dinas Pertanian Provinsi Aceh sebagai bahan pertimbangan adalah untuk meningkatkan
kedisiplinan kerja pegawai, maka sebaiknya atasan lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi pegawai
yang tidak mentaati peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, atasan juga perlu meningkatkan
pengawasan melekat terhadap daftar kehadiran pegawai, dimana jika terdapat pegawai yang sering absen
dan pulang sebelum waktunya, maka perlu diberikan teguran.

Kata kunci : kedisiplinan dan pegawai

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu
organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi hanya dapat berhasil mencapai tujuannya, jika pegawai
yang terlibat dalam aktivitasnya memiliki disiplin yang tinggi. Disiplin kerja pegawai menunjukkan
kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang
berlaku. Penerapan disiplin itu dalam kehidupan organisasi ditujukan agar semua pegawai yang ada dalam
organisasi bersedia dengan sukarela mematuhi dan menaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku
dalam organisasi tanpa paksaan. Apabila setiap orang dalam organisasi dapat mengendalikan diri dan
mematuhi norma-norma yang berlaku, maka hal ini dapat menjadi modal utama yang menentukan dalam
pencapaian tujuan organisasi. Mematuhi peraturan berarti memberi dukungan positif terhadap organisasi
dalam melaksanakan program-proram yang telah ditetapkan, sehingga akan lebih memudahkan tercapainya
tujuan organisasi.

Disiplin kerja diukur dari daftar kehadiran pegawai. Pegawai yang kurang disiplin sering absen,
datang terlambat atau pulang sebelum waktunya. Pimpinan mengevaluasi disiplin pegawai dengan

membandingkan antara standar waktu kerja dengan waktu kehadiran aktual. Disiplin pegawai dapat dinilai
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dari kesungguhan seseorang bekerja yang diukur dari tingkat kehadiran pegawai. Pegawai yang kurang
sungguh-sungguh, sulit mencapai standar kerja yang ditetapkan organisasi.

1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kedisplinan pada
Dinas Pertanian Provinsi Aceh.

1.3. Metode Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Dinas Pertanian Provinsi Aceh tahun 2011 sebanyak 102
orang. Sampel penelitian diambil sebanyak 80 orang. Data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui kuesioner
dan teknik dokumentansi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor.

2. Uraian Teoritis
2.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh faktor sumber daya
manusia atau tenaga kerja yang ikut terlibat dalam kegiatan operasionalnya. Faktor sumber daya manusia
merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dikelola dan diarahkan dengan baik dalam rangka mencapai
tujuan organisasi.

Menurut Saydam (2005: 1), “manajemen sumber daya manusia adalah mekanisme kehidupan sumber
daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan, mulai dari perencanaan, pengadaan, penempatan,
pengembangan, pemeliharaan, pemberian imbalan, sampai pemberhentian atau memasuki masa purna tugas”.
Mathis dan Jackson (2002: 4), menyatakan “manajemen sumber daya manusia adalah berhubungan dengan
sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi dilihat dari bakat
seseorang untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan
suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses seleksi, pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya
manusia untuk mencapai tujuan individu, maupun tujuan organisasi. Sumber daya manusia sangat berperan sesuai
perkembangan teknologi industri karena teknologi secanggih apapun, tidak dapat berjalan jika tidak diproses oleh
manusia. Pengelolaan sumber daya manusia sangat sulit, karena heterogenitasnya, sehingga pembuatan peraturan

maupun pelaksanaannya hendaknya dapat diterima oleh pegawai.

2.2. Pengertian dan Bentuk Disiplin

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena
semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin organisasi
yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal. Menurut Mathis dan Jakson (2002: 314), “disiplin
merupakan bentuk pelatihan yang menegakkan peraturan-peraturan organisasi”’. Menurut Sutrisno (2009: 90),
“disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan
yang berlaku”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa disiplin merupakan sikap seseorang atau

kelompok yang senantiasa untuk mengikuti atau memenuhi segala peraturan yang telah ditentukan. Disiplin
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menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri pegawai terhadap peraturan dan ketetapan

organisasi. Dengan demikian, bila peraturan atau ketetapan yang ada diabaikan atau sering dilanggar, maka

pegawai mempunyai disiplin yang buruk. Sebaliknya, bila pegawai tunduk pada ketetapan perusahaan,

menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik. Dalam arti yang lebih sempit dan lebih banyak dipakai,

disiplin berarti tindakan yang diambil oleh atasan untuk mengoreksi perilaku dan sikap yang salah pegawai.
Menurut Siagian (2002: 205), bentuk disiplin yang baik akan tercermin pada suasana, yaitu:

a. Tingginya rasa kepedulian pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi.
b. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif pegawai dalam melakukan pekerjaan.
c. Besarnya rasa tanggungjawab pegawai untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

d. Berkembangnya rasa memiliki dan solidaritas yang tinggi di kalangan pegawai.

e. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja pegawai.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa disiplin sebagai suatu kekuatan yang berkembang dalam diri
pegawai yang menyebabkannya untuk menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan, peraturan dan nilai-
nilai dari pekerjaan dan perilaku. Dalam arti sempit, biasanya dihubungkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya
menghukum seorang pegawai hanya merupakan sebagian dari persoalan kedisiplinan.

Menurut Handoko (2000: 208), ada tiga tipe kegiatan pendisiplinan, yaitu:

1) Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para pegawai agar mengikuti
berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya
adalah untuk mendorong disiplin diri di antara para pegawai. Dengan cara ini para pegawai menjaga disiplin
diri mereka bukan semata-mata mereka karena dipaksa manajemen.

2) Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan
mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif sering berupa suatu
bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan. Sebagai contoh, tindakan pendisiplinan bisa berupa
peringatan atau skorsing. Saran tindakan pendisiplinan hendaknya positif, bersifat mendidik dan mengoreksi,
bukan tindakan negatif yang menjatuhkan pegawai yang berbuat salah. Pendekatan negatif yang bersifat
menghukum biasanya mempunyai pengaruh sampingan yang merugikan, seperti hubungan emosional
terganggu, absensi meningkat, kelesuan dan ketakutan pada penyelia.

3) Disiplin progresif yang berarti memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran
yang berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil tindakan
korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Disiplin progresif juga memungkinkan
manajemen untuk membantu pegawai memperbaiki kesalahan. Sistem disiplin progresif adalah:

Teguran secara lisan oleh penyelia.

Teguran tertulis, dengan catatan dalam file personalia.

Skorsing dari pekerjaan satu pekerjaan sampai tiga hari.

1
2
3
4. Skorsing satu minggu atau lebih lama.
5. Diturunkan pangkatnya (demosi).

6

Dipecat.
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Urutan tindakan pendisiplinan tersebut disusun atas dasar tingkat berat atau kerasnya hukuman. Untuk
pelanggaran serius tertentu, seperti berkelahi dalam organisasi atau mencuri, biasanya dikecualikan dari disiplin
progresif. Seorang pegawai yang melakukan pelanggaran itu bisa langsung dipecat. Kedisiplinan suatu organisasi
dikatakan baik, jika sebagian besar pegawai menaati peraturan-peraturan yang ada. Hukuman diperlukan dalam
meningkatkan kedisiplinan dan mendidik pegawai supaya menaati semua peraturan organisasi. Pemberian
hukuman harus adil dan tegas terhadap semua pegawai. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi
karena tanpa disiplin yang baik sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

2.3. Pelaksanaan Disiplin Kerja

Disiplin yang baik adalah disiplin diri. Kecenderungan yang lain adalah melakukan apa yang menjadi
kewajibannya dan menempati aturan permainan. Suatu waktu orang mengerti apa yang dibutuhkan dari mereka,
di mana mereka diharapkan untuk selalu melakukan tugasnya secara efektif dan efisien dengan senang hati. Kini
banyak orang yang mengetahui bahwa kemungkinan yang terdapat dibalik disiplin adalah menjauhkan diri dari
kemalasan. Organisasi yang baik harus berupa menciptakan peraturan atau tata tertib yan akan menjadi rambu-
rambu yang harus dipatuhi oleh seluruh pegawai dalam organisasi.

Menurut Sutrisno (2009: 100), peraturan-peraturan yang akan berkaitan dengan disiplin, antara lain:

a) Peraturan jam kerja, pulang dan jam istirahat.

b) Peraturan dasar tentang berpakaian, dan bertingkah laku dalam pekerjaan.

c) Peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit kerja lain.

d) Peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai selama dalam
organisasi.

Disiplin perlu untuk mengatur tindakan kelompok, di mana setiap anggotanya harus mengendalikan
dorongan hatinya dan bekerja sama, demi kebaikan bersama. Dengan kata lain, mereka harus secara sadar tunduk
pada aturan perilaku yang diadakan oleh kepemimpinan organisasi, yang ditujukan pada tujuan yang hendak
dicapai. Dalam pelaksanaan disiplin kerja, peraturan dan Kketetapan organisasi hendaknya masuk akal dan
bersikap adil bagi seluruh pegawai. Selain itu, hendaknya peraturan tersebut juga dikomunikasikan sehingga para
pegawai tahu apa yang menjadi larangan. Pendidikan lebih baik dari pada hukuman dan koreksi konstruktif lebih
baik dari pada celaan, adalah merupakan kunci dari keseluruhan program peningkatan individu yang harus

menjadi tekanan dalam pelaksanaan disiplin.

2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Kerja Pegawai

Pegawai yang melakukan pekerjaan tanpa disiplin akan berdampak negatif bagi organisasi. Hal ini
terlihat dari tidak tercapainya target kerja yang diprogramkan, merosotnya mutu pekerjaan, terjadinya
pemborosan dalam pemakaian material dan peralatan milik organisasi, dan adanya kecenderungan bangkutnya
organisasi. Menurut Saydam (2005: 291), faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja pegawai, adalah:
a. Besar kecilnya pemberian kompensasi.

Pegawai dapat mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa yang

setimpal dengan jerih payahnya yang telah disumbangkan bagi organisasi. Bila ia menerima kompesasi yang
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memadai, ia dapat bekerja tenang, tekun, serta selalu berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, bila ia
merasa kompensasi yang diterimanya jauh dari memadai, maka ia akan berpikir mendua, dan berusaha mencari
tambahan penghasilan lain di luar, sehingga menyebabkan ia sering mangkir, sering minta izin ke luar dan
sebagainya.

b. Keteladanan pimpinan.

Keteladanan pimpinan maksudnya bahwa dalam lingkungan organisasi, semua pegawai akan selalu
memperhatikan bagaimana pimpinan dapat menegakkan disiplin dirinya dan perbuatan dan sikap yang dapat
merugikan aturan disiplin yang sudah ditetapkan. Peranan keteladanan pimpinan amat besar dalam organisasi,
bahkan amat dominan dibandingkan dengan semua faktor yang mempengaruhi tegakkan disiplin dalam
organisasi.

c. Adanya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan.

Pembinaan disiplin tidak dapat terlaksana dalam organisasi, bila tidak ada aturan tertulis yang pasti untuk
dapat dijadikan pegangan bersama. Disiplin tidak mungkin ditegakkan bila peraturan yang dibuat hanya
berdasarkan instruksi lisan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi atau keinginan pimpinan
saja. Para pegawai akan mau melakukan disiplin bila ada aturan yang jelas dan diinformasikan kepada mereka.
Bila aturan disiplin hanya menurut selera pimpinan saja, jangan harap bawahan akan mematuhi aturan tersebut.

d. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan.

Suatu disiplin dapat ditegakkan, bila di samping aturan tertulis yang jadi pegangan bersama, juga perlu
ada sanksi. Sanksi ini tentu tidak hanya tertulis di atas kertas saja, tetapi benar-benar dilaksanakan dalam praktik
sehari-hari. Bila ada seorang pegawai yang melanggar disiplin, maka perlu ada keberanian pimpinan untuk
mengambil tindakan yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dibuatnya.

e. Adatidaknya pengawasan pimpinan.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perlu ada pengawasan, yang akan mengarahkan para
pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Namun sudah
menjadi tabiat manusia pula bahwa mereka selalu ingin bebas lepas, tanpa terikat atau diikat oleh peraturan
apapun juga. Dalam keadaan inilah maka diperlukan pengawasan dalam artian pengawas yang berfungsi sebagai
pendidik dan pengarah terhadap proses pelaksanaan pekerjaan. Orang yang tepat melaksanakan pengawasan
terhadap disiplin adalah atasan langsung para pegawai yang bersangkutan.

f. Adanya tidaknya perhatian pimpinan kepada bawahan.

Pegawai adalah manusia yang mempunyai tabiat dan karakter sendiri-sendiri yang satu sama lain amat
berbeda. Seorang pegawai tidak hanya puas dengan penerimaan kompensasi yang tinggi, pekerjaan yang
menantang, tetapi juga mereka masih membutuhkan perhatian dari pimpinan. Keluhan dan kesulitan mereka ingin
didengar, dan dicarikan jalan keluarnya.

g. Diciptakan kebiasaan yang mendukung tegakkan disiplin.
Kebiasaan-kebiasaan positif yang perlu dibudayakan dalam organisasi untuk tegakkan displin antara lain:

- Saling menghormati, bila ketemu di lingkungan pekerjaan.
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- Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sehingga para pegawai akan turut merasa
bangga dengan pujian tersebut.
- Sering mengikutsertakan bawahan dalam pertemuan-pertemuan, apalagi pertemuan yang berkaitan
dengan nasib dan pekerjaan mereka.
- Memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat (keluar kantor) kepada rekan sekeerja, dengan
menginformasikan kemana dan untuk urusan apa, walaupun kepada bawahan sekalipun.
Menurut Hasibuan (2003: 194), indikator kedisiplinan pegawai adalah:
Tujuan dan kemampuan
Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai. Tujuan yang akan dicapai harus
jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi pegawai. Hal ini berarti bahwa tujuan
(pekerjaan) yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai kemampuan pegawai tersebut.
Teladan pimpinan
Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan pegawai karena pimpinan dijadikan
sebagai teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, jujur, adil
serta sesuai kata dengan perbuatan. Teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik.
Balas jasa
Balas jasa ikut mempengaruhi kedisiplinan pegawai karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan
kecintaan pegawai terhadap organisasi atau pekerjaannya. Jika kecintaan pegawai semakin baik terhadap
pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula.
Keadilan
Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai, karena ego dan sifat manusia yang selalu
merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Keadilan yang dijadikan
sebagai dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa atau hukuman akan merangsang terciptanya
kedisiplinan pegawai yang baik. Manajer yang cakap dalam memimpin selalu berusaha bersikap adil
terhadap semua bawahannya.
Waskat
Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan
pegawai. Dengan waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap gairah
kerja dan prestasi bawahannya. Hal ini berarti atasan harus selalu ada atau hadir di tempat kerja agar dapat
mengawasi dan memberikan petunjuk, jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
pekerjaannya.
Sanksi hukuman
Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukuman yang
semakin berat, pegawai akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan organisasi, sikap dan perilaku
indisipliner pegawai akan berkurang. Berat ringannya hukuman yang akan diberikan ikut mempengaruhi baik

buruknya kedisiplinan pegawai.
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7) Ketegasan
Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan pegawai organisasi.
Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum setiap pegawai yang indisipliner sesuai
dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman
bagi pegawai yang tidak disiplin akan disegani dan diakui kepemimpinannya oleh bawahan.
8) Hubungan kemanusiaan.
Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama pegawai yang ikut menciptakan kedisiplinan yang
baik. Hubungan baik bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct single relationship, direct
group dan cross relationship hendaknya harmonis. Manajer berusaha menciptakan suasana hubungan
kemanusiaan yang serasi serta mengikat, vertikal maupun horizontal di antara semua pegawainya.
Terciptanya human relationship yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman.
Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia dan menjadi tolok ukur untuk
mengetahui apakah fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya telah dilaksanakan dengan baik atau
tidak. Kedisiplinan yang baik, mencerminkan bahwa fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya
telah dilaksanakan. Sebaliknya, jika kedisiplinan pegawai kurang baik, berarti penerapan fungsi-fungsi
manajemen sumber daya manusia kurang baik. Jadi, dapat dikatakan bahwa kedisiplinan merupakan kunci
terwujudnya tujuan organisasi dan pegawai. Dengan disiplin yang baik berarti pegawai sadar dan bersedia

mengerjakan semua tugasnya dengan baik.

3. Pembahasan

Faktor yang dominan mempengaruhi kedisiplinan kerja pegawai pada Dinas Pertanian Provinsi Aceh
dengan nilai korelasi lebih besar dari 0,80 terdiri dari: ketegasan (0,833), waskat (0,811), sanksi hukuman (0,805).
Dari ketiga variabel tersebut, yang paling dominan mempengaruhi kedisiplinan kerja pegawai adalah ketegasan
dalam menerapkan tindakan pendisiplinan. Biasanya, jika atasan tegas dalam memberlakukan berbagai sanksi
kepada pegawai yang melanggar peraturan atau ketentuan yang ditetapkan, maka kedisiplinan akan meningkat.

Waskat (pengawasan melekat), dilakukan dengan mengevaluasi tingkat kehadiran pegawai ke tempat
kerja. Jika pegawai sering absen, maka atasan harus memberikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis.
Dengan adanya pengawasan melekat, maka atasan dapat mengetahui pegawai yang berdisiplin dan pegawai mana
yang tidak disiplin.

Sanksi hukuman disiplin merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar
peraturan yang ditetapkan. Pelanggaran disiplin termasuk ucapan, tulisan dan perbuatan yang melanggar
ketentuan yang ditetapkan. Tingkat sanksi hukuman disiplin pada Dinas Pertanian Provinsi Aceh adalah:

a. Hukuman disiplin ringan, berupa:
- Teguran lisan.

Hukuman disiplin berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh atasan untuk

menghukum pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Pegawai mendapat teguran lisan apabila

bawahan sering terlambat, absen dan pulang sebelum waktunya.
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- Tertulis
Hukuman disiplin berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang
berwenang menghukum pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Teguran tertulis diberikan
kepada pegawai yang tidak hadir di tempat kerja berturut-turut selama seminggu tanpa keterangan yang
jelas.

Hukuman disiplin sedang, berupa:

- Penundaan kenaikan gaji berkala sekurang-kurangnya selama tiga bulan dan paling lama satu tahun.

- Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala.

- Penundaan kenaikan pangkat sekurang-kurangnya selama enam bulan dan paling lama satu tahun.

Pegawai yang mendapat hukum disiplin sedang adalah pegawai yang nilai prestasi kerjanya tidak baik.

Hukuman disiplin berat, berupa:

- Penurunan pangkat.

- Pembebasan dari jabatan.

- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.

- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Pegawai yang mendapat hukum disiplin berat adalah pegawai yang diketahui korupsi dan menggunakan

obat-obat terlarang.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1

1.

4.2.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:
Angka KMO Measure of Sampling Adeguacy (MSA) sebesar 0,874 berada di atas 0,50, dengan signifikansi
0,000, maka variabel layak untuk dianalisis lebih lanjut.
Scree plot menampakkan grafik, di mana dari faktor 1 ke faktor 2 (garis sumber component number = 1 ke 2),
arah garis menurun dengan cukup tajam. Kemudian dari angka 2 sampai angka 3, garis masih menurun
dengan slope yang semakin kecil. Faktor keempat sudah berada di bawah angka dari sumbu Y (eigenvalues).
Hal ini menunjukkan bahwa tiga faktor paling bagus untuk meringkas keenam belas faktor yang
mempengaruhi kedisiplinan kerja pegawai pada Dinas Pertanian Provinsi Aceh.
Faktor yang dominan mempengaruhi kedisiplinan kerja pegawai pada Dinas Pertanian Provinsi Aceh dengan
nilai korelasi lebih besar dari 0,80 terdiri dari: ketegasan (0,833), waskat (0,811), sanksi hukuman (0,805).

Dari ketiga variabel tersebut yang paling dominan adalah faktor ketegasan.

Saran
Saran yang diberikan kepada Dinas Pertanian Provinsi Aceh sebagai bahan pertimbangan adalah:
Untuk meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai, maka sebaiknya atasan lebih tegas dalam memberikan

sanksi bagi pegawai yang tidak mentaati peraturan dan ketentuan yang ditetapkan.
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2. Sebaiknya, atasan meningkatkan pengawasan melekat terhadap daftar kehadiran pegawai, dimana jika
terdapat pegawai yang sering absen dan pulang sebelum waktunya, maka perlu diberikan teguran.
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LARANGAN UNTUK MENJADI SAKSI DALAM PERKARA PERDATA
Mesdiana Purba, SH, MH%
Abstrak

Saksi merupakan salah satu alat bukti, yang dibutuhkan untuk keperluanpembuktian di persidangan.
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1909 ayat (1) KitabUndang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka
pada dasarnya semua orangdapat menjadi saksi. Meskipun seperti itu, dalam perkara perdata ada juga
laranganuntuk menjadi saksi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat juridis normatif,dan mengkaji
lebih lanjut mengenai larangan untuk menjadi saksi dalam perkara perdata.

Kata Kunci: Larangan, Saksi, Perkara Perdata.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum (recht staat), dan bukan merupakan negara kekuasaan belaka (macht
staat). Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) sebelum amandemen, yakni pada bagian Penjelasan, dan setelah dilakukan amandemen ke 111 hal tersebut
ditegaskan pada Batang Tubuh, yakni pada Pasal 1 ayat (3) yang menentukan bahwa: ”Negara Indonesia adalah
negara hukum”.

Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Berdasarkan kompetensi absolut, maka lembaga peradilan di Indonesia dapat dibedakan atas Peradilan Umum
(PU) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (UU PU), Peradilan
Agama (PA) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (UU PA),
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), dan Peradilan Militer (PM) yang diatur dalam Undang-undang Nomor
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU PM).

Kesemua jenis peradilan tersebut berada dibawah wewenang Kekuasaan Kehakiman (KK), yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK). KK dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan PU, PA,
PTUN, PM, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Masing-masing badan peradilan tersebut mempunyai Peradilan Tingkat Pertama (PTP), dan Peradilan
Tingkat Banding (PTB), serta semuanya bermuara pada MA sebagai Peradilan Tingkat Tertinggi (PTT), yakni
dengan upaya hukum berupa Kasasi. Dalam kerangka penegakan hukum di PU, khususnya dalam hal
pembuktian, saksi merupakan salah satu alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang. “Pasal 164 HIR, Pasal
284 RBG, dan Pasal 1866 KUH Perdata menentukan bahwa alat-alat bukti itu terdiri dari bukti tertulis, bukti
saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Pasal 1909 ayat (1) KUH Perdata mewajibkan setiap

orang yang cakap untuk menjadi saksi, guna memberikan kesaksian kepada Hakim di persidangan.4 Meskipun

22 Dosen Fak. Hukum USI Siantar
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ada aturan Pasal 1909 ayat (1) KUH Perdata, akan tetapi ada juga aturan yang mengatur mengenai larangan untuk
menjadi saksi dalam perkara perdata.
B. Pembahasan
Istilah ”saksi” tentu bukan merupakan istilah yang baru dalam dunia ilmu hukum, khususnya pada hukum
acara. Darwan Prinst, menentukan bahwa: ”Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan
Pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan
kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.
Desy Anwar, menentukan bahwa saksi, sebagai berikut:
1. ”Orang yang melihat dalam berbagai arti seperti orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk
mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa
itu sungguh-sungguh terjadi;

2. Orang yang memberikan keterangan di muka Hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa”

B.N. Marbun, menentukan saksi, sebagai berikut:
1. ”Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian;
2. Orang yang memberikan keterangan di muka Pengadilan untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa;
3. Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan

tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri”.7

Menurut sifatnya, saksi dapat dibagi atas, sebagai berikut:

1. ”Saksi kebetulan. Yang dimaksud dengan saksi kebetulan adalah saksi yang secara kebetulan melihat,
mengalami, atau mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi perkara. Saksi demikian misalnya
para tetangga, orang yang secara kebetulan melihat, ataupun mendengar peristiwa itu;

2. Saksi sengaja. Saksi demikian adalah saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan sengaja
telah diminta untuk menyaksikan. Misalnya: Kepala Desa, Camat, Notaris, dan lain-lain”

"Saksi diatur dalam Pasal 139 HIR/Pasal 165 RBG. Mengenai saksi juga harus diperhatikan ketentuan
Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBG, yang mengatakan keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti
lain, tidak dapat dipercayai didalam hukum. Asas ini disebut unus testis nulus testis’, yang berarti seorang saksi
bukanlah saksi tersebut hendaklah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau didukung dengan buktibukti lain.”

Darwan Prinst, menentukan bahwa: ”Sebelum memberikan kesaksiannya, seorang saksi haruslah terlebih
dahulu disumpah atau mengucapkan janji menurut agama atau kepercayaannya masing-masing”. Sedangkan B.N.
Marbun menentukan bahwa: ”Dalam memberikan keterangan di muka Pengadilan, seorang saksi harus disumpah
menurut agamanya supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti”. Saksi yang
memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah/janji, keterangannya bukanlah kesaksian, melainkan hanya
sebagai petunjuk saja. Inti sari dari sumpah/janji saksi adalah akan menyatakan yang benar seperti apa yang dia
lihat, dengar atau alami sendiri mengenai perkara itu.”

4381



Kultura Volume : 15 No. 1 Juni 2014

Kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang tentang berbagai fakta kejadian,
yang mempunyai kesamaan dan hubungan satu sama lain dapat mengakibatkan terbuktinya suatu perbuatan
tertentu. Keterangan saksi-saksi tersebut terserah kepada Hakim untuk menghargai dan menilainya, sesuai Pasal
170 HIR/307 RBG, dan Pasal 1906 KUH Perdata.

Seseorang yang menjadi saksi karena berdasarkan kepada fakta-fakta tentang segala sesuatu yang
diketahuinya, apa yang didengarnya dan dialami atau diketahuinya sendiri. Pasal 171 HIR/Pasal 308 RBG
menentukan, sebagai berikut:

1. ”Setiap kesaksian haruslah menyebut segala penyebab, berdasarkan apa pengetahuan saksi itu sendiri;
2. Perasaan atau persangkaan yang terjadi karena kata akal, bukanlah merupakan suatu kesaksian”.

"Kesaksian yang didengar dari orang lain, dengan kata lain tidak dialami sendiri, tidak dilihat sendiri, dan
tidak didengar sendiri bukanlah kesaksian. Kesaksian demikian disebut ’testimonium de auditu’, dan tidak
mempunyai nilai pembuktian.” ”Apabila seorang saksi sangat diperlukan dan telah diminta datang oleh 1 (satu)
pihak dan ianya tidak mau datang menghadap tanpa suatu alasan yang sah, maka atas perintah Hakim saksi
tersebut dapat didatangkan untuk menghadap dan kalau perlu dengan bantuan Polisi. Artinya, saksi tersebut
dipaksa untuk menghadap dan memeriksa keterangannya.”

”Dalam hal seorang saksi sangat diperlukan dan telah dimintakan hadir di Pengadilan oleh salah satu pihak,
tetapi saksi tersebut tidak mau menghadap, maka atas perintah Hakim saksi tersebut dapat didatangkan untuk
menghadap, dan kalau perlu dengan bantuan Polisi, artinya saksi tersebut dipaksa untuk menghadap dan
memeriksa keterangannya.”

”Saksi yang demikian disebut dengan istilah ’enquete’, yakni pendengaran saksi di persidangan Pengadilan
atas permohonan (tertulis) penggugat dan ditetapkan melalui penetapan Hakim. Untuk saksi enquete diterima atau
tidak menjadi saksi ditetapkan melalui putusan sela (interlucotoir vonis). Berbeda dengan saksi biasa, yang
pemeriksaannya tidak usah melalui penetapan Hakim dengan putusan sela, karena cukup dimohonkan secara lisan
dan dicatat dalam berita acara sidang saja. Saksi enquete diatur dalam Pasal 139 HIR/Pasal 165 RBG.” ”Untuk
melawan saksi enquete, tergugat juga dapat memohon saksi contra enquete, yakni saksi yang menentukan dari
tergugat yang kepada keterangannya bergantung putusan atas perkara. Saksi contra enquete harus ditetapkan
dengan adanya suatu putusan sela (interlucotoir vonis).”

”Dalam praktek, ada pula saksi yang disebut valetudinaire enquete, yaitu pemeriksaan mendesak terhadap
seorang saksi, yang karena alasan yang dibenarkan tidak mungkin dapat hadir di persidangan yang lumrah
sebagaimana lazimnya dalam acara yang biasa (Pasal 893 EV). Oleh karena itu, saksi tersebut atas penetapan
Hakim didahulukan pemeriksaannya. Misalnya, pada waktu pemeriksaan saksi nanti di Pengadilan, saksi tersebut
sudah akan berada di luar negeri melanjutkan pendidikannya untuk jangka waktu yang lama.”

Undang-undang mengatur tentang siapa saja yang tidak dapat didengar sebagai saksi dalam perkara
perdata. Larangan itu tertuang dalam Pasal 145 HIR/Pasal 272 RBG.

Adapun yang dilarang menjadi saksi itu, sebagai berikut:

1. ”Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;

2. Suami atau istri salah satu pihak, meskipun telah bercerai;
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3. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan jelas bahwa mereka sudah berumur 15 (lima belas)
tahun;
4. Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang”.

Keluarga sedarah dan keluarga semenda yang dapat menjadi saksi dalam perkara yang menurut keadaan
hukum sipil orang berperkara. Misalnya, menjadi saksi dalam perkara perceraian, penetapan ahli waris, dan lain-
lain. Atau dalam hal perkara mengenai suatu perjanjian pekerjaan. Pengadilan Negeri (PN) dapat mendengar atau
memeriksa anak-anak dan orang gila, yang terkadang terang ingatannya dengan tidak disumpah. Keterangan
mereka hanya dianggap sebagai penjelasan saja.

Alasan seorang keluarga dekat tidak boleh sebagai saksi karena ada keraguraguan bahwa dia tidak akan
memberikan keterangan yang benar, melainkan menguntungkan keluarganya, meskipun telah disumpah. Yang
dimaksud dengan keluarga dekat dalam garis lurus adalah ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, dan seterusnya.
Sedangkan keluarga semenda adalah hubungan kekeluargaan yang terjadi karena perkawinan, seperti adik ipar,
abang ipar, kakak ipar, keponakan, dan seterusnya.Larangan ini biasanya hanya berlaku sampai derajat ketiga.

Telah dipaparkan bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan, maka seorang saksi haruslah
terlebih dahulu disumpah. ”Keterangan saksi yang tidak disumpah tidak boleh digunakan sebagai alat bukti, tetapi
hanya sebagai penjelasan saja. Penjelasan berarti dapat mengetahui dan menyelidiki peristiwa yang kebenarannya

kemudian dibuktikan dengan alat-alat bukti biasa, sesuai dengan Pasal 1912 BW.”

C. Penutup

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1909 ayat (1) KUH Perdata, maka pada dasarnya semua orang dapat
menjadi saksi. Meskipun seperti itu, undang-undang juga telah menentukan mengenai larangan untuk menjadi
saksi dalam perkara perdata. Larangan untuk menjadi saksi dalam perkara perdata, telah diatur pada Pasal 145
HIR/Pasal 272 RBG.
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